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= Kata
U Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu landmark Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel,
didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai
lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas
pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP
telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam
masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan
edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka,
video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax
berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut
dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru
yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati
kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih
efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan
sistem pembayaran yang terintegrasi.
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Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai
Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai
perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama
mengukir sejarah. Suksesnyaimplementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan
Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari
perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap
sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya
reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan
menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan
yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku
kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa
hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr, wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak
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1. Penjelasan
Umum
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Laman

PENJELASAN UMUM

1. Laman Login

Selamat datang di halaman login Coretax, platform perpajakan yang dirancang untuk
mendukung efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan pajak. Sistem ini menyediakan
berbagai fitur yang memudahkan Anda dalam pelaporan, pembayaran, dan administrasi
perpajakan secara terintegrasi. Silakan masuk dengan akun terdaftar untuk mengakses
modul yang telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan Anda.
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Modul "Lupa Kata Sandi”

Jika Wajib Pajak mengalami kendala saat login atau lupa kata sandi, gunakan fitur
“Lupa Kata Sandi?” yang tersedia untuk mendapatkan akses kembali. Demi keamanan,
pastikan kredensial Anda tetap rahasia dan tidak dibagikan kepada pihak lain.

Untuk mengakses fitur “Lupa Kata Sandi?” langkah-langkahnya adalah sebagai berikut
atau Reset Password Coretax (jika lupa kata sandi yang telah didaftarkan).
[1] Modul "Lupa Kata Sandi?" digunakan untuk:

e Login pertama kali ke Coretax (bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah memiliki
akses DJP Online), atau

s Reset Password Coretax (jika lupa kata sandi yang telah didaftarkan).

CwRE

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

(=]
- IR
= Tax
0 ===> Administration

Login

System

Pengguna Baru? Daftar disini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Copyright © 2024 Direkiorat Jenderal Pajak

@ Cdp B @

Gambar 1.1.1 - LAMAN LOGIN CORETAX
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Permohonan Ubah Kata Sandi
e[ ID Pengguna ] * * * * * * *

@ Surat Elektronik

Nomor Gawai

Tujuan Konfirmasi
l ) ©

Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha -c[ 910826 ] o

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya

termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
Pernyataan * bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar
0 dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan

Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan
surat dan dokumen perpajakan.

O =

Gambar 1.1.2 - LAMAN PERMOHONAN UBAH KATA SANDI

[2] Masukkan NIK/NPWP Wajib Pajak.

[3] Pilih tujuan konfirmasi (Surat Elektronik atau Nomor Gawai).
« Masukkan alamat email jika memilih Surat Elektronik.

« Masukkan nomor ponsel jika memilih Nomor Gawai.

[4] Masukkan kode Captcha.
[5] Centang kotak Pernyataan.

[6] Klik tombol Kirim
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[7] Jika Sukses, reset password melalui email.

0 Reset Password Success

If the provided information is available, an e-mail is sent containg instructions on how to update the password.

Gambar 1.1.3 - LAMAN RESET PASSWORD SUCCESS

[8] Periksa email atau SMS untuk menemukan tautan reset password yang dikirimkan
oleh sistem. Klik tautan tersebut dan lakukan perubahan password.

Taxpayer Portal Password Reset To Email - Kotak Masuk e @

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id> v ® <«
kepada saya v

Dear

To reset your Taxpayer Portal password, please click link below:

https://coretaxdjp.pajak.go.id:443//identityproviderportal/Account/ChangePassword ?token=9FA2FB562BC4FF26 AC1E97EAE4D09E
7045F2B5E01D3086FBCAAEADC

For your account security, please change your password immediately.
The link above is only valid for 24 hours since this email was sent.

Best Regards
Directorate General of Tax

Gambar 1.1.4 - E-MAIL RESET PASSWORD DARI DJP
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- . .
C\'IRE \R
Change Password

Username 1403

Email @gmail.com

[ New Password ~ ssssssses ] 0
[ Confirm Password =~ essessese ] @

Enter Captcha - o
... 20N C) & 232728
«&

C —c— ©

U

Gambar 1.1.5 - LAMAN UBAH KATA SANDI

[9] Masukkan Password yang baru. Isikan kata sandi baru dengan ketentuan:

* Minimal 8 karakter

* Minimal 1 huruf besar
e Minimal 1 huruf kecil
* Minimal 1 angka

* Minimal 1 karakter khusus
[10] Masukkan Konfirmasi Password yang baru.

[11] Masukkan Captcha.

[12] Klik tombol "Save" untuk menyimpan perubahan.
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Modul "Daftar disini"

[1] Fitur ini digunakan untuk login bagi Wajib Pajak yang:
*  Belum memiliki NPWP.

« atau NIK yang dimiliki belum aktif sebagai NPWP.

CwYRE"

Login

ID Pengguna
Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-ID

o O .
=i () & Ta X

Lupa Kata Sandi? Ad m in ist ra tio n
Login
0 Ce Baru? Daftar disini_} SyStem

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Copyright ® 2024 Direkiorat Jenderal Pajak

@ Cdp A @w

Gambar 1.1.6 - LAMAN LOGIN CORETAX
CwRE '

Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Silakan pilih jenis wajib pajak yang ingin Anda daftarkan sesuai dengan kategori yang paling relevan dengan status perpajakan Anda. Pastikan untuk memilih dengan
cermat, karena setiap jenis wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan dan prosedur pendaftaran yang berbeda.

an
'@'\ -
AR5 |
Perorangan Instansi Pemerintah Badan Pemungut PPN PMSE Luar Negeri

Gambar 1.1.7 - LAMAN PERSIAPAN REGISTRASI WAJIB PAJAK
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Modul "Aktivasi Akun Wajib Pajak”

[1] Modul ini digunakkan oleh mereka yang bukan merupakan wajib pajak tapi ingin
melakukan aktivitas pada coretax

CwRE

Login

ID Pengguna
Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-ID

Core

Tax

Administration
System

[ -]

Pengguna Baru? Daftar disini

[ Aktivasi Akun Wajib Pajak ]

Copyright & 2024 Direktorat Jenderal Pajak

O Cdip s G
Gambar 1.1.8 - LAMAN LOGIN CORETAX

Permintaan Akses Digital

Manajemen Kasus

Kanal * Daring (Portal Wajib Pajak)
Tanggal Permohonan * 20-02-2025 E
Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?* e

Sebagai Penanggung jawab Wajib Pajak O
Perusahaan atau bukan?

Proksi Warisan tidak terbagi?

Pemilihan Wajib Pajak 0

Nomor Pokok Wajib Pajak* [ ]

Nama Wajib Pajak*

Gambar 1.1.9 - LAMAN PERMINTAAN AKSES DIGITAL
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[2] (Centang jika sesuai):
« Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?
» Sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak Perusahaan atau bukan?

» Proksi Warisan tidak terbagi?

[3] Masukkan NIK/NPWP Wajib Pajak. Kemudian, Klik tombol "Cari" untuk
menampilkan data Wajib Pajak.

[4] Isi detail kontak:
« Masukkan alamat email yang sebelumnya di daftarkan Wajib Pajak.

« Masukkan nomor telepon yang sebelumnya di daftarkan Wajib Pajak.

Detail Kontak

Lupa Kontak yang Terdaftar? O

E-mail * Masukkan alamat email Anda o

Nomor Telepon* Masukkan nomor telepon Anda

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

Gambar 1.1.10 - LAMAN PERMINTAAN AKSES DIGITAL

[5] Pada kolom Verifikasi Identitas, tekan tombol “Take a photo” untuk mengambil
foto wajah langsung menggunakan kamera PC/Handphone. Setelah foto diambil,
sistem akan mencocokkan hasilnya dengan data yang tersedia di Dukcapil/
Imigrasi.

Verifikasi Identitas

Silakan ambil foto.

@ Take a photo 0

Pernyataan Wajib Pajak 0

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pernyataan *
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya

menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Gambar 1.1.11 - LAMAN VERIFIKASI IDENTITAS
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[6] Ceklis Pernyataan.
[7] Klik Simpan.

[8] Periksa email yang dikirimkan dari Direktorat Jenderal Pajak. Unduh “Bukti Tanda
Terima” dan “Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak”.

& Utama © Promosi 2, Sosial (@ Info Terbaru

Direktorat Jenderal. Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak - 1403
B3 A_01-DOCO0Y-...

Bukti Penerimaan Surat - 1403 - Dear SirMadam, Please find below the document with the following details: Document Type: Bukti Penerim...

[ A-DOCOO1-FR...

- Dear Sir/Madam, Please find below the document with the following details: Document Type: Su...

Direktorat Jenderal.

Gambar 1.1.12 - E-MAIL YANG DIKIRIMKAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
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Pengenalan Modul

Coretax menyediakan berbagai modul utama dalam Portal Wajib Pajak, yang dirancang
untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara
efisien dan terintegrasi. Setiap modul memiliki fungsi khusus yang mendukung
aktivitas administrasi perpajakan, mulai dari pengelolaan profil, pembuatan faktur dan
bukti potong, pelaporan pajak, hingga layanan pembayaran dan pencatatan transaksi.
Dengan sistem yang user-friendly serta dukungan fitur berbasis teknologi digital,
Coretax memastikan bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya
secara lebih praktis, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~
Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak & Unduh Ikhtisar Profil
Wakil/Kuasa Saya Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif
‘Waijib Pajak yang Diwakili
Nama : Alamat Utama
Informasi Detail Nomor Pokok Wajib Pajak

- - ” Kegiatan Utama
Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Jenis Waijib Pajak

Informasi Umum
Kategori Wajib Pajak

Alamat Status NPWP : Aktif

Detail Kontak Tanggal Terdaftar ) Kontak Utama

Pihak Terkait Tanggal Aktivasi ? Nomor Telepon Seluler
Status Pengusaha Kena . Email

Objek Pajak Bumi dan Bangunan :

(PBB) Falak Klasifikasi Lapangan Usaha Utama
T | Pe kuh: -
onoge mengunan Kode Klasifikasi Lapangan

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pengusaha Kena Pajak Usaha

Kantor Wilayah Direktorat :
Detail Bank ansor TWflayan CeKiore Deskripsi Klasifikasi
Jenderal Pajak
Lapangan Usaha

Data Unit Keluarga Kantor Pelayanan Pajak

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Bagian Pengawasan

Tanggal Pembaruan Profil
Terakhir

Nomor Identifikasi Eksternal
Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili
Verifikasi Dua Langkah
Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

Gambar 1.1.13 - TAMPILAN PORTAL WAJIB PAJAK

[1]  Ikhtisar Profil Wajib Pajak [Taxpayer 360-Degree Overview]
Berisi ringkasan profil wajib pajak seperti nama, NIK/NPWP, Status PKP, alamat
utama, kontak utama, KLU, kode aktif billing, jenis pajak terkait, dan lain
sebagainya.

[2] Informasi Umum [General Information]
Berisi informasi NIK/NPWP, akta pendirian dan perubahan, metode pembukuan,
KPP terdaftar, kontak dan email utama, dan lain sebagainya.

[31 Alamat [Addresses]
Memuat alamat utama dan alamat tempat kegiatan usaha lainnya.

Buku Manual
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[4] Detail kontak [Contact Details]
Berisi daftar kontak wajib pajak seperti nomor telepon, faksimili, email, dan
website.

[5] Pihak Terkait [Related Parties]
Berisi detil pihak yang terkait dengan Perusahaan.

[6] Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) [Land & Building Tax Objects]
Memuat daftar objek PBB P5L yang dimiliki.

[7]1 Klasifikasi Lapangan Usaha [Economic Codes]
Berisi KLU Utama dan KLU lain terkait aktivitas wajib pajak.

[8] Detail Bank [Bank Details]
Berisi informasi rekening bank milik wajib pajak.

[9] Data Unit Keluarga [Family Tax Unit]
Untuk kepentingan Perpajakan, berisi daftar unit keluarga atau daftar tanggungan
terkait kepentingan perpajakan.

[10] Tempat Kegiatan Usaha [Place of Business Activity]
Berisi tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh wajib pajak (TKU).

[11] Jenis Pajak [Tax Types]
Berisi informasi jenis pajak terkait aktivitas wajib pajak.

[12] Wakil/Kuasa Saya [My Representatives]
Memuat informasi wakil/kuasa wajib pajak.

[13] Wajib pajak yang Diwakili [My Taxpayers]
Memuat informasi wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan (dalam hal bertindak
sebagai wakil/kuasa).

[14] Verifikasi Dua Langkah [2-Factor-Authentication]
Pengaturan autentifikasi dua Langkah untuk menjamin keamanan akun.

[15] Permohonan Tertunda [Pending Requests]
Berisi informasi permohonan dari wajib pajak yang diwakili/dikuasakan untuk
mendapatkan persetujuan.

[16] Semua permohonan [All Requests]
Berisi semua informasi permohonan dari wajib pajak yang diwakili/dikuasakan
untuk mendapatkan persetujuan.

12 | Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah Buku Manual | Penjelasan Umum
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Modul Utama

(1) @ 0 [14) 16)
[Versi: 1.1.2—bui|df194J[idle V] [ V][Logmterakm'r: ]@

e-Faktur || eBupot ~ | Surat Pemberitahuan (SPT) ~ | Bantuan ~ | 'Pembayaran -~ ' Buku Besar | Layanan Wajib Pajak ~|| Manajemen Akses ~ | | Pertuk:

o 0 o o e 6 0o o0 o o

Gambar 1.1.14 - TAMPILAN MODUL UTAMA PORTAL WAJIB PAJAK

Modul utama pada Portal Wajib Pajak meliputi:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

Portal Saya [My Portal]

Modul yang berkaitan dengan profil wajib pajak serta perubahan data.
e-Faktur [eTax Invoice]

Merupakan modul pembuatan faktur pajak PPN bagi Pengusaha Kena Pajak.
eBupot

Merupakan modul pembuatan bukti potong bagi pemotong/pemungut PPh.
Surat Pemberitahuan (SPT) [Tax Return]

Merupakan modul untuk pelaporan SPT.

Bantuan [Helps]

Merupakan modul untuk mengakses panduan penggunaan Coretax.
Pembayaran [Payments]

Modul yang berkaitan dengan pembayaran pajak.

Buku Besar [My General Ledger]

Memuat rincian transaksi wajib pajak.

Layanan Wajib Pajak [Taxpayer Services]

Modul untuk pengajuan permohonan, permintaan informasi, maupun terkait
kegiatan edukasi perpajakan.

Manajemen Akses [Access Management]

Modul untuk mengubah kata sandi.

Pertukaran Informasi Perpajakan [Exchange of Information]

Modul bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan pertukaran informasi
keuangan.

Informasi Versi Aplikasi.

Pemilihan Jenis Bahasa:
e id-ID = Indonesia
« En-US=Inggris

Buku Manual | Penjelasan Umum Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah |
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[13]
[14]

Ikon "LONCENG" untuk melihat notifikasi atau pengumuman dari sistem.

Informasi:

e Main Account - Akun utama wajib pajak
« Taxpayers - Akun wajib pajak yang diwakili/kuasai

[15] Informasi login terakhir ke Coretax.
[16] Tombol log off atau keluar aplikasi.

o Cdp B vess: 112001920 g0 9 v Login terakhir ®

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Kuku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

& Kotak Masuk ¥ Tandai Semua Telah Dibaca

Ikon "LONCENG"

Semua Baca Belum dibaca

- @00 -

Aksi  Pengirim 1| Subjek T| Tanggal Terkirim 1| Prioritas 1|

v v E v

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 1.1.15 - TAMPILAN IKON LONCENG DI MODUL UTAMA PORTAL WAJIB PAJAK

Modul "Portal Saya”

o cdp B vers: 112001920 a0 v EOG) v Login terakhr ()

LEUEIREYERA e-Faktur  eBupot v  Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~
Dokumen Saya
Kasus Saya
Kasus Berjalan Saya
Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Subjek T| Tanggal Terkirim T| Prioritas T|

Pengukuhan PKP
: v B v

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
Perubahan Data

Perubahan Status 10

Penghapusan & Pencabutan

Profil Institusi Finansial

Gambar 1.1.16 - TAMPILAN MODUL "PORTAL SAYA"
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[1] Dokumen Saya
Berisi seluruh dokumen yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait akun wajib pajak.
[2] Notifikasi Saya
menampilkan notifikasi atas transaksi perpajakan yang dilakukan.
[3] Kasus Saya
Berisi informasi terkait kasus/permohonan yang diajukan.
[4] Kasus Berjalan Saya
Berisi informasi terkait kasus/permohonan yang diajukan yang saat ini masih
diproses.
[5] Profil Saya
Berisi informasi terkait identitas serta hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.
[6] Aktivasi NIK
Melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP.
[71 Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
Mengajukan atau mendaftarkan Sertifikat Digital/Kode Otorisasi DJP.
[8] Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L
Mendaftarkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan,
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan
Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya.
[9] Perubahan Data
Mengajukan perubahan data utama seperti Identitas Wajib Pajak, Alamat Utama,
Objek PBB P5L yang telah didaftarkan, dan Data Pemungut PPN PMSE.
[10] Perubahan Status
Mengajukan penetapan/pengaktifan kembali WP Non Aktif, penunjukan,
perubahan, dan pencabutan Wakil/Kuasa, serta modul lainnya.

[11] Penghapusan & Pencabutan
Mengajukan penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP.

[12] Profil Institusi Finansial
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Modul *

o cCdp

Portal Saya - e-Faktur eBupot ~

'e-Faktur"

Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~

Dasbor e-Faktur

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Pajak Keluaran
Retur Pajak Masukan

(" Dokumen Lain )
Dokumen Lain

Pajak Keluaran
Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan
Me————

Pada modul e-faktur terdapat beberapa submenu, diantaranya

Dasbor Faktur Pajak

(3]

Versi: 11.2-build-1940 id-ID v A @

Pembayaran ~

Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~

Status

Dasbor Pembayaran sebelum Pelaporan SPT Masa PPN

Gambar 1.1.17 - TAMPILAN DASHBOARD E-FAKTUR

[1] Dashboard Faktur Pajak
Berisi ringkasan penerbitan faktur, pembayaran, dan pelaporan PPN di suatu
masa pajak.

[2] e-Faktur
Modul untuk membuat faktur pajak keluaran dan retur keluaran (jika PKP), serta

faktur pajak masukan dan retur pajak masukan.

[3] Dokumen Lain
Modul untuk membuat dokumen lain pajak keluaran dan retur dokumen lain
keluaran (jika PKP), serta dokumen lain pajak masukan dan retur dokumen lain
masukan.

Manajemen Akses ~

v Login terakhir: @

January 2025 B

Dasbor Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Tidak Ada Data Tersedia

16 | Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah
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Modul "e-Bupot”

o cCdp Velsi: 112-build-1940 idD v A @

Portal Saya ~ e-Faktur J:01I8A Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~
BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
o - BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir e

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan l

Gambar 1.1.18 - TAMPILAN DASHBOARD E-FAKTUR

Modul eBupot terbagi menjadi dua modul utama:
[1] e-Bupot Unifikasi

« BPPU - Pembuatan Bukti Potong/Pungut unifikasi (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal
15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23).

« BPNR - Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4(2) dan 26 untuk transaksi
dengan WP Luar Negeri.

« Penyetoran Sendiri — Pembuatan Bukti potong terkait transaksi yang
sifatnya setor sendiri.

« Pemotongan Secara Digunggung — Pembuatan Bukti Potong yang sifatnya
digunggung (contoh: Sertifikat Diskonto BI).

« Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/
Pemungutan - Mengunggah file XML Bukti Potong digunggung.
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[2] e-Bupot 21/26
« BP21 - Bukti Potong untuk Pegawai selain pegawai tetap.

« BP26 - Bukti Potong Wajib Pajak Luar Negeri.

« BPA1 - Bukti Potong Al untuk masa pajak terakhir (selain Pejabat Negara,
TNI/POLRI dan pensiunan).

« BPA2 - Bukti Potong A2 untuk masa pajak terakhir bagi Pejabat Negara, TNI/
POLRI, dan pensiunannya.

« Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap — Bukti Potong bulanan untuk
Pegawai Tetap (selain masa pajak terakhir).

Modul "Surat Pemberitahuan (SPT)"

® cCdp Versic 1.1.2-build-1940 id-ID v A @)

Portal Saya =~ e-Faktur eBupot ~ BNENEELLENELIELNEI)IRE Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~
Surat Pemberitahuan (SPT)
Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT ' o

Gambar 1.1.19 - TAMPILAN MODUL SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Modul “Surat Pemberitahuan (SPT)"” terdiri dari beberapa submenu:

[1] Surat Pemberitahuan
Membuat draft dan melaporkan SPT.

[2] Pencatatan
Menampilkan buku catatan sederhana atas transaksi yang dilakukan dengan
lawan transaksi.

[3] Dasbor Kompensasi
Menampilkan ringkasan hak kompensasi pajak yang dimiliki wajib pajak terkait
PPN, PPN PMSE, dan PPh Pasal 21/26.

[4] Pengungkapan Ketidakbenaran SPT
Digunakan untuk mengungkapkan ketidakbenaran atas pengisian SPT yang telah
dilaporkan wajib pajak.
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Modul "Pembayaran”

o Cdp B versi 112biig1940 100 v A @ v

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan -~ JEENLEVEIELIEE Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Permohonan Pemindahbukuan

Layanan Mandiri Kode Billing

Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
Daftar Kode Billing Belum Dibayar
Formulir Restitusi Pajak

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Gambar 1.1.20 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAJIB PAJAK

Modul Pembayaran digunakan untuk melakukan pembayaran serta pengajuan restitusi
maupun permohonan imbalan bunga. 7 submenu dalam modul Pembayaran yaitu:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Permohonan Pemindahbukuan

Memindahkan saldo kredit pajak yang dimiliki kepada jenis pajak lain atau wajib
pajak lain.

Layanan Mandiri Kode Billing

Seperti angsuran PPh Pasal 25, penyetoran deposit pajak, dan lainnya.
Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak

Membuat kode billing terkait pembayaran utang pajak, seperti STP, SKPKB, dan
lainnya.

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Menampilkan daftar kode billing yang masih aktif namun belum dibayar.
Formulir Restitusi Pajak

mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak terutang, baik dari
pembetulan SPT Masa lebih bayar maupun dari data pembayaran atau dokumen
transaksi.

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Mengajukan permohonan imbalan bunga.

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Mengajukan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah terkait
Perusahaan PDAM.

Buku Manual | Penjelasan Umum
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Modul "Buku Besar"

o Cdp Vem; 112-build-1940 D v A @ | Login terakhir ®

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot > Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan > Pembayaran ~ Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Buku Besar Saya

& Cetak Buku Besar

Total
< Debit O, Kredit BB Debit Tersisa £ Kredit Tersisa B sado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ) - Terapkan
J Menampilkan transaksi dengan nilai 0 O Menampilkan Kredit O Menampilkan Debit 0 Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan Filt
ilter

*Menampilkan data dengan tanggal posting sampai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa
Tanggal Posting spesifik

Gambar 1.1.21 - TAMPILAN MODUL BUKU BESAR

Melalui modul Buku Besar, wajib pajak dapat memantau status utang pajak maupun
kelebihan pembayaran pajak. Pada sisi kredit, dicatat hak-hak wajib pajak seperti
pembayaran pajak yang telah dilakukan, pelaporan SPT lebih bayar, serta penerbitan
SKP lebih bayar. Sementara itu, sisi debit mencatat kewajiban wajib pajak, termasuk
pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang menimbulkan
kekurangan pembayaran pajak.

Modul "Layanan Wajib Pajak”

o cCdp Versif 112-build-1940 idID v A @) v login

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar MEVENEGRUEREEISEE Manajemen Akses ~

Layanan Edukasi Perpajakan
Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 1.1.22 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAJIB PAJAK
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Modul Layanan Wajib Pajak berisi 6 submenu yaitu:

[1] Layanan Administrasi
Meliputi 39 kelompok layanan permohonan wajib pajak.

[2] Pertanyaan Umum
Berisi riwayat pertanyaan dan layanan yang diminta oleh wajib pajak kepada
Direktorat Jenderal Pajak.

[3] Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi
Digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan pengaduan dan saran terkait
layanan yang diberikan oleh petugas pajak, serta pemberian apresiasi kepada
pegawai.

[4] Layanan Edukasi Perpajakan
Digunakan untuk mengajukan permohonan edukasi perpajakan melalui kelas
pajak, maupun mengundang petugas pajak untuk menjadi narasumber.

[5] Riwayat Edukasi
Berisi riwayat edukasi yang diterima oleh wajib pajak.

[6] Pengetahuan Dasar Perpajakan
Berisi materi edukasi perpajakan ataupun materi edukasi lainnya yang dibutuhkan
oleh wajib pajak.

Modul " Manajemen Akses"

o Cdip \/ersi: 112-build-1940 id-D v A @) v | Login terakhir: @

e-Faktur eBupot > Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan » Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ JNVELEIEENWI'EES

Ubah Kata Sandi
Change Password

Gambar 1.1.23 - TAMPILAN MODUL BUKU BESAR
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Role

PENJELASAN UMUM

2. Role Access

Role Access Management adalah salah satu fitur yang dikembangkan dalam Coretax
untuk meningkatkan keamanan dalam penyajian data-data yang bersifat rahasia. Salah
satu inovasi utama yang diperkenalkan dalam Coretax Administration System (Coretax
DJP) adalah fitur impersonate dalam pengelolaan akses untuk pemenuhan kewajiban
perpajakan. Fitur impersonate ini hanya dapat digunakan oleh individu yang telah
diberikan hak akses untuk mengelola administrasi pajak pihak lain. Saat wajib pajak
melakukan impersonating melalui akunnya, ia bertindak atas nama wajib pajak lain
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
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Fitur ini sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Sebab, administrasi
perpajakan kini tidak lagi terbatas pada penggunaan akun Coretax DJP milik wajib pajak
itu sendiri. Dalam sistem Coretax DJP, pihak yang telah ditunjuk wajib menggunakan
fitur impersonate untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Ketika Wajib Pajak Instansi Pemerintah pertama kali terdaftar dalam Coretax DJP,
sistem secara otomatis menetapkan salah satu pengurus sebagai penanggung
jawab atau person in charge (PIC). PIC ini memiliki akses penuh terhadap akun
Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan dapat menggunakan fitur impersonate melalui
akun pribadinya. Selain itu, wajib pajak dapat menambahkan individu lain, seperti
pengurus, pegawai, kuasa, atau konsultan, yang kemudian diberikan hak akses
berdasarkan peran yang telah ditetapkan. Penambahan pihak terkait dilakukan
dengan mengedit bagian "Informasi Umum" pada profil akun Coretax DJP Wajib
Pajak.

A. Melihat PIC Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Setiap Wajib Pajak selain Orang Pribadi akan memiliki satu orang PIC (Person
Impersonate Charge). Untuk mengetahui siapakah PIC dari Wajib Pajak tersebut,
silahkan login ke akun WP Instansi Pemerintah, lalu pilih modul “Pihak Terkait".

NIK/ NPWP Orang 11 NamaPengurus 1 Kewarganegaraan 1 NomorPas por 11 Negara Asal 1| Nomor Pokok Wajib F

Gambar 1.2.1 - TAMPILAN MODUL PIHAK TERKAIT
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B. Melihat Person in Charge (PIC) Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Untuk melihat siapakah PIC dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah, setelah
masuk kedalam modul Pihak Terkait, silahkan drag ke kanan hingga sampai
pada kolom “Penanggungjawab”.

Pihak Terkait

- 800 -
Persentase Pemegang Saham 1|  Kriteria Pemilik Manfaat 1| Merupakan Orang Terkait T, Merupakan Wajib Pajak Terkait 1| ~Apakah Penanggung Jawab 1| Adalah Data Eksternal 1|

Y Pilih Kriteria Pemilik Manfaat v

100

100

Gambar 1.2.2 - TAMPILAN KOLOM PENANGGUNGJAWAB

C. Login PIC dan Impersonate

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, WP Instansi Pemerintah
harus menggunakan PIC atau orang yang ditunjuk oleh PIC untuk melakukan
impersonate dan melaksanakan kewajiban perpajakan WP Instansi Pemerintah
tersebut. PIC atau Orang Pribadi yang ditunjuk oleh PIC harus login ke akun
Orang Pribadi masing-masing terlebih dahulu baru melakukan Impersonate ke
akun WP Instansi Pemerintahnya. Pilihan Wajib Pajak lain yang diwakili oleh PIC
ada dibawah modul Akun Utama

® cdp Vem 112buid1942 a0 v TOE v | woginterati (]

PortalSaya - e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - BukuBesar Layanan Wab Pajak - Manajemen Akses -

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp) awnvems

Gambar 1.2.3 - TAMPILAN KOLOM IMPERSONATE

Setelah PIC melakukan impersonate, maka sistem akan memunculkan pita biru
diatas yang menunjukkan bahwa PIC telah berhasil melakukan impersonate WP
yang diwakili.
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® coe Bl e 11252 w0~ $OE v o )

Faktur e8upot + Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak = Mansjemen Akses =

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)
Gambar 1.2.4 - TAMPILAN SETELAH IMPERSONATE

2. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan WP Instansi Pemerintah, PIC dapat
menambahkan Wakil untuk membantu. Beberapa tugas yang dapat diberikan PIC
kepada Wakil adalah seperti membuat atau menandatangani draft Bukti Potong
atau Faktur dan membuat atau menandatangani draft SPT. Penambahan Wakil PIC
dapat dilakukan pada modul Pihak Terkait dan menambahkan role pada modul
Wakil/Kuasa. Setelah melakukan impersonate, PIC dapat menambahkan Wakil
melalui Edit Informasi Umum dan menambahkan Pihak Terkait lalu memberikan
role melalui modul Tetapkan Role.

A. Penambahan Pihak Terkait

Penambahan Pihak Terkait dilakukan oleh PIC setelah melakukan impersonate
dan membukan modul Informasi Umum serta melakukan klik Edit pada modul
Informasi Umum.

e currently impersonating

You are curn user
® cie Verst 1.12:buid-1942 ia0 ~ FDG)

Faktur  eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

I:l Informas Umum Waf Pjak pi

Wakil/Kuasa Saya General  Taxp

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Informasi Umum

00000000 00O

00

GAMBAR 1.2.5 - MODUL INFORMASI UMUM
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PIC dapat melakukan penambahan Pihak Terkait dengan mengklik tombol
Tambah

You are currently impersonating user: - |
Verifikasi Dua Langkah T
~ Pihak Terkait (&)

Permohonan Tertunda

Semus Permohonan D
c 00 -

Aksi NIK / NPWP Orang. Jenis Wajib Pajak Kategori Wajib Pajak Nomor Pasp

> Alamat Wajib Pajak

> Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
> Detail Bank

> Kode KLU

> Nomor Identifikasi Eksternal

Gambar 1.2.6 - TAMPILAN TAMBAH PIHAK TERKAIT

Setelah mengklik Tambah, maka P/IC akan mengisi data-data sebagaimana
dibawah ini. Jika Orang Pribadi yang ditambahkan adalah warga negara
Indonesia dan datanya sudah terdapat pada database Coretax, maka P/C cukup
mengisikan NIK/TIN.

Tetapkan Role

Poran Wakil/Kussa ROLE CTAS_PORTAL EBUPOT_21/26_DRAFTER. ROLE_CTAS_PORTAL EBUPOT DRAFTER R..
ROLE_CTAS_PORTAL ARTICLE_21/26 WITHHOLDING SIGNER
% ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL EBUPOT_21/26_SIGNER

% ROLE_CTAS_PORTAL EBUPOT_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_SIGNER

Gambar 1.2.7- TAMPILAN PIHAK TERKAIT

Lalu PIC mencentang Pernyataan Wajib Pajak dan Simpan.
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Penambahan Role Access kepada Wakil Wajib Pajak Instansi Pemerintah oleh PIC
dapat disesuaikan dengan kebutuhan Wajib Pajak dengan tingkat kerahasiaan
data yang diinginkan. PIC dapat merekrut Wakil sesuai jumlah yang diinginkan
dengan memisah-misahkan role sehingga konfidensialitas data Wajib Pajak

Instansi Pemerintah tetap terjaga.

Role Access yang bisa digunakan oleh PIC untuk memberikan kewenangan
kepada Wakil didalam Portal Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Bukti Potong PPh 21/26
ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT 21/
26_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPQOT_21/
26_DRAFTER

SPT Masa PPh 21/26
ROLE_CTAS_PORTAL_ARTICLE_21/
26_WITHOLDING_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL ARTICLE_21/
26_WITHOLDING_SIGNER

SPT Tahunan
ROLE_CTAS_PORTAL TAX_
INVOICE_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_TAX_
INVOICE_SIGNER

Bupot PPh Unifikasi
ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT 21/
26_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/
26_DRAFTER

Pembuat draft Bukti Potong PPh
Pasal 21/26

Penandatangan Bukti Potong
PPh Pasal 21/26

Pembuat draft SPT Masa PPh
Pasal 21/26

Penandatangan SPT Masa
PPh Pasal 21/26

Pembuat draft faktur pajak

Penandatangan faktur pajak

Pembuat draft Bukti Potong
PPh Unifikasi

Penandatangan Bukti Potong
PPh Unifikasi
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SPT Masa PPh Unifikasi
ROLE_CTAS_PORTAL _TAX
WITHOLDING_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_TAX
_WITHOLDING_DRAFTER

SPT Masa PPN
ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX
RETURN_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_VAT_TAX
RETURN_SIGNER

Bea Meterai
ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX
RETURN_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_STAMP_DUTY_TAX
RETURN_SIGNER

SPT Masa (Selain Unifikasi, 21/26)

ROLE_CTAS_PORTAL_PERIODIC_
INCOME_TAX_RETURN_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_PERIODIC_
INCOME_TAX_RETURN_SIGNER

Faktur Pajak
ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_
TAX_RETURN_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_ANNUAL_
TAX_RETURN_SIGNER

Pembuatan draft SPT Masa PPh
Unifikasi

Penandatangan SPT Masa PPh
Unifikasi

Pembuatan draft SPT Masa
PPN

Penandatangan SPT Masa PPN

Pembuat draft SPT Masa Bea
Meterai

Penandatangan SPT Masa Bea
Meterai

Pembuat draft SPT Masa (selain
Unifikasi dan 21/26)

Penandatangan SPT Masa (selain
Unifikasi dan 21/26)

Pembuat draft SPT Tahunan
PPh

Penandatangan SPT Tahunan
PPh
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Pembayaran

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
BALANCE_TRANSFER_SIGNER

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
PAY_BASIC

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REFUND_
SIGNER

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_INTEREST_COMPENSATION _
SIGNER

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_

EXTERNAL_TAXBORNE_BY_GOVERNMENT_

WATERCOMPANY_SIGNER

CwRE

Role untuk Permohonan
Pemindahbukuan

Role dasar modul pembayaran
bagi Wakil/Kuasa (Layanan
Mandiri Kode Billing, Pembuatan
Kode Billing atas Tagihan Pajak,
Daftar Kode Billing Belum
Dibayar)

Role untuk Permohonan
Pengembalian Pendahuluan

Role untuk Permohonan
Imbalan Bunga

Role untuk Permohonan PPh
DTP atas Penghasilan PDAM

Pendaftaran, Perubahan, Pencabutan, dan Penghapusan

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
REG_DATA_UPDATE

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
REG_DEREGISTRATION_REVOCATION

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REG_INCOME_WITHHOLDER_
COLLECTOR_

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REG_REPORTING_
FINANCIAL_INSTITUTION

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REG_STAMP_DUTY_
COLLECTOR

Role untuk Perubahan Data
Wajib Pajak

Role untuk pencabutan
atau penghapusan NPWP,
Objek PBB P5L, Status
sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP)

Role untuk Penunjukan/
Pencabutan Pemotong atau
Pemungut PPh/PPN

Role untuk Penetapan/
Perubahan Data/Pencabutan
Lembaga Keuangan
Pelapor/Nonpelapor

Role untuk Penetapan/
Pencabutan Pemungut Bea
Meterai
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Pendaftaran, Perubahan, Pencabutan, dan Penghapusan

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
REG_BASIC

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
REG_VAT_APPOINTMENT

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REG_LAND_BUILDING_
REGISTRATION

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REG_REPORTING_
FINANCIAL_INSTITUTION

ROLE_CTAS_PORTAL_REPRESENTATIVE_
EXTERNAL_REG_INACTIVATION_
REACTIVATION

Layanan

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
TPS_BASIC

ROLE_CTAS_PORTAL_
REPRESENTATIVE_EXTERNAL_
TPS_ADDITIONAL

Role dasar untuk Modul
Registrasi bagi Kuasa Wajib
Pajak

Role untuk Permohonan
Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (PKP)

Role untuk Pendaftaran Objek
Pajak PBB P5L

Role untuk Penetapan WP NA
atau Pengaktifan Kembali
WP NA

Role untuk Penunjukan/
Pencabutan Pemungut PPN
PMSE Dalam negeri

Role Dasar Modul Layanan
Perpajakan, bagi Role:

Layanan Administrasi

Layanan Informasi Perpajakan
Pengaduan,Saran dan Apresiasi
Materi Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Role untuk Penyampaian
Permohonan Edukasi
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C. Cara Penambahan Role Access

Menambahkan role access kepada Pihak Terkait yang telah ditunjuk hanya
dapat dilakukan oleh PIC. Selain PIC, modul Tetapkan Role pada Wakil/Kuasa
Saya tidak akan muncul.

You are currently impersonating user: -

: —

Wakil/Kuasa Saya
- @00 -

Wajib Pajak yang Diwakili
Permintaan Terbuka NPWP 1) Nama 1) Jenis Perwakilan 11 1 noe

Informasi Detail

; v v v
Iehtisar Profi Wajib Pajak
6 L

Informasi Umum

3% L
Aamat

3 L
Detail Kontak >
Pihak Terkait 3 L
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (P88)

' 0 v

Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail 8ank

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
Nomor Identifikasi Eksternal
Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Gambar 1.2.8 - TAMPILAN PIHAK TERKAIT

Tetapkan Role

Peran Wakil/Kuasa ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26_DRAFTER, ROLE_CTAS_PORTAL EBUPOT DRAFTER R.. Y/
ROLE_CTAS_PORTAL ARTICLE 21726 WITHHOLDING SIGNER
% ROLE_CTAS_PORTAL EBUPOT_21/26_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_21/26 SIGNER

% ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_DRAFTER

ROLE_CTAS_PORTAL_EBUPOT_SIGNER

Gambar 1.2.9 - TAMPILAN PIHAK TERKAIT

D. Setelah melakukan klik Tetapkan Role, PIC dapat memilih satu atau lebih dari
satu role yang akan diberikan kepada Wakil/Kuasa sesuai dengan kebutuhan
Wajib Pajak yang diwakilinya.
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Sertifikat Digital

PENJELASAN UMUM

A. Sekilas Sertifikat Digital/KO DJP

Wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara
elektronik dilakukan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan
Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda-tanda Elektronik dapat berupa:

1. TandaTangan Elektronik tersertifikasi yaitu Tanda Tangan Elektronik yang dibuat
dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:

a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi, untuk wajib pajak Instansi
Pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, Tentara Nasional
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Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik; atau

b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi, dalam hal wajib pajak
merupakan Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud di atas.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dimaksud merupakan penyelenggara
Sertifikasi Elektronik yang:

« Telah  mendapatkan  pengakuan oleh  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan

» Ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

2. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yaitu merupakan Tanda Tangan
Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. Prosedur Pengajuan

1. Sertifikat Elektronik Tersertifikasi Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik
yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, wajib pajak harus
mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada salah satu
Penyelenggara Sertifikat Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yang
terintegrasi dengan laman Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk.
Berdasarkan permohonan tersebut, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
menerbitkan Sertifikat Elektronik. Adapun tata cara pengajuan permohonan
dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur
oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

2. Kode Otorisasi DJP Untuk memperoleh Kode Otorisasi DJP, wajib pajak harus
mengajukan permohonan penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada Direktorat
Jenderal Pajak. Permohonan Kode Otorisasi DJP ini dapat diajukan:

¢ Bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh
NPWP; atau

« Secara terpisah setelah Wajib Pajak memperoleh NPWP.
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Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan Kode Otorisasi DJP secara
elektronik dengan:

a. Mengisi Formulir Permohonan Kode Otorisasi DJP;

b. Menyampaikan alamat ponsel (email) aktif dan nomor telepon seluler aktif,
yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak
dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

c. Melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas yang dilakukan
oleh orang pribadi dimaksud.

Berdasarkan permohonantersebut, DirekturJenderal Pajak melakukan penelitian
administrasi atas kelengkapan data dan pengujian verifikasi dan autentikasi
atas identitas wajib pajak. Atas hasil penelitian dan pengujian tersebut:

a. Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan Direktur Jenderal Pajak
memberikan Kode Otorisasi DJP dan menerbitkan Surat Keterangan
Penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada wajib pajak:

« Secara otomatis melalui laman Direktorat Jenderal Pajak segera setelah
permohonan disampaikan, untuk permohonan yang disampaikan secara
elektronik; atau

« Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap,
untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis.

b. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan Kode Otorisasi DJP kepada Wajib
Pajak :

« Secara otomatis melalui laman Direktorat Jenderal Pajak segera setelah
permohonan disampaikan, untuk permohonan yang disampaikan secara
elektronik; atau

» Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap,
untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis.
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C. Tata Cara Permohonan

Tahap Pertama

CwRE

Login

ID Pengguna

o

Kata Sandi

o
Core

e [\d—\D
E 3 7ax
- [ﬂ ° ° °
' Administration

Lupa Kata Sandi?

o l System

Pengguna Baru? Daftar disini

S

£

—r

Aktivasi Akun Wajib Pajak

@) Cdip s o
Gambar 1.3.1 - TAMPILAN LAMAN CORETAX
[1] Isikan ID Pengguna berupa NIK/ NPWP 16 digit
[2] Masukkan kata sandi (password)

[3] Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa
Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

[4] Masukkan kode keamanan (captcha)

[5] Klik tombol Login

Selanjutnya akan disajikan dashboard Coretax sebagai berikut.

@ cdip v@.si; 112-build-1942 id-D v A @ v | Login terakhir ()

Portal Saya - e-Faktur eBupot v Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran - Buku Besar Layanan Waijib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Gambar 1.3.2 - TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Buku Manual | Penjelasan Umum Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah | 35



CwRE

Tahap Kedua

[1] Pada modul Portal Saya (My Portal)

[2] Pilih submenu Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital (Digital Certification
Request)

@ wdjp va: T12-build- 1942 id D v A @ v | Login terakhir: @

m -Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Bokumen Saya ()

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Notifikasi Saya
Kasus Saya
Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Pengukuhan PKP Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pendaftaran Objek Pajak PBB PSL

Perubahan Data
Perubahan Status
Penghapusan & Pencabutan

Profil Institusi Finansial

Gambar 1.3.3 - TAMPILAN IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

Selanjutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan pada gambar
4 halaman berikutnya. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara
otomatis oleh sistem

Permintaan Sertifikat Digital

Manajemen Kasus

Detail Kontak

Nomeor Handghone *

Pernyataan Wajib Pajak

Dernyatzan * ng berlzky, saya menyaiakan bahwa 203 y aikan di atas adaleh banar dan

Gambar 1.3.4 - TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKAT DIGITAL
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Tahap Ketiga

Pilih tipe sertifikat digital yang akan dimohonkan pada kolom rincian sertifikat
(Certificate Details).

Gambar 1.3.5- TAMPILAN TAMPILAN KOLOM RINCIAN SERTIFIKAT

Di kolom ini tersaji dua kategori sertifikat, yaitu :

« Sertifikat Elektronik Tersertifikasi, seperti: BRIN, BSSN, ID Rahasia, Peruri, TekenAja,
Vida, dan lain sebagainya.

« Sertifikat Elektronik Tidak Tersertifikasi, yaitu: Kode Otorisasi DJP.

a. Bagi wajib pajak yang telah memiliki sertifikat elektronik tersertifikasi dan ingin
menggunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan penandatangan dokumen
perpajakan, silakan daftarkan sertifikat dimaksud ke sistem Coretax. Caranya pilih
nama penyelenggara di kolom Digital Certificate Type (Tipe Sertifikat Digital) [1],
lalu isikan Signer ID (ID penandatangan) [2].

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital o [ Peruri v ]

ID Penandatangan®

Gambar 1.3.6 - ISIAN KOLOM SERTIFIKAT ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI

b. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki sertifikat elektronik tersertifikasi atau
ingin menggunakan sertifikat elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan
oleh DJP, maka dapat memilih Kode Otorisasi DJP [3]. Lalu isikan passphrase
[4] dan ulang passphrase [5] pada kolom yang tersedia.

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital [ ode Otorisasi DIP v)

Passphrase®

Ulangi Passphrase*

Gambar 1.3.7- ISIAN KOLOM KODE OTORISASI DJP
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2. Update
Data
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Penggantian
PIC

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah impersonate dalam aspek manajemen
akses. Fitur ini memberi akses kepada Wajib Pajak untuk menunjuk wakil/kuasa/Person
in Charge (PIC) untuk melakukan kewajiban perpajakan. Konsep impersonate dalam
Coretax DJP dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan
keamanan data perpajakan pada akun wajib pajak. Hanya Wajib Pajak Orang Pribadi
yang bertindak sebagai penanggung jawab dan petugas yang diberi wewenang yang
berhak mengakses akun Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Ketika
wajib pajak melakukan impersonating melalui akunnya, itu artinya wajib pajak sedang
“berperan sebagai” wajib pajak lain di luar pribadinya sesuai dengan kewenangannya.

Person In Charge (PIC) adalah individu yang memiliki akses penuh ke sistem Wajib
Pajak Instansi Pemerintah melalui skema impersonate. PIC adalah entitas yang
memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak
akses dari pihak-pihak terkait dalam core tax. PIC dapat mengelola seluruh fitur dan
menandatangani seluruh dokumen yang diajukan. Dengan kata lain, PIC bertindak
sebagai super user.

Peran PIC hanya dapat diberikan untuk satu wajib pajak orang pribadi. Apabila terdapat
perubahan, misalnya pergantian direksi, peran PIC dapat dipindahkan ke wajib pajak
orang pribadi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab.
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Pengenalan Modul

A. Untuk mengubah PIC, PIC lama masuk ke akun Coretax pribadi

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

CwRE [

Login
|
B Core
2 (@ a 4 - e H
Administration

@ Cdip REhmn @

Gambar 2.1 - LAMAN LOG/N CORETAX

Isikan ID Pengguna berupa NIK/ NPWP 16 digit

masukkan kata sandi (password)

CwRE

Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa

Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

masukkan kode keamanan (captcha)

klik tombol Login

Buku Manual | Update Data
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Selanjutnya akan disajikan tampilan “Selamat Datang” sebagai berikut.

o e E versis 1.1.2 build 1042 id v~ EEE)

(USESWRY o faktur eBupet ~  Surak Pemberitshuan (SPT) * Bantuan ~ Pembayarsn ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajek =

Logir terakhin 16:3%:10 o

Manajemen Akses ~

htang,

.
s0/usi untuk memenuhi kewajiban perpajakan anda sccara
bengan akses yang mudah dan sistem yang terintegrasi, anda
kepatuhan pajak yang lebih baik.

PAJAK KITA, |
UNTUK KITA #

= \ 3’
N

@ Surat Pemberitahuan (SPT)

® Buku Besar Wajib Pajak
@ Buat Permohonan Layanan Administrasi

@ Kode Biling atas Tagihan Pajak

Gambar 2.2 - TAMPILAN MODUL PORTAL SAYA

[6] PIClama kemudian memilih peran atau impersonating WP Instansi Pemerintah.

[7] Pilih modul “Portal Saya” kemudian pilih “Profil Saya”, akan muncul tampilan
sebagai berikut.

o cdp v“' 112-build1g42 e~ GG V' Login terakhir 16:39:10 @

Portal Saya - eFaktm eBupol ~ Surst Pemberitshuan (SPT) = Bantusn ~ Pembayaran ~ Buku Bessr NISTUSSURTNMEES Mansjemen Akses ~

E Informasi Umum Wajib Pajak Vi Edlto

Wakil/Kuasa Saya General  laxpayer Hags

Wajib Pajak yang Diwakili

ok Wajib Pajsk Fenonaktifan Akses Pemb.azan

Informasi Detail Fajak Faktur Pajak.
3t Luk Baddan Hukurr = PEN elommerzz Q
kit szr Protil Waiils Pejak
Nemer Keputuzar Pangesshan [-]
Informasi Umum
Nara o
Alamat Tanyys| atusan Pergesshan
EE g
Fangembalian PFN (-]
Detail KonLsk Namar Dokumer Akta Pendifizn
Lembaga Keu, [~ ]
Iemzat Fendinian P
Tempat Perubahan o
Tanggal Pendirian °
Mkta Perubahan
Natadc/Fejanat Senandstargan ©
i (]
Tempat Kegiatan Usaha/Sut Unit English

Kantor Wilayah

Nomor Identifikasi Eksternal

Nema Kantar Pelaya

Jenis Pajak ;
Mctans/i'e azat 'enandztargan

Wakil/Kudsa Seyz Ianis Ferisahaan/Mozal

Gambar 2.3 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAJIB PAJAK

[8] Pilih “Informasi Umum”

[9] Pilih tombol “Edit” yang berada di kanan atas. Untuk melakukan penggantian
PIC, langkah pertama adalah dengan menghapus PIC saat ini dan selanjutya
menambahkan PIC baru.
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[10] Untuk menghapus PIC saat ini dilakukan dengan cara menonaktiftkan PIC. Anda
dapat memilih “Pihak Terkait”, kemudian pilih akun orang pribadi yang saat ini
ditunjuk sebagai PIC. Lalu, pilih tombol Edit.

~ Pihak Terkait @

- 300 v

Aksi

NIK / NPWP Orang

Jenis Wajib Pajak

QOrang Pribad’ atau Warisan 3elum Terbagi

Orang Pribad’ atau Warisan 3elum Terbagi

Kategori Wajib Pajak Nama Pengurus Kewarganegaraan

Pilih Cewarganegaraan

QOrarg Pribadi Warga Megara Indonesia

Orarg Pribadi Warga Megara Indonesia

Orang Pribad’ atau Warisan 3elum Terbagi

Orarg Pribadi Warga Megara Indonesia ]

Edit Related Party

Related Persor,
Apakah PIC?
]

Person NIK/TIN *

E-mail *

Orang Pribad atau Warisan Jelum Terbagi
Orang Pribad’ atau Warisan 3clum Terbagi
Orang Pribad atau Warizan 2elum Terbagi
Orang Pribad’ atau Warisan 3elum Terbagi
Orany Pribad atai Warisan 3alum Terhagi
Orang Pribad atau Warisan 3elum Terbagi

Orang Pribad’ atau Warisan 3elum Terbagi

Orarg Pribadi Warge Negara Indonesia

Orarg Pribadi Warga Negara Indonesia
Orarg Pribadi Warga Megara Indonesia
Orang Pribadi Warga Megara Indonesia
Orarg Pribadi Wargs Megara Indnnesia
Orarg Pribadi Warga Megara Indonesia

Orarg Pribadi Warga Megara Indonesia

Gambar 2.4 - TAMPILAN MODUL PIHAK TERKAIT

Jenis Orang Terkait

Direktur v

Person Name *

Mobile Phone Number *

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15

karakter, dan hanya digit

X
Sub Jenis Orang Terkait
Presiden Direktur v
Kewarganegaraan Negara Asal
a Negara Indonesia Indonesia v

Tanggal Mulai Tanggal Berakhir

dd-mm-yyyy

D
.

Gambar 2.5 - TAMPILAN MODUL PIHAK TERKAIT
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Penambahan PIC Baru

[11] Setelah menonaktifkan PIC, Anda dapat menambah PIC baru dengan memilih
submenu “Pihak Terkait”. Terdapat dua pilihan untuk menambahkan PIC baru.
Apabila PIC yang akan didaftarkan namanya telah ada pada daftar Pihak Terkait,
silakan tekan tombol Edit. Jika belum ada, maka pilih “Tambah”.

v Pihak Terkait m
1)
- @330 -
Aksi NIK / NPWP Orang Jenis Wajib Pajak Kategori Wajib Pajalc Nama Pengurus Kewarganegaraan

Pilih Kewarganegaraan N

[ dit | Hapus | Lihat | Orang Pribadi alau Warisan Belumn Terbagi  Orarg Pritiadi Warga Negara nucnesia
[ Edit | Hapus | Orang Pribadi alau Werisan Belum Terbagi  Orarg Pritadi Warga Negara nucnesia
[ Edit | Hapus | Liha | Orang Pribadi alau Werisar Belum Terbagi - Orarg Pritadi Warga Negara nicnesia
[ it ] Hapus | Linat | Orany Pribadi alau Warisan Belumn Terbagi - Oraryg Pribadi Watga Negara ndonesia

m @ Orang Pribadi atau Warisan Eelum Terbagi  Orarg Pribadi Warga Negara ‘ndcnesia
m @ m Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi  Orarg Pribadi ‘Warga Negara 'ndcnesia
m m m Orang Pribadi atau Warisan Eelum Terbagi  Orarg Pribadi Warga Negara 'ndcnesia
m @ m Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi  Orarg Pribadi Warga Negara Indcnesia
@ @ m Orang Pribadi atau Warisan Eelum Terbagi  Orarg Pribadi Warga Negara 'ndonesia

m @ m Orang Pribadi atau Warisan Eelum lerbagi  Orarg Pribadi ‘Warga Negara 'ndonesia

Gambar 2.6 - TAMPILAN MODUL PIHAK TERKAIT

[12] Jika memilih “Edit”, isi centang “Apakah PIC?", kemudian tekan tombol Save.

Edit Related Party X

Related Person

Apakah PIC? Jenis Orang Terkait Person NIK/TIN * Person Name
1
o
Lainnya v X
Kewarganegaraan Negara Asal E-mail * Mobile Phone Number *
Warga Negara Indonesia Indonesia v

Nomor telepon dimulai dengan 0, min 8 karakter, maks 15
karakter, dan hanya digit

Tanggal Mulai Tanggal Berakhir

o ¥ PN -
:

Gambar 2.7 - TAMPILAN MODUL EDIT RELATED PARTY
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[13] Jika orang yang akan didaftarkan sebagai P/C baru belum terdaftar sebagai
Pihak Terkait, pilih tombol “Tambah”. Langkah yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut:

[al Pada dropdown list pilih Related Person.

[b] Ceklist “Apakah PIC?".

[c] Pilih Jenis Orang Terkait dalam dropdown list.

[d] NIK/NPWP pegawai yang ingin ditambahkan, secara otomatis Nama,
Kewarganegaraan, dan Negara Asal, email dan nomor telepon, terisi oleh
sistem.

[e] Tentukan masa berlaku awal (wajib diisi) dan masa akhir berlaku (tidak wajib
diisi).

[f] Akhiri dengan menekan tombol “Save”.

Select type of Related Party to add. X
Related Person o ~
Apakah PIC? Jenis Orang Terkait o Person NIK/TIN * O Person Name *
%
o Select Related Person Type v NIK/NPWP X
Kewarganegaraan Negara Asal E-mail Mobile Phone Number
Select Country of origin v Enter your e-mail Address Enter your phone numbe

Non n 0, karakter, maks 15
Karak

Tanggal Mulai e Tanggal Berakhir

05002025 (SRR ad-mmyyyy ] } ¥
-0

Gambar 2.8 - TAMPILAN MODUL EDIT RELATED PARTY

[14] Setelah mengubah PIC, gulirkan layar ke bawah pada bagian “Pernyataan
Wajib Pajak” kemudian tekan tombol “Simpan”.

v

Alamat Wajib Pajak

v

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

~

Detail Bank

v

Kode KLU

v

Nomor Identifikasi Eksternal

v

Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan * @ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya

menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Gambar 2.9 - TAMPILAN MODUL PERNYATAAN WAJIB PAJAK

[15] Selesai.
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Penambahan
Subunit

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Penambahan "Subunit” dalam aspek
manajemen akses. Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menambahkan unit atau
bagian tertentu dalam struktur organisasinya sehingga dapat mengelola kewajiban
perpajakan dengan lebih terstruktur. Penambahan Subunit Tempat Kegiatan Usaha
(TKU) merupakan proses pencatatan lokasi tambahan di mana wajib pajak menjalankan
usahanya selain alamat utama yang terdaftar dalam NPWP. Tempat Kegiatan Usaha
dapat berupa cabang, gudang, pabrik, atau tempat usaha lainnya yang berkontribusi
terhadap aktivitas bisnis.

Konsep penambahan Subunit Tempat Kegiatan Usaha dalam Coretax DJP ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta memastikan bahwa setiap
unit memiliki akses yang sesuai dengan perannya. Hanya Wajib Pajak Orang Pribadi
yang bertindak sebagai penanggung jawab atau petugas yang berwenang yang dapat
menambahkan dan mengelola Subunit dalam akun Wajib Pajak Instansi Pemerintah
yang bersangkutan. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan kewajiban perpajakan
menjadi lebih transparan dan aman sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan.
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Tata Cara Penambahan Subunit

Untuk mengubah Subunit, wajib pajak masuk ke akun Coretax Orang Pribadi

CuRE ¢

0" B Core
- Administration

Login

Pengguna Baru? Daftar disini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

o Cdip R G

Gambar 2.1 - LAMAN LOGI/N CORETAX

[1] Isikan ID Pengguna berupa NIK/ NPWP 16 digit
[2] masukkan kata sandi (password)

[3] Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa
Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

[4] masukkan kode keamanan (captcha)

[5] klik tombol Login
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48

Penambahan Subunit

Betormast ©

[t T

o Cde

Versi: 1.1.2-build-1866 id-ID

Lo v

Login terakhir: e

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

0012345678910000 . . . N
Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Wakil[Kuasa Saya Profil  Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Ppjak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

& Unduh Ikhtisar Profil

Waiib Pajak yang Diwakili
Nama
Informasi Detail Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Pada modul role akses, lakukan impersonating [6] ke akun Instansi Pemerintah yang
diwakili.

Infarmasi Umum Jenis Wajib Pajak

Alamat Kategori Institusi Pemerintah

Status NPWP H Aktif
Detail Kontak s

Tanggal Terdaftar
Pihak Terkait
Tanggal Aktivasi

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Status Pengusaha Kena
(PEE) Pajak 0

Tanggal Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Detail Bank
Kantor Wilayah Direktorat

Data Unit Keluarga Jenderal Pajak

: Instansi Pemerintah Pusat

DKl Jakarta, Indonesia,
12750,
31.74.08.1003

: Instansi Pemerintah

Kontak Utama
Nomor Telepon Seluler

Email

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama
Kode Klasifikasi Lapangan

Usaha

Deskripsi Klasifikasi

Lapangan Usaha

: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan |

Gambar 2.2 - MODUL IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

[6] Lakukan “impersonating” kemudian pilih “Ikhtisar Profil Wajib Pajak” pada
modul “Profil Saya”. Setelah itu, wajib pajak akan dapat melihat informasi umum
terkait instansi pemerintahan yang dimaksud.

@ Cdp TED @

Portal Saya ~ o-Faktur eBupot ~ SuratPemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran = BukuBesar Layanan Wajib Pajak =

E Versi 1.12-build-1853 a0 v ER P @

Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksteral =

Login terakhir: ‘@

Informasi Umum Wajib Pajak
0012345678910000

INSTANSI PEMERINTAH XYZ

General

Taxpayer Flags

. 000

Jonis Bendera 1|

Wakil/Kuasa Saya
Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

khtisar Profil Wajib IB

Alamat

pilih Jenis Bendera Pilih Jenis S

Validasi nomor telepon

Detall Konnk Validasi Surat Elektronik

Pihak Terkait Validasi passphrase

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PSB) Validasi wajah

i Lapangan Usaha (KLU)

Data Unit Keluarga
Tampilkan Riwayat

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Urit

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak T|

Periode Pajak 1] Tanggal Penunjukan 1|

rat Pemberitahuzn Pajak v Pilih Periode Pajak v

myilkan 1 sampai 6 dari 6 entri 1 0 v

Gambar 2.3 - MODUL IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

[7] Pilih modul “Informasi Umum”.

[8] Pilih tombol “Edit” yang berada di kanan atas.

Nomor Penunjukan 1|

| Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah
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o Cdp R @ mvevsi‘ 112-builc-1853 ieD v GO @ Login teraknir e

PortaiSaya = e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~  Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal =

0012345678910000 Pembaruan Data Wajib Pajak
INSTANSI PEMERINTAH XYZ
Manajemen Kasus.

Wakil/Kuasa Saya

Wajibs Pajak yang Diwakili

v Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit o
10

- 000

Tindakan 1D Cabang Jenis Keglatan Nama Keglatan Kode Ekonomi Keglatan Deskripsi Kode Ekonomi Keglatan

Informasi Detail

04110 Kantor Pusat NAMA a3 EMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUK
Gambar 2.4 - MODUL PEMBARUAN DATA WAJIB PAJAK
[9] Pilih “Tempat Kegiatan Usaha”.
[10] Pilih “Tambah”.

Tambahkan Tempat Aktivitas Usaha Baru X

Rincian Aktivitas Tempat Usaha

Cabang WilayahyProvi v

I p!
Q EEEEC)
@ = Pada “rincian aktivitas tempat usaha”, isikan :
ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN
@ « Jenis dan nama kegiatan target, deskripsi, kode ekonomi, dan
deskripsi kegiatan [11] .
- 080 seazen
Tindakan Penanggung Jawals Kegiatan NIK/NPWP + Pada bagian “kode ekonomi kegiatan target” [12] silakan memilih
berdasarkan pilihan yang tersedia, dan deskripsi kode ekonomi
Hapus kegiatan target akan terisi secara otomatis.
Tempat Kegiatan Usaha « Isi NIK PIC [13] pada menu Tambah PIC Akivitas NIK/NPWP target
attarget dan secara otomatis NIK PIC yang telah terdaftar sebagai NPWP
akan muncul
DKI Jakarta \ X
Kota/KabupatenTarget KOTA ADM. JAKARTA SELATAN ~
KecamatanTarget KEBAYORAN BARU o
Kecamatan/DesaTarget SELONG v

Gambar 2.5 - MODUL INFORMAST UMUM WAJIB PAJAK

[11] Pada “Rincian Aktivitas Tempat Usaha”, langkah selanjutnya adalah mengisi:
« Jenis nama kegiatan target
« Nama kegiatan target
« Deskripsi kegiatan oleh wajib pajak

[12] Pada “Kode Ekonomi Kegiatan Target”, silakan memilih berdasarkan pilihan
yang tersedia. Setelah pilihan dipilih, deskripsi kode ekonomi kegiatan target
akan terisi secara otomatis.

[13] Pada “Tambah PIC Aktivitas NIK/NPWP Target”, silakan memasukkan NIK P/C.
Jika NIK yang dimasukkan telah terdaftar sebagai NPWP, maka informasi NPWP
akan ditampilkan secara otomatis.
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Tambahkan Tempat Aktivitas Usaha Baru x

Kecamatan/DesaTarget A

Lokasi Disewa

valid DariTarget

oo
Al A

valid Sampai

Toko Ritel Pengembalian PPN
Zona Perdagangan Bebas
Zona Ekonomi Khusus

Merupakan Kawasan Penimbunan Berikat

Setelah melengkapi seluruh isian yang ada pada submenu rincian aktivitas tempat usaha, langkah berikutnya yang
harus dilakukan adalah dengan memilih tombol “simpan” [14].

Apabila berhasil disimpan, Subunit/Tempat Kegiatan Usaha Baru akan muncul list-nya sebagai cabana/subunit
Instansi Pemerintah.

mmmmmmm———————
LR S

Gambar 2.6 - MODUL TAMBAHKAN TEMPAT AKTIVITAS USAHA BARU

[14] Gulir ke bawah, silakan lengkapi seluruh kolom yang tersedia pada submenu
rincian aktivitas tempat usaha. Setelah semua data terisi, tekan tombol “Simpan”.
Apabila penyimpanan berhasil, subunit atau Tempat Kegiatan Usaha Baru akan
ditampilkan dalam daftar sebagai cabang atau subunit Instansi Pemerintah.

- 300

Tindakan 1D Cabang Jenis Kegiatan Nama Kegiatan Kode Ekonomi Kegiatan Deskripsi Kode Ekonomi Kegiatan Detail Alama

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

ra 2y
> Nomor Identifikasi Ekstemal ! F
i Langkah terakhir untuk menambahkan subunit adalah dengan mencentang bagian “pernyataan” [15] dan i
5 Vg P ! menekan tombol “kirim” [16]. i
; 2
Pernyataan Wajib Pajak
yataan

nuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya

Gambar 2.7 - MODUL TAMBAHKAN TEMPAT AKTIVITAS USAHA BARU

[15] Setelah menambahkan subunit, gulir ke bawah layar untuk memberikan centang
pada bagian “Pernyataan”.

[16] Tekan tombol “Simpan”.
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® o REmm G B v a2misnss w0 v PP Login terair wsras @)

Portl Saya ~ e-Foktur cBupol - Surst Pemberitahuan (SPT) - Pembaysran - Buku Besar  Layanan Wajb Pojok - Mansjemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpojekan  Apiikasi Ekstemal -

Pembaruan Data Wajib Pajak

Data waiib pajak berhasil diperbaru
Wakil/Kuass Saya

Wajib Pajak yang Diwalili

Informasi Detail

Setelah berhasil, akan muncul pop up “Data waijib pajak berhasil diperbaharui”. Anda dapat mengunduh Bukti
Penerimaan Elektronik (BPE) dengan menekan tombol “Unduh Bukti Tanda Terima" [17], atau mengunduh Surat

Perubahan Data dengan menekan tombol "Unduh Surat Pemberitahuan Pemutakhiran Data [18]"

i
i
i
1
1
i
1
i
i
I
[
\

Gambar 2.8 - MODUL PEMBARUAN DATA WAJIB PAJAK

Setelah proses berhasil, akan muncul pop up dengan pesan “Data Wajib Pajak Berhasil
Diperbarui”.

[17] Unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dengan menekan tombol “Unduh
Bukti Tanda Terima”.

[18] Jika diperlukan, unduh Surat Perubahan Data dengan menekan tombol “Unduh
Surat Pemberitahuan Pemutakhiran Data”.

[19] Selesai.
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Penghapusan
Subunit

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah penghapusan "subunit" dalam aspek
manajemen akses. Penghapusan Subunit Tempat Kegiatan Usaha (TKU) merupakan
proses untuk menonaktifkan atau menghapus tempatusahatambahanyangsebelumnya
terdaftar dalam sistem. Penghapusan ini dapat dilakukan jika suatu unit usaha telah
berhenti beroperasi, pindah lokasi, atau tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha.
Tujuan dari penghapusan TKU adalah untuk memperbarui data wajib pajak agar tetap
sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

Hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertindak sebagai penanggung jawab atau
petugas yang berwenang yang dapat menghapus subunit dalam akun Wajib Pajak
Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan kewajiban
perpajakan menjadi lebih terorganisir dan aman sesuai dengan kebutuhan organisasi.
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Tata Cara Penghapusan Subunit

Untuk menghapus Subunit, Wajib pajak wajib melakukan langkah awal pada
“Penambahan Subunit” dengan:

« Login menggunakan PIC

« Melakukan impersonating ke akun Instansi Pemerintah

CwRE

« Selanjutnya, pilih modul "Informasi Umum Wajib Pajak”, kemudian masuk ke
modul "Edit" untuk melakukan perubahan data.

v Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
Tambah
- @00
n

Tindakai 1D Cabang

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal
7 unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan =

Jenis Kegiatan Nama Kegiatan Kode Ekonomi Kegiatan Deskripsi Kode Ekonomi Kegiatan Detail Alama

aBc

Menampilkan 1 sampai 2 dari2entri ¢ & 1 > » 49V

Ulanai langkah awal:

« login menagunakan PIC
= lakukan impersonating ke akun Instansi Pemerintah

« kemudian pilih menu informasi umum waijib_paiak
dan masuk ke menu “edit”

Pada submenu “Tempat Kegiatan Usaha/Subunit” pilihlah cabana/subunit yang akan di hapus denaan memilih
“Hapus” [1]

[ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya
informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Gambar 2.9 - MODUL IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

[1] Pada submenu “Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit”, pilih cabang/subunit yang
akan di hapus dengan menekan tombol “Hapus”.

Konfirmasi Hapus x

Do you want to delete this place of business activity?

Berikutnya akan muncul pop up untuk mengonfirmasi hapus subunit. Pilih “Ya” [2] untuk
melanjutkan.

Gambar 2.10 - SUBMODUL TEMPAT KEGIATAN USAHA/SUBUNIT
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54 | Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah

[2] Berikutnya akan muncul pop up untuk mengonfirmasi hapus unit. Tekan tombol

[3]

[4]

[5]

- 000

Tindakan 1D Cabang

mm

> Detail Bank

> Kode Ekonomi

> Nomor Identifikasi Eksternal

> Unggah Dokumen

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

Kinm

“Ya"” untuk melanjutkan.

Terkonfirmasi

Aktivitas tempat usaha telah dihapus

Jenis Kegiatan

Nama Kegiatan

DDeskripsi Kode Ekonomi Kegiatan

Notifikasi yang akan muncul adalah konfirmasi sistem bahwa aktivitas tempat usaha/subunit telah dihapus. [3].
Centang Kembali “pernyataan” [4] lalu tekan tombol “kirim” [5]

.

|Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan p
[bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Gambar 2.11 - MODUL IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

gan yang berlaku, saya

Akan muncul notifikasi untuk mengonfirmasi bahwa aktivitas tempat usaha/
subunit telah dihapus.

Centang kembali “Pernyataan” lalu tekan tombol “Kirim” pada bagian kiri

bawah.

Selesai.
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Penambahan
Hak Akses

PENJELASAN UMUM

Role Access Management adalah salah satu fitur yang dikembangkan dalam Coretax
untuk meningkatkan keamanan dalam penyajian data-data yang bersifat rahasia.
Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan dalam Core Tax Administration System
(Coretax DJP) adalah fitur impersonate dalam pengelolaan akses untuk pemenuhan
kewajiban perpajakan. Fitur impersonate ini hanya dapat digunakan oleh individu
yang telah diberikan hak akses untuk mengelola administrasi pajak pihak lain. Saat
wajib pajak melakukan impersonating melalui akunnya, ia bertindak atas nama wajib
pajak lain sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Fitur ini sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Sebab, administrasi
perpajakan kini tidak lagi terbatas pada penggunaan akun Coretax DJP milik wajib pajak
itu sendiri. Dalam sistem Coretax DJP, pihak yang telah ditunjuk wajib menggunakan
fitur impersonate untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Setelah menambahkan subunit, lanjutkan dengan penambahan hak akses. Tata Cara
melakukan penambahan hak akses mengikuti penjelasan pada Bab 01.2
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3. Profil
Wajib Pajak
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Ikhtisar Profil

PENJELASAN UMUM

Halaman profil Wajib Pajak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi Wajib
Pajak terkait kewajiban perpajakannya dan juga informasi yang dibutuhkan untuk
mendukung Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Ikhtisar profil Wajib Pajak menunjukkan rangkuman dari informasi utama yang
dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Dalam Ikhtisar Profil Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat
melihat:

[1] Profil

® Cdp B vessi 112:buid-1983 ido v || Login tersktic: (+)

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Ikhtisar Profil Wajib Pajak & Unduh Ikhtisar Profil
Wakil/Kuasa Saya 0 Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Wajib Pajak yang Diwakili

Nama Alamat Utama

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum
Alamat Perseroan Terbatas (PT

Aktif Kontak Utama

»r Handphone

Bumi dan Bangunan (PBB)
Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

\gan Usaha (KLU) )
Kode Klasifikasi Lapangan

Usaha

Gambar 3.1 - TAMPILAN IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK
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[2] Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Daftar Kode Billing Belum Dibayar menunjukkan daftar kode billing aktif baik yang
dibuat oleh Wajib Pajak untuk kewajiban pembayaran SPT, pembayaran pajak maupun
pembayaran utang pajak

Ikhtisar Profil Wajib Pajak @)

Profil [Daﬂar Kode Billing Belum Dibayar ] Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

- 300 -

Kode Billing ] Mata Uang 1] Jumlah Total 1| Masa Aktif

v v v E

Tidak ada data yang ditemukan.

00of0 10

Gambar 3.2 - TAMPILAN KODE BILLING BELUM DI BAYAR

[3] Saldo Saat ini

Menunjukkan posisi saldo Debit atau Kredit terkait pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak
mempunyai utang pajak, maka Debit akan terisi angka yang berbeda dan lebih besar
daripada Kredit, namun jicccka WP memiliki Piutang pajak seperti Deposit maka kredit
akan lebih besar.

Ikhtisar Profil Wajib Pajak (3 & Unduh Ikhtisar Profil
Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Saldo
= -10.000,00 ©
< Debit 9 Kredit & Debit Tersisa £ Kredit Tersisa
-520.788,00 © 510.788,00 © -10.000,00 © 0,00

Gambar 3.3 - TAMPILAN SALDO SAAT INI
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Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar ~ Saldo Saat Ini

Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar  Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan

[4] SPT Belum Disampaikan

- 800 -

Menunjukkan SPT yang masih dalam bentuk konsep SPT

Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

Tanggal Jatuh Tempo 1|

Jenis Pajak T| Jenis SPT 1| Masa Pajak T]
Pilih Jenis Pajak v Pilih Jenis SPT v Pilih Masa Pajak v
PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari 2025 20-02-2025
PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Januari 2025 20-02-2025
PPN SPT Masa PPN Januari 2025 28-02-2025
PPN SPT Masa PPN Februari 2025 31-03-2025
1of1 1 10 v

Gambar 3.4 - TAMPILAN SPT BELUM DISAMPAIKAN

[5] Jenis Pajak Terdaftar

. @00

Jenis Pajak T|
Pilih Jenis Pajak v

PPN

PPh Badan Dolar Amerika Serikat

PPh Badan

PPN Bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
PPh Pasal 21/26

PPh Unifikasi

PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya

Gambar 3.5 - TAMPILAN JENIS PAJAK TERDAFTAR

Menunjukkan jenis-jenis kewajiban Wajib Pajak.

0

Tanggal Permohonan |

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

& Unduh Ikhtisar Profil

Model SPT 1]

Pilih Model SPT v

Normal
Normal
Normal

Normal

Tanggal Mulai Ti

17-11-2021
15-10-2021
15-10-2021
17-11-2016
15-10-2021
15-10-2021
15-10-2021
15-10-2021

15-10-2021

17-11-2021

15-10-2021

15-10-2021

17-11-2016

15-10-2021

15-10-2021

15-10-2021

15-10-2021

15-10-2021
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[6] Kasus Aktif

Menunjukkan kasus yang sedang berlangsung terkait Wajib Pajak baik itu terkait
layanan perpajakan, pengawasan, pemeriksaan dan lain-lain.

Ikhtisar Profil Wajib Pajak (5 ) & Unduh Ikhtisar Profil
Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

. @00

Nomor Kasus T| Jenis Kasus T Status Kasus T| Langkah Alur Kerja T| Tanggal Jatuh Tempo Tertinggi T|

v v v v E

Tidak ada data yang ditemukan.

0of0 10

Gambar 3.6 - TAMPILAN KASUS AKTIF

[7]1 Fasilitas Aktif

Menunjukkan fasilitas perpajakan aktif yang dimiliki oleh Wajib Pajak misalnya Surat
Keterangan Bebas PPh Pasal 23

Ikhtisar Profil Wajib Pajak (7] & Unduh Ikhtisar Profil
Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif
- 300 -

Kode Jenis Layanan 1] Deskripsi Kode Jenis Layanan | Nama Sub Kode Jenis Layanan | Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layai

Y Pilih Deskripsi Kode Jenis Layanan v Y Pilih Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis L

Tidak ada data yang ditemukan

0of 0 10

Gambar 3.7 - TAMPILAN FASILITAS AKTIF
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4. E-Faktur
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Dashboard

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur penting dalam sistem perpajakan adalah e-Faktur, yang berfungsi
sebagai alat untuk membuat dan melaporkan faktur pajak secara elektronik. Fitur
ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan faktur pajak
yang sah dan terintegrasi langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Konsep e-Faktur bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan,
meminimalkan kesalahan dalam pelaporan, serta mencegah praktik penyalahgunaan
faktur pajak. Dengan sistem ini, faktur yang diterbitkan memiliki kode unik dan
tanda tangan elektronik, sehingga keabsahannya lebih terjamin. Hanya PKP yang
telah mendapatkan persetujuan dari DJP yang dapat menggunakan e-Faktur untuk
pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Ketika PKP menerbitkan e-Faktur, maka
transaksi yang dilakukan akan tercatat secara langsung dalam sistem DJP, memastikan
transparansi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
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Tata Cara Melihat E-Faktur

W Cdp R g= qum 1.1.2-build-1853 id-ID ™ 9‘9@ Login terakhir: @

aktur  eBupot ~  Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - Buku Besar  Layanan Wajib Pajak - - Soal Sering Ditanya  Pertulkaran Informasi Perpajakan  Apiikasi Eksternal -

| I Dasbor e-Faktur B

Dasbor Faktur Pajak Dasbor Pembayaran sebelum Pelaporan SPT Masa PPN

lll's

.
Dasbor Pembayaran sebelum Pelaporan SPT Masa PPN
I’ ™y
Menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang

dilakukan oleh Pengusaha Kena Paiak

SRR S
,

Gambar 4.1 - TAMPILAN DASBOR E-FAKTUR

[1] Pilih modul “e-Faktur”. Setelah itu, sistem akan menampilkan dashboard yang

berisi ringkasan pembuatan faktur pajak yang telah dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajak (PKP).

o cdp AEDE @ B e 112misress w0~ @O Loginterakni ®

eFaktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksteral -

| Pajak Keluaran

- @EB

NPWP Pembeli / Identitas lainnya 1, Nama Pembeli 7] Kode Transaksi 1| Nomer Faktur Pajak | Tanggal Faktur Pajak 1) Periode 1)

]o'cm ada data yang ditemuka L " nsak - . m

Daftar Pajak Keluaran (Faktur Pajak)

et
e

Gambar 4.2 - TAMPILAN PAJAK KELUARAN

[2] Pilih modul “Faktur Keluaran” untuk melihat daftar faktur pajak keluaran yang
telah diterbitkan oleh PKP.
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n Versi: 1.1.2-build-1353 id-ID v 99@ Login terakhir @

- Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Mansjemen Akses = Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajaskan  Aplikasi Eksternal ~

I Pajak Masukan

Dasbor e-Faktur

- @300

[ Pajak Masukan ] e
as

Retur Pajak Keluara

NPWP Penjual 1] Nama Penjual 1] Nomor Faktur Pajak 1] Tanggal Faktur Pajak 1L Periode 1| Tahur

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain
Pajak Keluaran
Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Daftar Pajak Masukan (Faktur Pajak)

A4

| S ——

Gambar 4.3 - TAMPILAN DAFTAR PAJAK MASUKAN

[3] Pilih modul “Pajak Masukan” untuk melihat daftar faktur pajak masukan yang
diterima oleh PKP.

n versi: 112-buig- 1853 -0~ (9 Q@ Login terakir ®

Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajok = Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

Portal'Saya = e-Faktur eBupot - Surat Perberitahuan (SPT) -

Retur Pajak Keluaran

Dashboard
. @00

e-Faktur

Paiak Keluaran v v

Pajak Masukan
Tidak ada data yang ditemukan,

----- { Retur Pajak Keluaran ] o

Retur Pajak Masukar

NPWP Pembali 1) Nama Pembeli 1} Nomor Faktur T} Tanggal Faktur 7| Nomor Retur 1| Tanggal Retur |

Dokumen Lain

en Lain Keluaran

Daftar Retur Pajak Keluaran (Faktur Paiak)

Gambar 4.4 - TAMPILAN DAFTAR RETUR PAJAK KELUARAN

[4] Pilih modul “Retur Pajak Keluaran” untuk melihat daftar retur pajak keluaran.
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Portal Saya ~ e-Faktur eBupot =

ﬂ Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID v 99@

Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran = BukuBesar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses * Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal =

CwRE

~ | Login terakhir e

Retur Pajak Masukan

Dasbor e-Faktur

pashboard

e-Faktur
Pajak Keluaran
Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

+ BuatRetur L ImporData~

- 300

NPWP Penjual 1] Nama Penjual 1] Nomor Faktur 1]

Tidak ada data yang ditemukan.

Retur Pajak Masukan

}0 Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 ent

Dokumen Lain
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

(i o Upload Retur | Delete Retur

Tanggal Faktur 1] Nomor Retur 1| Tar

-

N

Daftar Retur Pajak Masukan (Faktur Pajak)

N S

4

Gambar 4.5 - TAMPILAN DAFTAR RETUR PAJAK MASUKAN

[5] Pilih modul “Retur Pajak Masukan” untuk melihat daftar retur pajak masukan.

@ Cdp RMm g

Portal Saya ~ e-Fakwr eBupot *

ﬂ Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 996

Surat Pembaeritahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Login terakhir e

Aplikasi Eksternal ~

Dokumen Lain Keluaran

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Falctur

Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

- 380

NPWP Pembeli Nama Pembeli 1| Nomor Dokumen 1|

T = v

Tidak ada data yang ditemukan

[ Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Retur Dol

men Lain Keluaran

Retu

ain Masukan

Tanggal Dokumen 1| Jenis Transaksi 1|

m i fma v

Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumen yang
dipersamakan dengan faktur pajak)

S, N

~

Gambar 4.6 - TAMPILAN DAFTAR DOKUMEN LAIN PAJAK KELUARAN

[6] Pada submenu “Dokumen Lain”, pilih “Daftar Dokumen Lain Pajak Keluaran”
untuk melihat daftar dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Buku Manual | E-Faktur

Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah |

66



CwRE

67

g

o cdp

Portal Saya ~

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran

o-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~

Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

u Versi: 112-build-1853 @0 v (@ D@

Soal Saring Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

[ Pajak Masukan

[7]

[5] O Kembali ke stats Approved @ Kreditkan Fakwr @ Tidak Kreditkan Faktur < Upload Faktur

NPWP Penjual 1|

Nama Penjual 1]

Nomor Dokumen 1|

dipersamakan dengan faktur pajak)

Daftar Dokumen Lain Paiak Masukan (Dokumen yang

.

Gambar 4.7 - TAMPILAN DAFTAR DOKUMEN LAIN PAJAK MASUKAN

dengan faktur pajak masukan.

Aetecman

® Cdp R g

Portal Saya =

e-Faktur eBupat ~

Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~

Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

E Versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 9,9@

Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal =

Tanggal Dokumen 1

Jenis Transaks!

m -

Pilih modul “Pajak Masukan” untuk melihat daftar dokumen yang dipersamakan

Retur Dokumen Lain Keluaran

Dasbor e-Faktur

Dashboard

e-Faktur

Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain
Pajak Keluaran

Pajak Masukan

- 300

Tidak ada data yang ditemukan

[ Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

[8]

NPWP Pembeli 1] Nama Pembeli 1] Nomor Dokumen |

=

Y

Nomor Retur 1]

K-

i \‘g
, Daftar Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran (Dokumenyang |
i dipersamakan dengan faktur pajak) i

Gambar 4.8 - TAMPILAN DAFTAR RETUR DOKUMEN LAIN PAJAK KELUARAN

dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak keluaran.

=

W Hapus Dokumen

Tanggal Dokumen 1| Par

Pilih modul “Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran” untuk melihat daftar retur

| Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah
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@ Cdp Rimm @

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~

versi: 1.1.2-build-1853 id-ID 99@

~ Seal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal =

CwRE

Retur Dokumen Lain Masukan

Dasbor e-Faktur + BuatRetur A Impor data~

Dashboard
- @300

e-Faktur NPWP Penjual 1)

Pajak Keluaran
Pajak Masukan Tidak ada data yang ditemukan.
Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain
Pajak Keluaran
Pajak Masukan

Retur Dokumen Lain Keluaran

[ Retur Dokumen Lain Masukan ] o

=

=

Nomor Dokumen 1]

7

(8] A upload Retur | |l Hapus Dokumen

Nomor Retur 1) Tanggal Retur 1| Per

v ao

~.
N

——X

~

Daftar Retur Dokumen Lain Paiak Masukan (Dokumen yang
dipersamakan dengan faktur pajak)

Gambar 4.9 - TAMPILAN DAFTAR RETUR DOKUMEN LAIN PAJAK MASUKAN

[9] Pilih modul “Retur Dokumen Lain Pajak Masukan” untuk melihat daftar retur
dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan.

[10] Selesai.
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Input

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur penting dalam sistem e-Faktur adalah faktur pajak masukan, yang
digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mencatat pajak pertambahan
nilai (PPN) yang dibayarkan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Fitur ini
memungkinkan PKP untuk mengelola dan mengkreditkan PPN masukan secara lebih
efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsep faktur pajak masukan
dalam e-Faktur bertujuan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pencatatan
pajak, serta mencegah potensi penyalahgunaan faktur. Dengan sistem ini, faktur pajak
masukan yang diterima dari lawan transaksi dapat diverifikasi keabsahannya sebelum
dikreditkan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Hanya PKP yang
telah terdaftar dalam sistem e-Faktur DJP yang dapat mengelola faktur pajak masukan
dan menggunakannya untuk pengkreditan pajak. Ketika PKP mencatat faktur pajak
masukan dalam sistem, itu berarti PKP sedang melakukan pencatatan atas pajak yang
telah dibayarkan, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang
terutang sesuai dengan aturan yang berlaku.
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Tata cara Input Faktur Masukan

o | Cdp R @ nvecsr 1.1.2-build-1855 id1D v 99@ v | Login terakhir ()

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Soal Sering Ditanya  Partukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Pajak Masukan
Dasbor e-Faktur
Dashboard M.lalc
a-Faktur NPWP Penjual 1| Nama Penjual T} Nomor Faktur Pajak 1| Tanggal Faktur Pajak 1] Periode 1|

{ Pajak Masukan J

20 02002482423762608 31102024 Okicber
Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain

Pajak Keluaran 7 ~ \
H i : i
Pojak Masukan | . . i Terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi |
1 Ll VARSI PP SAAATARAAARA H
Retur Dokumen Lain Keluaran i [1] Pilih Pajak Masukan atay Input Tax i i yang terprepopulasi secara otomatis oleh sistem. |
i ! '
Retur Dokumen Lain Masukan M J Iy !

Gambar 4.10 - TAMPILAN DASBOR PAJAK MASUKAN

[1] Pada dashboard e-Faktur, pilih “Pajak Masukan” atau “Input Tax". Dalam modul

ini, tersedia daftar atau list faktur pajak masukan dari lawan transaksi dan telah
diisi secara otomatis oleh sistem.

@ Cdp R B vers: 1120001055 a0~ @ Q@ v | Login eraktie ()

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses >

Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Ekstemal =

Pajak Masukan

Dasbor e-Faktur

- 3008

(] "D Kembali ke status Approve:

e-Faktur NPWP Penjual T| Nama Penjual 1) Nomor Faktur Pajak 1| Tanggal Faktur Pajak 1) Periode 1|
Pajak Keluaran ] e v v v E
Pajak Masukan

&)
Retur Pajak Keluaran :

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain - X

Pajak Keluaran

[2] Pilih ikon pensil untuk melihat detil faktur pajak masukan

Pajak Masukan

DR

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

Gambar 4.11 - TAMPILAN UNTUK MELIHAT DETAIL PAJAK MASUKAN

[2] Pilih ikon “Pensil” untuk melihat detail faktur pajak masukan.
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Edit Faktur Pajak Masukan

' Dokumen Transaksi

Uang Mua Pelunasan Normor Fatur

~ Informasi Pembeli

 Detail Transaksi

/ Pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detil faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi A
1 yang terjadi.

i [3] Pembayaran:

i + Jika Pembayaran dilakukan denaan mekanisme Lanasung (LS) maka Pemungut mengisikan nomor SP2D
i (nomor SP2D akan divalidasi ke identitas Pemungut, Satu SP2D_dapat digunakan untuk 1.nomor faktur pajak.)
1

1

1

1

+ Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) maka cukup memastikan data
faktur sudah benar
[4] Jika Pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak atau
SP2D belum diterima oleh pemungut maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa Faktur Pajak adalah
\, tidak valid ;

Gambar 4.12 - TAMPILAN UNTUK EDIT FAKTUR PAJAK MASUKAN

[3] Dalam dashboard tersebut, Pemungut dapat memastikan bahwa data yang tertera
pada detail faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang terjadi
sebagai berikut:

« Jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS), maka
Pemungut harus mengisi “nomor SP2D"” yang akan divalidasi sebagai
identitas Pemungut. Setiap Satu SP2D hanya dapat digunakan untuk satu
nomor faktur pajak.

« Jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP),
maka Pemungut hanya perlu memastikan bahwa data faktur sudah benar.

[4] Jika Pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang sesuai dengan data

faktur pajak atau SP2D belum diterima, maka Pemungut dapat menandai faktur
pajak sebagai tidak valid dengan menekan tombol "Tandai sebagai tidak valid".

[5] Selesai.
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Cetak Faktur

PENJELASAN UMUM

Cetak Faktur Pajak Masukan adalah fitur dalam e-Faktur yang memungkinkan Pengusaha
Kena Pajak (PKP) mencetak faktur pajak yang diterima sebagai bukti perolehan barang
atau jasa kena pajak. Fitur ini mempermudah administrasi perpajakan, memastikan
faktur telah terverifikasi, dan mendukung pelaporan yang akurat. Hanya PKP yang
memiliki akses sah yang dapat mencetak faktur ini sebagai dokumen resmi dalam
pembukuan dan audit perpajakan.
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Tata Cara Cetak Faktur Pajak Masukan

o Cdip R @ n\mlsi‘ 1.1.2-build-1855 id-ID v 9,9@ v Login teraknir: @

e-Faktur eBupot * Surat Pemberitahuan (SPT) * Pembayaran * Buku Besar Layanan Wajib Pajak * Manajemen Akses * Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal =

Pajak Masukan

Dasber e-Faktur (8] ' Kembali ke status Approved
Dashboard

- 380
e-Faltur NPWP Penjual 7| Nama Penjual 7| Nomor Faktur Pajak 1| Tanggal Faktur Pajak 1| Periode 1]

o
0@

=
=
4

I H

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain [ —_— —_— —-

Pajak Keluaran
[1] Pilih ikon dokumen untuk menaunduh faktur pajak yang diterima Pemunaut ke dalam bentuk
file PDF.

Pajak Ma

Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

~. e

Gambar 4.13 - TAMPILAN UNTUK EDIT PAJAK MASUKAN

[1] Pada dashboard e-Faktur, pilih modul “Pajak Masukan”, kemudian pilih ikon
“Dokumen” untuk mengunduh atau download faktur pajak yang telah diterima
Pemungut dalam format PDF.

- Y
-; [2] klik Save untuk menyimpan file PDF. é

Gambar 4.14 - TAMPILAN UNTUK SAVE/SIMPAN FILE PDF PAJAK MASUKAN

[2] Selanjutnya, akan muncul pilihan lokasi penyimpanan. Pilih lokasi yang diinginkan,
lalu klik “Simpan” untuk menyimpan file dalam format PDF.
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|on _— - :
;

[3] akan terunduh file PDF Faktur Pajak

Gambar 4.15 - TAMPILAN FILE PDF TELAH TERUNDUH

[3] File PDF Faktur Pajak akan otomatis tersimpan setelah
berhasil.

proses pengunduhan

Kode dan Nomar Seri Faktur Pajak:

Faktur Pajak

Nama: I
Aamat

Pengusaha Kena Pajak

Nama :
Aarmat [

NPWP

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat

NPWP
NIK: -
Nomor Paspor : -

Berikut ini adalah tampilan PDF Faktur Pajak

Identitas Lain - -
Email

e
S

Kode

Jasa

Harga Jual / Penggantian /

No. | Barang! Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Uang Muka / Termin

(Rp)

1

Harga Jual | Penggantian / Uang Muka | Termin

Dikurangi Polongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak

Jumiah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Jumiah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

Sesusi dengan ketentuan yang beriak Direriorat
secara dak

Gambar 4.16 - TAMPILAN PDF FAKTUR PAJAK

Fakius Pajak ini.

[4] Berikut ini merupakan tampilan dari file PDF Faktur Pajak yang telah dibuat.

[5] Selesai.
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Buat

PENJELASAN UMUM

Nota Retur atau Nota Pembatalan dibuat dalam situasi ketika terjadi pengembalian
Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti atas transaksi yang dibatalkan atau
dikoreksi, serta berpengaruh terhadap perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang telah dipungut. Pembuatan Nota Retur/Nota Pembatalan dilakukan oleh pembeli
atau penerima jasa dan harus mencantumkan informasi yang relevan, seperti nomor
faktur pajak yang dikoreksi, jumlah yang dikembalikan, serta alasan pengembalian.
Dokumen ini kemudian disampaikan kepada pihak penjual atau penyedia jasa untuk
diproses lebih lanjut dalam sistem perpajakan.
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Tata Cara Pembuatan Nota Retur

@ Cdp RREE g

~ efaktur eBupot - SuratPemberitahuan (SPT) = Pembayaran ~ Buku Besar

E\msn 1.1.2-build-1855 id-ID v g@@

~  Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses

CwRE

vy [e— ®

Dasbor e-Faktur

Pajak Masukan

Dashboard o E E

e-Faktur NPWP Penjual 1] Nama Penjual 1] Nomor Faktur Pajak 1 Tanggal Faktur Pajak 1| Periode 1]
Pajak Keluaran o v v v E

Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

Dokumen Lain
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Retur Dokumen Lain Keluaran

Retur Dokumen Lain Masukan

/

- olE

-

[1] Pilih ikon Dua Tanda Panah untuk membuat Retur.

barang kepada rekanan PKP Penjual.

\
\

i

i

i

: . 57 A i

1

Digunakan apabila terdapat kondisi adanva pengembalian |
1

i

/

pmmmm—————————

Gambar 4.17 - TAMPILAN FILE PDF TELAH TERUNDUH

[1] Pada dashboard e-Faktur, pilih modul “Pajak Masukan”, kemudian pilih ikon
“Dua Tanda Panah” untuk membuat retur. Fitur ini digunakan saat terjadi
pengembalian barang kepada rekanan PKP Penjual.

Edit Pengembalian Input

 Dokumen Transaksi

! [2] Terisi otomatis denaan Nomor Faktur Pajak
i yang akan dibuatkan Retur

S

# [3] Diisi dengan tanggal pembuatan Retur !

~ Detail Transaksi

DPP Nilai Lain/DPP

Potonganhargs o o) PPBM 11 Tarif PPBM 1L

1

%,&c; st 03000 > sa 20090 a00 00 . 0 a o0 a

27.500.000,00

Tipe 1) Nama 11 Kode 1L Jumiah T} satuan 11 Harga Satusn T1  Total Hargs 11 oee 11 PeN 1)

Total 000 000 250,000.000,00 250.000.000,00 000

¥

{ . : ; : H
b [4] Pilih ikon Pensil untuk membuat detail transaksi retur |

__J

[E=ESE

Gambar 4.18 - TAMPILAN EDIT PENGEMBALIAN INPUT

[2] Nomor Faktur Pajak yang akan dibuatkan retur akan terisi otomatis.

[3]1 Isi Tanggal Retur sesuai dengan waktu pembuatan retur.

[4] Klik ikon “Pensil” untuk mengisi detail transaksi retur.
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Edit Transaction

Tipe PPN dan PPRBM

Barang Jasa Unduh Kode &,

Kode DPP diretur DPP

000000 - Barang

Nama DPP Nilai Lain diretur DPP Nilai Lain/DPP
Satuan Tarif PPN
Set 11%
Harga Satuan PPN Diretur PPN
i 550.000.00
e Jumiah barang diretur Jumlah Tarif PPnBM (%)
100,00
Tofal Harga PPnBM diretur PPnBM
0.00
Potongan harga diretur Potongan harga
0,00
p— . e e |
i = [5]1si jumlah barang yang diretur (ex. Ada 100 barang rusak yang akan dikembalikan pada '
{ = Isian lain akan teraenerate otomatis oleh sistem. :
i+ [6] Diakhiri denaan klik tombol Simpan. J

Gambar 4.19 - TAMPILAN UNTUK EDIT TRANSACTION

[5] Masukkan jumlah barang yang diretur, Sebagai contoh ada 100 barang rusak
yang akan dikembalikan ke penjual. Kemudian data lainnya akan terisi otomatis
oleh sistem.

[6] Pilih tombol “Simpan”.

v Detail Transaksi

Tarif

Jumlah Satuan Harga Total Harga Potongan Tarif PPN DPP Nilai PPnEM
Tipe |  Nama 1| Kode 1) 1 1 Satvan i 11 hasga_1} 1 DPP 1) PPN 1) LaingDpRAL 1l PPnBM

--————————_____h

GOODS ':‘::(;:M 000000 100 Set 50.000,00 5.000.000,00 0,00 1% 5.000.000.00 550.000,00 5.000.000.00 0.00 0.00
Retur 5.000.000,00 550.000,00 5.000.000,00 0,00
Total 5.000.000.00 0.00 250.000.000.00 27.500.000.00 250.000.000.00 0.00
I’ “i
5 +  Pemungut memastikan data retur sudah sesuai sebagaimana terlihat pada table detil transaksi 1
e @ i+ Kliktombol [7] Simpan Konsep (jika data inputan retur belum siap dikirimkan) :
1+ Klik tombol [8] Kirim (Jika data retur sudah siap untuk dimasukkan ke SPT dan dikirimkan ke Rekanan i
i Klik Kinm retur sudah siap untux dimasuxkan ke ke !
L

Gambar 4.20 - TAMPILAN UNTUK EDIT TRANSACTION
[7] Pemungut memastikan dataretursudah sesuai denganinformasiyang tertera pada
tabel “Detail Transaksi” sebelum melanjutkan proses. Pilih “Simpan Konsep”
jika data retur masih dalam tahap pengecekan dan belum siap dikirimkan.

[8] Pilih “Kirim” jika data retur sudah siap dimasukkan ke SPT dan dikirimkan ke
rekanan penjual.

[9] Selesai.
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SPT

PENJELASAN UMUM

SPT Masa PPN atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah
laporan pajak yang wajib disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulan
kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPT ini berisi informasi tentang perhitungan,
pembayaran, dan pelaporan PPN yang dipungut atas transaksi barang dan jasa kena
pajak dalam periode tertentu.
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Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPN

Relormasi

Pepopian AP

o Cdp

Dasbor e-Faktur

e-Faktur
Pajak Keluaran
Pajak Masukan

Retur Pajak Keluaran

Retur Pajak Masukan

[1]

Versi: 1.1.2-build-1860 id-i0 v (@ B @ v
Portal Saya - e-Faktur eBupot - A L TR ¢ 1 aan - BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

atatan

Pengungkapan Ketidakbenaran SP|

Login terakhir

Dasbor Pembayaran dan Pelaporan PPN

Status

Tidak Ada Data Tersedia!

Sama seperti langkah untuk membuat

umumnya, langkah-langkah untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan
Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP adalah:

[1] Pilih Modul Surat Pemberitahuan (SPT)

at Surat Pemberitahuan (SPT) pada

Gambar 4.21 - TAMPILAN TAHAP UNTUK SPT

Pemberitahuan SPT".

[2]

o cde

il T R

Versi: 112-build-1260 id10 v P 2 @ v

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~

Manajemen Akses ~

Sama seperti langkah pembuatan SPT pada umumnya, pilih modul “Surat

Pilih modul “Surat Pemberitahuan SPT".

Login terakhir:

Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT o

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT o
- 300

Jenis Pajak 1]

Jenis Surat Pemberitahuan
Pilih Jenis Pajak v Pilit

Tidak ada data yang ditemukan.

4
i— SPT Belum Disampaikan

Untuk membuat SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan
Merupakan PKP

[31 Pilih menu Konsep SPT
[4] Klik tombol Buat Konsep SPT

______ B

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar SPT Masa yang sudah pernah dibuat oleh
Instansi Pemerintah, meliputi

+ Konsep SPT: konsep SPT yang masih belum selesai untuk disampaikan

« SPT Menunggu Pembayaran: SPT yang sudah disampaikan namun belum

Untuk membuat SPT masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan

dilakukan pembayaran
SPT Dilaporkan: SPT yang sudah selesai dibuat dan dibayar

SPT Ditolak: SPT yang ditolak karena tidak memenuhi syarat kelenakapan dan
validitas SPT (khusus SPT Kertas)
*  SPT Dibatalkan: Konsep SPT yang dibatalkan karena petuqas salah input pada

saat penerbitan BPS (BPS Pengganti) (khusus SPT Kertas)

Gambar 4.22 - TAMPILAN TAHAP BUAT KONSEP SPT

merupakan PKP, silahkan untuk:

[3]

Pilih modul “Konsep SPT".
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[4] Klik tombol “Buat Konsep SPT”. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan
daftar SPT Masa yang telah dibuat oleh Instansi Pemerintah yang mencakup:

« Konsep SPT:SPTyang masih dalamtahap penyusunan dan belum disampaikan.

« SPT Menunggu Pembayaran: SPT yang sudah disampaikan tetapi belum
dilakukan pembayaran.

« SPT Dilaporkan: SPT yang telah selesai dibuat dan telah dibayarkan.

« SPTDitolak: SPTyangditolak karenatidak memenuhi persyaratan kelengkapan
dan validitas (berlaku khusus untuk SPT Kertas).

« SPT Dibatalkan: Konsep SPT yang dibatalkan akibat kesalahan input oleh
petugas saat penerbitan Bukti Penerimaan Surat (BPS Pengganti) (berlaku
khusus untuk SPT Kertas).

® Cdip i @ EVersi: 112-build-1860 i ~ @ 2 @ ~ | Login terakhir e

Portal Saya - e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

Buat Konsep SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) { U ]

Konsep SPT

SPT Menunggu

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

SPT Dilaporkan

ungut PPN dan
Pihak Lain yang Bukan
Merupakan PKP

PPh Final Pengungkapan PPh Pasal 21/26 PPh Unifikasi

Harta Bersih
SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

i 0O IEX

Langkah 1 (Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan), untuk. -

i
! Secara umum langkah

| pembuatan SPT meliputi E membuat SPT Masa PPN baqi Pemungut PPN dan Pihak Lain E
! Mlan;!ﬁfj < parak ! yang Bukan Merupakan PKP : :
i« Pilih Jenis Paja 1 1
_. = Pilih periode pelaporan ._ [5] Pilih menu PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang E
iSPT ! Bl..lkan MMPKP 1
{ = Pilih Jenis SPT | [6] Kk tombol Lanjut i

Gambar 4.23 - TAMPILAN LANGKAH PERTAMA UNTUK BUAT KONSEP SPT

[5] Pilih Modul “PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan
PKP".

[6] Klik tombol "Lanjut”.
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O Cdp rEm G B v 112000 00 v @ 2@

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - Buku Besar

Layanan Wajib Pajak =

Manajemen Akses =

“  Login terakhir (-]

Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Buat Konsep SPT

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dibatalkan

2

Pilih periode pelaporan SPT

Langkah 2. Pilih pericde pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

SPT Dilaporkan
SPT Ditolak E 5 [
oo -

Oktober 2024

Periode dan Tahun Pajak *

. e

Kembali

===y

Langkah 2 (Pilih periode pelaporan SPT), lakukan:

[ ——

[7]1 Pilih periode dan tahun pajak, misal: Oktober 2024
[8] Klik tombol Laniut

Gambar 4.24 - TAMPILAN LANGKAH KEDUA UNTUK BUAT KONSEP SPT

Pada Langkah 2 (Pilih Periode Pelaporan SPT):

[7]1 Pilih “Periode dan Tahun Pajak” (contoh: Oktober 2024).

[8] Klik tombol "Lanjut”.

O Cdp aem @ Vars\: 112-build-1860 id-ID v @ @ ®

: SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP

o =m

v Login terakhir e

Portal Saya - e-Faktur cBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Buat Konsep SPT

Surat Pemberitahuan (SPT)
Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

enis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP
Periode dan Tahun Pajak : Oktober 2024 H - o
fode can s e e i Langkah 3 (Pilih Jenis SPT), lakukan:
i R SRS
odel SPT * 1 - .
1 [9] Pilih model SPT, misal: Normal
\ 5
v
Normal X 1 [10] Klik tombol Buat Konsep SPT
i
( 39 (O
Normal

Gambar 4.25 - TAMPILAN LANGKAH KETIGA UNTUK BUAT KONSEP SPT

Pada Langkah 3 (Pilih Jenis SPT):

[9] Pilih “Model SPT” (contoh: Normal).

[10] Klik tombol “Buat Konsep SPT".

@ B Buat Konsep SPT
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O Cdp REm @ B ves: 112buid1050 w0 v @ P @ v | Login terakhir ®

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

SPT Belum Disampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT)

== )

SPT Masa yang berhasil dibuat akan mucul pada daftar SPT Belum
Disampaikan pada menu Konsep SPT, selanjutnya:

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan B> Buat Konsep SPT
SPT Ditolak o B u B

SPT Dibatalkan 4
Jenis Pajak 1] i Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1] Periode Pajak 1]

[11] Klik icon pensil untuk melihat dan melengkapi data SPT Masa

enis Pajak ~ h Jenis Surat Pemberitahuan Pajak v Pilih Periode Pajak

0 PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP  SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP  Oktaber 2024

tenampilkar npai 1 dari 1 entri 1 10 Vv

Klik icon delete untuk
mengahapus SPT Masa

Gambar 4.26 - TAMPILAN EDIT KONSEP SPT

SPT Masa yang berhasil dibuat akan muncul dalam daftar “SPT Belum Disampaikan”
pada modul “Konsep SPT". Selanjutnya:

[11] Klik ikon “Pensil” untuk melihat dan melengkapi data SPT Masa. Jika ingin
menghapus, klik ikon “Delete”.

o Cdp Mm@ B v 11200000 a0~ @ £ @ Login terskhir ®

Portal Saya ~ e-faktur eBupot  Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses * Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Ekstenal ~

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PIHAK LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN
PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK L1 L2

~ INDUK

L PEMUNGUTAN PPN ATAL PPN DAN PPNEM OLEH PEMUNGUT PPH

Harga Jual/Penggantian/ DPP Nilai Lain/ DPP PPN (Rupiah) PPoBM (Rupiah)
(Rupiah)

Cek pada isian SPT baik halaman utama SPT maupun

[REEREE .

\,

Gambar 4.27 - TAMPILAN ISIAN DATA SPT

Cek isian SPT baik pada halaman utama maupun lampiran-lampiran untuk memastikan
data sudah benar dan lengkap.
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o | Cdp R @ Vem: 112-buid-1360 -0 v @ B @ Login terakhir @

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PIHAK LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN
PENGUSAHA KENA PAJAK

SPT Masa SPT Masa PPN bagi Pemunaut PPN dan Pihak Lain yang Bukan
""""""""""""""""""""""""""""""" Merupakan PKP terdiri dari beberapa bagian:

™ INDUK @ + Halaman Induk: terdiri dari Induk, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh
i Pemungut PPN, Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain,

~»  Pemyataan,

* Lampiran L-I: Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pemungut PPN Yang
Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

1 PENUNGUTAN PPN ATAG PPN DAN PPNBM OLEN PEMILNGUT FoN @ + Lampiran L-1I: Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pihak Lain
Harga Jusl/Penggantian/ DPP Nilai Lain/ DPP PPN (Rupiah) PPrBM (Rupiah)
PP (Rupiah) (Rupiah)

250000.000 250,000,000 27500000

Data sebagai berikut akan otomatis terisi:

[12] Induk
[13] Pemungutan PPN atau PPN dan
PPnBM oleh Pemungut PPN

Gambar 4.28 - TAMPILAN STRTUKTUR SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN DAN OHAK LAIN YANG BUKAN PKP

Struktur SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan PKP terdiri dari
beberapa bagian:

« Halaman Induk: Berisi informasi Pemungut PPN, PPN dan PPnBM yang dipungut,
serta pernyataan.

« Lampiran L-I: Daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN yang
bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak.

« Lampiran L-II: Daftar PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Pihak Lain.

Data pada bagian berikut akan otomatis terisi dalam sistem:

[12] “Induk”

[13] “Pemungutan PPN atau PPnBM oleh Pemungut PPN”
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 IIl. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN 0

Harga DPP Nilai Lain/ PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)
e

A. Jumiah PPN dan PPnBM yang dipungut 0 0 0 0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (ILA - ILB)
D Asked for returns that should not be owed
Il PERNYATAAN @
Ep DENGAN YA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR,

LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT

DITANDATANGANI OLEH Pemungut PPN Wakil/Kuasa
Kota Penandatanganan SPT KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

Nama

Jabatan Bendahara

Batas Waktu Penyampaian SPT 0-11-2024

Data sebagai berikut akan otomatis terisi:

i
|
H
i [14] Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN,
t [15] Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain

H Rt

i

b

Gambar 4.29 - TAMPILAN PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN

Data pada bagian berikut akan otomatis terisi dalam sistem:
[14] “Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pemungut PPN”

[15] “Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pihak Lain”

INDUK L1 L-2

DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN YANG BUKAN MERUPAKAN PENGUSAHA KENA PAJAK @

INDUK

NAMA PEMUNGUT PPN MASA

NPwP NORMAL/PEMBETULAN

- 300
Ne.

Harga Nilai Impor/DP
tur/Nota Pembatalan - Nomor T) tur/Nota Pembatalan - Tanggal T) P (Rupia) 1)

v 7 v [2] v v

Nama PKP Rekanan T newe 1) DPP Nilai Lain/ DPP (Rupiah) |

TOTAL

[16] Pada bagian ini akan ditampilkan Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pemunqut
PPN Yang Bukan Merupakan Penqusaha Kena Pajak berdasarkan data pembelian (daftar pajak
masukan) yang terkonfirmasi valid

Gambar 4.30 - TAMPILAN STRTUKTUR SPT MASA PPN BAGI PEMUNGUT PPN DAN OHAK LAIN YANG BUKAN PKP

[16] Pada bagian ini, sistem akan menampilkan “Daftar PPN dan PPnBM yang
dipungut oleh Pemungut PPN yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena
Pajak” berdasarkan data pembelian (daftar pajak masukan) yang terkonfirmasi
valid.

Buku Manual | E-Faktur Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah | 84



CwRE

INDUK L1 L2

DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN @

HEADER

NAMA PEMUNGUT PPN MASA

NPWP NORMALPEMBETULAN

|
- 800

n
N TIN/National ID/Other ID of Kema 8
o Seller of Taxable Goods! Iat - i Nama Pembeli BRP/Pencri
A Ne. angible Taxable Goods/ Ren bt ma Manfaat BKP Tidak Ber Tipe Transaksi PPN yang Dipungut | =
K derer of Taxable Service ax = ;‘ J wujud/Penesima IKP 1| e e 1L e T
x tl 1
n
v v v v Toe v v B

Tidak ada data yang ditemukan,

===

[17] Pada bagian ini akan ditampilkan Daftar PPN Dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Pihak lain

Berikutnya Kembali ke halaman Induk untuk melanjutkan pengisian bagian pernyataan

Gambar 4.31 - TAMPILAN DAFTAR PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

[17] Pada bagian ini, sistem akan menampilkan “Daftar PPN dan PPnBM yang
dipungut oleh Pihak Lain”. Setelah melengkapi bagian ini, kembali ke halaman
Induk untuk melanjutkan pengisian bagian pernyataan.

W Il. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN

Harga DPP Nilai Lain/ PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
Jual/Penggantian/ DPP (Rupiah)

A, Jumiah PPN dan PPnBM yang dipungut 0 0 0 0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (ILA - I18)

D. Asked for returns that should not be owed

W lIl. PERNYATAAN

@ EPERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR,
LENGKAP: JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT

PP il/|
DITANDATANGANI OLEH @ Pemungut PPN Wakil/Kuasa

Kota Penandatanganan SPT

Pada bagian Deklarasi dan tanda tangan:

[18] Centang pernyataan

[19] Pilih status penandatanaan, sebagai Taxpayer (Wajib Pajak) atau Representative
(Kuasa/Wakil)

[20] Kota Penandatanaan SPT, Nama, Batas Waktu Penyampaian SPT akan otomatis terisi_
sesuai user yang sedang aktif, Silahkan isi Jabatan (key in)

[21]1 Tombol Simpan Konsep untuk menyimpan draft sementara

[22] Untuk mengakhiri proses pembuatan SPT Masa klik tombol Bayar dan Lapor

Nama @

Jabatan Bendahara

P T ——

Gambar 4.32 - TAMPILAN DEKLARASI DAN TANDA TANGAN

Data pada bagian berikut akan otomatis terisi dalam sistem:

[18] Centang pernyataan.
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(Kuasa/Wakil).

[20]
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Pilih status penandatangan sebagai Taxpayer (Wajib Pajak) atau Representative

Pada “Kota Penandatangan SPT”, Nama, dan Batas Waktu Penyampaian SPT

akan terisi otomatis sesuai pengguna aktif. Silakan isi kolom “Jabatan” secara

manual.

[21]

[22]

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan®
Penyedia Penandatangan®
ID Penandatangan

Kata Sandi Penandatangan

26 27

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Kode Otorisasi DJP @

.

Klik tombol “Simpan Konsep” untuk menyimpan draft sementara.

Klik “Bayar dan Lapor” untuk menyelesaikan proses pembuatan SPT Masa.

Proses penandatanganan SPT Masa SPT Masa PPN bagi
Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP :

[23] Penyedia Penandatangan, misal: Kode Otorisasi DJP

[24] 1D Penandatanaan, misal: 3217122601770007

[25] Kata Sandi Penandatanaan, kemudian

[26] Klik tombol Simpan, kemudian

[27] Kllik tombol Konfirmasi Tanda Tangan untuk menyelesaikan

proses penandatanaanan dokumen

Tunagu hingga muncul notifikasi “Document Successfully Signed”.

Langkah berikutnya:

« Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Langsung /
Lump Sum (SP2D telah direkam pada Faktur Pajak Masukan
sesuai Langkah yang dijelaskan sebelumnya) maka pada saat,
klik tombol Bayar dan Lapor, Konsep SPT akan otomatis
terlaporkan karena SPT menyatakan NIHIL.

« Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persedian
(UP) maka:
o Sistem akan melakukan pengecekan terhadap Deposit Pajak,
dalam hal:
= Deposit Pajak mencukupi, IP dapat memilih
menagunakan Deposit Pajak atau menagunakan
pembaxa ran Wﬁl@l&‘im billing.
= Deposit Pajak tidak mencukupi, IP menagunakan
pembayaran melalui kode billing.
o Kode billing akan otomatis terbentuk dan terunduh apabila
status SPT kurang bayar dan IP memilih membuat kode

1
i
1
billing (lanjut ke slide selanjutnya ’E

Gambar 4.33 - TAMPILAN TANDA TANGAN DOKUMEN

Pada Proses penandatanganan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain
yang Bukan Merupakan PKP, ikuti langkah berikut:

[23] Pilih “Penyedia Penandatangan” (contoh: Kode Otorisasi DJP).

[24] Masukkan “ID Penandatangan” (contoh: 3217122601770007).

[25] Masukkan “Kata Sandi Penandatangan”.

[26] Klik “Simpan”.

[27] Klik “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk menyelesaikan proses penandatanganan.
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Tunggu hingga muncul notifikasi “Document Successfully Signed”. Kemudian langkah
berikutnya sebagai berikut:

» Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Langsung / Lump Sum, Konsep SPT
akan otomatis terlaporkan setelah klik “Bayar dan Lapor” karena SPT menyatakan
NIHIL.

» Jika Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Sistem akan
mengecek Deposit Pajak:

o Jika mencukupi, IP dapat memilih antara menggunakan Deposit Pajak atau
pembayaran menggunakan kode billing.

o Jika tidak mencukupi, IP harus melakukan pembayaran menggunakan kode
billing.

» Kode billing akan secara otomatis dibuat dan diunduh jika status SPT menunjukkan
kurang bayar dan IP memilih opsi untuk membuat kode billing.

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) * Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses * Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Surat Pemberitahuan (SPT)

1 ﬁ —

— Pembayaran

=
Konsep SPT i -
5-{ SPT Menunggu Pembayaran ‘@
SPT Dilaporkan
B Eo Buat Konsep SPT
SPT Ditolak
- 300
Jenis Pajak T| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1|
Pilih Jenis Pajak bs Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak v
@ PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP  SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKI
Jika Proses Pembayaran dipilih dengan menaaunakan mekanisme Uang

10 Vv

Persediaan (UP) dan IP membuat kode billing maka Konsep SPT Akan
1 Berpindah dari daftar Konsep SPT masuk ke daftar SPT Menunaau

i Pembayaran [28]

Gambar 4.34 - TAMPILAN SPT MENUNGGU PEMBAYARAN

[28] Jika pembayaran dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan IP
membuat kode billing, maka Konsep SPT akan berpindah dari daftar “Konsep
SPT” ke daftar SPT “Menunggu Pembayaran”.
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o | Cdip ime G Versi: 11.2-build-1860 id-ID ;_9@ v Login terakhir e

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) * Pembayaran * Buku Besar Layanan Wajib Pajak * Manajemen Akses * Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

¥

3 Dokumen E Kode billing yang terbentuk juga dapat dilihat pada £ Hasilkan Dokumen
i folder document
- 300
Nomor Dokumen T| Tanggal Dokumen T| Judul Dokumen 1| Jenis Dokumen 1]
v 6] v
[ 040286892816908 07-11-2024 BILLING_CODE Cetakan Kode Billing ]

SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP  SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Pih
Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri 1 0 v

Gambar 4.35 - TAMPILAN IKON FOLDER DOKUMEN

Kode billing yang telah terbentuk dapat dilihat dengan menekan ikon “Folder
Dokumen”.

o | Cdp Ty g Versi: 1.1.2-build-1860 id-0 v @ @ @ v Login terakhir ®

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ~

2 Dokumen L WSO 1. Unggah Dokumen

- 300

Dokumen T| Nomor Kasus T| Tanggal Tl P Tl Tindakan
v v o] v
an Kode Billing 07-11-2024 | Unduh
flasa PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP 07-11-2024
Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri 1 10 v

. H -
! Klik tombol Unduh untuk mengunduh kode billing

Gambar 4.36 - TAMPILAN UNUDUH KODE BILLING

Klik tombol “Unduh” untuk mengunduh kode billing.
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@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI KODE BILLING
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

NAMA

ALAMAT

MATA UANG {IDR

NOMINAL :

JUMLAH DETAIL 1

DETAIL BILLING:

Tampilan kode billing KAP-KJS | MASA PAJAK REF TAGIHAN ‘ NOP [ NOMINAL
yang sudah terunduh |
sebagai berikut =

_ _ = _ |

Terbilang:

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI [roeemnn
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

l
:
;
1
KODE BILLING 3 ‘Hms&g
MASA AKTIF

Gambar 4.37 - TAMPILAN KODE B/LLING YANG SUDAH TERUNDUH

Tampilan kode billing yang telah diunduh akan terlihat seperti di atas.

® | Cdip REmE & B vesi 11280 a0 v @ £ @ | Login terakhir: ()

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya ~Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

SPT yang Disampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

: Klik icon mata untuk melihat data SPT

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Jenis Pajak 1) Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1| Periode Pajak 1|
Pilih Jenis Pajak v Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak v Pilih Periode Pajak
[© 0 PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP ~ SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP  Oktober 2024

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP yang sudah dibayarkan akan otomatis
tersampaikan (tidak perlu input kode NTPN) dan akan berpindah dari daftar SPT Menunggu Pembayaran ke daftar SPT
Dilaporkan,

Gambar 4.38 - TAMPILAN SPT YANG DISAMPAIKAN

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP
yang telah dibayarkan akan secara otomatis tersampaikan tanpa perlu memasukkan
kode NTPN. Selanjutnya, statusnya akan berpindah dari daftar “SPT Menunggu
Pembayaran” ke daftar “SPT Dilaporkan”.
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5. Buku Besar
Wajib Pajak
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Informasi Transaksi

PENJELASAN UMUM

Buku Besar Wajib Pajak berisi rincian transaksi hak dan kewajiban perpajakan yang
dilakukan wajib pajak dan disajikan dalam profil wajib pajak yang dapat dilihat oleh
wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak. Buku Besar Wajib Pajak memiliki fitur antara
lain:

1. Riwayat transaksi. Terdapat riwayat transaksi hak dan kewajiban perpajakan yang
terinci dalam bentuk entri debit dan kredit. Sisi debit menggambarkan kewajiban
yang dimiliki wajib pajak sedangkan sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki
wajib pajak.

2. Rekonsiliasi otomatis. Terdapat rekonsiliasi pembayaran atas pemenuhan kewajiban
perpajakan secara otomatis.

3. Terintegrasi. Pencatatan transaksi hak dan kewajiban perpajakan terintegrasi dengan
proses bisnis perpajakan lain.

4. Dapat diunduh. Transkrip riwayat transaksi hak dan kewajiban perpajakan dapat
diunduh oleh wajib pajak.
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A. Pemilihan Modul

[1] Buku Besar Wajib Pajak berisi daftar semua transaksi yang berhubungan
dengan wajib pajak baik dari sisi debit maupun dari sisi kredit. Daftar tersebut
dapat difilter dan/atau diurutkan sesuai kolom-kolom yang tersedia. Untuk
mengaksesnya, silakan pilih modul “Buku Besar Wajib Pajak”.

o cCdi B v 12buig102 40 v A @ V| Loginterakni 23 February 2025 161649 (@)
Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ [CHICIC @l Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

o Buku Besar Saya

& Cetak Buku Besar

Total
& Debit O, Kredit @B Debit Tersisa &€ Kredit Tersisa B Saldo
-178.665,00 178.665,00 0,00 0,00 0,00
Filtered
& Debit 9 Kredit @ Debit Tersisa € Kredit Tersisa B Saldo
-178.665,00 178.665,00 0,00 0,00 0,00
- ) ’ Terapkan
(O Menampilkan transaksi dengan nilai 0 (J Menampilkan Kredit (] Menampilkan Debit (] Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan i
*Menampilkan data dengan t: | posting pai dengan 1 bulan ke belakang dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

- 000

Aksi Tanggal Transaksi 1| Tanggal Posting 1| Jenis Pencatatan 1| Detail Jenis Pencatatan 1| Mata Uang 1| Jenis Trz

E E Pilih Jenis Pencatatan v Pilih Detail Jenis Pencatatan £ 4 Pilih Mata Uang L

Tidak ada data yang ditemukan

Gambar 5.1 - TAMPILAN MODUL BUKU BESAR WAJIB PAJAK

B. Sisi Debit dan Kredit dalam Buku Besar Wajib Pajak

[1] Transaksi perpajakan sisi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak
antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum yang
menyebabkan kurang bayar. Sisa Kewajiban wajib pajak yang masih harus
diselesaikan disajikan dalam kolom Debit Tersisa.

[2] Transaksi perpajakan sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak
antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT
lebih bayar, dan penerbitan SKP lebih bayar. Sisa hak wajib pajak yang masih
dapat diperoleh disajikan dalam kolom Kredit Tersisa.

Buku Besar Saya

o Total 0

< Debit O Kredit & Debit Tersisa £ Kredit Tersisa B Saldo
-178.665,00 178.665,00 0,00 0,00 0,00
: N : ; : Terapkan
(O Menampilkan transaksi dengan nilai 0 () Menampilkan Kredit (] Menampilkan Debit (] Tampilkan Transaksi yang Dibatalkan o
ilter
*Menampilkan data deng | posting pai dengan 1 bulan ke belak dari hari ini jika pencarian dilakukan tanpa Tanggal Posting spesifik

Gambar 5.2 - TAMPILAN SISI DEBIT DAN SISI KREDIT DALAM BUKU BESAR WAJIB PAJAK
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C. Keterangan Kolom dalam Buku Besar Wajib Pajak

No. Kolom Keterangan
1. Aksi Berfungsi untuk memunculkan detail transaksi.
2. Tanggal Transaksi Menunjukkan tanggal terjadinya transaksi perpajakan dalam sistem.
3. Tanggal Posting Menunjukkan tanggal pencatatan transaksi perpajakan dalam sistem.
4. Jenis Pencatatan Menunjukkan berbagai jenis pencatatan perpajakan.
5. Detail Jenis Pencatatan Menunjukkan rincian atas berbagai jenis pencatatan perpajakan.
6. Mata Uang Menumukkan Jenis Mata Uang yang digunakan dalam transaksi
perpajakan.
7. Jenis Transaksi Menunjukkan berbagai jenis transaksi perpajakan.
8. Nilai dalam Mata Uang Menunjukkan nilai transaksi dalam mata uang.
9. Nilai Sisa Dalam Mata Uang Menunjukkan nilai sisa transaksi dalam mata uang.
10, Nilai Tukar Menu.nJukkan nilai tukar mata uang ke rupiah pada tanggal transaksi
sesuai kurs KMK.
11. Nilai Menunjukkan nilai transaksi sesudah disesuaikan dengan kurs KMK.
12. Nilai Sisa Menunjukkan nilai sisa transaksi sesudah disesuaikan dengan kurs KMK.
13 Referensi Menunjtfkkan nomor dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan
transaksi.
14. Kode Akun Pajak (KAP) Menunjukkan kode akun pajak pada setiap transaksi.
15. Deskripsi KAP Menunjukkan deskripsi dari kode akun pajak pada setiap transaksi.
16. Kode Jenis Setoran (KJS) Menunjukkan kode jenis setoran pada setiap transaksi.
17. Masa Pajak Menunjukkan masa dan tahun pajak pada setiap transaksi.
18 Nomor Transaksi Me.nunJukkan r.10mor yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada
setiap transaksi.
19. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Menunjukkan tanggal jatuh tempo pembayaran transaksi perpajakan.
2. Tanggal Utang Pajak Dapat Ditagih Menumukkan tanggal utang pajak dapat ditagih pada setiap transaksi
perpajakan.
21. Masa Aktif Menunjukkan masa aktif penagihan atas transaksi perpajakan.
22. Dibatalkan Menunjukkan transaksi perpajakan yang dibatalkan.
2. Nomor Objek Pajak (NOP) Menumukkan nomor objek pajak dalam pencatatan transaksi
perpajakan.

Tabel 5.1 - KETERANGAN KOLOM DALAM BUKU BESAR WAJIB PAJAK
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D. Keterangan Jenis Pencatatan dalam Buku Besar Wajib Pajak

No Jenis Detail Jenis Ket
: Pencatatan Pencatatan eteérangan
Menunjukkan nilai kurang bayar dan lebih bayar yang dilaporkan
SPT Normal wajib pajak dalam SPT Masa dan SPT Tahunan dengan Status
Normal
Menunjukkan nilai kurang bayar dan lebih bayar yang dilaporkan
SPT Pembetulan wajib pajak dalam SPT Masa dan SPT Tahunan dengan Status
Pembetulan.
Pengungkapan i ilai i i i
Surat Pemberitahuan .9 gKap Menunjukkan nilai kurang bayar yang dilaporkan WaJIb. pajak dalam
1. oT ketidakbenaran Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sesuai pasal 8 ayat
(SPT) perbuatan (3) Undang-Undang KUP.
Pengungkapan Menunjukkan nilai kurang bayar yang dilaporkan wajib pajak dalam
ketidakbenaran Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT sesuai pasal 8
pengisian SPT ayat (4) Undang-Undang KUP.
a.  Menunjukkan nilai penundaan yang disetujui DJP dalam Surat
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
Penundaan/ angsuran | b.  Menunjukkan nilai angsuran yang disetujui DJP dalam Surat
Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak.
Menunjukkan nilai pembayaran yang diperlakukan sebagai
Pengungkapan pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak (melalui Nomor
. Transaksi Penerimaan Negara dan/atau melalui Surat Perintah
ketidakbenaran )
. Pencairan Dana).
pengisian SPT
Surat Pemberitah Pemberitahuan M jukk ilai b dilakuk leh wajib pajak
urat Pemberitahuan
5 penggunaan Deposit enunjukkan nilai pembayaran yang dilakukan oleh wajib paja

(SPT) Lainnya

Bea Meterai

untuk deposit mesin teraan meterai digital.

Validasi Pajak
Penghasilan atas
Pengalihan Hak atas
Tanah dan/ atau

Bangunan

Menunjukkan nilai penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak.
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2. Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak
(SKP)

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Tagihan Pajak
(STP)

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Surat Tagihan Pajak
(STP).

Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT)

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT).

Imbalan Bunga

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Surat Keputusan
Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB).

Keputusan Keberatan

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Keputusan
Keberatan (selain untuk Pajak Bumi dan Bangunan).

Putusan Banding

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Surat Pelaksanaan
Putusan Banding (selain untuk Pajak Bumi dan Bangunan).

Putusan Peninjauan

Kembali

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Surat Pelaksanaan
Putusan Peninjauan Kembali (selain untuk Pajak Bumi dan
Bangunan).

Keputusan Non

Keberatan

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Keputusan Non
Keberatan (Surat Keputusan Pembetulan Pasal 16 UU KUP dan
Surat Keputusan Pasal 36 UU KUP).

Keputusan Persetujuan
Bersama

Menunjukkan nilai yang ditetapkan DJP dalam Keputusan Prosedur
Persetujuan Bersama.
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Pembayaran

Pembayaran Tunai

Menunjukkan nilai pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak
melalui kode billing.

Pembayaran Non

Tunai

Menunjukkan nilai pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak
melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pemindah bukuan

Menunjukkan nilai yang menjadi tujuan pemindahbukuan dari
Bukti Pemindahbukuan.

Kompensasi Kelebihan

Pembayaran Pajak

Menunjukkan  nilai  kelebihan  pembayaran pajak yang
dikompensasikan ke utang pajak dan/atau deposit pajak dalam
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
(SKPKPP).

Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Pajak

Dalam Proses
Pencairan
Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Pajak

Menunjukkan nilai kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan
ke wajib pajak dalam Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Surat Pemberitahuan
(SPT) Lainnya

Dalam Proses

Pemeriksaan

Menunjukkan nilai penyesuaian atas sisa kurang bayar atau lebih
bayar yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT sehubungan dengan
proses pemeriksaan pajak.

Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran

Pajak

Menunjukkan nilai penyesuaian atas sisa lebih bayar yang
dilaporkan wajib pajak dalam SPT sehubungan dengan proses
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pemindah bukuan

Menunjukkan nilai penyesuaian atas nilai yang dipindahbukukan.

Penghapusan Piutang
Tak Tertagih

Menunjukkan nilai penyesuaian atas sisa piutang pajak yang telah
dihapustagihkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penghapusan Piutang Pajak.
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Surat Ketetapan Pajak
(SKP)

Menunjukkan nilai penyesuaian atas sisa lebih bayar sehubungan
dengan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak
(STP)

Menunjukkan nilai penyesuaian atas sisa piutang pajak untuk Pajak
Bumi dan Bangunan dan pajak yang diangsur/ditunda.

Pencairan
Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak

Menunjukkan nilai penyesuaian atas kelebihan pembayaran pajak
yang dikembalikan ke wajib pajak.

Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak Dicairkan/

Dikompensasikan

Menunjukkan nilai penyesuaian atas kelebihan pembayaran pajak
yang dikembalikan ke wajib pajak dan/ atau dikompensasikan ke
utang pajak dan/atau deposit pajak sebagaimana tercantum dalam
SKPKPP.

Tabel 5.2 - KETERANGAN JENIS PENCATATAN DALAM BUKU BESAR WAJIB PAJAK
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6. Deposit
Pajak
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Deposit

PENJELASAN UMUM

Deposit Pajak merupakan fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran
lebih dulu sebelum kewajiban pajak timbul. Deposit Pajak adalah pembayaran pajak
yang tidak terikat pada suatu jenis pajak tertentu dan dapat dialokasikan ke jenis pajak
lain melalui prosedur pemindahbukuan. Deposit Pajak ini mencakup berbagai jenis
pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan pajak-pajak lainnya.

Fitur Deposit Pajak memungkinkan perencanaan pembayaran pajak yang lebih baik,
menghindari denda, dan memastikan pemenuhan kewajiban tepat waktu. Fitur
ini dirancang dengan beberapa fungsi utama yang meningkatkan efisiensi proses
pembayaran pajak di antaranya:

« Tanggal Pembayaran yang diakui: tanggal penyetoran ke Deposit Pajak diakui
sebagaitanggal pembayaran, memastikan bahwa wajib pajak dapat menghindari
sanksi karena keterlambatan.

* Kemudahan: dana yang disetorkan ke Deposit Pajak akan dialokasikan ke
kewajiban pajak setiap kode jenis pajak masing-masing melalui mekanisme
pemindahbukuan otomatis, memudahkan pengelolaan pembayaran.

» Fleksibilitas saldo: saldo deposit dapat digunakan untuk membayar pajak
terutang setelah penyusunan draf SPT, atau dipindahbukukan dan juga diminta
pengembaliannya jika diperlukan.
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A. Pengisian Deposit Pajak

Terdapat tiga mekanisme pengisian Deposit Pajak.
« Pertama, pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik.
Pada modul Pembayaran, wajib pajak dapat memilih Layanan Pembuatan Kode
Billing Secara Mandiri. Untuk melakukan pengisian saldo Deposit Pajak, buat
kode billing menggunakan Kode Akun Pajak 411618 dan Kode Jenis Setoran
100.

« Kedua, pengisian saldo lewat permohonan pemindahbukuan. Wajib pajak dapat
melakukan pemindahbukuan ke saldo Deposit Pajak.

« Ketiga, permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan
bunga setelah diperhitungkan dengan utang Pajak. Apabila terdapat kelebihan
pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga, wajib pajak dapat memilih untuk
memasukkan jumlah kelebihan atau imbalan bunga tersebut ke saldo Deposit
Pajak. Pengisian ke Deposit Pajak dilakukan atas persetujuan wajib pajak.

B. Pembayaran Deposit Pajak

Merujuk Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024,
pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak dilakukan melalui
pemindahbukuan. Wajib pajak bisa membayar dan menyetor pajak dengan Deposit
Pajak sepanjang saldonya mencukupi. Artinya jika wajib pajak memiliki Deposit Pajak
dengan nilai yang cukup untuk melunasi pajak terutang atau pajak kurang bayar maka
sistem akan memberikan pilihan untuk menggunakan Deposit Pajak atau pembuatan
kode billing.

Sebagai contoh pengaplikasian pembayaran pajak menggunakan Deposit Pajak adalah
ketika SPT wajib pajak berstatus kurang bayar. Biasanya wajib pajak akan membayar
nominal kurang bayar tersebut dengan membuat kode biling. Namun di coretax,
setelah konsep SPT siap diunggah dan status SPT adalah kurang bayar, maka wajib
pajak memiliki pillihan untuk membuat kode billing atau mengambil dari Deposit Pajak
jika saldonya mencukupi.

Apabila saldo di Deposit Pajak tidak mencukupi, wajib pajak dapat memilih membuat
kode billing secara mandiri senilai kurang bayarnya. Wajib pajak dapat membuat kode
billing dengan mengklik tombol “buat kode billing". Kode billing yang aktif ini akan
tersimpan dan siap dilakukan pembayaran melalui kanal pembayaran sesuai pilihan
wajib pajak. Layaknya seperti ketika kita akan membeli suatu barang secara daring
yang pembayarannya sudah terhubung dengan kanal seperti transfer bank, dompet
digital, kartu kredit atau debit, dan bayar tunai di mitra atau agen seperti Indomaret,
Alfamart, dan pasar modern lainnya.
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C. Sisa Saldo Deposit Pajak Dapat Diminta Kembali

Merujuk Pasal 122 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024, saldo
Deposit Pajak yang masih tersisa dan tidak digunakan untuk pelunasan pajak dapat
diajukan pengembalian. Pengembalian dilakukan dengan mekanisme pengembalian
atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

D. Tata Cara Penggunaan Deposit Pajak

Wajib pajak dapat menggunakan fitur Deposit Pajak dalam Coretax DJP untuk
pembayaran dan penyetoran pajak. Sebelum memulai, pastikan wajib pajak telah
menyiapkan persyaratan berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kode billing
pajak yang masih berlaku (bisa didapatkan melalui aplikasi DJP Online atau Coretax).
Berikut panduan untuk melakukan Deposit Pajak melalui aplikasi Coretax DJP:

1. Tahap pertama adalah melakukan login Coretax.

CURE . (

Core
E3 —— QW
Administration

[ Login ] 5 System

Pengguna Baru? Daftar disini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

@ Cdp RS @

Gambar 6.1 - TAMPILAN LAMAN LOGIN CORETAX

[1] Isikan ID Pengguna
[2]  Masukkan kata sandi (password)

[31 Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa
Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

[4] Masukkan kode keamanan (captcha)

[5] Klik tombol Login
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Selanjutnya akan disajikan tampilan “Selamat Datang” sebagai berikut.

o Cdpe L idin v B0 Login terokhirs { @
I [IUEESPRY c Fakwr cBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) = Bantuan = Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)
Gambar 6.2 - TAMPILAN SELAMAT DATANG DI PORTAL WAJIB PAJAK (CORETAXDJP)
2. Dalam hal pengajuan layanan untuk kepentingan pihak yang diwakili/

dikuasakan, silakan lakukan impersonasi akun pihak yang diwakili atau dikuasakan
dengan memilih nama Wajib Pajak yang dimaksud.

® i ' Lidn v EDE l / |Lugv terakhir: ()
Ipoml PR o-Faktur eBupot ™ Surat Pemberitahuan (SPT) * Bantuan * Pembayaran ¥ BukuBesar Layanan Wajib Pajak * Manajemen Akses

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Gambar 6.3 - TAMPILAN SELAMAT DATANG DI PORTAL WAJIB PAJAK (CORETAXDJP)

3. Setelah berhasil login, cari dan pilih modul Pembayaran Pajak [6]. Tahap
selanjutnya, pilih layanan Mandiri Kode Billing [7].

o Cdp

Fortal Saya ~ e-Faktur eBupot ™ SuratPemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~

m\/?rslz 112-build-1943 0 v GG

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Gambar 6.4 - TAMPILAN SELAMAT DATANG TAHAP PEMBAYARAN

[6] Pilih “Modul Pembayaran”
[7]1  Pilih “Layanan Mandiri Kode Billing”.
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4. Setelah memilih Layanan Mandiri Kode Billing, kemudian akan muncul verifikasi

identitas Wajib Pajak yang berisi informasi NPWP, nama Wajib Pajak, dan alamat
Wajib Pajak.

[8]  Pilih tombol “Lanjut” untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

PortalSaya ~ e-fakur eBupot ~ SuratPemberitahuan (SPT) v Bantuan * Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ™

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

1

Verlfikas| identtas Wajib Pajak

-n

Gambar 6.5 - TAMPILAN VERIFIKASI IDENTITAS WAJIB PAJAK

5. Tahap selanjutnya.

[9] Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setor (KJS): 411618 — 100
[10] Pilih "periode dan tahun pajak™
[11] Kemudian pilih “Lanjut”

I L RDTR e-Faktur  eBupot ~  Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

2
Pilih KAP . KIS
" angkah 2. Piih KA? - KIS
e A ook AP .

s St 5% KAPadalah kode yarg margidenificasi jenis pajak yang harus dibayar ol2h wajib pajek. Setiap jenis pejak, ccperti Pajak Perghasilan (PP). Pajak PertamEahan Niai (PPN). dan

o = da
s setoran pajat yang wajit pajak Kede ini mencerminkan cara sjuan setoran, 5 embayaan pa ak tzrutang
\¥2 7{\;\\ KJ: etoran pajak vang dilakukan oleh waiit: pajak. Kode ini mencerminkan czra dar tujuan setoran. sepert pembayasan paak tarutang.
w

(10 = 11

Gambar 6.6 - TAMPILAN PILIH KAP-KJS
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6. Langkah selanjutnya adalah pengisian mata uang asing, nilai pembayaran,
keterangan, dan unduh kode billing.

[12] Pilih “Mata Uang”. Sistem akan secara otomatis menampilakn mata uang
Rupiah Indonesia, namun jika Wajib Pajak mendapatkan izin untuk penggunaan
mata uang asing selain rupiah, akan tersedia pilihan US$.

[13] Isikan “Nilai Pembayaran”

[14] Tuliskan “Keterangan” jika diperlukan.

[15] Setelah selesai tekan tombol

“Unduh Kode Billing”. Sistem secara otomatis

akan menampilkan kode billing

eFakin  eBupot ~  Suiat Pemberitahuan (SPT) = Bantuan ~ Pembayaran ~  Buku Besar

Layanan Mandiri Pembuatan Kode Billing

ijih Pajak ~  Manajemen Akses ~

Langkah 3. (Il Kide Rilling
\JH
TR l‘ﬁ‘ Farap pastikan dengan cermat bamwa semua informasi terkait identitas wajib pajak Anda telzh diperiksa dan dikanfirmasi. Ini mencalcup rama lengkep Anga alzmat tmpat
Bining ) tinggal atau domisili, serta Nomor 3040k Wajit: Pajak (NPWP) Anda, Selain itu, pastikan bahwa Koda Akun Sajak {KAP) can Kode Jenis Sztoran (KJ5) vang Anda qunakan sudah

LI
cetan A
Nara Waj b Fajak.

Alamat Wejis Pajak
KAF - KIS

Mata Uang *
Nilar *
Terhilans *

Keteanigan

Kembali

benar dan sesuai. Ketaltizn dalam memverifikasi kesesusian infor
kecalahan yang dopet imerghambat proses admin sirasi pajak do

Pericde dan Tahun Pajak

si ini sanqat penting, terutama dalam konteks croses pemoentuken kode penag han, untuk menghindari
cotensi masalah oi masa segan.

: 411618-100 Satoran untuk Deposlt Pajak

l Rup ah Indcnesia l

([ )

*Pemilihan ini bersifat indikatif dan tidak mengikst penggunaan
deposit pada saat pelaporan SPT atau permohonan

pemindahbukuan.

Unduh Kode Billing @

Gambar 6.7 - TAMPILAN SELESAI UNDUH KODE PEMBAYARAN
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KEMENTERIAN KEUANGAN R

NPWP

NAMA

ALAMAT

MATA UANG -1DR

NOMINAL :100.000.000,00

JUMLAH DETAIL 1

7. Berikut adalah contoh kode billing yang dihasilkan oleh sistem. Dokumen
tersebut berisi informasi: NPWP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, mata
uang, nominal, jumlah detail, detail billing (KAP-KJS, masa pajak, ref tagihan,
NOP, dan nominal), total pembayaran, uraian, kode biliing, masa aktif, dan
barcode.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING

DETAIL BILLING:
KAP-KJS | MASA PAJAK REF TAGIHAN NOP NOMINAL
- - Rp100.000.000,00
TOTAL Rp100.000.000,00
Terbilang: Seratus Juta Rupiah

URAIAN:
Pembayaran PPh Final

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING
MASA AKTIF

Gambar 6.8 - CONTOH KODE BILLING YANG DIHASILKAN OLEH SISTEM
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Catatan:

« Lakukan pembayaran. Ikuti petunjuk sesuai metode pembayaran yang dipilih. Jika
menggunakan virtual account, salin nomor rekening tujuan dan lakukan transfer
melalui mobile banking, ATM, atau internet banking. Jika menggunakan e-wallet,
pastikan saldo mencukupi dan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet.

» Untuk memastikan pembayaran berhasil, lakukan verifikasi pembayaran dengan
kembali ke halaman utama aplikasi Coretax DJP. Pilih modul Buku Besar untuk
memeriksa saldo deposit pajak.

« Jika mengalami kendala, wajib pajak dapat menghubungi layanan bantuan DJP
melalui nomor resmi atau email yang tercantum di aplikasi.
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8. Pengawasan saldo deposit pajak di buku besar (Sumber t.me/FAQcoretax)

Cara Memastikan Sisa Deposit

& Cetak Buku Besar
Total
L 8 Kredit & Debit Tersisa & Kredit Tersisa B sald
-7.400.000,00 2.400.000,00 -7.400.000,00 2.400.000.00 -5.000.000,00 o
Filtered
- Debit B redit W Debit Tersisa & xredit Tersisa B oo
7.400.000,00 2.400.000,00 -7.400.000,00 2.400.000,00 -5.000.000,00
3 - < 5 ° . Terapkan
Menampilkan transaksi dengan nilai € Menampilkan Kredit B Menampilkan Dabit Tampilkan Transaksi yang Dibatalkar ™
Filter

- @00 - —

KAP 1| IMM“P 1l e

Gambar 6.9 - TAMPILAN MEMASTIKAN SISA DEPOSIT

00,00

[1] Klik tombol “Terapkan Filter”

[2]  Filter kolom “Deskripsi KAP” dengan “Pendapatan Pajak Tidak Langsung
Lainnya Deposit”
[3] Pada baris deposit tersebut, Lihat kolom “Nilai Sisa”

Catatan:

« Meskipun Saldo terlihat -Rp5 juta, WP masih memiliki saldo Deposit yang masih
bisa digunakan sesuai dengan nilai. Kredit Tersisa sebesar Rp2.4 juta dan masih
memiliki kewajiban yang masih harus dibayar sesuai dengan nilai. Debit Tersisa
sebesar Rp7.4 juta.

« Dengan kata lain, tidak terjadi autodebet atas Deposit yang telah terisi karena nilai
Kredit Tersisa tetap 2.4 juta.
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9. Pengajuan pengembalian deposit pajak sebagai pajak yang seharusnya tidak

terutang

Atas saldo Deposit Pajak yang tersisa, wajib pajak dapat meminta pengembalian dengan
mekanisme Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang sebagai berikut:

A. Masuk ke modul Restitusi Pajak

® cCdp

Portal Saya * e-Faktur eBupot * Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ 1 ar Layanan Wajib Pajak * Manajemen Akses ~

Versi: 1.1.2-build-1944 id-I0 v EOG) Vv Login terakhir: @

Permohonan Pemindahbukuan

Selamat Datan (Coretaxdjp)

Layanan Mandiri Kode Billing
Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Formulir Restitusi Pajak | 6

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Gambar 6.10 - TAMPILAN MODUL FORMULIR RESTITUSI PAJAK

Setelah login ke portal wajib pajak (Coretax), wajib pajak:

[1]
[2]

Memilih modul Pembayaran

Memilih modul Formulir Restitusi Pajak

B. Pengisian formulir permohonan Restitusi Pajak

1)

o Cdip

Surat Permohonan

Akan tampil formulir permohonan restitusi pajak yang harus dilengkapi
oleh wajib pajak. Isikan nomor surat permohonan [3].

B vei 112 buid0aa a0 v a4 @ v Login terskhir (0]

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ¥ Surat Pemberitahuan (SPT) * Bantuan  Pembayaran > BukuBaesar Layanan Wajib Pajak * Manajemen Akses ¥

Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Template Formulir

Surat Permohonan

Nomeor Surat ( J o

Permohonan*

Tanggal Permohonan*

Saluran Penyampaian Daring (Portal Wajib Pajak) v

Permohonan*

Gambar 6.11 - TAMPILAN SURAT PERMOHONAN
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2) Data Wajib Pajak

Lengkapi isian data wajib pajak meliputi alamat email aktif [4] dan pilih
status penandatangan permohonan [5].

Data Waijib Pajak
Wajib Pajak* m

Nama Wajib Pajak

Nomor Telepon

Email*

Status Penandatangan* . XK N

Penandatangan™

Nama Penandatangan

]~

No Telepon
Penandatangan*®

Kantor Pelayanan Pajak ~

Gambar 6.12 - TAMPILAN DATA WAJIB PAJAK

3) Data Permohonan

Lengkapi isian data permohonan meliputi alasan permintaan restitusi [6]
dengan memilih “Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
yang Seharusnya Tidak Terutang terkait Nilai Pembayaran yang Belum
Digunakan”. Selanjutnya klik tombol Tambah Data [7] untuk pengisian
lebih detil.

Data Permohonan v

Alasan Permintaan Restitusi

Hal Pengembalian™ Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusny.. X 0

Alasan Permintaan Restitusi

Tambah Data o

Tanggal Posting Tanggal Transaksi Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri ¢ ? SN

Gambar 6.13 - TAMPILAN DATA PERMOHONAN
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Pada tampilan berikutnya, wajib pajak cukup mencari nomor referensi atas
deposit pajak yang ingin dimintakan pengembalian [8].

Tanggal Posting*
Tanggal Transaksi®
Jenis Surat Pemberitahuan Pajak*
Nomor Referensi*
Jenis Pencatatan*®
Detail Jenis Akuntansi®
Kode Jenis Pajak*
Kode Jenis Setoran*
Masa Pajak*

Nomor Transaksi*
Mata Uang*®

Nilai*

Jumlah yang telah Digunakan*

Silakan pilih
Please select
Silakan pilih
Silakan pilih

Silakan pilih

Silakan pilih

Silakan pilih

v,
=y,

Gambar 6.14 - TAMPILAN DIALOG PENCARIAN KREDIT

Kemudian akan muncul kotak dialog pencarian kredit. Klik tombol Pilih
untuk memilih nomor referensi atas Deposit Pajak dimaksud [9].

Credit Search

. 300 -
Aksi

Tanggal Transaksi 7|

m o 20-03-2025

Tanggal Posting 1|

20-03-2025

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Jenis Pencatatan 7|

Detail Jenis Pencatatan 1]
Pilih Detail Jenis Pencatatan o d

Pembayaran Tunai

v

Gambar 6.15 - TAMPILAN PILIH NOMOR REFRENSI ATAS DEPOSIT PAJAK
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Isian akan otomatis dilengkapi oleh sistem sebagai berikut.

Tanggal Posting™

Tanggal Transaksi*

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak* Silakan pilih
Nomor Referensi®

Jenis Pencatatan™

Detail Jenis Akuntansi®

Kode Jenis Pajak™

Kode Jenis Setoran*

Masa Pajak*

Nomor Transaksi*

Mata Uang* Rupiah Indonesia
Nilai*

Jumlah yang telah Digunakan*

Nilai Sisa®

Jumlah Pengembalian yang Diminta™

0 i

4)

Gambar 6.16 - TAMPILAN ISIAN YANG DILENGKAPI OTOMATIS OLEH SISTEM

Wajib Pajak dapat mengisikan jumlah pengembalian yang diminta [10].

Selanjutnya klik tombol Simpan [11].

Data Rekening Bank

Lengkapi formulir dengan memilih nomor

rekening bank tujuan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak [12]. Nomor yang dapat
dipilih adalah nomor rekening bank yang sudah diinput oleh wajib pajak di

profil wajib pajak.

Data Rekening Bank

Pilih Rekening Bank

Nama Bank*

Nomor Rekening*

Nama Pemilik Rekening®

Gambar 6.17 - REKENING BANK TUJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

12,
28
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5) Dokumen Pendukung

Lengkapi dokumen pendukung permohonan. Dokumen yang wajib
diunggah adalah dokumen perhitungan pajak yang seharusnya tidak
terutang [13]. Dokumen pendukung lain diunggah apabila tersedia [14].

Dokumen Pendukung

Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang* Pilih File @

Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan Pilih File

oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus
(bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib
Pajak)*

Bukti pemotongan atau pemungutan pajak, Faktur Pajak,

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti

14

pemotongan atau pemungutan atau Faktur Pajak

Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Luar Negeri Pilih File
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan

Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak Pilih File
vana dimintakan penaembalian belum diperhitunakan

Gambar 6.18 - TAMPILAN DOKUMEN PENDUKUNG 'PILIH DOKUMEN YANG AKAN DIUNGGAH'

6) Submit Permohonan

Apabila semua isian dan dokumen telah dilengkapi, maka wajib pajak
dapat mengirimkan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya
tidak terutang dengan meng-klik tombol Submit [15].

Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak Pilih File
yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan
dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau
belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan
penghasilan kena pajak di luar negeri

Salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, dalam hal Pilih File
kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan
adanya Persetujuan Bersama

Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Pilih File
Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat
Negara (diperlukan dalam hal permohonan terkait
pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM oleh Perwakilan
Negara Asing atau Badan Internasional dan
perwakilannya)

Pilih File

Dokumen pendukung lainnya

EZNO

Gambar 6.19 - TAMPILAN SUBMIT DOKUMEN PENDUKUNG
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1. Pemindahbukuan
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Pemindahbukuan

Modul Permohonan Pemindahbukuan
ini dapat diterapkan untuk mengajukan
pemindahan kredit pajak yang dimiliki,

Pembayaran ~ BATTONEEE S EVELELRYETT N =TS

Layanan Mandiri Kode Billing baik antar jenis pajak maupun antara
satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya.

Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Wajib  pajak  dapat = mengajukan
permohonan pemindahbukuan secara
mandiri melalui modul "“Pembayaran”
dengan langkah-langkah berikut:

Formulir Restitusi Pajak

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Gambar 7.1 - TAMPILAN PERMOHONAN PEMDAHBUKUAN

[1]  Login ke sistem Coretax DJP dengan akun pribadi, kemudian impersonate ke
Akun Satker. Pilih modul "Pembayaran”.

[2]  Pilih submenu "Permohonan Pemindahbukuan”.

o cCdip \/ersi: 1.1.2-build-1942 id-D v A (@ 1) Login terakhir

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Layanan Mandiri Kode Billing
Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Formulir Restitusi Pajak

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Gambar 7.2 - TAMPILAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN
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[3] Klik tombol "Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru".

o cCdp vErsf; 11.2-build-1942 id-D v A @) ~ Login terakhir: ) ,@

Portal Saya ~ e-Fakiur eBupot ¥ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ¥ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Permohonan Pemindahbukuan Belum o + Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru

Diajukan

Telah Diajukan .
- @300 ~

Diproses
Edit Referensi T] Nomor Permohonan T| KAP 1| Kode Jenis !
Telah Diajukan
Diproses Y Y Y
Telah diajukan Tidak ada data yang ditemukan.

Selesai proses

Gambar 7.3 - TAMPILAN BUAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN BARU

[4] Kolom Identitas “bertindak sebagai” akan terisi secara otomatis sesuai dengan
akun yang digunakan.

Buat Baru Detail Permohonan Pemindahbukuan

Kanal * Daring (Portal Wajib Pajak) Bertindak Sebagai * o [ Waijib Pajak Kuasa Wajib Pajak ]

NPWP
NPWP * NPWE
Nama * Nama
Alamat * Alamat

% &
Nomor Telepon * Nomor Telepon

Kantor Pelayanan Pajak *

Alamat Kantor Pelayanan Pajak

Gambar 7.4 - TAMPILAN KOLOM IDENTITAS "BERTINDAK SEBAGAI"

[5] Klik tombol “kaca pembesar” untuk mencari data pembayaran

Pilih data pembayaran sumber pemindahbukuan

Jumilah yang akan
Cari Kredit o Alasan pemindahbukuan * imiah yang
fipindahbukukan

Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Referensi Masa Pajak Nomor Transaksi NOP Mata Uang

Tidak ada data pembayaran yang dipilih

Gambar 7.5 - TAMPILAN PILIH DATA PEMBAYARAN SUMBER PEMINDAHBUKUAN
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[6] Klik “Pilih” data pembayaran yang akan di pemindahbukuan.

Pencarian Kredit x
- 300
Tindakan Tanggal Transaksi T| Tanggal Posting T| Jenis Pencatatan T| Nilai Mata Uang T] Mata Uang T]
Pilih Jenis Pencatatan W Y
n 01-11-2024 01-11-2024 Pemnbayaran 10.000.000,00 IDR
lih 01-11-2024 01-11-2024 Pembayaran 20.000.000,00 IDR
Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entr ¢ 1 10 v
Gambar 7.6 - TAMPILAN PENCARIAN KREDIT
7 o o "
[7] Isi “Jumlah yang akan dipindahbukukan”.
HH u . ”
[8]  Pilih “Alasan Pemindahbukuan”.
Pilih Data Pembayaran Sumber Pemindahbukuan
0123456789012345
Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran  Referensi Periode Pajak  Nomor Transaksi Nomor Objek Pajak Mata Uang Jumlah yang akan dipindahbukukan
411128 402 0123456789012345 10102024 4111284021010202414 113242421421421421 IDR - 0
Alasan pemindahbukuan
~

([ Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya. ) 0

Gambar 7.7 - TAMPILAN DATA PEMBAYARAN SUMBER PEMINDAHBUKUAN

[91 Berikutnya, lengkapi bagian tujuan pemindahbukuan, Jenis kewajiban,
Referensi, Kode KAP-KJS, Periode Pajak, dan Nilai.

Pilihan tujuan peindahbukuan diantaranya:

- Akun Wajib Pajak sendiri - jika pemindahan dilakukan untuk akun pribadi.

- Akun Wajib Pajak lain - jika ditujukan kepada pihak lain, dengan mencantumkan
nomor NPWP wajib pajak yang bersangkutan.

o

Pilih Tujuan pemindahbukuan

Jeni Mata
No.  Tujuan NPWP / NIK Nama 3 Referensi KAP - KIS Periode Pajak  Nomor Objek Pajak = Nilai
e —— —— e —— ———— )
1 Akun Wajib Pajak Lainnya Vv v 411618-100 v 01122024 v IDR }A.F‘OU.OUU‘OO

Total 4.500.000,00

Gambar 7.8 - TAMPILAN TUJUAN PEMINDAHBUKUAN
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[11]
[12]
[13]

[14]

Unggah dokumen pendukung pemindahbukuan dengan menekan tombol

"Unggah File".

Pilih “Penyedia Penandatangan”, isikan “Kata Sandi”.
Lalu tekan tombol “Tanda tangan”

Untuk memvalidasi permohonan, silakan tekan tombol “Cek Isian Data”.

Terakhir, klik tombol "Kirim Permohonan” untuk mengajukan pemindahbukuan.

@ & Unggah File

Tanda Tangan

0 Jenis Penandatanganan® Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatangan® Kode Otorisasi DJP
ID Penandatangan

Kata Sandi Penandatangan | e

CwRE

X v

#° Tanda Tangan

m Cek isian data %% Simpan konsep Kirim
Permohonan

Gambar 7.9 - TAMPILAN KOLOM TANDAN TANGAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

Contoh tampilan Permohonan Pemindahbukuan

o cdip Versi: 1.1.2-build-1942 id-ID v A @) v Login terakhir:

Portal Saya v e-Faktur eBupot ¥ Surat Pemberitahuan (SPT) ¥ Bantuan ¥ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ¥ Manajemen Akses ~

Permohonan Pemindahbukuan Selesai Diproses

Permohonan Pemindahbukuan

- 000
Belum Diajukan
Telah Diajukan Referensi 1| Nomor Permohonan 1| KAP 1| Kode Jenis Setoran 1| Periode Pajak 1|
Diproses. v v v e
Permohonan Pemberian Imbalan
Bunga Lihat Detail
Belum Diajukan

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 ent 1 10 v

Telah Diajukan

Kolom sebelah kiri, tersedia informasi mengenai status Pemindahbukuan, yang
mencakup status: “Belum Diajukan”, “Telah Diajukan”, dan “Diproses”. Status ini
akan diperbarui sesuai dengan perkembangan proses permohonan pemindahbukuan

Gambar 7.10 - TAMPILAN CONTOH PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

yang ditangani oleh Petugas Kantor Pelayanan Pajak.
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Pembayaran Pajak

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup mekanisme pembayaran pajak bagi instansi pemerintah dalam modul
ini adalah sebagai berikut:

« Mekanisme pembayaran pajak atas transaksi yang menggunakan skema uang
persediaan (UP), meliputi:

1) Transaksi menggunakan skema uang persediaan bagi Instansi Pemerintah
Pusat, Daerah, dan Desa, dan

2) Transaksi menggunakan skema langsung oleh Instansi Pemerintah Daerah
dan Desa

« Mekanisme pembayaran pajak atas transaksi yang menggunakan skema langsung
(LS) hanya meliputi transaksi menggunakan skema langsung oleh Instansi
Pemerintah Pusat.
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PENDAHULUAN

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah mekanisme pembayaran pajak bagi
instansi pemerintah. Fitur ini memungkinkan Instansi Pemerintah untuk melakukan
kewajiban perpajakan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dalam sistem ini, pembayaran pajak dilakukan oleh pihak yang berwenang
dalam instansi sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan
memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Mekanisme pembayaran pajak bagi Instansi Pemerintah dilakukan melalui dua
mekanisme:

« Mekanisme Pembayaran Pajak atas Transaksi yang Menggunakan Skema
Uang Persediaan (UP): Pembayaran dilakukan dengan membuat Kode Billing,
kemudian disetor melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi.

« Mekanisme Pembayaran Pajak atas Transaksi yang Menggunakan Skema
Langsung (LS): Pembayaran diproses melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

Aplikasi Coretax dapat mengakomodasi dan memfasilitasi pembayaran pajak instansi
pemerintah, baik melalui skema UP maupun LS.

B. TAMPILAN PEMBAYARAN - UANG PERSEDIAAN PADA BUKU BESAR

Dalam skema Uang Persediaan (UP), Instansi Pemerintah terlebih dahulu harus
membuat kode billing pajak. Pembuatan kode billing ini dapat dilakukan melalui dua
metode:

1. Didahului dengan Pengisian SPT Masa

« Kode billing dibuat setelah pengisian SPT Masa sesuai dengan prosedur
yang berlaku seperti pada materi SPT Masa PPN.

2. Tanpa Didahului dengan Pengisian SPT Masa (Pembuatan Kode Billing
Mandiri)

« Kode billing dibuat langsung tanpa perlu mengisi SPT Masa terlebih dahulu.

* Metode ini mencakup pembuatan deposit pajak dan pembayaran pajak
lainnya secara mandiri.
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Kode billing yang telah dibayarkan dapat dilihat detail informasinya di “Buku Besar

Wajib Pajak”.

Sebagai ilustrasi, Instansi Pemerintah A menerbitkan kode billing untuk deposit
pajak sebesar Rp20.000.000. Pembayaran atas kode billing tersebut dilakukan
pada tanggal 1 November 2024. Tampilan dalam Buku Besar Wajib Pajak dapat

diperlihatkan sebagai berikut:

c B

Tindakan Tanggal Transaksi | Tanggal Posting 1] Jenis Pencatatan T| Rincian Jenis Pencatatan | Mata Uang |
Pilih Jenis Pencat: v Pilih Rincian Jenis Pencatata v Pilih Mata Uang v
E 01-11-2024 01-11-2024 Penyesuaian Pemindahbukuan IDR
E 01-11-2024 01-11-2024 Pembayaran Pemindahbukuan IDR
E 01-11-2024 01-11-2024 Pembayaran Pembayaran Tunai IDR
| [:=] 01-11-2024 01-11-2024 Pembayaran Pembayaran Tunai IDR I
8 31-10-2024 31-10-2024 Surat Pemberitahuan SPT Normal IDR
B8 31-10-2024 31-10-2024 Pembayaran Pembayaran Tuna IDR
E 31-10-2024 31-10-2024 Surat Pemberitahuan SPT Normal IDR
B 30-10-2024 30-10-2024 Surat Pemberitahuan SPT Normal IDR
l Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 entri 1 10 v

/ \

i )

i 1

i i

! Gulir ke kanan. ]

i i

| i

\

s

Gambar 8.1 - TAMPILAN PEMBAYARAN - UANG PERSEDIAAN (GULIR KE KANAN)

- 300

Rincian Jenis Pencatatan 1= Mata Uang 1] Jenis Transaksi T| Nilai Mata Uang T]|
Pilih Rincian Jenis Pencatatan v Pilih Mata Uang v Pilih Jenis Transaksi g v

Pemindahbukuan IDR Debit -4.500.000,00
Pemindahbukuan IDR Kredit 4.500.000,00
Pembayaran Tunai IDR Kredit Z_ZS‘OOO,DIJ
Pembayaran Tunai IDR Kredit 20.000.000,00
Pembayaran Tunai IDR Kredit 10.000.000,00
SPT Normal IDR Debit -120.000,00
SPT Normal IDR Debit -225.000,00
- \
1 r 1
s N H ]
! i i Pembayaran deposit senilai Rp. 20.000.000,- akan muncul di buku besar dengan |
i Gulir ke kanan, i i rincian jenis pencatanan yaitu pembayaran tunai dan masuk dalam sisi kredit. i
! ; i :
X o Y A

Gambar 8.2 - TAMPILAN PEMBAYARAN DEPOSIT

Gulir ke kanan untuk melihat transaksi. Pembayaran deposit sebesar Rp20.000.000 akan
tercatat dalam buku besar dengan rincian jenis pencatatan sebagai pembayaran tunai
dan dicatat pada sisi kredit.
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KAP 1] Deskripsi KAP T| Kode Pembayaran 1| Periode 1| Nomor Transaksi T|
Pilih Deskripsi KAP Pilih Periode v
411128 Pendapatan PPh Final 402 Oktober 2024 4111284021010202414
411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit 100 Januari - Desember 2024 4116181000112202410
411121 Pendapatan PPh Pasal 21 100 September 2024 4111211000909202411
411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit 100 Januari - Desember 2024 4116181000112202424
411128 Pendapatan PPh Final 402 Oktober 2024 4111284021010202414
411121 Pendapatan PPh Pasal 21 100 September 2024 4111211000909202447
41121 Pendapatan PPh Pasal 21 100 September 2024 4111211000909202411
Ma lkaod 7-dad Z-ant, 1 1

Ada informasi Jenis KAP, Deskripsi KAP, Kode Pembayaran, Periode, termasuk Nomor Transaksi.
Nomor transaksi dalam mekanisme UP (deposit paiak) adalah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Neaara)

S 4

\,

Gambar 8.3 - TAMPILAN INFORMASI JENIS

Terdapat informasi mengenai:
« Jenis KAP,
« Deskripsi KAP,
« Kode Pembayaran,
« Periode,

« Nomor Transaksi.

Dalam mekanisme UP untuk deposit pajak, Nomor Transaksi yang digunakan adalah
NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).
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C. TAMPILAN PEMBAYARAN - LANGSUNG PADA BUKU BESAR

Dalam sistem pembayaran pajak oleh instansi pemerintah, skema As-Is = To-Be
menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam mekanisme pembayaran pajak yang
menggunakan mekanisme LS (Langsung). Dengan kata lain, prosedur yang digunakan
sebelum Coretax, masih akan diterapkan juga saat ini (era Coretax).

» Skema pembayaran pajak Instansi Pemerintah dengan mekanisme LS mengacu
dengan regulasi yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb).

« Setelah melakukan pembayaran pajak dengan mekanisme LS, Instansi
Pemerintah yang bersangkutan akan memperoleh Nomor SP2D (Surat
Perintah Pencairan Dana). Nomor SP2D ini kemudian akan melalui proses
validasi untuk memastikan keabsahan transaksi.

« Setelah tervalidasi, Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat melihat rincian
pembayaran pajak dalam Buku Besar Wajib Pajak.

Sebagai ilustrasi, Instansi Pemerintah B menerima tagihan dari rekanan Z sebesar
Rp50.000.000 (belum termasuk PPN) dan melakukan pembayaran pajak melalui
mekanisme LS. Rinciannya mencakup PPN sebesar Rp5.500.000 dan PPh Pasal 23
sebesar Rp1.000.000. Setelah pembayaran diselesaikan, SP2D diterbitkan pada 1
November 2024. Tampilan dalam Buku Besar Wajib Pajak dapat dilihat sebagai
berikut:
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Tindakan Tanggal Transaksi 1| Tanggal Posting T| Jenis Pencatatan 7| Rincian Jenis Pencatatan 1| Mata Uang 1|
E E Pilih Jenis Pencata v Pilih Rincian Jenis v Pilih Mata Uang v

8 01-11-2024 01-11-2024 Kewajiban Pajak Lain Pelaporan Melalui Pembayaran  IDR
=] 01-11-2024 01-11-2024 Pembayaran Pembayaran Non-Tunai IDR
E 01-11-2024 01-11-2024 Kewajiban Pajak Lain Pelaporan Melalui Pembayaran IDR
B 01-11-2024 01-11-2024 Pembayaran Pembayaran Non-Tunai IDR
30-10-2024 30-10-2024 Surat Pemberitahuan SPT Normal IDR

g “

i i

i Tampilan dalam buku besar, ada jenis pencatatan kewajiban pajak lain dan pembayaran. Dan dari rincian !

i jenis pencatatan ada pelaporan melalui pembayaran dan pembayaran non tunai. i

L i

| |

H . " . . 1

i Gulir ke kanan untuk melihat lebih detail. |

i

{ /

#

Gambar 8.4 - TAMPILAN JENIS PENCATATAN KEWAJIBAN PAJAK LAIN DAN PEMBAYARAN YANG ADA DI DALAM BUKU BESAR

Tampilan dalam Buku Besar mencakup berbagai jenis pencatatan, termasuk kewajiban
pajak dan pembayaran. Rincian pencatatan tersebut mencakup pelaporan melalui

pembayaran serta pembayaran non-tunai.

Gulir ke kanan untuk melihat detail lebih lanjut.

- 900

Gulir ke kanan lagi untuk mendapatkan informasi lebih laniut.

Rincian Jenis Pencatatan | Mata Uang 1| Jenis Transaksi | Nilai Mata Uang T| Nilai Mata Uang Tersisa 1|
Pilih Rincian Jenis v Pilih Mata Uang v Pilih Jenis Transaksi v Y Y
Pelaporan Melalui Pembayaran ~ IDR Debit -5.500.000,00 0,00
Pembayaran Non-Tunai IDR Kredit 5.500.000,00 0,00
Pelaporan Melalui Pembayaran IDR Debit -1.000.000,00 0,00
Pembayaran Non-Tunai IDR Kredit 1.000.000,00 0,00
SPT Normal IDR Debit -120.000,00 -120.000,00
7 “
i
Ada pembayaran_ senilai nilaj 5.500.000,- dan 1.000.000,- , untuk sisi kredit dalam rincian jenis pembavaran adalah i
pembayaran non tunai, sedangkan untuk sisi debit adalah pelaporan melalui pembayaran, i
i
]
)
i
i
i
;

Terdapat pembayaran masing-masing sebesar Rp5.500.000 dan Rp1.000.000. Dalam

Gambar 8.5 - TAMPILAN RINCIAN JENIS PEMBAYARAN SISI KREDIT DAN DEBIT

rincian jenis pembayaran:

« Sisi kredit dicatat sebagai pembayaran non-tunai.

« Sisi debit dicatat sebagai pelaporan melalui pembayaran.
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Gulir ke kanan untuk melihat detail lebih lanjut.

- 300

KAP 1| Deskripsi KAP 1| Kode Pembayaran 1| Periode 1| Nomor Transaksi 1]
Y Pilih Deskripsi KAP v Y Pilih Periode v AT

411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri 910 Oktober 2024 4112119101010202438
411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri 910 Oktober 2024 4112119101010202438
1122 Pendapatan PPh Pasal 22 910 Oktober 2024 4111229101010202470
411123 Pendapatan PPh Pasal 23 910 Oktober 2024 4111239101010202470
41121 Pendapatan PPh Pasal 21 100 September 2024 4111211000909202447

{ }

H . . . - . g 1

i Terdapat informasi Jenis KAP, Deskripsi KAP, Kode Pembayaran, Periode, termasuk Nomor Transaksi. i

i i . . oo

! Adapun nomor transaksi dalam mekanisme LS adalah Nomor SP2D itu sendiri, i

1 1

i

l‘ /=

Gambar 8.6 - TAMPILAN INFORMASI DALAM MEKANISME LS

Terdapat pembayaran masing-masing sebesar Rp5.500.000 dan Rp1.000.000. Dalam
rincian jenis pembayaran:

« Jenis KAP,

« Deskripsi KAP,

« Kode Pembayaran,
» Periode,

e Serta Nomor Transaksi.

Dalam mekanisme LS, Nomor Transaksi yang digunakan adalah Nomor SP2D itu sendiri.
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Bukti Pungut PPh

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Bukti Pungut PPh Pasal 22 dalam
aspek pemungutan pajak oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Fitur ini
memungkinkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pemungut untuk secara
langsung menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 kepada Wajib Pajak yang
melakukan transaksi tertentu. Implementasi fitur ini bertujuan untuk meningkatkan
transparansi, akurasi, dan keamanan dalam proses pemungutan pajak. Bukti Pungut
PPh Pasal 22 dalam Coretax DJP berfungsi sebagai bukti sah bahwa pajak telah
dipungut dan dicatat oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki akses penuh
untuk menerbitkan, melakukan perubahan, atau membatalkan Bukti Pungut PPh Pasal
22 dalam sistem Coretax.

Selain itu, Instansi Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memastikan data Wajib
Pajak sesuai dengan seluruh dokumen transaksi. Hak akses atas pengelolaan Bukti
Pungut PPh Pasal 22 hanya dapat diberikan kepada pihak yang ditunjuk dan diberikan
role access yang sesuai pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Jika terdapat
perubahan dalam struktur organisasi, seperti pergantian pejabat yang bertanggung
jawab, hak akses dapat dialihkan kepada pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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Tata Cara Membuat Bukti Pungut PPh Pasal 22

o Cdp s o Versi: 1.1.2-build-1853 60 v @ £ @ ~  Login terakhir 135422 @

Portal Saya -~ e-Faktur LTS Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya

Penyetoran Sendiri

Aplikasi Eksternal -

& Unduh Ikhtisar Profil

Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

spT}

Wakil/Kuasa Saya

Pemotongan Secara Digunggung
R e it &7 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap Alamat Utama
Informasi Detail 8P 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri i 1. Gatot Subroto Kay, 40-42 Jakarta

1
, PERPAJAKAN
Ikhtisar Profil Wajib Paj BP Al - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir 1

nformasi Umum BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir
Alamat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap f :
1 1
Detail Kontak Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan ! E Pilih : i
-4+ Modul eBupot [1] i
Pinak Terkait Tanggal Terdaftar : 25 Juni 2020 i« Ppilih Menu BPPU [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi |
Objek Pajak Bumi dan Tanggal Aktivas! ! i
Bangunan (PBE) Status Pengusaha Kena tem- i
Paiak : @ Kode Klasifikasi Lapangan  : 84113
Gambar 9.1 - TAMPILAN MODUL EBUPOT
1 “ n
[1] Pada dashboard Coretax, pilih modul “eBupot”.
M " ” . .o .
[2] Pilih modul “BPPU” untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi.
O | Cdp m G- Versi: 112-build-1853 0 v (@ 2 @ v | Login terakhir usiz2 (@)

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal -

. ==

1
1
BPPU 1
' (3]
1
2080
1
([}
: Tax Period T] Withholding Number 1| Status T| E-Sign Status T]
Telah T t :
1 Pilih Tax Period v Y v
Tidak Valid :
Tidak ada data yang ditemukan. §
]
1
]
: kan ari 0 ent 10
]
= -
e ~

Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status “Belum Terbit"
Klik Create eBUPOT BPU [3] untuk membuat Bukti Pemotonaan/Pemungutan Unifikasi,

St

\,

Gambar 9.2 - TAMPILAN MODUL EBUPOT

[3] Sistem akan menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
dengan status “Belum Terbit”. Klik “Create eBupot BPU” untuk membuat Bukti
Pemotongan/Pemotongan Unifikasi.
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®  Cdp Umm G verst 112-buid-1353 ia-0 v (@ 2 @ ~ Login terakhin 10:06:06 @
Portal Saya = e-Faktur eBupot + Surat Pemberitshuan (SPT) = Pembayaran = BukuBesar Layanan WajibPajak = Manajemen Akses + Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

General Information -
Tax Period® [ Please select 0 hd 1
- ] 1
Status* ‘ | Q 1
1
TIN® 1
Oktober 2024 1
et 1
Hame September 2024 '
ID Place of Business Activity of Income Recipient* Agustus 2024 :
Juli 2024 1
1
Income Tax Juni 2024 1
Mei 2024 . :
e — = 1
1
. 1

N
1

i
| -
! Pilih Periode Bukti Pemungutan (Tax Periode) [4 =

| Pilh Periode Bukti emunautan (Tox Periode) 141 |

\

Gambar 9.3 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU

[4] Pilih Periode Bukti Pemungutan pada “Tax Period”.

@ cdp e @ Versl: 112-build-1853 ido v @ P @ v Login terakhin 100505 ()

Portal Saya = e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran = Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

EBUPQT BPU

General Information

Tax Period* Oktober 2024 v
Status* NORMAL

TIN®

Name*

D Place of Business Activity of Income Recipient* Please selec

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima
Penghasilan*

*  Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi.
« Nama akan otomatis terisi
*  Masukkan NITKU lawan transaksi

Tax Object Name*

1
1
1
1
P S

Tax Article™

e

,
~.

Tow Abinct Fadar —

Gambar 9.4 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU

[5] Selanjutnya masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi dan nama akan terisi
otomatis. Setelah itu masukkan NITKU lawan transaksi.
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EBUPOT BPU

General Information

Tax Period*
Status”
TIN*

Name

D Place of Business Activity of Income Recipient*

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima
Penghasilan*

CwRE

Oktober 2024 X v
NORMAL
X v
v
~
Fasilitas Lainnya
PPh Ditanggung Pemerintah (OTP)
Tanpa Fasilitas o
undefi

P e

« Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang

- Dalam contoh kali ini, pilih “Tanpa Fasilitas"

disampaikan oleh lawan transaksi

L

Gambar 9.5 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU

[6] Pilih jenis fasilitas yang sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh lawan
transaksi. Adapun jenis fasilitasnya sebagai berikut:

« Tanpa Fasilitas.

« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22.

« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23.

« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Pengalihan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga atas Deposito
Berjangka dan tabungan.

- PPh Ditanggung Pemerintah (DTP).

« Surat Keterangan PP 23/2018.

 Fasilitas Lainnya.

Dalam contoh kali ini, pilih “Tanpa Fasilitas”.
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Income Tax s
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Tanpa Fasilitas X v
Penghasilan*
Tax Object Name* Please select -
Tax Article* | Benda Q 3
Tax Object Code™
Pemungutan oleh Bendaharawan
Income Tax Status™ Diskonto Surat Perbendaharaan Negara iterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tax Base (Rp)* Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang ipiterima Waijib Pajak Penduduk/Berkedudukan di Luar Negeri
1
Rate (%)* 1 0,00
1
Income Tax Withheld* : 0
1
Revenue Code* :
1
i
i i
i S . !
Ko Pilih jenis transaksi: Pemungutan oleh Bendaharawan ]
i 1
\ i
Gambar 9.6 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU
ope . . . ”
[7] Pilih jenis transaksi “Pemungutan oleh Bendaharawan”.
Income Tax ~
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Tanpa Fasilitas X v
Penghasilan*
Tax Object Name* Pemungutan oleh Bendaharawan X
Tax Article” Pasal 22
Tax Object Code* 22-910-01
ncome Tax Status* Tidak Final

Tax Base (Rp)*
Rate (%)
ncome Tax Withheld*

Revenue Code™

= Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status Penghasilan otomatis

]
|
1
| terisi (Income Tax Status)

i = Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base) sesuai contoh: 250.000.000
i

1

1

\

« Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh dipunaut (Income Tax Withheld) otomatis terisi

Gambar 9.7 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

250.000.000 fm =
0

3.750.000

[8] Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status
Penghasilan (Income Tax Status) akan terisi otomatis, kemudian lanjutkan ke

langkah berikut:

« Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base), contoh: 250.000.000.

« Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh Dipungut (Income Tax Withheld) akan terisi

otomatis.
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Reference Document

Document Type*

Document Number*

Reference Document Date*

Payment Method

SP2D Number(For Direct Payment)

1D Place of Business Activity*

[

Faktur Pajak ]—

\

Akta Perjanjian

Akta Rapat Umum Pemegang Saham
Bukti Pembayaran

Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan
Dokumen Lainnya

Dokumen Pemberian Fasilitas Lainnya

CwRE

Pilih Jenis Dokumen Transaksi (Document Type),
pilih; Falctur Pajak [9]

Gambar 9.8 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

Pilih Jenis Dokumen Transaksi dengan rincian sebagian berikut:

« Akta Perjanjian.

« Akta Rapat Umum Pemegang Saham.

« Bukti Pembayaran.

« Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan.

« Dokumen Lainnya.

« Dokumen Pemberian Fasilitas Lainnya.

« Faktur Pajak.

o Jasa Giro.

o Kontrak.

 Pengumuman.

e Surat Keputusan.

« Surat Pernyataan.

« Surat Tagihan.

o Trade Confirmation.

[9] Kemudian pilih “Faktur Pajak”.
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Reference Document v
Document Type' Faktur Pajak @ X v
Document Number®
Reference Document Date* 31-10-2024 B8 %

v

Payment Method
SP2D Number(For Direct Payment)

ID Place of Business Activity™ Please select

0y

Faktur Pajak akan divalidasi berdasarkan nomor Faktur (Document Number)
Tanggal Dokumen akan otomatis (Reference Document Date) terisi
berdasarkan informasi Faktur

1
1
TR

Gambar 9.9 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[10] Faktur Pajak akan divalidasi berdasarkan Nomor Faktur (Document Number),
kemudian Tanggal Dokumen (Reference Document Date) akan terisi otomatis.

Reference Document v

Document Type* Faktur Pajak X v
Document Number*

Reference Document Date* 31-10-2024 B8 ¥

Payment Method

SP2D Number(For Direct Payment) m Q

Mekanisme Langsung

—
<

Mekanisme Uang Persediaan

Pilih Cara Pembayaran oleh Instansi Pemerintah:

--------------- =+ Mekanisme Lanasuna;atau
* Mekanisme Uang Persediaan

b ___}

Gambar 9.10 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[11] Pilih “Cara Pembayaran” oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, kemudian
akan diberikan opsi untuk memilih:

« Mekanisme langsung.

+ Mekanisme Uang Persediaan.
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Reference Document

Document Type® Faktur Pajak w

Document Number*
-
Reference Document Date” 31-10-2024

Payment Method Mekanisme Langsung X v

SP2D Number(For Direct Payment)

ID Place of Business Activity™

Menu Nomor SP2D
+ Mekanisme Langsuna: Nomor SP2D akan meniadi akan meniadi isian waiib,

divalidasi berdasarkan NPWP Penyetor (Instansi Pemerintah)
+ Mekanisme Uang Persediaan: Nomor SP2D tidak bisa diedit (greyed out)

Reference Document

Document Type* Faktur Pajak

Document Number*
Reference Document Date* 31-10-2024

Payment Method Mekanisme Uang Persediaan x

SP2D Number{For Direct Payment)

1D Place of Business Activity™

Gambar 9.11 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

Selanjutnya, akan muncul modul "Nomor SP2D", kemudian diberikan opsi sebagai
berikut:

+ Mekanisme Langsung: Nomor SP2D akan menjadi isian wajib dan divalidasi
berasarkan NPWP Penyetor (Instansi Pemerintah yang bersangkutan).

« Mekanisme Uang Persediaan: Nomor SP2D tidak dapat diedit (greyed out).

Reference Document e
Document Type* Faktur Pajak X v
Document Number*

Reference Document Date* 31-10-2024

Payment Method Mekanisme Uang Persediaan X v
SP2D Number(For Direct Payment)

1D Place of Business Activity* Please select ~

I

Pilih Subunit Instansi Pemerintah yang melakukan Pemotongan

R——

Gambar 9.12 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[12] Pilih Subunit Instansi Pemerintah yang akan melakukan Pemotongan.
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Reference Document v

Document Type* Faktur Pajak X v

Document Number*

=
Reference Document Date* 31-10-2024
Payment Method Mekanisme Uang Persediaan X v

SP2D Number(For Direct Payment)

ID Place of Business Activity® X v

Submit Save Go to
Submi
Draft search =~ = = .,

[

1
H i Save Draft untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potona masih belum tersubmit: “Saved Invalid”
! 1

\

o -

L S

(
"""""""" m i Submit untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potona tersubmit: “Submitted”
1
1
4

Gambar 9.13 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[13] Pilih “Save Draft” untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Apabila belum dikirim
(submit), statusnya akan menjadi “Saved Invalid”.

[14] Pilih “Submit” untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Setelah terkirim (submit),
statusnya akan berubah menjadi “Submitted”.

o Cdp R @ B i 11z buiciess w0 v @ R @ | Login terakhir ®

Portal Saya - c-Fakiur cBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar  Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akscs - Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan ~ Aplikasi Eksternal -

BPPU
- 300
Tax Period 1| Withholding Number T] Status ] E-Sign Status 1|
Telah Terbit
Pilih Tax Period hd Y Pilih Status hd \
Tidak Valid
[ LP2 Oktober 2024 SUBMITTED ]—
bz Oktober 2024 SUBMITTED
bes Oktober 2024 SUBMITTED
Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entr 1 10 v
{ )
1 . . . . . "l .
i Bukti pungut yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnva (Save as invalid), akan muncul dalam kolom BPPU "belum terbit". i
! Pada posisi ini, bukti pungut statusnya belum ditandatangani. :"_
1 !
! i

’

Gambar 9.14 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

Bukti Pungut yang berstatus “Saved Invalid” atau “Submitted” akan muncul dalam
kolom BPPU “Belum Terbit”.
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Bukti Potong PPh

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Bukti Potong PPh Pasal 23 yang berfungsi
dalam pemotongan pajak atas transaksi tertentu oleh pihak pemotong yang ditunjuk.
Fitur ini memungkinkan pemotong pajak untuk secara langsung menerbitkan Bukti
Potong PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak yang dikenai pemotongan. Implementasi fitur
ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keamanan dalam proses
pemotongan pajak. Bukti Potong PPh Pasal 23 dalam Coretax DJP berfungsi sebagai
bukti sah bahwa pajak telah dipotong dan dicatat sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku. Dengan sistem digitalisasi, risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan
data dapat diminimalkan serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang
dapat mengakses dan mengelola bukti potong tersebut.

Pihak pemotong memiliki akses penuh dalam sistem Coretax untuk menerbitkan,
melakukan perubahan, membatalkan atau menghapus Bukti Potong PPh Pasal 23. Selain
itu, Instansi Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memastikan Dokumen transaksi
yang menjadi dasar perekaman Bukti Potong sesuai dengan keadaan sebenarnya dan
dapat diakses oleh Wajib Pajak terkait. Jika terjadi perubahan dalam struktur organisasi,
seperti pergantian pejabat yang bertanggung jawab, hak akses dapat dialihkan kepada
pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Tata Cara Membuat Bukti Pungut PPh Pasal 23

o Ccdp z:,’g::‘::,‘o' Vm.: 11.2-buil-1853 a0 v P 2 @ ~  Login terakhir @

Portal Saya -~ e-Faktur LTS Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya

Penyetoran Sendiri

Aplikasi Eksternal -

& Unduh Ikhtisar Profil

Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif

spT}

Wakil/Kuasa Saya

Pemotongan Secara Digunggung
R e it &7 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap Alamat Utama
Informasi Detail 8P 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri i 1. Gatot Subroto Kay, 40-42 Jakarta

1
, PERPAJAKAN
Ikhtisar Profil Wajib Paj BP Al - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir 1

nformasi Umum BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir
Alamat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap f :
[ i
' - ]
Detail Kontak Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan 1 Pilih: !
[ )
==1 + Modul eBupot[1
Pihak Terkait Tangaal Terdaft 25 Juni 2020 ! b Bupot [1] . — 1
gl Tt 25 Juni 202 | pilih Menu BPPU [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifkasi. |
. | 1
Objek Pajak Bumi dan Tanggal Aktivas i i
o P L _
Bangunan (PBE) Status Pengusaha Kena ’
Paiak i ° Kode Klasifikasi Lapangan : 84113

Gambar 9.15 - TAMPILAN MODUL EBUPOT

[1] Pada dashboard Coretax, pilih Modul “eBupot”.
[2] Pilih modul “BPPU” untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi.

o Cdp (TR G» Versi: 11.2-buiid-1853 a0 v @ £ @ v Login terakhic usaz2 (@)

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal -

. ==

1
1
BPPU 1
' (3]
1
2080
1
([}
: Tax Period T] Withholding Number 1| Status T| E-Sign Status T]
Telah T t :
1 Pilih Tax Period v Y v
Tidak Valid :
Tidak ada data yang ditemukan. §
]
1
]
: kan ari 0 ent 10
]
= -
e ~

Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status “Belum Terbit"
Klik Create eBUPOT BPU [3] untuk membuat Bukti Pemotonaan/Pemungutan Unifikasi,

St

\,

Gambar 9.16 - TAMPILAN MODUL EBUPOT

[3] Sistem akan menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
dengan status “Belum Terbit”. Klik “Create eBupot BPU” untuk membuat Bukti
Pemotongan/Pemotongan Unifikasi.
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o Cdp (T G \Je(sl: 112-buid-1853 is0 v @ O @ v | Login terakhir: @
Portal Saya + e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran + Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses * Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~
General Information .y
—
Status* | | Q
TIN*
Oktober 2024
Mames September 2024
ID Place of Business Activity of Income Recipient* Agustus 2024
Juli 2024
Income Tax Juni 2024
Mei 2024

g ——

Pilih Periode Bukti Pemungutan (Tax Periode) [4]

e

Gambar 9.17 - TAMPILAN MODUL FORMULIR EBUPOT BPU

[4] Pilih Periode Bukti Pemungutan pada “Tax Period".

o Cdip mEm g Velsi: 112-build-1853 a0 v @ P @ “  Login terakhir @

Portal Saya = e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

EBUPOT BPU

General Information

Tax Period* Oktober 2024 X v
Status* NORMAL

TIN

Name*

D Place of Business Activity of Income Recipient*

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima
Penghasilan*

+  Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi
+  Nama akan otomatis terisi
*  Masukkan NITKU lawan transaksi

Tax Object Name*

1
1
1
1
S N
~

Tax Article*

e

v
et Fcinn e

Gambar 9.18 - TAMPILAN MODUL FORMULIR E-BUPOT BPU

[5] Selanjutnya masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi dan nama akan terisi
otomatis. Setelah itu masukkan NITKU lawan transaksi.
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EBUPOT BPU

General Information v

Tax Period* Oktober 2024 X v
Status” NORMAL

TIN*

Name

D Place of Business Activity of Income Recipient® X v

Income Tax v

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Please select ~
Penghasilan®

Fasilitas Lainnya

PPh Ditanggung Pemerintah (OTP)

Tanpa Fasilitas o

« Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang
disampaikan oleh lawan transaksi
+ Dalam contoh kali ini, pilih “Tanpa Fasilitas”

r
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1

P e

Gambar 9.19 - TAMPILAN MODUL E-BUPOT BPU

[6] Pilih jenis fasilitas yang sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh lawan
transaksi. Adapun jenis fasilitasnya sebagai berikut:

« Tanpa Fasilitas.
« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22.
« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23.

« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Pengalihan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

« Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga atas Deposito
Berjangka dan tabungan.

« PPh Ditanggung Pemerintah (DTP).
« Surat Keterangan PP 23/2018.
 Fasilitas Lainnya.

Dalam contoh kali ini, pilih “Tanpa Fasilitas”.
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Income Tax v

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Tanpa Fasilitas X

penghasilan*

Tax Object Name* o ‘ Plea v]
ApeN Q

Tex Article® Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut di Atas yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN (Anagaran Pendapatan dan Belanja Negara) Atau APBD (Anqggaran Pendapatan di +

Tax Object Code* v

ncome Tax Status®

Tax Base (Rp)*

Rate (%)* 0,00

ncome Tax Withheld* (1]

Revenue Code™

———! Pilih jenis transaksi (Tax Object Name): Jasa yang dibayarkan dengan APBN/APBD

NeDTOane

Gambar 9.20 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

[7] Pilih jenis transaksi “Jasa yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN/
APBD".

Income Tax v
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Tanpa Fasilitas X v
Penghasilan*

Tax Object Name® Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut di Atas yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Atau APED (Anggaran Pendapa. ™
Tax Article® Pasal 23

Tax Object Code* 24-104-65

Income Tax Status* Tidak Final

Tax Base (Rp)*

Rate (%)

Income Tax Withheld* 4.000.000

Revenue Code”

i '
E * Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status Penghasilan otomatis terisi, i o
H (Income Tax Status) !
i * Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base) sesuai contoh: 200.000.000 i
E + Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh (Income Tax Withheld) dipungut otomatis terisi !
v |
A ,’

Gambar 9.21 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

[8] Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status
Penghasilan (Income Tax Status) akan terisi otomatis, kemudian lanjutkan ke
langkah berikut:

« Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base), contoh: 200.000.000.

« Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh Dipungut (Income Tax Withheld) akan terisi
otomatis.
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o Cdp T @

ﬂwm: 112build1es: idio v @ 2 @

v | Login terakin ®

Portal Saya ~ e-Fakiur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran -

EBUPOT BPU

General Information
Income Tax
Reference Document
Document Type*
Document Number*

Reference Document Date’

Payment Method

SP2D Number{For Direct Payment)

1D Place of Business Activity*

Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

’
>
- ~
Plea ~
\
Akta Perjanjian
k Umum Pemegang Saham
Buk an
ok etentuan Peraturan Perpajakan
Dok
0 mberian Fasilitas Lainnya -
- S
p— t —
1
Pilih Jenis Dokumen Transaksi (Document Type). Misalnya pilih: Kontrak ':

Gambar 9.22 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

Pilih Jenis Dokumen Transaksi dengan rincian sebagian berikut:

« Akta Perjanjian.

« Akta Rapat Umum Pemegang Saham.

« Bukti Pembayaran.

« Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan.

« Dokumen Lainnya.

+ Dokumen Pemberian Fasilitas Lainnya.

« Faktur Pajak.

« Jasa Giro.

« Kontrak.

e« Pengumuman.

« Surat Keputusan.

« Surat Pernyataan.

« Surat Tagihan.

o Trade Confirmation.

[9] Kemudian pilih “Kontrak”.
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Reference Document

Document Type®
Document Number*
Reference Document Date™
Payment Method

SP2D Number(For Direct Payment)

Reference Document

Document Type*
Document Number*
Reference Document Date*
Payment Method

SP2D Number(For Direct Payment)

CwRE

o

Kontrak X W
—[ 24-10-2024
Mekanisme Uang Persediaan X v
X v
{ B )
1 Isikan; !
L, Nomor Dokumen (Document Number) ]
i + Tanaaal Dokumen (Reference Document Date) i
H i
\ i
Gambar 9.23 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT
[10] Isi kolom “Document Number” dan kolom “Reference Document Date".
Kontrak X v
24-10-2024
I Mekanisme Uang Persediaan l_ X v
X v
f i
1
i Pilih Cara Pembayaran oleh Instansi Pemerintah: E
—bi * Mekanisme Langsunag;atau h
i * Mekanisme Uang Persediaan i
i i

Gambar 9.24 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[11] Pilih “Cara Pembayaran” oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, kemudian
akan diberikan opsi untuk memilih:

« Mekanisme langsung.

« Mekanisme Uang Persediaan.
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Reference Document v

Document Type* Faktur Pajak X v

Document Number*

=
Reference Document Date* 31-10-2024
Payment Method Mekanisme Uang Persediaan X v

SP2D Number(For Direct Payment)

ID Place of Business Activity® X v

Submit Save Go to
Submi
Draft search =~ = = .,

[

1
H i Save Draft untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potona masih belum tersubmit: “Saved Invalid”
! 1

\

o -

L S

(
"""""""" @ i Submit untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potona tersubmit: “Submitted”
1
1
4

Gambar 9.25 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[12] Pilih “Save Draft” untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Apabila belum dikirim
(submit), statusnya akan menjadi “Saved Invalid”.

[13] Pilih “Submit” untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Setelah terkirim (submit),
statusnya akan berubah menjadi “Submitted”.

o Cdp R @ B i 11z buiciess w0 v @ R @ | Login terakhir ®

Portal Saya - c-Fakiur cBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar  Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akscs - Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan ~ Aplikasi Eksternal -

BPPU
- 300
Tax Period 1| Withholding Number T] Status ] E-Sign Status 1|
Telah Terbit
Pilih Tax Period hd Y Pilih Status hd \
Tidak Valid
[ LP2 Oktober 2024 SUBMITTED ]—
bz Oktober 2024 SUBMITTED
bes Oktober 2024 SUBMITTED
Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entr 1 10 v
{ )
1 . . . . . "l .
i Bukti pungut yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnva (Save as invalid), akan muncul dalam kolom BPPU "belum terbit". i
! Pada posisi ini, bukti pungut statusnya belum ditandatangani. :"_
1 !
! i

’

Gambar 9.26 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU

Bukti Pungut yang berstatus “Saved Invalid” atau “Submitted” akan muncul dalam
kolom BPPU “Belum Terbit".
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Bukti Potong PPh

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur dalam Coretax DJP adalah Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) yang
berfungsi dalam pemotongan pajak atas penghasilan tertentu sesuai dengan ketentuan
perpajakan. Fitur ini memungkinkan instansi pemerintah yang bersangkutan atau pihak
pemotong pajak untuk secara langsung menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2)
kepada Wajib Pajak yang dikenai pemotongan. Implementasi fitur ini bertujuan untuk
meningkatkan transparansi, akurasi, dan keamanan dalam proses pemotongan pajak.
Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam Coretax DJP menjadi bukti sah bahwa pajak
telah dipotong dan tercatat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan digitalisasi dalam
sistem ini, risiko kesalahan pencatatan serta penyalahgunaan data dapat diminimalkan,
serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan
mengelola bukti potong tersebut. Instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki
akses penuh untuk menerbitkan, mengubah, atau membatalkan Bukti Potong PPh
Pasal 4 Ayat (2) dalam sistem Coretax DJP.

Selain itu, instansi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa data yang dikelola
sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku dan dapat diakses oleh Wajib Pajak
terkait. Jika terjadi perubahan dalam struktur organisasi, seperti pergantian pejabat
yang bertanggung jawab, hak akses atas pengelolaan bukti potong dapat dialihkan
kepada pejabat yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
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Tata Cara Membuat Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2)

Kondisi:

Instansi Pemerintah melakukan pemesanan makanan kepada rekanan bukan pengusaha kena pajak di bulan [Bulan-1] 2024

yang merupakan tergolong kriteria Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu.

Total nilai transaksinya sebesar Rp15.000.000 dan Waiib Pajak tersebut menyerahkan Surat Keterangan Wajib Pajak dengan

Peredaran Bruto Tertentu (Suket PP-55/2022) yang masih berlaku, atas transaksi tersebut :

1. Tidak terutang PPN (transaksi dengan rekanan Non-PKP) dan

2. PPh Pasal 4(2) Final dengan tarif 0,5 % sehingga
PPh Pasal 4(2) = 0,5% x Rp. 15.000.000 = Rp. 75.000

Buatlah Bukti Pemotongan Pajak-nya.

Ketentuan Pengisian:

»  NPWP16 Rekanan/ Lawan Transaksi menggunakan NPWP16 yang disediakan Edukator

* Metode Pembayaran menggunakan Uang Persediaan

Versi: 1.1.2-build-1853 id-0 v @ £ @

o Cdp R“n:“i‘o

Portal Saya ~ e-Faktur CEIV.NIEE Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Pembayaran -~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~

BPNR

Penyetoran Sendiri

Wakil/Kuasa Saya
Pemotongan Secara Digunggung
MULRCRRERERN 67 21 - Bukii Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Informasi Detail BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

|, PERI

Ikhtisar Profil Wajib Pa BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir
nformasi Umum BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir
Alamat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap
Detail Kontak Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Pihak Terkait Tanggal Terdaftar : 25 Juni 2020
Objek Pajak Bumi dan Tanggal Aktivas
Bangunan (PBE) Status Pengusaha Kena )

Paiak

Manajemen Akses ~

SPT‘.BeIum Disampaikan

Alamat Utama

“  Login terakhir: e

Soal Sering Ditanya Aplikasi Eksternal -

Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif

Jl. Gatot Subroto Kav, 40-42 Jakarta

& Unduh Ikhtisar Profil

Fasilitas Aktif

AJAKAN
/
1
1
tPilih:
--1 * Modul eBupot [1]
I = Pilih Menu BPPU [2] untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi
1

Kode Klasifikasi Lapangan

Gambar 9.27 - TAMPILAN MODUL EBUPOT

[1] Pada dashboard Coretax, pilih Modul “eBupot”.

84113

[2] Pilih modul “BPPU” untuk membuat Bukti Pemotongan Unifikasi.
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Portal Saya ~

et T B

Versi: 11.2-build-1853 a0 v @ £ @

e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) =

CwRE

v Login terakhir:

Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~

Manajemen Akses ~

Soal Sering Ditanya  Aplikasi Eksternal -

.................... + Create eBupot BPU

i
1
BPPU :
- (3
- @00 |
1
1
: Tax Period T] Withholding Number 1]
Telah Terbit :
1 Pilih Ta v v
Tidak Valid :
Tidak ada data yang ditemukan. §
1
1
1
: Menam pilkan mpai 0 dari 0 entr
1
1

Sistem menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan status “Belum Terbit"
Klik Create eBUPOT BPU [3] untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

| ———

Gambar 9.28 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU

Impor data~

E-Sign Status T]

Sistem akan menampilkan daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

dengan status “Belum Terbit”. Klik “Create eBupot BPU” untuk membuat Bukti
Pemotongan/Pemotongan Unifikasi.

etrmasi

o G

o Cdip

Portal Saya -

Et
b

e-Fakiur  cBupot -

Surat Pemberitahuan (SPT) ~

versi: 1.12-buid-1853 isiD v @ P @

Buku Besar

~ | Login terakhir

@

EBUPQOT BPU

General Information

Tax Period”
Status”
TIN®
Name*

1D Place of Business Activity of Income Recipient”

Income Tax

[4]

Pembayaran ~ Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses =

Soal Scring Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal -

Oktober 2024
September 2024

Agustus

24
Juli 2024
Jumi 2024

Mei 2024

Pilih Periode Bukti Pemungutan (Tax Periode) [4]

Gambar 9.29 - TAMPILAN MODUL FORMULIR EBUPOT BPU

Pilih Periode Bukti Pemungutan pada “Tax Period”.
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@ Cdp TEmE g versn: 112-build-1853 id0 v @ P @ ~ | Login terakhir G

Portal Saya = e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

EBUPQT BPU

General Information

Tax Period* Oktober 2024 X v
Status* NORMAL
TIN® O
Name*
D Place of Business Activity of Income Recipient® Plea: ~
] -
Income Tax
Pt N
o5 Palakvans —_— ] H
:zsr" ':::Ja}wa"" ) chsh Pnerea I+ Masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi i
Penghasilan < " VP WA
__--a: +  Nama akan otomatis terisi i
- . Ciing : i
et Ongect huame I+ Masukkan NITKU lawan transaksi !
Tax Article® i |
L} !
LS S
T Abinct e

Gambar 9.30 - TAMPILAN MODUL FORMULIR EBUPOT BPU

[5] Selanjutnya masukkan NPWP16/NIK lawan transaksi dan nama akan terisi
otomatis. Setelah itu masukkan NITKU lawan transaksi.

Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu X v
Penghasilan*

| 3
Tax Object Name*

Tax Article® o Fasilitas Lainnya

PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
Tax Object Code*
Surat Keterangan Memenubhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Income Tax Status*
Tanpa Fasilitas

Tax Base (Rp)* pN J

Rate (%)*
Income Tax Withheld* ‘

Revenue Code*

. -

b

Lawan Transaksi yang telah memiliki Surat Keteranaan sebagai Waijib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu
yang dikeluarkan oleh Coretax akan otomatis memiliki pilihan Fasilitas tersebut

pmmm——————
S

Gambar 9.31 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

[6] Lawan transaksi yang memiliki Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak dengan
Peredaran Bruto Tertentu yang dikeluarkan oleh Coretax akan otomatis
mendapatkan pilihan fasilitas tersebut.
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Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima
Penghasilan*

Tax Object Name*

CwRE

Surat Keterangan Memenubhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu X v

Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto t..X

Tax Article*

Tax Object Code*
Income Tax Status*
Tax Base (Rp)*
Rate (%)*

Income Tax Withheld™

Pasal 4 Ayat 2
28-423-01
Final
15.000.000
0.50

75.000

Revenue Code™

Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status Penghasilan otomatis terisi (Income Tax Status)
* Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base) sesuai contoh: 15.000.000
Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh dipunaut otomatis (Income Tax Withheld) terisi,

Gambar 9.32 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status Penghasilan
(Income Tax Status) akan terisi otomatis, kemudian lanjutkan ke langkah berikut:

» Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base), contoh: 15.000.000.

« Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh Dipungut (Income Tax Withheld) akan terisi

otomatis.

merupakan Waijib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, dengan nilai transaksi Rp15.000.000, M menverahkan Surat
Keterangan Waijib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Suket PP-55/2022) yang masih berlaku,

Tambahan:

Apabila lawan transaksi adalah Orang Pribadi dan memberikan Surat Pernyataan Peredaran Bruto belum mencapai Rp500 juta
saat transaksi, bagaimana pembuatan bukti pemotongannya?

atas transaksi tersebut :

1. Tidak terutang PPN (transaksi dengan rekanan Non-PKP) dan
2. Tidak dikenai PPh Pasal 4(2) Final untuk Orang Pribadi dengan Peredaran Tertentu

Buatlah Bukti Pemotongan Pajak-nya

Untuk menjawab Sub Kasus diatas, ikuti langkah berikut:
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Portal Saya = e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran = BukuBesar Layanan Wajib Pajok ~ Manajemen Akses =  Soal Sering Ditanya  Pertulkaran Informasi Perpajakan

General Information 2
Income Tax v
(7 ™
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Please select v |
Penghasilan* -
Tax Object Name*
r= | Fasilitas Lainnya
Tax Article* ! O a Pemearintah (OTPY
1 PPh Ditanggung Pemerintah (OTP)
]
Tax Object Code* : Tanpa Fasilitas
Income Tax Status* : \_ y,
1
Tax Base (Rp)* 1 P -
(|
Rate (%) . L . . . —
i = Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh lawan transaksi
Income Tax Withheld® 1 REITICTS) AN TASISESUATenganic oxamen) Gl L L ALSL) keI L) o
L_i + Dalam contoh kali ini, lawan transaksi menyerahkan Surat Pernyataan adalah merupakan OP dengan

Revenue Code” Peredaran Bruto < Rp500.000,000,
»  Pilih Fasilitas Pajak yang dimiliki. “Fasilitas Lainnya”

4

Gambar 9.33 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

[7]1 Pilih jenis fasilitas sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh lawan
transaksi. Dalam contoh ini, lawan transaksi menyerahkan Surat Pernyataan
yang menyatakan bahwa ia merupakan Orang Pribadi dengan Peredaran
Bruto kurang dari Rp500.000.000. Pilih “Fasilitas Lainnya”.

Income Tax ~
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Fasilitas Lainnya o X ™
Penghasilan*
-
Tax Object Name* Please select v
Q

Tax Article™
Tax Object Code* «an oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran usaha s.d Rp500.000.000,00.
ncome Tax Status* kan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikenai PPh yang bersifat final dengan tarif 0% di IKN (PPh UMKM di IKN) undef§ned

emanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0% di IKN (PPh UMKM di IKN).
Tax Base (Rp)*

as Bumi (Migas)
Rate (%)"

‘« »
ncome Tax Withheld* \ J

Revenue Code*

_ 1 Pilih jenis transaksi (Tax Object Name): Pembayaran untuk lawan transaksi Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto
i Tertentu dengan Bruto tidak lebih dari Rp500.000.000

L _ —

Gambar 9.34 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

[8] Selanjutnya, pada “Tax Object Name”, pilih “Pembayaran untuk lawan transaksi
Orang Pribadi dengan Peredaran Bruto Tertentu dengan Bruto tidak lebih
dari Rp500.000.000".
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Income Tax

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Fasilitas Lainnya X v
Penghasilan®

JTax Object Name- Pemotongan atau Pemungutan PPh atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredar.. X

Tax Article® Pasal 4 Ayat 2

Tax Object Code* 28-423-03

Income Tax Status’ Final

Tax Base (Rp)* 15.000.000
Rate (%)* 0,00

Income Tax Withheld*

Revenue Code”

+ Jenis Pajak (Tax Article), Kode Obijek Pajak (Tax Object Code), dan Status Penghasilan otomatis terisi (Income Tax Status)
+ Masukkan Dasar Penaenaan Pajak (Tax Base) sesuai contoh: 15.000.000
+ Tarif Pajak dan Besar PPh dipungut otomatis terisi, namun tarif dapat disesuaikan dengan memasukkan tarif 0%

______.‘.‘______.

Gambar 9.35 - TAMPILAN MODUL FORMULIR INCOME TAX

Jenis Pajak (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code), dan Status Penghasilan
(Income Tax Status) akan terisi otomatis, kemudian lanjutkan ke langkah berikut:

« Masukkan Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base), contoh: 15.000.000.

« Tarif Pajak (Rate) dan Besar PPh Dipungut (Income Tax Withheld) akan terisi
otomatis, tetapi tarif dapat disesuaikan dengan memasukkan tarif 0%.

Reference Document

b
""" [Z\omment Type* Please select I e il
-

Document Number* Q

Reference Document Date™

Akta Perjanjian
Payment Method N
ayment Metho Akta Rapat Umum Pemegang Saham

SP2D Number(For Direct Payment) Bukti Pembayaran
D Place of Business Activity* Dokumen Ketentuan Peraturan Perpajakan
Dokumen Lainnya

Dokumen Pemberian Fasilitas Lainnya

___________

Gambar 9.36 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[9] Pada Jenis Dokumen Transaksi (Document Type), pilih “Bukti Pembayaran”.
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Reference Document

Document Type* Bukti Pembayaran X v

Document Number” @
Reference Document Date* H 30-10-2024

Payment Method i Mekanisme Uang Persediaan X v

SP2D Number(For Direct Payment)

, N
f i
]
. Masukkan: i
bl = Nomor Dokumen (Document Number) !
E * Tangaal Dokumen (Reference Document Date) i

1
I\ ll

Gambar 9.37 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[10] Selanjutnya isi kolom “Document Number” dan kolom “Reference Document
Date".

Reference Document

Document Type* Bukti Pembayaran X v

Document Number

Reference Document Date” 30-10-2024
{ Payment Method Mekanisme Uang Persediaan I o v o

$P2D Number(For Direct Payment)

H Pilih Cara Pembayaran (Payment Method) oleh Instansi Pemerintah:
wei o Mekanisme Lanasung; atau
i *  Mekanisme Uang Persediaan

Gambar 9.38 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[11] Pilih “Cara Pembayaran” oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, kemudian
akan diberikan opsi untuk memilih:

« Mekanisme langsung.

« Mekanisme Uang Persediaan.
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Reference Document

Document Type®
Document Number*
Reference Document Date™
Payment Method

SP20 Number(For Direct Payment)

Faktur Pajak

CwRE

X v

31-10-2024
Mekanisme Uang Persediaan X v
X v

ID Place of Business Activity™

Go to

pm—

search

pmm————

Save Draft untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potona masih belum tersubmit: “Saved Invalid”

R

X

Submit untuk menairimkan Bukti Pemotongan. Status Bukti Potona tersubmit: “Submitted”

Gambar 9.39 - TAMPILAN MODUL FORMULIR REFERENCE DOCUMENT

[12] Pilih “Save Draft” untuk menyimpan Bukti Pemotongan. Apabila belum dikirim
(submit), statusnya akan menjadi “Saved Invalid”.

[13] Pilih “Submit” untuk mengirimkan Bukti Pemotongan. Setelah terkirim (submit),
statusnya akan berubah menjadi “Submitted”.

® cCde

Portal Saya -

Retormani
Perpapscsn

@

e-Faktur eBupot -~ Surat Pemberitahuan (SPT)

+ Pembayaran

| o [EEERESEFEETAN: ¥ ¥o)

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

V| Login terakhir

Aplikasi Eksternal ~

BPPU
- 300
Tax Period T| Withholding Number 1] Status 1| E-Sign Status T|
Telah Terbit
v v h Status v
Tidak Valid
[ b Oktober 202 SUBMITTED
bz Oktober 2024 SUBMITTED
Do Oktober 2024 SUBMITTED
Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 ent 1 0 v

P

Pada posisi ini, bukti pungut statusnya belum ditandatangani.

I
1
! Bukti pungut yang sudah tersubmit atau tersimpan draftnva (Save as invalid), akan muncul dalam kolom BPPU “belum terbit".
d
i
i

Gambar 9.40 - TAMPILAN MODUL EBUPOT BPU

Bukti Pemotongan dengan status “Submitted” masih berada dalam modul e-Bupot
“Belum Terbit” dan belum dilakukan Posting (Pengiriman). Adapun status Bukti
Potong di modul “Belum Terbit” dijelaskan sebagai berikut:

« SUBMITTED: Bukti Potong telah dibuat dan siap diterbitkan, masih dapat diedit.

e SAVED INVALID: Bukti Potong baru disimpan sebagai Draft (Save Draft) dan harus
di-submit terlebih dahulu agar siap diterbitkan.
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Penerbitan Bukti

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Penerbitan Bukti Pemotongan, yang
berfungsi untuk mencatat pemotongan pajak secara elektronik oleh instansi pemerintah
yang bersangkutan. Fitur ini memungkinkan pemotong pajak untuk menerbitkan bukti
pemotongan secara langsung kepada Wajib Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dengan digitalisasi melalui Coretax DJP, proses penerbitan
Bukti Pemotongan menjadi lebih transparan, akurat, dan aman. Sistem ini memastikan
bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses, mengelola, serta
memodifikasi bukti pemotongan.

Selain itu, risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan data dapat diminimalkan.
Instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki wewenang penuh untuk menerbitkan,
mengubah, atau membatalkan Bukti Pemotongan dalam sistem Coretax DJP. Jika terjadi
perubahan struktur organisasi, seperti pergantian pejabat yang bertanggung jawab,
hak akses dapat dialihkan kepada pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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Tata Cara membuat Bukti Pemotongan

® Cdip MR @ B =i 1zbiicres: g v @ P @ v Loginterakhin ®

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Waijib Pajak ~ Manajemen Akses =  Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

N o ——
BPPU
- 300

Belum Terbit . ) .
Tax Peried 1| Withholding Number 1| Status | E-Sign Status 1]
Telah Terbit
Pilih Tax Period Y pilih Status v
Tidak valid
(P Oktober 2024 SUBMITTED
1
: i | be Oktober 2024 SUBMITTED
1
: 1 (WP Oktober 2024 SUBMITTED
1
: i
1 1
1 : Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri 1 10 v
H i
1 1
[ 1
1 pmmtema -= == == ~
1
1
1

NSRS RARS
kebutuhan.

[
1
i Untuk menerbitkan Bukti Pemotongan, dapat dilakukan untuk semua sekaliqus, atau dipilih sesuai
1
1
\

| SR

Gambar 9.41 - TAMPILAN MODUL E-BUPOT BPU

[1] Padamodul “BPPU (Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi)” pilih submenu
“Belum Terbit”, kemudian tandai bukti pemotongan yang ingin diterbitkan. Wajib
pajak dapat memilih semua bukti pemotongan sekaligus atau sesuai kebutuhan.

O Cdp Ahmm G ﬂ\fersi: 112-buid1es3 itio v @ 2 @ v | Login terakhir] non&os@

Portal Saya = e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Waijib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

BPPU
- 200 (2]

g
I8

Belum Terbit Tax Period 1| Withholding Number 1) E-Sign Status ]|
Telah Terbit
% v Y v
Tidak Valid 1
b D Oktober 2024 sus':wltED
] b Oktober 2024 SUBV\TI‘FD
% D& Oktober 2024 SUE-'.‘.\T:IED
I
1
Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri 1 10 v :
e o N :
! , |
| Setelah Bukti Pemotongan dipilih, dapat dilakukan dua tindakan: h H
|+ Masalah (Issue) : Untuk Terbitkan Bukti Pemotongan IL ““““““““ i
H aaren, N leroisan Uil E8maongan.. ..,
i+ Hapus: Untuk Menghapus Bukti Pemotongan !
| 1
\ :

Gambar 9.42 - TAMPILAN MODUL E-BUPOT BPU

[2] Setelah Bukti Pemotongan dipilih, terdapat dua opsi tindakan:

« Terbitkan: Untuk menerbitkan Bukti Pemotongan.

« Hapus: Untuk menghapus Bukti Pemotongan.
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Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak v

Penyedia Penandatangan® e Kode Otorisasi DJP X v

ID Penandatangan

Kata Sandi Penandatangan

S\
’

Pilih Penyedia Penandatangan PSRe/Kode Otorisasi DJP

SR

-
I
S

Gambar 9.43 - TAMPILAN MODUL TANDA TANGAN

[3] Setelah memilih “Terbitkan”, akan muncul modul Penandatangan Dokumen/Sign
Document. Pada modul “Penyedia Penandatanganan”, pilih “Kode Otorisasi
DJP”.

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan® Tanda Tangan Pembayar Pajak v
Penyedia Penandatangan® Kode Otorisasi DJP X v

ID Penandatangan

Kata Sandi Penandatangan [ ----------- ] o

f
i ID Penandatanaan otomatis terisi user yang memiliki akses untuk menandatanai i
} +  Masukkan Kode Otorisasi H
KofimasiTanda | AP TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tangan
1

ST T T T T T TI I mTTTmImmmmmmmmmmmmmmmmEe, N

: ‘:

i Tombol Konfirmasi Tanda Tangan aktif setelah Kata Sandi diisi. !

\ /

.

-

Gambar 9.44 - TAMPILAN MODUL TANDA TANGAN

[4] ID Penandatangan akan otomatis terisi dengan user yang memiliki akses untuk
menandatangani. Selanjutnya, masukkan Kata Sandi pada kolom “Kata Sandi
Penandatangan”.

[5] Tekan tombol “Konfirmasi Tanda Tangan” setelah Kata Sandi diisi.

157 | Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah Buku Manual | e-Bupot Unifikasi



o Cdip |

Portal Saya = -Faktur

netermas -
L )

cBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) ~

\mm: 112-buile-1855 ia0 v @O @

Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajok - Manajemen Akses ~

CwRE

¥ Login terakhir

Soal Sering Ditanya ~ Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

|_I EBUPOT BPU ISSUED
BPPU
- 000

Belum Terbit

Doe
Dr@
)

Oktober 2024

Oktober 2024

Oktober 2024

Withholding Number 1|,
Y

24000056L

24000056M

24000056N

Status 1| E-Sign Status 1]

Pilih Status ~
NORMAL Document Successfully si
NORMAL Document Successfully si
NORMAL Document Successfully si

Bukti Pemotongan Telah Terbit, Klik untuk melihat atau mengunduh Bukti Potong

OOnEnae,

Gambar 9.45 - TAMPILAN MODUL TANDA TANGAN

Setelah menekan “Konfirmasi Tanda Tangan”, Bukti Pemotongan akan terbit. Klik
untuk melihat atau mengunduh Bukti Pemotongan.

e Fanitas - Tarpa Fasitas

82 e Pas )

€2 NOMORIOENTITAS TEMPAT REGUTAN
USAHA NITHL] / SUBUNT CRGANSAS

@ S hlY ochu sk INFIASIBERFORMAT STANDAR BPPU
— R
P Lo
o e oy e
o

KEMENTERIAN KELANGAN
REPUBLK NDCRESIA
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK.

BUKTI PEMOTONGAN DAN'ATAU PEMUNGUTAN

UNFIKASI BERFORMAT STANDAR BPPU
[— e
frrorty remimaumn
o T e

KOOE OBEX PAIAK OBIEK PAIAK oer T PAJAK PENGHASILAN
L ™~ L]
M - u u w
21008 a5 S o e et s g 200000 2 a0
[ ———v—
e Pancazatan 2o Baara s
i, APED (rggaran . .
bea Doy i
|
B0 DouwnCswBds e Dokinen Kok Tangou': 08 Doicber 2024 H
iz, '
i
D Pamtara Faseas |
8 Mo Dckaren nu '
i
1
v

Contoh Bukti Pemotongan

Final dan Tidak Final

[
¥

€3 NAMA PEMOTONG OANATAU PEMUNGST - KA
o

€4 TANGM e

€5 NAMA PENANDATANGAN N

€8 PERNTATAN WAIE PAIAC Desganm eaya p——
RS pEIeE R ——————
Sensn Semian et yong e Drovicat Jandesl Papn eniat e Bkt

S s sasan pas

st Ptz e

TENSAT KECIATAN
LISAA T | SUBUNST CROANSAS

=z
i Do Ak Paarian Targgi: 08 Ouictur 2024
oy Camaren camian

€3 NAMAPEMOTONG DANATAUPEILNGUT = NAW
B
C4 TANGGAL 06 Novemter 2004
€4 MAMAPENANDATANGAN
cs 8 PR Cergann .~
Sevar tan i saya ntagan e TR
R
Buia Pemomee n

Gambar 9.46 - TAMPILAN CONTOH BUKTI PEMOTONGAN FINAL DAN TIDAK FINAL

Berikut adalah contoh Bukti Pemotongan Final (Kanan) dan Tidak Final (Kiri).
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SPT Masa PPh

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh
Unifikasi, yang menyederhanakan pelaporan pajak penghasilan dalam satu dokumen.
Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak, termasuk instansi pemerintah yang bersangkutan,
untuk melaporkan beberapa jenis PPh dalam satu SPT Masa, sehingga mengurangi
kompleksitas administrasi perpajakan. SPT Masa PPh Unifikasi dalam Coretax DJP
dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan
pajak. Dengan sistem digitalisasi ini, risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan
serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan
mengelola pelaporan SPT.

Instansi pemerintah yang bersangkutan memiliki akses penuh untuk menyusun,
memodifikasi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi melalui Coretax DJP. Selain
itu, instansi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa data yang dilaporkan
sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
Jika terdapat perubahan dalam struktur organisasi seperti pergantian pejabat yang
bertanggung jawab, hak akses dapat dialihkan kepada pejabat yang baru sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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Retocmant

oo S TR

o Versi 11.2-build-1253 D v @ 2 @

Surat Pemberitahuan (SPT) - [LS =Y i

@ cdp

Portal Saya -

e-Faktur

eBupot Buku Besar  Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses -

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasbor Kompensasi

t Wajib Pajak
Pencatatan

Wakil/Kuasa Saya lum Dibayar  Saldo Saatini  SPT Belund Disampaikan

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT
Wajib Pajak yang Diwakili

Nama

Informasi Detail

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN
BEA CUKAI

Ikhtisar Profil Wajib Pajak
Informasi Umum nstansi Pemerintah

: Instansi Pemerintah Pusat

Alamat
Aktif
Detail Kontak
25 Juni 2020
Pihak Terkait
Objek Pajak Bumi dan Bangunan O

(PBE)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

*/ Login terakhir

Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksteral ~

& uUnduh Ikhtisar Profil

Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif
Alamat Utama

J\. Gatot Subroto Kay. 40-42 Jakarta

Kontak Utama
Nomor Telepon Seluler
Emai : testingctas@kemenkeu.go.id
Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan
Usaha

,

P

Modul Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diakses untuk melakukan pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa dan SPT Tahunan.
Untuk membuat draft SPT, masuk ke modul “Surat Pemberitahunan (SPT) [1]" --> pilih menu "Surat Pemberitahuan (SPT)" [2]

----f‘

Gambar 9.47 - TAMPILAN MODUL SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

[1]

[2] Pilih modul “Surat Pemberitahuan (SPT)".

o cdp

Portal Saya = e-Faktur

Versl: 112-build-1853 id0 v @ £ @

Pembayaran ~

e 7

eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Buku Besar

Layanan Wajib Pajok ~

Manajemen Akses ~

Masuk ke modul “Surat Pemberitahuan (SPT)".

v Login terakhir

Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

: ~
\
Surat Pemberitahuan (SPT) GA

SPT Menunggu Pembayaran
Buat Konsep SPT e
- 000

SPT Belum Disampaikan

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan
Jenis Pajak T)

[y—

. -

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1| Periode Pajak T Nomor Objek Pajak Tl Nama Obj
Pilih Jenis Pajak h P lenis Sura jak ¥, Pilih Pes bd Y
Tidak ada data yang ditemukan.
]
Halaman pertama kali menampilkan menu “Konsep SPT* yang ada, untuk membuat SPT Masa Unifikasi, Klik Buat “Konsep SPT" [3] i
1
1

Gambar 9.48 - TAMPILAN MODUL SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

[3]

Sitem akan menampilkan “Konsep SPT” pada halaman pertama. kemudian Klik

“Buat Konsep SPT” untuk memulai pembuatan SPT Masa Unifikasi.
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g

o Cdp

Portal Saya = e-Faktur

eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) -

Login terakhir:

versi: 112-build-1853 id0 v @ O @ v

Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal =

: T

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

1

Pilih Jenis Pajak

® Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan
SPT Dilaporkan
L] PPN Bagi Pemungut PPN PPh Final Pengungkapan PPh Pasal 21/26 PPh Unifikasi
) dan Pihak Lain yang Bukan Harta Bersih
SPT Ditolak Merupakan PKP
SPT Dibatalkan L
LV
-
| |
{
i Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan dengan memilih PPh Unifikasi [4] lalu pilih Lanjut [5]
1
)

[4]

[5] Klik “Lanjut”.

Retormni

@ Cdp e @

Portal Saya ~  e-Faktur

eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~

Gambar 9.49 - TAMPILAN MODUL BUAT KONSEP SPT

Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan dengan memilih “PPh Unifikasi”.

Vem: 1.1.2-build-1853 id-ID v Q & @ ~

Login terakhir:

Pembayaran ~

BukuBesar Layanan Wajib Pajok = Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajaken  Aplikasi Eksternal ~

: T

Surat Pemberitahuan (SPT)
Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

2

Pilih periode pelaporan SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

: SPT Masa PPh Unifikasi

0

Jenis Surat Pemberitahuan Pajok

Periode dan Tahun Pajak *

[ [ Oktober 2024

=m0

< 2 Kembali

¥

m———

Pilih Periode dan Tahun Pajak [6] yang akan dilaporkan lalu pilih Lanjut [7]

(S

[6]
Pajak”.

[7] Pilih “Lanjut”.

Gambar 9.50 - TAMPILAN MODUL BUAT KONSEP SPT

Untuk membuat laporan pajak yang akan dilaporkan, Pilih “Periode dan Tahun
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@ Cdp e > \«'em: 112-build-1853 id0 v @ 2 @ v

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Login terakhir: |

Soal Sering Ditanya _Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Ekstemal ~

: T

3
Surat Pemberitahuan (SPT)

Pilih Jenis SPT
Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran Langkah 3. Pilih Jenis SPT
SPT Dilaporkan

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi
Pericde dan Tahun Pajak : Oktober 2024
SPT Ditolak
Model SPT *

SPT Dibatalkan

= o o

i)
2
2
©
-y
e
“n
o
-
2
]
g
3
o
=
v
1]
3
-3
s
£
7
3
=
=
T
<
2
-
]
£
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C
| SO—

Gambar 9.51 - TAMPILAN MODUL BUAT KONSEP SPT

[8] Pada modul “Model SPT”, pilih “Normal”.
[9] Pilih “Lanjut”.

@ Cdp R G B i 12biiciess a0 v @ £ @ | Login terakhir ®

Portal Saya = e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Ekstenal ~

: ~
an
Surat Pemberitahuan (SPT) f‘g

Konsep SPT

SPT Belum Disampaikan

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan B Buat Konsep SPT
SPT Ditolak e B n E

SPT Dibatalkan

Jenis Pajak 1} Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1} Periode Pajak T} Nomor Objek Pajak T}
ak ¥ 1 Pajak bt h Periode Pajak W v
@ m (] PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Oktober 2024

Lihat

) mpal entri 1 1Y
Sy Y
i !
: Konsep SPT Masa PPh Unifikasi telah Terbentuk, Klik pada lambana Pensil [10], untuk melihat isi SPT i
| !

Gambar 9.52 - TAMPILAN MODUL KONSEP SPT

[10] Konsep SPT Masa PPh Unifikasi telah terbentuk. Klik logo “Pensil” untuk melihat
isi SPT.
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o Cdp R O versu 1.1.2-build-1853 id-D ¥ @ @ [©)] Login terakhir 10:06:06 @

Portal Saya - cFaktur cBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan ~ Aplikasi Eksternal ~

SPT MASA PPH UNIFIKASI [/ A

[ 1
| Tampilan SPT Masa PPh Unifikasi i
[ SPT Masa PPh Unifikasi  DAFTAR-I  DAFTAR-Il LAMPIRAN-\]—J *  Induk SPT (SPT Masa PPh Unifikasi) 1
i+ Daftarl !
- N 1+ Daftar-ll i
VA IDENTITAS PEMOTONG i Lampll’an-| :
]
1
Oizober 2024 v . II
D B PAJAK PENGHASILAN
) €. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
A\ S
== T .,
I | Bagian Induk SPT Masa PPh Unifikasi: i
T . A Identitas Pemotong i
! 8 Pajak Penahasilan :
E. C. Pernyataan dan Tanda Tangan 'i

Gambar 9.53 - TAMPILAN MODUL FORMULIR IDENTITAS PEMOTONG

Selanjutnya akan ditampilkan halaman SPT Masa PPh Unifikasi, yang mencakup
beberapa modul utama seperti:

o Induk SPT (SPT Masa PPh Unifikasi)
« DAFTAR-I

- DAFTAR-II

« DAFTAR-III

« LAMPIRAN-I
Pada Bagian Induk SPT Masa PPh Unifikasi terdapat

A. Identitas Pemotong
B. Pajak Penghasilan

C. Pernyataan dan Tanda Tangan
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4 ™\

' B. PAJAK PENGHASILAN

INCOME TAX P + covernt , axpapp NCOME TAX UNDERPAYMENT (O
NO DETAILS e PO S O AMOUNT OF INCOME TAx paip | AMOUNT CF INCOME e OF  VERPAYMENT) BECAUSE OF AMEN
SELF PAYMENT WITHHOLDING M JOM SREOLE EEs DMENT

TOTAL OF INCOME TAX 0 7.625.000 0 7625000 °
AN vy

- - - -

L1 Bagian B Induk SPT Masa PPh Unifikasi berisikan rekapitulasi PPh Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 yang dibayar sendiri (Self Payment)
atau di potong (Withhold) oleh Instansi Pemerintah

S——

Gambar 9.54 - TAMPILA TABEL PAJAK PENGHASILAN

Pada bagian B Induk SPT Masa PPh Unifikasi berisi ringkasan pembayaran pajak
termasuk:

« PPh Pasal 4(2)
- Pasal 15
e Pasal 22
- Pasal 23
- Pasal 26

Semua pajak dalam pasal tersebut dibayarkan sendiri (Self Payment) atau dipotong
(Withholding) oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

@ Cdp mE @ Velsi: 112build1es3 idi0 v @ P @ V| Login terakhir morzoa@

Portal Saya = e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

SPT MASA PPH UNIFIKASI
SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-I DAFTAR-II LAMPIRAN-1

> A IDENTITAS PEMOTONG

> E.DAJAK PENGHASILAN

' C PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhrya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi keterty dor L say bahwa apa yang telah i i at i adaiah benar, lengkap dan jelc
° Subjek Pajak/Wajib Pajak. Walil/Kuasa
Tanda Tangan
1
1 1
’ |
P penann ! Bagian C Induk SPT Masa PPh Unifikasi berisikan Pernyataan dan Tempat Penandatangan oleh Instansi Pemerintah |
1 1
1 1
1 1

Gambar 9.55 - TAMPILA MODUL PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
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Bagian C. Induk SPT Masa PPh Unifikasi berisi Pernyataan serta Tempat
Penandatanganan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

o Cdp e @O Versi: 11.2-build18s3 id0 v @ 2 B ~ | Login terakhin 10:06:06@

Portal Saya = e-Faktur eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) = Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-Il  LAMPIRAN-1

DAFTAR-|

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

D TABELLBPU

> TABELILBPNR

Rt
i i

Form Daftar-1 berisikan Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan:
Tabel I. BPU (Bukti Potong Unifikasi)
Tabel II. BPNR (Bukti Potong Non Residen)

Pergi ke pencarian

Gambar 9.56 - TAMPILA MODUL DAFTAR-I SPT MASA PPH UNIFIKASI

Form Daftar-I berisi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan, yang terdiri dari:
« Tabel I: BPU (Bukti Potong Unifikasi)

« Tabel II: BPNR (Bukti Potong Non Residen)

SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi ~ DAFTAR-I | DAFTAR-Il | LAMPIRAN-I

DAFTAR-II

Okober 2024 v

DAFTAR BUKTI PEMCTONGAN/PEMUNGUTAN

> TABEL 1 DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN SENDIRI

> TABEL 1. DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN KUMULATIF

Purgi ke pancarian

S

\

Form Daftar-1l berisikan Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan:

i
Tabel I. Daftar Pajak Penahasilan — Pembayaran Sendiri i
Tabel Il. Daftar Pajak Penghasilan - Pembayaran Kumulatif !
!
]

R

Gambar 9.57 - TAMPILA MODUL DAFTAR-II SPT MASA PPH UNIFIKASI

Form Daftar-II berisi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan, yang terdiri dari:

« Tabel I: Daftar Pajak Penghasilan — Pembayaran Sendiri
« Tabel II: Daftar Pajak Penghasilan — Pembayaran Kumulatif
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SPT MASA PPH UNIFIKASI

SPT Masa PPh Unifikasi DAFTAR-1 DAFTAR-II LAMPIRAN-1

NIK/NPWP PENERIMA PEN NAMA PENERIMA PENGHA PENDA PENG NAMA PEMBERI PENGHASI 1D AKUN PEMBERI PENGHA e
GHASILAN 1] swan 1) paTaN 1] asIAN 1) wan 1) sian 1) n

v v v v v v

i  Form Lampiran-I berisikan Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan:
—  Tabel I. ATC - Daftar Bukti Pemotongan atas Pajak yang pungut oleh
i  PMSE, Bunga Deposito, Emas Batangan, SIP, dan lain-lain.

Gambar 9.58 - TAMPILA MODUL LAMPIRAN-I SPT MASA PPH UNIFIKASI

Form Lampiran-I berisi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan, yang terdiri dari:

« Tabel I: ATC — Daftar Bukti Pemotongan atas Pajak yang dipungut oleh PMSE, Bunga
Deposito, Emas Batangan, SIP, dan lainnya.

Adapun nama Objek Pajak ATC dari:

« Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang
Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber
dari DHE tenor 1 bulan)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber
dari DHE tenor 3 bulan)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber
dari DHE tenor 6 bulan atau lebih)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor 1 bulan)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor 3 bulan)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor 6 bulan)

« Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber
dari DHE tenor lebih 6 bulan)

« Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang
Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri
di Indonesia
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« Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
« Jasa Giro

« Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib
Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

« Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

« Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
yang diadministrasikan oleh BI

« Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri
dan Bentuk Usaha Tetap

» Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/
Berkedudukan di Luar Negeri

« Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri)
« Hadiah Undian
« Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

« "Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua
yang MerupakanPemungut PPh Pasal 22"

« Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto

« Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset
Kripto

« Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa,
dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta
yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

« Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa,
dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta
yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan
Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan
dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik

* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan
Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan
dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik
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» Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/
atau Emas Batangan

» Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/
atau Emas Batangan

« Penjualan Perhiasan Selain dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya
yang Sejenis oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan

* Bunga Pinjaman yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

« Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Bukan Saham Pendiri) oleh WPLN.
« Bunga Obligasi (PPh Pasal 26).

TOTAL OF INCOME TAX [ 7.825.000 o 7.825.000 ]

' C PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

guﬂ menyodari sepenubnya akon segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengar o saya bahwa apa yang teloh saya atos beserta I benar, lengkap dan jelas.
Perancstingan

© Subiek Pajak/Wajic Paisk Wakil/Kuasa

I

i Bagian C Induk SPT Masa PPh Unifikasi berisikan Pernyataan dan Tempat Penandatanaan oleh Instansi Pemerintah, Pernyataan harus di Centang [11]
1 sebelum bisa dilakukan Bayar dan Lapor,

1

\

Gambar 9.59 - TAMPILA MODUL SPT MASA PPH UNIFIKASI

[11] Bagian C. Induk SPT Masa PPh Unifikasi berisi Pernyataan dan Tempat
Penandatanganan oleh Instansi Pemerintah. Pernyataan harus “Dicentang”
sebelum dapat melanjutkan proses Bayar dan Lapor.
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e * Pilih Penyedia Penandatanaan PSRe/Kode Otorisasi DJP
* 1D Penandatanaan otomatis terisi user yang memiliki akses untuk menandatanai
+ Masukkan Kata Sandi/ Signer ID Penyedia Penandatanaanan

R e il

Kata Sandi Penandatangan

(13] (14)
—— ==

" Konfirmasi Tanda Tangan [14] untuk melakukan Penyampaian SPT Masa. |

Simpan [13] untuk menyimpan informasi penandatanganan

Gambar 9.60 - TAMPILA MODUL DAFTAR-I SPT MASA PPH UNIFIKASI

[12] Selanjutnya, pada “Penyedia Penandatanganan” pilih “PSRe/Kode Otorisasi”.
[13] Klik “Simpan” untuk menyimpan informasi penandatanganan.

[14] Klik “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk melakukan Penyampaian SPT Masa.

v
= -E SPT Menunggu

Surat Pemberitahuan (SPT)
— Pembayaran

-~
=
Konsep SPT e

@[ SPT Menunggu Pembayaran ]
SPT Dilaporkan
: o Buat Konsep SPT

SPT Ditolak
SPT Dibatalkan o E a
Jenis Pajak 1] Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1] Periode Pajak | Model SF
s Pajak Vv Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak W pilih Periode Pajak ™ Pilih M
[ (o] PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Oktober 2024
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entr 1 0 Vv
- . ' ]
! SPT akan berpindah dari menu “Konsep SPT” ke menu "SPT Menunagu Pembayaran” [15]. i
: Jika tidak memiliki deposit pajak, maka kode billing atas Kurang Bayar SPT otomatis terdownload. i
1
1] 1
/

Gambar 9.61 - TAMPILA MODUL DAFTAR-I SPT MASA PPH UNIFIKASI

[15] SPT akan berpindah dari modul “Konsep SPT” ke modul “SPT Menunggu
Pembayaran”. Jika tidak memiliki deposit pajak, maka kode billing atas Kurang
Bayar SPT akan otomatis terunduh.
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Portal Saya - e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan ~ Aplikasi Eksternal ~

Permohonan Pemindahbukuan
Active Billing Code Dashboard Layanan Mandiri Kode Billing
Pembuatan Kode Billng atas Tagihan Pajak

RP DR $ USD

Formulic Restitusi Pajok Daftar Kode Billing Belum Dibayar
Total Payment for Active Billing Code
P . Daftar kode billing yang masih dalam masa aktif tetapi belum dibayar Rp.
Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM
- 3000
Nama Wajib Pajak NPWP Kode Billing Mata Uang Jumlah Total T1 Masa Aktif T1 Tindak
IDR 10-11-2024 21:51:02 @ ]
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entr 1 10 Vv
’ ----“
! :
: Kode Biling yang terdownload juga dapat di cek pada Modul Pembayaran [16] - Menu Daftar Kode Billing Yang Belum Dibayar [17) i
1 ]
! J

Gambar 9.62 - TAMPILA MODUL DAFTAR KODE BILLING BELUM DIBAYAR

Adapun kode billing yang telah terunduh dapat di cek pada modul “Pembayaran”
[16] kemudian pilih modul “Daftar Kode Billing Belum Dibayar” [17].

- _——

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT yang Disampaikan
—
Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

@[ SPT Dilaporkan ] B Buat Konsep SPT

SPT Ditolak

- 000
SPT Dibatalkan

Jenis Pajak 1| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1] Periode Pajak 1} Nomor OF
Pilih Jenis Pajak v Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak N Pilih Periode Pajak v
(e PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Oktober 2024

@ PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Juli 2023

@ PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Juni 2023
T —— )
! Setelah Billing dibayarkan, SPT secara otomatis berpindah dari Menu “SPT Menunagu Pembayaran” ke menu “SPT Dilaporkan” [18] I
L !
e e e

Gambar 9.63 - TAMPILA MODUL SPT DILAPORKAN

[18] Setelah billing dibayarkan, SPT akan otomatis berpindah dari modul “SPT
Menunggu Pembayaran” ke modul “SPT Dilaporkan”.
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N

Contoh cetakan Induk SPT Masa PPh Unifikasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE

LA NO. 4, ENDE, 8831
TELEPON (0381) 21429, 24574. 24575: FAKSIMILE (0381) 21050; SITUS wwvw pojak go i
UREL Pt

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomeor:BPE-00012/KPP.3108/2024
Tanggal: 05 November 2024

NPWP

Nama Wajib Pajak -

Jenis SPT : SPT Masa PPh Unifikasi
Tahun Pajak 12024

Masa Pajak : Oktober 2024

Status SPT  Normal

Saluran Portal Wajib Pajak

Tanggal Terima SPT  : 05 November 2024

Contch Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPh Unifikasi

S

A IDENTITAS PEMOTONG DANATAU PEMUNGUT PPH

At
A2
A3
A4

NTERIAN KEUANGAN
REPUBLICINDONESH

o =

KTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAIAK
Outober 204

NP NI

[y o NAW
ALAMAT BT

NO. TELEPON ~6281999760161

‘SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

STATUS SPT

INDUK

L]

o
PPh Pasal dayat2
KJS 1411128100
KIS 411128402
KIS 411128403
PPh Pasal 15
KJS 411128600
KJS 1411129600
PP Passl 22
KJS 1 411122:400
KJS 1 411122:900
KIS 1411122910
PP Pasal 23
KIS ;411124100
PPh Pasal 26
KIS ;411127110

Total Pajak
Penghasiian

o cococococoocoooolesos

PERNYATAAN WAJIS PAIK

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C50RCode ‘

aclah bens, lenghap dan s

Gambar 9.64 - TAMPILAN CONTOH CETAKAN INDUK SPT MASA PPH UNIFIKASI

Berikut adalah Tampilan untuk Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa PPH Unifikasi
(Kiri) dan Cetakan Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Kanan).
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Pembuatan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur Coretax DJP dalam aspek pajak penghasilan karyawan adalah Pembuatan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap (BPMP). Fitur ini memungkinkan
instansi pemerintah yang bersangkutan untuk secara langsung menerbitkan bukti
pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap setiap bulan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi
dalam proses pemotongan pajak karyawan. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 BPMP
berfungsi sebagai bukti sah bahwa pajak telah dipotong dan dicatat oleh instansi
pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan sistem digitalisasi Coretax DJP, risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan
data dapat diminimalkan. Aspek transparansi juga terjaga, karena karyawan yang
dipotong dapat menerima notifikasi secara real time atas pembuatan bukti potong
yang dilakukan oleh pemberi kerja. Sistem ini memastikan bahwa hanya pihak yang
berwenang dalam instansi pemerintah yang bersangkutan yang dapat mengakses dan
mengelola bukti pemotongan tersebut.

Hak akses atas Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 BPMP hanya diberikan
kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dalam instansi pemerintah yang
bersangkutan. Jika terjadi perubahan dalam struktur organisasi, seperti pergantian
pejabat yang bertanggung jawab, hak akses dapat dialihkan kepada pejabat yang baru
sesuai ketentuan yang berlaku.
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Tata Cara Login ke Dalam Aplikasi Coretax

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

©0Q

Pemilihan Bahasa

id-1D.

Lupa Kata Sandi?

Login

Pengguna Baru? Daftar disini
Aktivasi Akun Wajib Pajak

o cCdp

CURE "

Core

Tax
Administration
System

Reformasi w
B &)

Gambar 10.1 - LAMAN LOG/N CORETAX

CwRE

[1] isikan ID Pengguna berupa NIK pegawai yang telah ditunjuk sebagai wakil atau

kuasa Instansi Pemerintah

[2] masukkan kata sandi (password).

[3]1 klik tombol Login.

o cCdp

Portal Saya ~

e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran -

Selamat

Datang
di Coretax DJP

1

y

Buku Besar  Layanan Waijib Pajak - Mana)

B = robviaross an - EDE oo— | Logn terkhin 16 May 2025 1527:41 (@) I

Akun Utama

|
KETENTUAN PEME]ING-
PADA CORETAX D
Berikut ketentuan pembulata

: ;I
untuk perhitungan SPT, Bukti p-
Faktur Pajak:

Desimal kurang dari 0,50 (nol koma lima nol),
maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah,;

atau

Desimal sama dengan atau lebih dari 0,50
(nol koma lima nol), maka bilangan tersebut

dibulatkan ke atas.

Pelaporan Pajak

O - .
°l

Kesempatan

Gambar 10.2 - TAMPILAN PORTA IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

Setelah login, maka akan ditampilan halaman beranda Coretax. Untuk melakukan peran
sebagai Instansi Pemerintah (impersonating), silakan lakukan hal-hal berikut:

[4] klik dropdown list pengaturan akun.

[5] Pilih dan klik “Akun Wajib Pajak Instansi Pemerintah”.
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You are currently impersonating user: - | [N
o  Cdp B = 1120010958 a0 v o @ I - ooin terakhic 22 January 2025 221057 (@)

PortalSaya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak =~ Manajemen Akses ~

Selamat -

D a ta n Berikut ketentuan pembulatan di Coretax DIP O "< (=
=
®=
/S

Y untuk perhitungan SPT, Bukti Potong dan
dl Coretax DJP Faktur Pajak:

1 Desimal kurang dari 0,50 (nol koma lima nol),
maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah;
atau

2 Desimal sama dengan atau lebih dari 0,50
(nol koma lima nol), maka bilangan tersebut
dibulatkan ke atas.

Pelaporan Pajak Sy e e i &
Kesempatan i
f Pastikan keamanan akun Anda: ] terakhir SETMmapPhPasal

Gambar 10.3 - TAMPILAN PORTAL IKHTISAR PROFIL WAJIB PAJAK

Setelah impersonating berhasil, akan muncul notifikasi status yang menyatakan bahwa
pengguna sedang melakukan impersonating akun Instansi Pemerintah/You are currently
impersonating user. Data profil dan seluruh data yang aktif saat ini merupakan milik
Instansi Pemerintah yang diwakili.

Tata cara pembuatan Bukti Pemotongan PPh

Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)

You are currently impersonating user: - | I
o cdp B s vovisios oo v o @ I ook 22 anery 2025 221057 (§)

FLTIE surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

BPPU

BPNR

S Penyetoran Sendiri
Pemotongan Secara Digunggung o~
D BP 21 - Bukii Pemotongan Selain Pegawai Tetap LS 3 O\_\/ (/ '.
. i %
d I BP 26 - Bukti Pematongan Wajib Pajak Luar Negeri iak:

BP AT - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir al kurang dari 0,50 (nol koma lima nol),
bilangan tersebut dibulatkan ke bawah;

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

e nal sama dengan atau lebih dari 0,50

- - — e . . oma lima nol), maka bilangan tersebut
nggal 'okumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Femungutan - tkan ke atas.

Pelaporan Pajak SPT Masa PPh Pasal 4
@
Kesempatan e i
. atau dipercleh Wajib 30 Apr
f Pactikan keamanan alkun Anda. 1 taralkhir SPT Masa PPh Pasal i Pajak yang memiliki

Gambar 10.4 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT
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Setelah selesai login, pilih Modul “Ebupot”. Dalam modul eBupot terdiri atas:
« BPPU : Bukti Potong Pajak Unifikasi

BPNR : Bukti Potong Non Residen

¢ Bukti Potong Penyetoran Sendiri

» Bukti Pemotongan Secara Digunggung

« Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)

» Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)

¢ Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A1 (BPA1)
» Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A2 (BPA2)
« Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap dengan TER

« Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan

Terdapat 2 (dua) cara untuk membuat Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, yaitu:

1. Pembuatan Bukti Potong secara manual (key-in), artinya pembuatan bukti potong
dilakukan satu demi satu secara langsung dalam aplikasi Coretax

2. Pembuatan Bukti Potong melalui skema impor XML, artinya data bukti potong
dibuat terlebih dahulu dalam Excel secara massal (lebih dari satu data pemotongan),
untuk kemudian dikonversi ke dalam format XML dan diunggah ke sistem Coretax.

A. PEMBUATAN BUKTI POTONG SECARA MANUAL (KEY-IN)
Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bulanan bagi pegawai tetap secara
manual, langkah-langkahnya adalah:

[1] Pilih modul “eBupot”.

[2] Pilih modul “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap”.
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You are currently impersonating user: - | IR
® cdp B o 1120uicross e v A @ I - logn ki 22 Janary 2025 22:1057 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan -~ Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

e—— T

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit o < m a ¥

Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan 1] Status NIT itas Sub Unit Organisasi 1] .

Telah Terbit

Tidak Valid Pilih Masa Pajak ~ Y Pilih Status ~ Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.5 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT

[3] Selanjutnya, pilih modul “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap Belum
Terbit”.

[4] Klik tombol “Create eBupotMP".

Pada halaman ini akan ditampilkan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap dengan
status sebagai berikut:

« Belum Terbit: Konsep Bukti potong telah dibuat tetapi belum ditandatangan.
« Telah Terbit: Bukti potong telah ditandatangan dan diterbitkan
« Tidak Valid: Bukti potong yang dianggap tidak valid, baik karena diganti/dibatalkan.

EBUPOT MP

Informasi Umum

Masa Pajak* September 2024 9 X v
Status* NORMAL

Pegawai Asing* Tidak ]
NPwpr I

Nama*

Alamat*

Nomor Paspor*

Negara Indonesia
Status PTKP* K/0 X v
Posisi* Staf Keuangan

Gambar 10.6 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah itu akan muncul formulir isian EBUPOT MP (Monthly Payment atau
Pembayaran Bulanan). isikan data pada bagian General Information atau Informasi
Umum sebagai berikut:
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[5] Tax Period (Masa Pajak) — misal: Januari 2025.

[6] Foreign Employee — Status pegawai apakah dari luar negeri, misal: Tidak.

[7] NPWP (NPWP/NIK Pegawai Tetap) — Masukkan NIK Pegawai Tetap, misal:
3217122601770007. Apabila data NIK yang diinput valid, maka data Nama,
Alamat, Nomor Passpor, dan Negara akan terisi secara otomatis. Namun apabila
data NIK yang dimasukan Tidak Valid, maka sistem akan men-generate data TIN
sementara : 9990000000999000 # NIK Pegawai yang tidak valid tersebut.

[8] Status of Tax Exemption (PTKP Pegawai Tetap) — Misal: K/0.

[9] Position (Jabatan Pegawai Tetap) — Misal: Staf Keuangan.

NamaObJelk Pajak* :eng‘h;s\\an yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap @ X v
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi® ] X v

Gambar 10.7 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

[10] Pada Bagian Fasilitas Pajak yang dimiliki Penyetor, terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu:

« Tanpa Fasilitas
« PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

» Fasilitas Lainnya.

Fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) ini tidak termasuk PPh Pasal 21
DTP atas penghasilan tetap dan teratur bulanan yang diterima oleh PNS, TNI,
POLRI, serta pensiunannya sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2010
(contoh fasilitas dimaksud pada Sistem Coretax adalah PPh DTP untuk penerima
penghasilan di IKN, PPh DTP untuk insentif Covid-19, dan lain sebagainya). Dalam
hal pemotongan dilakukan atas penghasilan tetap dan teratur bulanan yang
diterima oleh PNS, TNI, POLR], serta pensiunannya sebagaimana diatur dalam PP
No. 80 Tahun 2010, maka pilih "Tanpa Fasilitas."
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Fasiltas Perpajakan v
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor* Tanpa Fasilitas X v

Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap m X v

Jenis Pajak® Pasal 21

Kode Objek Pajak™ 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* 0

Tarif (3)* 000

Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)* 0

KAP* 411121-100

NITKU/Nomor ldentitas Sub Unit Organisasi® ] X v

Gambar 10.8 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

[11] Pada bagian Nama Objek Pajak, isikan status pegawai penerima penghasilan
sesuai kategori berikut:

« Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap: Untuk pegawai
tetap, termasuk PNS, PPPK, PNPN, dan sejenisnya.

« Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan Secara Teratur:
Untuk pensiunan yang penghasilannya dibayarkan secara berkala.

« Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima
Fasilitas di Daerah Tertentu: Untuk pegawai tetap yang mendapatkan
fasilitas di daerah tertentu (contoh: IKN).

Fasiltas Perpajakan v

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor* Tanpa Fasilitas X v
Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X
Jenis Pajak* Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* 0
Tarif (%) 0,00

Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)*

KAP* 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi®

Save Go to
Submit N
Draft search

Gambar 10.9 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah itu, isi data

[12] Masukkan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) yang dibayarkan pada bulan tersebut,
misal: 10.000.000. Kolom Rate (persentase tarif TER) dan PPh yang dipotong akan
otomatis terisi dan terhitung.

[13] Masukkan ID Place of Business Activity atau Nomor Identitas Tempat
Kegiatan Usaha (NITKU) jika pemotongan dilakukan oleh Tempat Kegiatan
Usaha Instansi. Dalam contoh ini, pilih NPWP Instansi Pemerintah Induk.
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Fasiltas Perpajakan v
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor® Tanpa Fasilitas X v
Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X v
Jenis Pajak* Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* 0
Tarif (%)* 0,00
Pajak Penghasilan yang Dipotang (Rp)* 0
KAP* 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* ] X v

. Save Goto
Submit i
Draft search

Gambar 10.10 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

[14] Tekan tombol “Save Draft” untuk menyimpan sementara draft yang telah dibuat.

[15] Tekan “Submit” untuk menyelesaikan proses pembuatan dan mengirim bukti
pemotongan atas pegawai tetap yang dimaksud.

You are currently impersonating user: - | I

’ wdip x N - Login terakhir: 22 January 2025 22:10:57 o

Success
PortalSaya -~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Bantuan ~ P najemen Akses -
Save data successfully!
_ EBUPOT MP NOT ISSUED + Create eBupot MP @ XML Monitoring B Impor data -

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

Gambar 10.11 - TAMPILAN MODUL PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah proses penyimpanan selesai, akan muncul notifikasi “Save Data Successfully”.
Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap yang berhasil direkam akan otomatis
masuk dalam daftar EBUPOT MP pada modul “Belum Terbit".
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You are currently impersenating user: - | [N
o Cdp B - vovueos an v o @ I | ogn trakhi 22 anary 2025 221057 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

] © XL wonitoring

EBUPOT MP ISSUED

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit

. 000 >
Telah Terbit
Tidsk Valid Masa Pajak T| Nomor Pemotongan 1. Status NITKU/Nomor Identitas Sub Uni
Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status v
® 7 April 2025 I Normal I
® 7 April 2025 | ] Normal ]

Gambar 10.12 - TAMPILAN MODUL PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah konsep data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap terekam, Wajib
Pajak Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat mengelola data tersebut dengan
cara berikut:

» Klik ikon “pensil” (edit) untuk mengubah isi konsep bukti pemotongan.

* Klik ikon “dokumen” (view) untuk melihat isi konsep bukti pemotongan.

+ Klik “centang” untuk memilih bukti pemotongan.

e
o | cdp Ve{si: T12buid1958 40 v [ @ I - logn terathi 22 January 2025 221057 (&)

Portal Saya - e-Faktur eBupot ~ SuratPemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Bukti Pemotongan Bulanan
& Browse
Pegawai Tetap

- 300 - ——
Belum Terbit

Masa Pajak T| Nomor Pemotongan 1) Status NIT itas Sub Unit Organisasi 1| .

Telah Terbit
Tidak Valid Pilih Masa Pajak bt ' Pilih Status b Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.13 - TAMPILAN MODUL PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

« Untuk menghapus konsep bukti pemotongan, tekan tombol "Hapus”

Setelah semua data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap selesai dikelola, ikuti
cara berikut:

[16] Centang data bukti pemotongan yang akan diposting.

[17] Klik tombol “Terbitkan” untuk memposting bukti pemotongan yang telah
dicentang ke draft SPT.
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oliiare aifrentiy wipersonating tiser - IR
o Cde VEISi: 112-build-1958 11D v A ()

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses -

| Login terakhir: 22 January 2025 22:10:57 o

Bukti Pemotongan Bulanan
2 Browse B
Pegawai Tetap

- 300 - -
Belum Terbit

Telah Terbit Masa Pajak ] Nomor Pemotongan T) Status NITKU/Nomeor Identitas Sub Unit Organisasi 1, .

Tidak Valid @ Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status v Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.14 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Untuk menandatangani konsep bukti pemotongan, tekan tombol "Terbitkan"

You are currently impersanating user: - | I

o Cdp I togin terakhi 22 January 2025 221057 ()

X

Success
Portal Saya -~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan ~ \ajemen Akses -~
Data successfully issued!
_ EBUPOT MP NOT ISSUED + Create sBupot M ® xuimontorng TR

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

Gambar 10.15 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah diterbitkan akan muncul notifikasi “Data Successfully Issued”.

You are currently impersonating user: - | I
o Cdp B e 11200958 00 v o @ I - Logi terakhi 22 January 2025 221057 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot -  Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

_ @ XML Monitoring

EBUPOT MP ISSUED

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit

[ 1 e a B ¥
| Telah Terbit '
Tidak Valid Masa Pajak 7] Nomor Pemotongan 1. Status NITKU/Nomor Identitas Sub Uni
Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status ~
® 7 April 2025 ] Normal |
® 7 April 2025 | ] Normal ]

Gambar 10.16 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap yang berhasil ditandatangan akan
terposting ke Konsep SPT Masa PPh Pasal 21 dan berpindah dari menu “Belum Terbit”
ke menu “Telah Terbit”.
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You are currently impersonating user: - | I

o Cdp vm; 12buid1958 4D v A (D I - loghn terski 22 lanuary 2025 221057 (G

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

g T—— | 1

| eT—— T © s venioy [N

1 1

Bukti Pemotongan Bulanan 1 1

5 } Browseld 1

Pegawai Tetap i i

- 300 -  F—

Belum Terbit U R
— Masa Pajak T] Nomor Pemotongan T| Status NIT itas Sub Unit Organisasi ] .

Tidak Valid Pilih Masa Pajak v Pilih Status v Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.17 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

B. PEMBUATAN BUKTI POTONG SECARA MASSAL (SKEMA IMPOR XML)

Selain perekaman satu per satu Bukti Pemotongan, Coretax DJP juga menyediakan fitur
Impor Data. Fitur ini memungkinkan perekaman data pemotongan dalam

jumlah banyak sekaligus menggunakan file berformat XML, sehingga mempermudah
dan mempercepat proses administrasi perpajakan.

Tutorial pembuatan XML dari Excel akan dijelaskan pada buku tersendiri. Adapun
langkah-langkah untuk mengimpor data hasil konversi Excel ke XML adalah sebagai
berikut:

« Tekan tombol “Browse” untuk mencari dan memilih file format XML yang akan
diunggah.

Berikut adalah contoh file template Bukti Pemotongan dengan format XML yang
telah diunduh. gambar masih excel BP21. Sesuaikan dengan screenshot excel BPMP.

@ Autosae @ or) O+ . 5 BPMP ExceltoXM.. - Saved to thisPC v £ search ® - o «x
File  Home Insert Pagelayout Formulas Data Review View Developer Help  Acrobat | 2 comments |
an A I L e ) General v| [ Conditional Formatting v | B Inset ~ T v ¥~ e E? A, A !,‘"I:g
g [ = —_ . g s | @ ¢ < &
pae B B o e [E e ek | S B~ % 9  EformatasTable EE Delete P dddin:  dnsyze CrestePDF  CrestePDFand  Tex
. S =7 2 =le. o 8 Cell Styles ~ Eiromate | &~ Data  and Share link Share via Outlook  Toolkit
Clipboard El Font ] Alignment ] MNumber 1] Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acrobat Ablebits hd
RS v i S| =IF(Ks< +0; IF (AND(KS $KS<= );8,25; F (AND(K5>6950000; K5<=7350000) ; 0, 5 ; IF (AND(KS>7350000; K5<=7800000) ; 8, 75; IF (AND(K5>7800000; K5<= ™|
A B [y o} E F G H 1 J K L M N o -
1 NPWP Pemotong '3171011497931134
2
3
[} | miasa pajak B Tahun Pajaifd Status pegawalll pwe/nik/min [ Nomor Passportlel statushl posisi B Seriikat/Fasilitashl Kode Objek Pojakel Penghasilan Kotor B Tarifl DTk [l vel Pemotonganf Tt
5 x 2025 Resident '3172024“5201234 TK/O IRT N/A 21-100-01 6300001 1'31720224079312% 01/01/2025
6 1 2025 Resident '317202459520]234 K/2 IRT DTP. 21-100-01 14000000 5 '317202240795]234DDWDD 01/01/2025
7 x 2025 Resident '3172024“5201234 K/3 IRT ETC 21-100-01 15000000 5'31720224079“123% 01/01/2025
8 1 2025 Resident '317202459520]234 TK/1 IRT N/A 21-100-01 5700000 0,5 '317202240795]234DDWDD 01/01/2025
9 x 2025 Resident '3172024“5201234 TK/3 IRT DTP. 21-100-01 6300000 0,75 '31720224079“123% 01/01/2025
10 1 2025 Resident '317202459520]234 K/3 IRT ETC 21-100-01 40000000 15 '317202240795]234DDWDD leﬂ]/lﬂzﬁ‘

Gambar 10.18 - CONTOH FILE TEMPLATE BUKTI PEMOTONGAN DENGAN FORMAT XML
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Berikut adalah contoh file template Bukti Pemotongan dengan format XML yang
telah diunduh.

You are currently impersonating user: - | [N
o Cdp Vsrsi: 112buid-1958 @D v A (0 I | Loginterskhin 22 January 2025 221057 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

EBUPOT MP ISSUED

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit ' 1
= Im al u
Telah Terbit ' J

S Masa Pajak 1, Nemor Pemotongan 1) Status NITKU/Nomor ldentitas Sub Uni
Pilih Masa Pajak v A Pilih Status v

Ty e s April 2025 — Normal [N

® 7 April 2025 [ ] Normal |

Gambar 10.19 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Berikut adalah modul Ebupot MP pada modul “Telah Terbit” beserta beberapa
fungsinya:
+ Ikon berwarna abu-abu digunakan untuk mengekspor data bukti pemotongan ke

dalam file dengan format CSV.

« Ikon berwarna hijau digunakan untuk mengekspor data bukti pemotongan ke
dalam file dengan format Excel.

« Ikon berwarna merah digunakan untuk mengekspor data bukti pemotongan ke
dalam file dengan format PDF.

Klik “Centang” untuk memilih bukti pemotongan. Apabila ingin membatalkan bukti
potong telah terbit yang telah dicentang, klik tombol “Batal”.

You are currently impersonating user: - | [N
o  cdp B v 12buigros wp v o @ I . (ogi teakhi 22 fanuary 2025 2271057 (@)

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

_ EBUPOT MP TIDAK VALID

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

- @00 -
Belum Terbit

Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan T Status NIT itas Sub Unit Organisasi T| Jenis Pajak

Telah Terbit

: Tidak Valid ! Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status v Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.20 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap yang telah dibatalkan atau diganti akan
berpindah dari daftar eBupot MP pada modul “Telah Terbit” ke modul “Tidak Valid”
dengan status “CANCELLED".

Buku Manual | e-Bupot 21/26

Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah |

184



CwRE

Pembuatan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur Coretax DJP dalam pembuatan bukti pemotongan untuk penghasilan
yang diterima oleh selain pegawai tetap, seperti pekerja harian, mingguan, satuan,
borongan, freelancer, tenaga ahli, dan pegawai tidak tetap lainnya adalah Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap (BP21).

Modul ini juga digunakan untuk pemotongan penghasilan yang diterima PNS yang
dikenakan final/bersifat final seperti honorarium yang diterima oleh PNS golongan
ILII, atau IV dan pejabat yang setingkat.

Dengan digitalisasi dalam sistem Coretax DJP, proses administrasi menjadi lebih efisien,
mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memastikan bahwa hanya pihak yang
berwenang yang dapat mengakses dan mengelola dokumen tersebut.

Selain itu, instansi pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
data yang dikelola sesuai ketentuan perpajakan dan dapat diakses oleh pihak yang
berwenang. Jika terjadi perubahan dalam struktur organisasi, seperti pergantian
pejabat yang bertanggung jawab, hak akses dapat dialihkan kepada pejabat baru
sesuai ketentuan yang berlaku.
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A. PEMBUATAN BUKTI POTONG SECARA MANUAL (KEY-IN)

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bulanan bagi pegawai tetap secara
manual, langkah-langkahnya adalah:

[1] Pilih modul “eBupot”.

[2] Pilih modul “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap”.

You are currently impersonating user: - | I

o | cdp o vm: 11.2-buiid-1958 100~ ‘DG I - lognterakhi: 22 January 2025 221057 (@)

Portal Saya - e-Faktur [EETSCRM Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses -

BPPU

BPNR

Penyetoran Sendiri

Pemotengan Secara Digunggung AN
( >tentuan pembulatan di Coretax DIP < (g

‘hitungan SPT, Bukti Potong dan
BP 26 - Bukli Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri iak:

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir al kurang dari 0,50 (nol koma lima nol),
bilangan tersebut dibulatkan ke bawah;
BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap al sama dengan atau lebih dari 0,50
oma lima nol), maka bilangan tersebut

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan latkan ke atas.

Gambar 10.21 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT

[3] Selanjutnya, pilih modul “Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap Belum
Terbit”.

[4] Klik tombol “Create eBupotMP".

Pada halaman ini akan ditampilkan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap dengan
status sebagai berikut:

« Belum Terbit: Konsep Bukti potong telah dibuat tetapi belum ditandatangan.

« Telah Terbit: Bukti potong telah ditandatangan dan diterbitkan

« Tidak Valid: Bukti potong yang dianggap tidak valid, baik karena diganti/dibatalkan.
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You sre currently impersonating vser: - I
o | cdp B v 12vuiaross wn v o @ I ocn terakhi 22 Jansary 2025 221057 ()

PortalSaya - e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

EBUPOT BP21

Informasi Umum M

Masa Pajak* April 2025 X v
Status* NORMAL

NPWP*

Name*

NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Please select

Penerima Penghasilan*

Status of Tax Exemption® K/0

Position* Staf Keuangan

O 00O

Gambar 10.22 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah itu akan muncul formulir isian EBUPOT MP (Monthly Payment atau
Pembayaran Bulanan). isikan data pada bagian General Information atau Informasi
Umum sebagai berikut:

[5] Tax Period (Masa Pajak) — misal: Januari 2025.
[6] Foreign Employee — Status pegawai apakah dari luar negeri, misal: Tidak.

[71 NPWP (NPWP/NIK Pegawai Tetap) — Masukkan NIK Pegawai Tetap, misal:
3217122601770007. Apabila data NIK yang diinput valid, maka data Nama,
Alamat, Nomor Passpor, dan Negara akan terisi secara otomatis. Namun apabila
data NIK yang dimasukan Tidak Valid, maka sistem akan men-generate data TIN
sementara : 9990000000999000 # NIK Pegawai yang tidak valid tersebut.

Pajak Penghasilan (Rp) v
Status PTKP* Kf3 X v
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Tanpa Fasilitas X v
Penghasilan*

Nama Objek Pajak* Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah, Penilai, Aktuaris) X v
Jenis Pajak* Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-07

Sifat Pajak Penghasilan® Tidak Final

Penghasilan Bruto (Rp)* 2.000.000
DPP (%)* 50,00
Tarif (%)* 5.00
Pajak Penghasilan (Rp)* 50.000
KaP* 411121-100

Gambar 10.23 - PENGISIAN FORMULIR PAJAK PENGHASILAN

[8] Status of Tax Exemption (PTKP Pegawai Tetap) — Misal: K/0.

[9] Position (Jabatan Pegawai Tetap) — Misal: Staf Keuangan.
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Fasiltas Perpajakan v

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor® Tanpa Fasilitas X v
Nama Objek Pajak® Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X v
Jenis Pajak* Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* 0
Tarif (%)* 000
Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)* ¢
KAP 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* ] X v

Gambar 10.24 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

[10] Pada Bagian Fasilitas Pajak yang dimiliki Penyetor, terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu:
« Tanpa Fasilitas
« PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

« Fasilitas Lainnya.

Fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) ini tidak termasuk PPh Pasal 21
DTP atas penghasilan tetap dan teratur bulanan yang diterima oleh PNS, TNI,
POLRI, serta pensiunannya sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2010
(contoh fasilitas dimaksud pada Sistem Coretax adalah PPh DTP untuk penerima
penghasilan di IKN, PPh DTP untuk insentif Covid-19, dan lain sebagainya). Dalam
hal pemotongan dilakukan atas penghasilan tetap dan teratur bulanan yang
diterima oleh PNS, TNL POLR], serta pensiunannya sebagaimana diatur dalam PP
No. 80 Tahun 2010, maka pilih "Tanpa Fasilitas."

Fasiltas Perpajakan v

Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor® Tanpa Fasilitas X v

Nama Objek Pajak* m Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X v
Jenis Pajak* Pasal 21

Kode Objek Pajak™ 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* 0
Tarif (9%)* 000
Pajak Penghasilan yang Dipotang (Rp}* ¢
KAP* 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* ] X v

Gambar 10.25 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

[11] Pada bagian Nama Objek Pajak, isikan status pegawai penerima penghasilan
sesuai kategori berikut:

« Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap: Untuk pegawai
tetap, termasuk PNS, PPPK, PNPN, dan sejenisnya.

« Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pensiunan Secara Teratur:
Untuk pensiunan yang penghasilannya dibayarkan secara berkala.

« Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap yang Menerima
Fasilitas di Daerah Tertentu: Untuk pegawai tetap yang mendapatkan
fasilitas di daerah tertentu (contoh: IKN).
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Fasiltas Perpajakan ~
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetor* Tanpa Fasilitas X v
Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X v
Jenis Pajak® Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* @ 0
Tarif (%) 0,00
Pajak Penghasilan yang Dipotong (Rp)* 0
KAP® 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* ] @ X v

Save Goto
Submit
Draft search

Gambar 10.26 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah itu, isi data

[12] Masukkan Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) yang dibayarkan pada bulan tersebut,
misal: 10.000.000. Kolom Rate (persentase tarif TER) dan PPh yang dipotong akan
otomatis terisi dan terhitung.

[13] Masukkan ID Place of Business Activity atau Nomor Identitas Tempat
Kegiatan Usaha (NITKU) jika pemotongan dilakukan oleh Tempat Kegiatan
Usaha Instansi. Dalam contoh ini, pilih NPWP Instansi Pemerintah Induk.

Fasiltas Perpajakan v
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penyetar® Tanpa Fasilitas X v
Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X v
Jenis Pajak® Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Penghasilan Bruto (Rp)* 0
Tarif (96)* 000
Pajak Penghasilan yang Dipatang (Rp)* 0
KAP* 411121-100

NITKU/Nomer Identitas Sub Unit Organisasi* ] X v

. Save Goto
Submit
Draft search

Gambar 10.27 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

[14] Tekan tombol “Save Draft” untuk menyimpan sementara draft yang telah dibuat.

[15] Tekan “Submit” untuk menyelesaikan proses pembuatan dan mengirim bukti
pemotongan atas pegawai tetap yang dimaksud.
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o Cdp

Portal saya ~

e-Faktur eBupot ~

BP 21 - Bukti Pemotongan
Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit
Telah Terbit

Tidak Valid

Surat Pemberitahuan (SPT) ~

Versi: 1.1. -

EBUPOT BP21 NOT ISSUED

- @00

Bantuan ~

CwRE

A | Lo terahir: 19 May 2025 130813 (5

X
+ Create eBupot BP21 @ XML Monitoring

Impor data ~

Pemnba Success

Save data successfully!

Masa Pajak Tl Nomeor Pemotongan 1| Status Status Tanda Tangan Elektronik 1|
Pilih Masa Pajak Vv Y Pilih Status ~ Y
® 7 April 2025 Disimpan

Gambar 10.28 - TAMPILAN MODUL PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah proses penyimpanan selesai, akan muncul notifikasi “Save Data Successfully”.
Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap yang berhasil direkam akan otomatis
masuk dalam daftar EBUPOT MP pada modul “Belum Terbit".

o Cdip

Portal Saya ~

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

e-Faktur eBupot ~

Belum Terbit
Telah Terbit

Tidak Valid

Surat Pemberitahuan (SPT) ~

You ae currently impersonating user: - G

EBUPOT MP ISSUED

Bantuan -

Masa Pajak | Nomor Pemotongan | Status NITKU/Nomor Identitas Sub Uni
pilih Masa Pajak Y Pilih Status ~

Aprl 2025 I Normal [

April 2025 | Normal |

Versi 112-build-1956 -0 v A () I | Logn terskhi: 22 January 2025 221057 (@)

Buku Besar  Layanan Wajib Pajak ~

Pembayaran ~ Manajemen Akses -

Gambar 10.29 - TAMPILAN MODUL PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah konsep data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap terekam, Wajib
Pajak Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat mengelola data tersebut dengan

cara berikut:

+ Klik ikon “pensil” (edit) untuk mengubah isi konsep bukti pemotongan.

* Klik ikon “dokumen” (view) untuk melihat isi konsep bukti pemotongan.

« Klik “centang” untuk memilih bukti pemotongan.
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o | Cdp Vem V2buid1958 a0 v A @ NI - | Logintershir 19 May 2025 142404 (§)

- Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran

1| |’
Ll L

BP 21 - Bukti Pemotongan EBUBOTRESTNOTISSUER. F——=emososes B Impor data -

Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit ¢ a a ¥

Status Tanda Tangan Elektronik 1

e oM Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan 1] Status
Tidak Valid
% Pilih Masa Pajak ™ Y Pilih Status v Y
% ® 7 April 2025 Disimpan

Gambar 10.30 - TAMPILAN MODUL PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Untuk menghapus konsep bukti pemotongan, tekan tombol "Hapus™

Versi‘ Liobuld19se 4D v (@) I | Losinterskhi 19 May 2025 144404 ()

- BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

o Cdip

PortalSaya ~ e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran

(]
]

SR 212 Bokt Bane EBUPOT BP21 NOT ISSUED B

Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit ¢ a u a ¥

Status Tanda Tangan Elektronik 1]

{elahiicon @ Masa Pajak T} Munor Pematongan- 11 Status
Tidak Valid
% Pilih Masa Pajak ~ Y Pilih Status ~ Y
% ® 7 April 2025 Disimpan

Gambar 10.31 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
Untuk menandatangani konsep bukti pemotongan, tekan tombol "Terbitkan"

Ve KL - N | Lconterein 19 May 2025 134513 (§)

o cCdp
X
T ] S _

Save data successfully!

_ + Create eBupot BP21 @ XML Monitoring

EBUPOT BP21 NOT ISSUED
B Impor data v

BP 21 - Bukti Pemotongan
Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit ¢ a a a ¥

Telah Terbit Masa Pajak 1] Nomor Pemotongan 1] Status Status Tanda Tangan Elektronik 1]

Tidak Valid
Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status v Y

® 72 April 2025 Disimpan

Gambar 10.32 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Setelah diterbitkan akan muncul notifikasi “Data Successfully Issued”.
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You are currently impersonating user: - |
o | Cdp B - oo an v o @ I | ogn ki 22 anary 2025 221057 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

] T —

EBUPOT MP ISSUED

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit
CE======s=====g N C | ¥
l'l'zlah Terbit
;Id_ak_v;ld_ __________ Masa Pajak T} Nomor Pemotongan 1] Status NITKU/Nomeor Identitas Sub Uni
Pilih Masa Pajak ad Y Pilih Status hd
® 7 Apr 2025 — Normal I
° s amias — Nomal I

Gambar 10.33 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap yang berhasil ditandatangan akan
terposting ke Konsep SPT Masa PPh Pasal 21 dan berpindah dari menu “Belum Terbit”
ke menu “Telah Terbit”.

You are currently impersanating user: - | [

o Ccdp vEm.; 11.2buid1958 10D v [ @ I | Logi terskhi: 22 January 2025 221057 (§)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

1

1

1

Bukti Pemotongan Bulanan 1
Pegawai Tetap :
1

)

Belum Terbit g a ﬂ w

—— Masa Pajak 1) Nomor Pemotongan 1 Status NIT itas Sub Unit Organisasi T|

Tidak Valid Pilih Masa Pajak v ' Pilih Status ¥ Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.34 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP
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B. PEMBUATAN BUKTI POTONG SECARA MASSAL (SKEMA IMPOR XML)

Selain perekaman satu per satu Bukti Pemotongan, Coretax DJP juga menyediakan fitur
Impor Data. Fitur ini memungkinkan perekaman data pemotongan dalam

jumlah banyak sekaligus menggunakan file berformat XML, sehingga mempermudah
dan mempercepat proses administrasi perpajakan.

Tutorial pembuatan XML dari Excel akan dijelaskan pada buku tersendiri. Adapun
langkah-langkah untuk mengimpor data hasil konversi Excel ke XML adalah sebagai
berikut:

« Tekan tombol “Browse” untuk mencari dan memilih file format XML yang akan
diunggah.

Berikut adalah contoh file template Bukti Pemotongan dengan format XML yang
telah diunduh. gambar masih excel BP21. Sesuaikan dengan screenshot excel BPMP.

@  Autosave (@ OfFF) D~ & 5 BPMPBrceltoXM... = Saved to this PC v £ search @ - a X
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help  Acrobat \L‘-‘ Comments |
—_— == ab, (General  ~ % = -
an % (Caor R = ab, |General | [E Conditional Formatting H Insert > g EE E‘}) E% @
O B — = = - 9 = ] -~ | B~ = =
paste B BT U-|melaear| ™ B~ % 3 HiformataTable & Delete P addins | Avslme | CrestePDF  CrestePDFand | Tat
- = bl L o« 8 i Cell Styles - & Format + &~ Data  and Share link Share viaOutlook  Teolkit
Clipboard 1w Font 5 Alignment S Number & Styles Cells Editing Add-ins Adobe Acrobat Ablebits A
RS v fr  =IF(KS<=6600000;0; IF (AND(K5>66006000 ; KS<=6950000) ;8,25 ; IF (AND(K5>6950000; K5<=7350000) ;0,5 ; IF (AND(KS5>7350000; K5<=7380000) ; 8, 75 ; IF (AND(K5>7800000;K5<= |
A 8 ) E F ] H 1 J K L M N o a
1 [NPWPPemotong  '3172022407981234
i
3
a | Masa pajak_JBl Tahun PojodBl status egawollll newe/nik/Tin ___JB Nomor PossportfRl statusll Posisi [Bll Sertifikat/ osilitaslll Kode Objek Pojoidll Penghasitan Kotor Bl Tariff 0 Tku [ rei Pemotongand T
5 1 2025 Resident "3172024806201234 TR0 IRT /A 21-100-01 6300001 1'3172022407981234000000 01/01/2025
6 1 esi "3172024806201234 K2 IRT oTR 21-100-01 14000000 5 '3172022407981234000000 01/01/2025
7 il "3172024806201234 K3 RT ETC 21-100-01 15000000 5'3172022407981234000000 01/01/2025
8 1 "3172024806201234 T IRT /A 21-100-01 5700000 0,5 3172022407981234000000 01/01/2025
] il 2025 Resident "3172024806201234 T3 IRT oTR 21-100-01 6000000 0,75 '3172022407981234000000 01/01/2025
10 1 2025 Resident "3172024806201234 K/3 IRT ETC 21-100-01 4000000015 /3172022407981234000000 01/01/2025)

Gambar 10.35 - CONTOH FILE TEMPLATE BUKTI PEMOTONGAN DENGAN FORMAT XML
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Berikut adalah contoh file template Bukti Pemotongan dengan format XML yang
telah diunduh.

T
o | cdp VErSi: 112buiid-1958 @0 v o () I | Login terakhi: 22 January 2025 22:10:57 (@)

PortalSaya - e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

EBUPOT MP ISSUED

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit PETrreTT ,
@00 -
Telah Terbit ' H

R Masa Pajak | Nomor Pemotongan | Status NITKU/Nomor Identitas Sub Uni
pilih Masa Pajak Y Pilih Status ~

e oo Aprl 2025 I Normal [

® 2 April 2025 | Normal |

Gambar 10.36 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Berikut adalah modul Ebupot MP pada modul “Telah Terbit” beserta beberapa
fungsinya:
+ Ikon berwarna abu-abu digunakan untuk mengekspor data bukti pemotongan ke

dalam file dengan format CSV.

« Ikon berwarna hijau digunakan untuk mengekspor data bukti pemotongan ke
dalam file dengan format Excel.

« Ikon berwarna merah digunakan untuk mengekspor data bukti pemotongan ke
dalam file dengan format PDF.

Klik “Centang” untuk memilih bukti pemotongan. Apabila ingin membatalkan bukti
potong telah terbit yang telah dicentang, klik tombol “Batal”.

You are currently impersonating user: - | [N
o  cdp B v 12buigros wp v o @ I . (ogi teakhi 22 fanuary 2025 2271057 (@)

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

_ EBUPOT MP TIDAK VALID

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

- @00 -
Belum Terbit

Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan T Status NIT itas Sub Unit Organisasi T| Jenis Pajak

Telah Terbit

: Tidak Valid ! Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status v Y

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.37 - TAMPILAN MODIL TIDAK VALID PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN BULANAN PEGAWAI TETAP

Data Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap yang telah dibatalkan atau diganti akan
berpindah dari daftar eBupot MP pada modul “Telah Terbit” ke modul “Tidak Valid”
dengan status “CANCELLED".
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Tata Cara Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal

21 Selain Pegawai Tetap (BP21)

You are currently impersonating user: - | I

o Cp o B v 112001058 w0~ DG I Lo sk 22 Janvary 2025 221057 (@)

CELIEA Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

BPPU
BPNR

' Penyetoran Sendiri

Pemotongan Secara Digunggung Pl

D| stentuan pembulatan di Coretax DIP \_\ (=
. ‘hitungan SPT, Bukti Potong dan L:»@ — -8
d I BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri iak: =

BE A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir al kurang dari 0,50 (nol koma lima nol),
bilangan tersebut dibulatkan ke bawah;

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap al sama dengan atau lebih dari 0,50
oma lima nol), maka bilangan tersebut
jatkan ke atas.

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Gambar 10.38 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN SELAIN PEGAWAI TETAP

Pilih modul “Ebupot”. Dalam modul eBupot terdiri atas:

« BPPU : Bukti Potong Pajak Unifikasi

« BPNR: Bukti Potong Non Residen

« Bukti Potong Penyetoran Sendiri

» Bukti Pemotongan Secara Digunggung

« Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)

» Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)

« Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A1 (BPA1)

» Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A2 (BPA2)

« Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap dengan TER

* Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi selain pegawai tetap:
[1] Pilih modul “eBupot”.
[2] Pilih modul “BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap”.
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You are currently impersonating user: - ! [
o  Cdp Versi: 1.12-build-1958 id-0 v A (3 N - | Login teraknir: 22January202522:10:57°

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

B oo Q

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

Belum Terbit o - a a E

Telah Terbit Masa Pajak 1] Nomor Pemotongan T] Status NITKU/Nomeor Identitas Sub Unit Organisasi T| .

Tidak Valid Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status ~ Y

Tidak ada data yang ditemukan

Gambar 10.39 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT BP21

[3] Selanjutnya, pilih modul “BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap
Belum Terbit”.

[4] Klik tombol “Create eBupot BP21".

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar bukti potong yang sudah pernah dibuat oleh
Instansi Pemerintah yang bersangkutan meliputi Bukti Pemotongan Selain Pegawai
Tetap dengan status sebagai berikut:

« Belum Terbit: Bukti potong telah dibuat tetapi belum di-posting.
« Telah Terbit: Bukti potong telah dibuat dan sudah di-posting.
« Tidak Valid: Bukti potong yang dianggap tidak valid.

You sre currently impersonating user -
o | cdap B v tr2vuigios an v A @ IR otk 22 anary 2025 221057 (@)

Portal Saya -~ e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Bantuan - Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

EBUPOT BP21

Informasi Umum

Masa Pajak* April 2025 Ty
Status® NORMAL

NPWP*

Name*

NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Please select

Penerima Penghasilan®

Status of Tax Exemption* K/0 X v
Position* Staf Keuangan

0000

Gambar 10.40 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN EBUPOT BP21
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Setelah itu akan muncul formulir isian EBUPOT BP21. isikan data pada bagian General
Information atau Informasi Umum sebagai berikut:

[5] Tax Period (Masa Pajak) — misal: Januari 2025.

[6] TIN (NPWP/NIK Pegawai Tetap) — Masukkan NPWP 16 digit atau NIK, misal:
3217122601770007. Apabila data tersebut valid, maka Nama, Alamat, dan Negara
wajib pajak akan terisi otomatis.

[7] ID Place of Business Activity atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha
(NITKU) digunakan jika penerima penghasilan berstatus sebagai cabang. Dalam
contoh ini, pilih NPWP penerima penghasilan Induk.

Pajak Penghasilan (Rp) v

Status PTKP* K/3 X v
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Tanpa Fasilitas X v

Penghasilan*

Nama Objek Pajak* Imbalan kepada Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah, Penilai, Aktuaris) @ X v
Jenis Pajak* Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-07

Sifat Pajak Penghasilan* Tidak Final

Penghasilan Bruto (Rp)* 0 2.000.000
DPP (%) 50,00
Tarif (36)* 5.00
Pajak Penghasilan (Rp)* 50.000

KAP® 411121-100

Gambar 10.41 - PENGISIAN FORMULIR INCOME TAX

Pada Bagian Income Tax (Pajak Penghasilan), isikan data tersebut sebagai berikut:
[8] Status PTKP penerima penghasilan — misal: K/3.

[9] Fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan - misal: Tanpa
Fasilitas.

[10] Nama Objek Pajak (Tax Object Name) — misal: Imbalan kepada Tenaga Ahli.
Setelah diisi, kolom Pasal PPh (Tax Article), Kode Objek Pajak (Tax Object Code),
Status PPh (Income Tax Status), dan Kode Penerimaan (Revenue Code) akan terisi
otomatis.

[11] Penghasilan Bruto (Rp) yang diterima oleh penerima penghasilan — misal:
2.000.000.
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Jenis Dokumen* Bukti Pembayaran X v
Nomar Dokumen* 456
Tanggal Dokumen® 19-05-2025 B8 ¥

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* | X~

Draft search
Gambar 10.42 - PENGISIAN FORMULIR INCOME TAX

Pada bagian Reference Document (dokumen referensi yang dijadikan dasar
pembayaran kepada penerima penghasilan), isikan:

[12] Document Type (Jenis Dokumen) — misal: Bukti Pembayaran.

[13] Document Number (Nomor Dokumen) — misal: 456.

[14] Reference Document Date (Tanggal Dokumen Referensi Pembayaran) — misal:
20-09-2024.

[15] ID Place of Business Activity (NITKU) jika pemotongan dilakukan oleh cabang
— misal: pilih NPWP Instansi Pemerintah Induk.

[16] Pilih “Save Draft” untuk menyimpan sementara draft yang telah dibuat.

[17] Pilih “Submit” untuk menyelesaikan proses dan mengirim Bukti Pemotongan
atas pegawai tetap.

o cdp Versi 1.1, Co- A Lo teratin 19 May 2025 13412 (@)
x
o s i | — _
Save data successfully!
. EBUPOT BP21 NOT ISSUED
BP 21 - Bukti Pemotongan B Impor data~
Selain Pegawai Tetap
: Belum Terbit : ¢ u u a ®
TeRReEi Masa Pajak T} Nomor Pemotengan T} Status Status Tanda Tangan Elektronik T|
Tidak Valid
Pilin Masa Pajak v Pilih Status v v
® 7 April 2025 Disimpan

Gambar 10.43 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT BP21

Setelah proses penyimpanan selesai, akan muncul notifikasi “Save Data Successfully”.
Data Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap yang berhasil direkam akan otomatis
masuk dalam daftar EBUPOT BP21 pada modul “Belum Terbit".
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o Cdp

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak -~ Manajemen Akses -

vm T2buid1956 D v A (D I Logn terkii: 19 May 2025 144404 (G

BP 21 - Bukti Pemotongan
Selain Pegawai Tetap

EBUPOT BP21 NOT ISSUED

Belum Terbit ] m a ®
b Masa Pajak | Nomor Pemotongan T] Status
Tidak Valid
% Pilih Masa Pajak Vv v Pilih Status ~
V% e 2 ) April 2025 Disimpan
1 10 v

Gambar 10.44 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT BP21

+ Create eBupot BP21 m m © XML Monitoring

B Impor data ~

Status Tanda Tangan Elektronik 1|

Y

Setelah data Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap berhasil direkam, Wajib Pajak
Instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat mengelolanya data tersebut dengan

cara berikut:

« Klik ikon “pensil” (edit) untuk mengubah isi bukti pemotongan.
« Klik ikon “dokumen” (view) untuk melihat isi bukti pemotongan.

« Klik “centang” untuk memilih bukti pemotongan.

o Cdp

Portal Saya -~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

vm T2buid1956 D v A (D I Logn terkii: 19 May 2025 144404 (G

BP 21 - Bukti Pemotongan
Selain Pegawai Tetap

EBUPOT BP21 NOT ISSUED

Belum Terbit ] u u ¥
b Masa Pajak | Nomor Pemotongan T] Status
Tidak Valid
% Pilih Masa Pajak Vv v Pilih Status ~
% @ 7 April 2025 Disimpan
1 10 v

Gambar 10.45 - TAMPILAN MODUL BUKTI PEMOTONGAN SELAIN PEGAWAI TETAP

B Impordata~

Status Tanda Tangan Elektronik 1|

Y

« Klik tombol “Hapus” untuk menghapus bukti pemotongan yang telah dicentang.
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o | Cdp vm T2buid1956 D v A (D I Logn terkii: 19 May 2025 144404 (G

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) -~ Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak -~ Manajemen Akses -

| SR 1
] R O B
EBUPOT BP21 NOT ISSUED § !

BPOVEBukHiPEmatongan | | coroou mmetememtcimaein e T TEmm s e B Impordata~
Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit ] a u ®

Telah Terbit

Masa Pajak | Nomor Pemotongan T] Status Status Tanda Tangan Elektronik 1|
Tidak Valid
% Pilih Masa Pajak Vv v Pilih Status ~ Y
@ % ® 2 April 2025 Disimpan

Gambar 10.46 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN SELAIN PEGAWAI TETAP

Setelah semua data Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap selesai dikelola, ikuti cara
berikut:

[18] Centang data bukti pemotongan yang akan diposting.

[19] Klik tombol “Terbitkan” untuk memposting bukti pemotongan yang telah
dicentang ke draft SPT.

Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan® Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatangan* Kode Otorisasi DJP

ID Penandatangan

Kata Sandi Penandatangan

Konfirmasi Tanda
Tangan

Gambar 10.47 - TAMPILAN FORMULIR TANDA TANGAN

Setelah klik “Issue” untuk melakukan posting, Coretax akan meminta tanda tangan
dokumen. Isikan:

[20] Penyedia Penandatangan — misal: Kode Otorisasi DJP.

[21] ID Penandatangan — misal: 3217122601770007.

[22] Kata Sandi Penandatangan.

[23] Klik tombol “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk menyelesaikan proses
penandatanganan dokumen.
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o cdp Varsi 1.1, - I | Login terskhin 19 May 2025 134013 (@)

X
i o i i e i e | —

Save data successfully!

_ + Create eBupot BP21 @ XML Monitoring

RN EBUPOT BP21 NOT ISSUED B

Selain Pegawai Tetap

Belum Terbit ¢ u a a ¥

Telah Terbit

Masa Pajak T] Nomor Pemotongan T| Status Status Tanda Tangan Elektronik T|
Tidak Valid
Pilih Masa Pajak ™ Y Pilih Status ~ v
® 7 April 2025 Disimpan

Gambar 10.48 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN SELAIN PEGAWAI TETAP

Setelah diterbitkan akan muncul notifikasi “Data Successfully Issued”.

e
o cdp VErsi: 112:build-1958 id-D v A () I - Logi terakhir ZZJanuaryZHZSZZ‘m:S?@

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Bukti Pemotongan Bulanan
Pegawai Tetap

] E—
EBUPOT MP ISSUED
X Batal

Belum Terbit

s e , 080 -
{Telah Terbit
T‘d_ak_\,;‘; _________ Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan ] Status NITKU/Nomor Identitas Sub Uni
Pilih Masa Pajak v Y Pilih Status v
% oz April 2025 — Normal I
® 7 April 2025 ] Normal ]

Gambar 10.49 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN SELAIN PEGAWAI TETAP

Data Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap yang berhasil diposting akan berpindah
dari daftar EBUPOT BP21 pada modul “Belum Terbit” ke modul “Telah Terbit".
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Pembuatan Bukti
Pemotongan Tahunan

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur dalam Coretax DJP untuk membuat bukti pemotongan pajak atas
penghasilan yang diterima pegawai tetap selama satu tahun pajak atau di masa
pajak terakhir adalah menu adalah Bukti Pemotongan Tahunan PPh (1721-A2). Fitur
ini memungkinkan instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menerbitkan bukti
pemotongan secara digital, sehingga meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi
dalam administrasi perpajakan.

Bukti Pemotongan Tahunan PPh (1721-A2) dalam Coretax DJP berfungsi sebagai bukti
resmi bahwa pemotongan pajak telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku. Dengan sistem digitalisasi, risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan,
dan akses terhadap dokumen lebih aman serta terstruktur. Instansi pemerintah
yang bersangkutan memiliki wewenang penuh dalam menerbitkan, mengganti, atau
membatalkan Bukti Pemotongan Tahunan PPh (1721-A2) sesuai ketentuan perpajakan.
Jika terjadi perubahan pejabat yang bertanggung jawab, hak akses dapat dialihkan
kepada pejabat yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Tahunan PPh (1721-A2)

You are currently impersanating user: - | I

@ Cdip o VEVSI‘ 112-build-1958 id-0 v A @ [N - Login terakhin 21January202513:49,55°

Portal Saya - e-Faktur [ENCC Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan -~ Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses ~

BPPU
BPNR
Penyetoran Sendir

Pemotongan Secara Digunggung

btentuan pembulatan di Coretax DIP g
. hitungan SPT, Bukti Potong dan %@Qa
d I BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri iak: =

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir al kurang dari 0,50 (nol koma lima nol),
bilangan tersebut dibulatkan ke bawah;

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap al sama dengan atau lebih dari 0,50
oma lima nol), maka bilangan tersebut

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
A e + & Al atkan ke atas.

Gambar 10.50 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT BP A2

Pilih modul “Ebupot”. Dalam modul eBupot terdiri atas:

« BPPU : Bukti Potong Pajak Unifikasi

« BPNR : Bukti Potong Non Residen

« Bukti Potong Penyetoran Sendiri

« Bukti Pemotongan Secara Digunggung

« Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)

« Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)

» Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A1 (BPA1)
« Bukti Pemotongan Masa Pajak Desember/ Masa Pajak Terakhir A2 (BPA2)
« Bukti Pemotongan Tahunan PPhdengan TER

« Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/ Pemungutan

Untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Tahunan atau di masa pajak terakhir bagi
pegawai tetap:

[1] Pilih modul “eBupot”.
[2] Pilih modul “BP A2 — Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir”.
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o | cdp vEm: T2buid1950 D v A @) I - logn teakhi: 30 luy 2024 000000 (@)

PortalSaya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

I o=x=n
EBUPOT BPA2 NOT ISSUED

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 B Impor data -
Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit e

- 000 -
Telah Terbit
Tidak Valid Masa Pajak Awal T| Masa Pajak Akhir T| Nomor Pemotongan T] Status Statu

Pilih Masa Pajak Awal 3. 4 Pilih Masa Pajak Akhir v Y Pilih Status v

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.51 - TAMPILAN SUBMENU EBUPOT BPA2

[3] Selanjutnya, pilih modul “BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir”.
[4] Klik tombol “Create eBupot BPA2".

Pada halaman ini akan ditampilkan bukti pemotongan tahunan atau masa pajak terakhir
pegawai tetap dengan status sebagai berikut:

« Belum Terbit: Konsep Bukti potong telah dibuat tetapi belum ditandatangan.
« Telah Terbit: Bukti potong telah ditandatangan dan diterbitkan
« Tidak Valid: Bukti potong yang dianggap tidak valid, baik karena diganti/dibatalkan.

EBUPOT BPA2

Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja* Tidak X v
Masa Pajak Awal* Januari 2024 X v
Masa Pajak Akhir* Oktober 2024 X v
Status* NORMAL

NPWP* ] 0

Nt I

Alamat* DUSUN PON NO.56

NIP/NRP* I

Jenis Kelamin*® Pria v
Pangkat/Golongan* 1A

Status PTKP* TK/O X v
Posisi* STAFF

Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X v
Jenis Pajak® PPh Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Jenis Pemotongan* Kurang dari Setahun X v

Gambar 10.52 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN EBUPOT BPA2

Setelah itu akan muncul formulir isian EBUPOT BPAZ2. isikan data pada bagian General
Information (Informasi Umum) sebagai berikut:
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[5] Working for a Second Employer — Apakah pegawai bekerja pada lebih dari satu
pemberi kerja? (Misal: Tidak).

[6] Tax Period Start — Masa Pajak Awal (Misal: Januari 2024).

[7] Tax Period End — Masa Pajak Akhir, yaitu saat pegawai berhenti bekerja atau akhir
tahun (Misal: Oktober 2024).

[8] TIN (Taxpayer Identity Number) — NPWP 16 digit atau NIK pegawai (Misal:
3217122601770007). Setelah TIN diisi, kolom Name (Nama Pegawai) dan
Address (Alamat Pegawai) akan terisi otomatis.

NIPANRP™ I
Jenis Kelamin® Priz ~
Pangkat/Golongan* A

Status PTKP* TK/O X v
Posisi* STAFF

Nama Objek Pajak* Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap X
Jenis Pajak* PPh Pasal 21

Kode Objek Pajak* 21-100-01

Jenis Pemotongan® Kurang dari Setahun @ X v

Gambar 10.53 - PENGISIAN FORMULIR PEMBUATAN EBUPOT BPA2

Lanjutkan pengisian bagian General Information (Informasi Umum) sebagai berikut:
[9] NIP/NRP (Nomor Induk Pegawai) — Misal: 123123123123.

[10] Gender (Jenis Kelamin) — Misal: Pria.

[11] Class/Rank (Golongan PNS) — Misal: Illa.

[12] Status of Exemption (PTKP) — Misal: TK/O.

[13] Position (Jabatan) — Misal: Staff.

[14] Tax Object Name (Nama Objek Pajak) — Misal: Penghasilan yang Diterima atau
Diperoleh Pegawai Tetap. Setelah kolom Tax Object Name diisi, kolom Tax Article
(Pasal PPh) dan Tax Object Code (Kode Objek Pajak) akan terisi otomatis.

[15] Status of Withholding (Status Pemotongan/Pemungutan) — Diisi berdasarkan
periode pemotongan tahunan, misal: Kurang dari Setahun.
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Biaya Jabatan / Biaya Pensiun®

luran terkait Pensiun atau Hari Tua*

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja*

Jumlah Pengurangan

@ 5.000.000

0
0

5.000.000

Gambar 10.54 - PENGISIAN FORMULIR PENGURANG

Pada bagian Pengurang, isi dengan penghasilan yang diterima pegawai sejak Masa
Pajak Awal hingga Masa Pajak Akhir sebagai berikut:

[16] Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun, Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua, Zakat/

Sumbangan Keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui
Pemberi kerja, Jumlah Pengurangan — Misal: 5.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21

Jumlah Penghasilan Neto*

Nomar Bukti Pemotongan BPAT dari Pemberi Kerja Sebelumnya (Apabila ada)

T O

Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya

Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 {Setahun/Disetahunkan)*
Penghasilan Tidak Kena Pajak*

Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan*

PPh Pasal 21 Terutang

PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya™

PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)*

PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong®
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir*
Kap*

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi®

S Save Go to
Submit .
Draft search

m 105.000.000

0
105.000.000
54.000.000
51.000.000
2.550.000
2.550.000

0

2.550.000

0

@ 2.550.000

Please select ~

411121-100

Gambar 10.55 - TAMPILAN BAGIAN PERHITUNGAN PPH TAHUNAN

Pada bagian Perhitungan PPh Tahunan, isi sebagai berikut:

[17] NetIncome (Rp)—-Penghasilan bersih akanterhitung otomatis setelah penghasilan
bruto dikurangi dengan pengurang.

[18] Previous Withholding Slip BPA1/BPA2 Number from Previous Employer (if

any) — Pemotongan PPh masa pajak terakhir (1721 Al atau 1721 A2) dari pemberi

kerja sebelumnya (apabila ada).

[19] Article 21 Income Tax Withheld — PPh Pasal 21 yang telah dipotong sejak Masa

Pajak Awal hingga Masa Pajak Akhir, misal: 2.550.000.
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Perhitungan lainnya akan otomatis terisi. Dalam contoh ini, status pegawai adalah lebih
dipotong, karena PPh tahunannya lebih kecil dibandingkan PPh Pasal 21 yang telah
dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya.

PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan* 2.550.000
PPh Pasal 21 Terutang 2.550.000
PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya™ 0
PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)* 2.550.000
PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong* 0
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir* 2.550.000
KAP* 411121-100

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi* Please select @ N

Save Go to
Draft search

Gambar 10.56 - TAMPILAN PENGISIAN BAGIAN PERHITUNGAN PPH TAHUNAN

Lanjutkan pengisian pada bagian Perhitungan PPh Tahunan sebagai berikut:

[20] ID Place of Business Activity (NITKU) — Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha
(NITKU) jika pemotongan dilakukan oleh cabang. Dalam contoh ini, pilih NPWP
Instansi Pemerintah Induk.

[21] Pilih “Save Draft".
[22] Pilih “Submit”.

You are currently impersonating user: -
o  cdp B v 2ouiatoss oo~ @ I - | oo sk 30 uly 2024 000000 (@)

Portal Saya ~ e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

]
EBUPOT BPA2 NOT ISSUED m m

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 B Impor data~
Masa Pajak Terakhir @

Belum Terbit

Telah Terbit < u a b
Tidak Valid Masa Pajak Awal T] Masa Pajak Akhir 1) Nomor Pemotongan T. Status
% Pilih Masa Pajak Awal ™ Pilih Masa Pajak Akhir b Y Pilih Status >
@ L] @ 7 Januari 2024 Oktaber 2024 diserahkan

Gambar 10.57 - TAMPILAN PENGISIAN BAGIAN PERHITUNGAN PPH TAHUNAN

Setelah semua data Bukti Pemotongan Tahunan PPh selesai dikelola, ikuti cara berikut:

[23] Centang data bukti pemotongan yang akan diposting.

[24] Klik tombol “Terbitkan” untuk memposting bukti pemotongan yang telah
dicentang ke draft SPT.
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Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan® Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatangan* Kode Otorisasi DJP
ID Penandatangan

Kata Sandi Penandatangan

Konfirmasi Tanda

Tangan

Gambar 10.58 - TAMPILAN FORMULIR TANDA TANGAN
Setelah klik “Issue” untuk melakukan posting, Coretax akan meminta tanda tangan
dokumen. Isikan:
[25] Penyedia Penandatangan — misal: Kode Otorisasi DJP.
[26] ID Penandatangan — misal: 3217122601770007.
[27] Kata Sandi Penandatangan

[28] Klik tombol “Konfirmasi Tanda Tangan” untuk menyelesaikan proses
penandatanganan dokumen.

You are currentj |
X
o | cip vefl| Success I Login terakhir: 30 uly 2026 000000 (3

Save data successfully!

Portal Saya - e-Faktur eBupot - SuratPemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~

al Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

]
EBUPOT BPA2 NOT ISSUED

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 B Impor data -
Masa Pajak Terakhir

Belum Terbit

Telah Terbit < n a u =
T Masa Pajak Awal Tl Masa Pajak Akhir 1| Nomor Pemotongan Tl Status
Pilih Masa Pajak Awal v Pilih Masa Pajak Akhir v T Pilih Status N
® 7 Januari 2024 Oktober 2024 diserahkan

Gambar 10.59 - TAMPILAN MODUL BELUM TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN A2 MASA PAJAK TERAKHIR

Setelah diterbitkan akan muncul notifikasi “Data Successfully Issued”.
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You are currently impersonating user. - |
o Cdp vEm; 11.2-build-1954| id-D v A () I - login terakhir 301uly202400:00:ﬂn°

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot -

EIEE e RN VB pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Pencatatan © XML Monitoring

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Dasbor Kompensasi
Masa Pajak Terakhir

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT
Belum Terbit

A , 000
| Telah Terbit H

Tidak Valid Masa Pajak Awal T Masa Pajak Akhir T] MNomor Pemotongan T] Status Staty
Pilih Masa Pajak Awal -4 Pilih Masa Pajak Akhir v Y Pilih Status b ¢

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.60 - TAMPILAN MODUL TELAH TERBIT PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN A2 MASA PAJAK TERAKHIR

Data Bukti Pemotongan selain pegawai tetap yang berhasil diposting akan berpindah
dari daftar eBUPOT BPA2 pada modul “Belum Terbit” ke modul “Telah Terbit”.
Kemudian terdapat modul untuk Download BP A2 yang memungkinkan pengguna
mengunduh bukti pemotongan yang telah diterbitkan.
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Pembuatan SPT Masa

PENJELASAN UMUM

Salah satu bukti pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 21/26 adalah
melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Coretax DJP telah menyediakan fitur
untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang memungkinkan. Instansi
Pemerintah untuk menyusun, menghitung, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26
secara lebih efisien dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan sistem digitalisasi Coretax DJP, pelaporan SPT menjadi lebih transparan dan
minim risiko kesalahan pencatatan. Data yang dimasukkan akan divalidasi secara
otomatis, sehingga informasi yang disajikan validitasnya terjaga. Selain itu, sistem ini
juga memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses dalam
pembuatan dan pengelolaan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang dapat mengakses data
tersebut.
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Tata Cara Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21/26

You are currently impersonating user. - | —
@ cdip VEI'S\: 1.1.2-build-1954 id-D v A () I - Login terakhin somlyzozwu:oo;uuo

Portal saya - e-Faktur eBupot -

Surat Pemberitahuan (SPT) 1 nbayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak -~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

@ XML Monitoring

Pencatatan

BP A2 - Bukti Pemotongan A2
Masa Pajak Terakhir

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Belum Terbit

- 000 -
Telah Terbit

Tidak Valid Masa Pajak Awal T| Masa Pajak Akhir 1] Nomor Pemotongan {| Status Statu

Pilih Masa Pajak Awal A4 Pilih Masa Pajak Akhir v Y Pilih Status hd

Tidak ada data yang ditemukan.
Gambar 10.61 - TAMPILAN LANGKAH AWAL MEMBUAT SPT MASA PPH PASAL 21/26

Proses pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21 mengikuti langkah-langkah serupa dengan
pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) pada umumnya, yaitu:

[1] Masuk ke modul “Surat Pemberitahuan (SPT)".
[2]  Pilih modul “Surat Pemberitahuan (SPT)".

>

o cop Versl: 112-builg-1954 161D v (A (D) NN\ logintekhir 30 july 2024000000 ()

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran ~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

_ - g
- -

Surat Pemberitahuan (SPT) ' SPT Belum Disampaikan

Konsep SPT e

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan Bo Buat Konsep SPT o
SPT Ditolak C a a =

SPT Dibatalkan

Jenis Pajak 1| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak T| Masa Pajak T| NoOP
Pilih Jenis Pajak v Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak Pilih Masa Pajak ™
Z PPN SPT Masa PPN September 2024
&7 PPN SPT Masa PPN Agustus 2024
&z PPN SPT Masa PPN Juli 2024
& PPN SPT Masa PPN Juni 2024
4 PPN SPT Masa PPN Juni 2024

Gambar 10.62 - TAMPILAN LANGKAH AWAL MEMBUAT SPT MASA PPH PASAL 21/26

[3] Selanjutnya, pilih modul “Konsep SPT".
[4] Klik tombol “Buat Konsep SPT".
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Pada halaman ini akan ditampilkan SPT Masa yang sudah pernah dibuat oleh Instansi

Pemerintah yang bersangkutan meliputi:

« Konsep SPT: konsep SPT yang masih belum selesai dibuat.

« SPT Menunggu Pembayaran: SPT yang sudah selesai dibuat tapi belum dibayar.

« SPT Dilaporkan: SPT yang sudah selesai dibuat dan dibayar.
« SPT Ditolak: SPT yang ditolak.

« SPT Dibatalkan: SPT yang dibatalkan.

@ | cop B vers 1120954 0 v 4 @ N - o i 30y 2024 000000 ()

Portal Saya ~ e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

_ e

Surat Pemberitahuan (SPT)

1

Pilih Jenis Pajak

Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan
SPT Dilaporkan
PPN PPN Bagi PKP yang PPh Badan
Menggunakan Pedoman
SPT Ditolak . Penghitungan
R 1 Pengkreditan Pajak
SPT Dibatalkan | / Masukan
PPh Pasal 21/26 e PPh Pasal 25 bagi PPh Pasal 25 bagi Bank
BUMN/BUMD
PPh Unifikasi

Gambar 10.63 - TAMPILAN LANGKAH 1 PILIH JENIS SPT YANG AKAN DILAPORKAN
Secara umum langkah pembuatan SPT meliputi langkah:
 Pilih Jenis Pajak
« Pilih periode pelaporan SPT

e Pilih Jenis SPT

PPh Final Pengungkapan
Harta Bersih

PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak Masuk Bursa atau
Wajib Pajak Lainnya

(6]

Langkah 1: Pilih Jenis SPT yang akan dilaporkan. Untuk membuat SPT PPh Pasal 21,

ikuti langkah berikut:

[5] Pilih modul “PPh Pasal 21/26".
[6] Klik tombol “Lanjut”.
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You are currently impersonating user: - | [
® | cow B =i 112vigiose w0 v n @ I | o s 30 uy 2024000000 (@)

Portal Saya ~ kiur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Buat Konsep SPT

2
Surat Pemberitahuan (SPT)

pilih periode pelaporan SPT
Konsep SPT
SPIiMentingnu;Rem Bayaran Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

SPT Dilaporkan

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Pasal 21/26
SPT Ditolak Periode dan Tahun Pajak * o
SPT Dibatalkan Januari 2025 X

Sa e 0 m=m

Gambar 10.64 - TAMPILAN LANGKAH 2 PILIH PERIODE PELAPORAN SPT

Langkah 2: Pilih Periode Pelaporan SPT

[7]1  Pilih “Periode dan Tahun Pajak”, misal: Januari 2025.
[8] Klik tombol “Lanjut”.

You are currently impersonating user: - | I
o cdp B e v2nigioss ian v A @ I - ocin ki 30 uly 2024 000000 ()

Portal Saya ~ kiur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Buat Konsep SPT

2 3
Surat Pemberitahuan (SPT)
Pilih Jenis SPT

Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran Langkah 3. pilih Jenis SPT
SPT Dilaporkan Jenis Surat Pemberitahuan Pajzk : SPT Masa PPh Pasal 21/26

periode dan Tahun Pajak : Januari 2025
SPT Ditolak

Model SPT*
SPT Dibatalkan

[ Normal X

Kembali @ B Buat Konsep SPT

Gambar 10.65 - TAMPILAN LANGKAH 3 PILIH JENIS SPT

Langkah 3: Pilih Jenis SPT

[9] Pilih “Model SPT”, misal: Normal
[10] Klik tombol “Buat Konsep SPT".
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You are currently impersonating user: - | I
o Cdp B ves: 112000195 i@p v 4 @ I - Logi ki 30y 2024000000 (§)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

_ = e

B = SPT Belum Disampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT) “ml e ' P
Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan B> Buat Konsep SPT
SPT Ditolak & a a ¥

SPT Dibatalkan

Jenis Pajak T| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak T] Masa Pajak 1| NOP
Pilih Jenis Pajak Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak v Pilih Masa Pajak ™
0 z PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari 2025

Gambar 10.66 - TAMPILAN TABEL/DAFTAR SPT BELUM DISAMPAIKAN PADA MODUL KOSNSEP SPT

SPT Masa yang berhasil dibuat akan muncul dalam tabel/daftar SPT Belum
Disampaikan pada modul “Konsep SPT". Selanjutnya:

[11] Klik ikon “Pensil” untuk melihat dan melengkapi data SPT Masa atau Klik ikon
“Delete” untuk menghapus SPT Masa.

You are currently impersonating user: - | I

® cdp B s ti2biaioss i v A @ N - Logiterskhi 30 iy 2024 00:0000 ()

Portal Saya - e-Faklur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-1A L-1B L-t L @

v HEADER

Periode Pajak Bulan 1

Periode Pajak Tahun 2025

Status. Normal v
v A.IDENTITAS PEMOTONG @

1NPWE I
2.Nama T
3. Alamat

4 Nomer Teepon —

Gambar 10.67 - TAMPILAN POTONGAN PPH PASA 21/26

Secara umum langkah pembuatan SPT meliputi langkah:

« Halaman Utama: Berisi Induk, Identitas Pemotong, Resume PPh Pasal 21, Resume
PPh Pasal 26, Deklarasi, dan Tanda Tangan.

« Lampiran L-IA: Daftar pemotongan bulanan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap,
Pensiunan, PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, serta pensiunannya yang menerima
uang terkait pensiun secara berkala.
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« Lampiran L-IB: Daftar pemotongan PPh Pasal 21 untuk kelompok yang sama
seperti Lampiran L-IA, khusus untuk masa pajak terakhir.

« Lampiran L-II: Daftar pemotongan PPh Pasal 21 satu tahun pajak atau bagian
tahun pajak bagi Pegawai Tetap, Pensiunan, PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, serta
pensiunannya yang menerima uang terkait pensiun secara berkala.

« Lampiran L-III: Daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 bagi penerima penghasilan
selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara
berkala.

Data berikut akan terisi secara otomatis:

[12] Induk.
[13] Identitas Pemotong.

' B.PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIPOTONG

NO. URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rg)

i PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMCTONGAN 411121-100

2 PENYERAHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DARI PERICDE PAJAK SEBELUNMNYA 0

3 PEMEAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN SP2D (HANYA UNTUK INSTANSI PEMERINTAH] 0
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LESIH BAYAR) (1-2-3) (Setiap Kelebihan Pembayaran akan Diteruskan) 0
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DIEAYAR PADA SPT YANG DIPEREAIKI 0
3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG KURANG BAYAR (LESIH BAYAR) AKIBAT PERBAIKAN (4-5) (Setiap Kelebinan Pembayaran akan Diteruskan) 0
I1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
NO. URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)
1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 411121100 @ 0

Gambar 10.68 - TAMPILAN DATA PPH PASAL 21 YANG PERLU DILENGKAPI

Data PPh Pasal 21 yang dipotong sebagian akan terisi otomatis berdasarkan bukti
potong yang telah dibuat sebelumnya. Namun, beberapa data masih perlu dilengkapi,
yaitu:

[14] Pembayaran PPh Pasal 21 yang dipotong dan dibayarkan selain dengan

mekanisme LS.

[15] Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D.
[16] PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
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Catatan untuk Poin [15] mengenai Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D

+ Kolom ini akan dikunci dan terisi otomatis berdasarkan data SP2D yang sudah ada
(khusus Instansi Pemerintah Pusat).

Selain itu, terdapat perbedaan dalam terminologi LS (SP2D) antara Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Pusat:

« Semua pembayaran LS yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diperlakukan
sebagai pembayaran UP. Oleh karena itu, bendahara Pemerintah Daerah tidak
perlu mengisi kolom ini.

Catatan untuk Poin [16] mengenai PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

e PPh Pasal 21 DTP yang diisikan dalam kolom ini tidak termasuk angka PPh Pasal 21
DTP yang berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2010.

™ C ARTICLE 26 INCOME TAX
1. ARTICLE 26 INCOME TAX WITHHELD

NO URAIAN KAP-KIS JUMLAH (Rp)

Ol

NO URAIAN KAP-KJS JUMLAH (Rp)

[18]] |

Gambar 10.69 - TAMPILAN DATA PPH PASAL 26 YANG PERLU DILENGKAPI

Data PPh Pasal 26 yang dipotong sebagian akan terisi otomatis berdasarkan bukti
potong yang telah dibuat sebelumnya. Akan tetapi, beberapa data masih perlu
dilengkapi yaitu:

[17] Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D.

[18] Pembayaran PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah.
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You are currently impersonating user - | I

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk : L-1A : L-1B L-t L

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT
PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NPwP I

MASA PAJAK (MM-YYYY) 01-2005

Gambar 10.70 - TAMPILAN TAB LAMPIRAN L-IA

Buka tab “Lampiran L-IA".

LST-1A

- 200 -
"o NOMOR BUKTI POTONG ~ TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (d T o PENGHASILAN BRUTO (Rp;
i it d-mm-yyyy) Tl |

Y ¥ v E v g

Nik/NPWP L NAMA Tl

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK

JUMLAH PENDAPATZ

JUMLAH TOTAL PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEME

Gambar 10.71 - TAMPILAN LIST-IA DAN DATA BUPOT PPH BULANAN PEGAWAI

Data bukti pemotongan PPh bulanan pegawai tetap yang telah dibuat untuk satu masa
pajak dapat dilihat pada tabel “LIST-IA".

You are currently impersonating user: - | G

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk L-1A : L-1B : L-n L-l

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN
SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA UNTUK MASA PAJAK TERAKHIR

HEADER

MASA PAJAK (MM-YYYY) 01-2025

Gambar 10.72 - TAMPILAN TAB LAMPIRAN L-1B
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Buka tab “Lampiran L-IB".

UST-1B

I
BPAI

- 900 -
PENGHASILAN BRUTO (Rp) PAJAK PENGHASILAN (F
T T

NOMOR BUKTIPOTONG  TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (d
NO. Nik/NPwP TL NAMA TL KODE OBJEK PAJAK TL
i d-mm-yyyy) TL

v ¥ v E 4

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.73 - TAMPILAN DATA BUKTI PEMOTONGAN TAHUNAN PPH (1721 A1/A2)

Pada bagian “BPA1” akan menampilkan data bukti pemotongan tahunan PPh (1721
Al/A2) yang telah dibuat sebelumnya.

BPA2

- 39008 -
1D TEMPAT KEGl

KODE OBJEK PAJAK T PENGHASILAN BRUTO (Rp) 1] PAJAK PENGHASILAN (Rp) 1| FASILITAS PERPAJAKAN 1) NEGARA ] HA 1L
v v Y TAS PERPAJAKAN v v
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH [ ] [ ]
o P !
JUMLAH PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG ¢ ] I |

JUMLAH TOTAL PENDAPATAN KOTOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Menampilkan 0 sampai 0 dari Qentri | & < {3 » 0 v

e

Gambar 10.74 - TAMPILAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN PADA MASA PAJAK TERAKHIR DAN PPH
Pada bagian “BPA2" akan menampilkan data bukti pemotongan tahunan PPh (1721
A2) yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, akan terdapat perhitungan mengenai:

« Penghasilan pada masa pajak terakhir.

« PPh Kurang/Lebih Bayar berdasarkan bukti pemotongan 1721 A1/A2.
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You are currently impersonating user: - S

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk  L-IA LBy Ly Ll

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN
PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

HEADER

NEWE L

MASA PAJAK (MM-YYYY) 01-2025

Gambar 10.75 - TAMPILAN TAB LAMPIRAN L-II

Buka tab “LAMPIRAN L-II".

usT-n

BPAT
1

° n n .
- NOMOR BUKTIPOTONG  TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN {d PENGHASILAN BRUTO (Rp)  PAJAK PENGHASILAN (F

u dmmeyyw) 1L KO CRRRTA NG n I

Y Y Y E g v Y

Nik/NPWP TL Nama 1L

Tidak ada data yang ditemukan.
Gambar 10.76 - TAMPILAN BPAL

Pada bagian “BPA1” akan menampilkan data bukti pemotongan tahunan PPh (1721
Al) yang telah dibuat sebelumnya.

BPAZ

- 300 -
NO.

NIK/NPWP 7 NAMA 1 NOMOR BUKTIPOTONG  TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN {(d PENGHASILA:;BKIJTO (Rp)  PAJAK PEMGI;?EII.AN @

B KODE OBJEK PAJAK 1]

v 7 Y E W 7 g

Ticak ada data yang ditemukan.

Gambar 10.77 - TAMPILAN BPA2 DAN DAFTAR BUKTI POTONG 1721-A2

Pada "BPA2" terdapat data mengenai daftar bukti potong 1721-A2. Kolom-kolom
yang tercantum dalam bagian ini meliputi:

« Identitas NIK/NPWP

« Nama

« Nomor Bukti Pemotongan (Bupot)

« Tanggal Bukti Pemotongan (1721-A2)

Buku Manual | e-Bupot 21/26 Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah | 220



CwRE

Setelah itu, gulir ke kanan untuk melihat tambahan data yang meliputi:
« Penghasilan Bruto Setahun

« PPh Setahun
« Masa Pajak Perolehan Penghasilan

« ID Tempat Kegiatan Usaha

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Induk  L-IA LB LIl : L :

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

HEADER

NEWP 1

MASA PAJAK (MM-YYYY) @1-2025

Gambar 10.78 - TAMPILAN TAB LAMPIRAN L-III

Buka tab “Lampiran L-III".

ST

8p21

- 200 -

NO. O 1 e 1 NOMOR BUKTI POTONG  TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (d

d-mm-yyyy) Tl

KODE OBJEK PAJAK TL OBJEK PAJAK

JUMLAH PENDAPATAN KOTOR UNTUK PASAL 21 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERIN

JUMLAH UNTUK PASAL 21 DAN PENDAPATAN KOTOR PASAL 21 SERTA PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTC

Menampilkan 0 sampai 0 dari D entri | & < > » 0 v

Gambar 10.79 - TAMPILAN DATA BUKTI PEMOTONGAN PPH PASA 21

Pada bagian “BP21" akan menampilkan data bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk
wajib pajak selain pegawai tetap yang telah dibuat sebelumnya.
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BP26

- 2080 -

NO. NIK/NPWP T) NAMA Tl JENIS PAIAK 11 NOMOR BUKTI POTONG ~ TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN (d

d-mm-yyyy) Tl

KODE OBJEK PAJAK T. OBJEK PAJAK

Gambar 10.80 - TAMPILAN DATA BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 26

Pada bagian “BP26"” akan menampilkan data bukti pemotongan PPh Pasal 26 untuk
wajib pajak selain pegawai tetap yang telah dibuat sebelumnya. Setelah melakukan
pengecekan pada setiap lampiran, kembali ke halaman induk untuk menandatangani
dokumen.

~ D.PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

@ EDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-
lengkap dan jelas.

si sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berit di atas beserta lampil adalah benar,

DITANDATANGANI OLEH @o Taxpayer
@ Representative
NAMA I

KODEGR

Gambar 10.81 - TAMPILAN DATA BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 26

Pada bagian Declaration and Signature (Deklarasi dan Tanda Tangan) , lakukan
langkah berikut:

Pada bagian Declaration and Signature (Deklarasi dan Tanda Tangan) , lakukan
langkah berikut:
[19] Centang pernyataan sebagai bentuk persetujuan.

[20] Pilih status penandatangan, apakah sebagai Taxpayer (Wajib Pajak) atau
Representative (Kuasa/Wakil).

[21] Nama akan otomatis terisi sesuai dengan user yang sedang aktif.
[22] Klik “Simpan Konsep”.
[23] Untuk mengakhiri proses pembuatan SPT Masa, klik “Bayar dan Lapor”.
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You are currently impersonating user: - |
o  Cdp Ver.sl: L2954 WD v A @ I - Login terakhi: 30 uly 2024 00:00:00 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya Pertukaran informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

Surat Pemberitahuan (SPT) ° == SPT yang DISGMPEII(BII

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

1 ) 1
| SPT Dilaporkan c o Buat Konsep SPT
SPT Ditolak
- 000 -

SPT Dibatalkan

Jenis Pajak Jenis Surat Pemberitahuan Pajak Masa Pajak 1] NOP
Pilih Jenis Pajak ™ Pilin Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ™ Pilih Masa Pajak ™
=T 1
L@ ) PPhBadan SPT PPh Badan Rupiah Januari 2021
o B  renrasai 216 SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2021
o@E -~ SPT Masa PPN Desember 2021

Gambar 10.82 - TAMPILAN SPT YANG DILAPORKAN

SPT Masa PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan akan tersampaikan secara otomatis
tanpa perlu menginput kode NTPN. Setelah pembayaran berhasil, statusnya akan
berpindah dari “Daftar SPT menunggu Pembayaran” ke “Daftar SPT Dilaporkan”.

+ Klik icon mata untuk melihat data SPT Masa PPh Pasal 21
+ Klik icon unduh untuk mengunduh formulir induk SPT Masa PPh Pasal 21

* Klik icon dokumen untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik SPT Masa
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11. Layanan
Perpajakan
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Gambaran
Umum

Gambaran Umum

Layanan Perpajakan merupakan sarana yang dirancang untuk memberikan edukasi,
menyediakan informasi, menangani aduan serta apresiasi, dan mendukung pemenuhan
kewajiban perpajakan. Selain itu, layanan ini mencakup berbagai aspek administratif
yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
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Untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses, pengembangan proses bisnis
layanan perpajakan mencakup:

a.

Penyederhanaan proses bisnis dengan menggabungkan fungsi edukasi dan
administratif dalam satu sistem yang lebih efisien.

Pemanfaatan Customer Relationship Management (CRM) untuk mengelola
interaksi antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penggunaan akun wajib pajak (Taxpayer Portal) sebagai sarana utama untuk
mengakses informasi perpajakan.

Penerapan Compliance Risk Management (CRM) untuk membuat segmentasi
layanan perpajakan.

Penggunaan Document Management System (DMS) untuk penyimpanan
dokumen perpajakan dan mendukung otorisasi digital.

Pemanfaatan database terpusat guna meningkatkan efisiensi perencanaan layanan
perpajakan.

Penerapan Business Intelligence untuk merancang edukasi perpajakan yang lebih
komprehensif dan tepat sasaran.

Peningkatan peran contact center dan layanan online untuk memberikan akses
layanan yang lebih cepat dan responsif.

Pengenalan Modul

o Cdp \/e-m 1.12-build-1942 id-D g’@ V| Login terakhir: . 13-4341@

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar WEELERRVEVI:NETEISAE Manajemen Akses ™  Pertukaran Informasi Perpajakan ~

E Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak Layanan Administrasi & Unduh Tampilan 360 Derajat
Layanan Permintaan Informasi Perpajakan »

Informasi Detail Profil  Daftar Kode Biling Belum Dibayar  Saldo Saat Ini gl s Aktif  Fasilitas Aktif

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi »

Ihtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum Nama Layanan Edukasi Perpajakan 4
Nomor Pokok Wajib X X
Alamat Pajak Riwayat Edukasi
ail Kont Kegiatan Utama
Detal Kontak Pengetahuan Dasar Perpajakan
Jenis Wajib Pajak
Pihak Terkait
Kategori Institusi
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pem:
(PEE) Status NPWP Aktif
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Tanggal Terdaftar : Kontak Utama
Detail Bank Tanggal Aktivasi Nomor Telepon
Seluler
Data Unit Keluarga ena Paial Email
Tanggal
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit angga )
Pengukuhan et o
Nomor Identifikasi Eksternal Pengusaha Kena Klasifikasi Lapangan Usaha Utama
Pajak
Jenis Pajak Kantor Wilayah
Wakil/Kuasa Saya Direktorat Jenderal
Pajak
Waiib Pajak yang Diwakili Kantor Pelayanan

Gambar 11.1 - TAMPILAN MODUL SPT YANG DILAPORKAN
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Proses bisnis layanan perpajakan tercermin dalam modul Layanan Wajib Pajak, yang
terdiri dari lima submenu utama, yaitu:

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

Layanan administrasi (Administrative Services);

Layanan permintaan informasi perpajakan (General Inquiry);

Layanan pengaduan, saran, dan apresiasi (Complaints, Suggestion and

Appreciations);

Layanan edukasi perpajakan (Education Services);

Pengetahuan dasar perpajakan (Basic Knowledge of Taxation).

Deskripsi Umum

Modul

Deskripsi

.. . . . Mencakup penerimaan pemberitahuan serta pengelolaan permohonan
Layanan Administrasi (Administrative S . . . . .
1. Services) dari wajib pajak/bukan wajib pajak terkait penerbitan produk hukum atau
laporan administrasi.
M iakan | | ji jak/buk
Layanan Permintaan Informasi ef]yedl.a an layanan dalam penanganan perta.nyaan wajib pajak/bu an.
2. . ;i wajib pajak dalam bentuk permohonan Konsultasi, Penegasan, atau Eskalasi
Perpajakan (General Inquiry) . . . .
informasi terkait perpajakan.
Layanan Pengaduan, Saran, dan Fasilitas untuk menyampaikan pengaduan terkait Pelayanan Pajak, Kode Etik
3. Apresiasi (Complaints, Suggestions, and | dan Disiplin Pegawai, Pengaduan Tindak Pidana Perpajakan, serta Saran Dan
Appreciations) Apresiasi terhadap layanan yang diberikan.
Layanan Edukasi Perpajakan Bertujuan meningkatkan pemaha.man,.kesadare.m, dan k.epat'uhan perpa‘jakan
4. . . secara sukarela dengan memberikan informasi serta bimbingan terkait hak
(Education Services) . .
dan kewajiban perpajakan.
. [ penstahan s prptan s S Kot sk g i v s st
' Knowledge of Taxation) . 9 9 peny pa) gp )
perpajakan

Tabel 11.1 -TABEL LAYANAN ADMINISTRASI

| Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah
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Layanan

PENJELASAN UMUM
A. Sekilas Layanan Administrasi

Layanan Administrasi merupakanlayanan penerimaan pemberitahuan, pemrosesan
pengajuan permohonan (wajib pajak/non-wajib pajak), penerbitan produk hukum,
atau penerimaan laporan produk layanan administratif. Proses ini mengakomodir
wajib pajak/pihak yang berwenang untuk dapat mengirimkan permohonan melalui
saluran online (melalui portal DJP, saluran lain yang terintegrasi dengan sistem
Direktorat Jenderal Pajak, atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak), telepon, Tempat Pelayanan Terpadu (KPP, Kanwil, surat, dan lain-
lain), atau saluran lainnya.
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Sebagian besar layanan administratif yang ada dalam Coretax Administration System
(CTAS) diproses secara otomatis oleh sistem. Namun, ada juga sebagian layanan
yang diselesaikan melalui proses back office pegawai pajak.

Setiap output/produk hukum yang dihasilkan dari permohonan wajib pajak akan
dikirim melalui email atau disematkan di Akun Wajib Pajak.

B. Panduan dan Penjelasan Permohonan Layanan Administrasi

Berikut ini merupakan panduan dan penjelasan terkait tata cara pengajuan
permohonan layanan administrasi secara online melalui Coretax.

Login

1D Pengguna
|

Kata Sandi

(< I~

Masuk ke laman Coretax

CwRE

Pemilihan Bahasa ' o re

ER - I
' ) Administration

Lupa Kata Sandi?

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

Login

Pengguna Baru? Daftar disini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

@ Cdip i @
Gambar 11.2 - LAMAN LOGIN CORETAX
Isikan ID Pengguna berupa NIK/ NPWP 16 digit

masukkan kata sandi (password)

Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa
Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

masukkan kode keamanan (captcha)

klik tombol Login
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Selanjutnya akan disajikan dashboard Coretax sebagai berikut:

@ |_,djp Versi: 1.1.2-build-1943 id-ID v ‘m@ ' Login terakhir: 06 March 2025 20:02:17 @

Portal Saya = e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran - BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)
Gambar 11.3 - TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

« Impersonating ke akun yang diwakili.

Dalam hal pengajuan layanan untuk kepentingan pihak yang diwakili/dikuasakan,
silakan lakukan impersonating terlebih dahulu ke akun pihak yang dikuasakan/
diwakili dengan cara memilih nama Taxpayers dimaksud.

o Cdip Versi 112 buid 1942 @10~ FEE@ | Loginteratir: 06 March 2025 200217 @)

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjj A« viame

( )

Gambar 11.4 - TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

« Pilih modul Layanan Wajib Pajak (Taxpayer Services) [1] Layanan
Administrasi (Administrative Services) [2]

o Cdpp i V' Loginterakhir. 18 February 2025 16:39:0 (@)

Layanan Pengadusn, dan Apresiasi ) |  Permohonan Dalam Proses

permohonan Telah Selesai

Layanan Edukasi Perpajakan »

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.5 - TAMPILAN SUBMENU LAYANAN ADMINISTRAS

di dalam modul Layanan Administrasi, terdapat 5 (lima) submenu, yaitu sebagai

berikut:
Submenu Deskripsi
A Buat Permohonan Layanan Digunakan untuk membuat dan mengirimkan permohonan perpajakan

Administrasi (Create Administrative secara elektronik.
Services Request)

B. Permohonan Belum Disampaikan Menampilkan daftar permohonan yang telah dibuat namun belum
(Service Requests Not Submitted) dikirimkan.

C. Permohonan Dalam Proses (Service Menampilkan daftar permohonan yang sedang dalam proses penelitian
Requests in Progress) petugas.

D. Permohonan Telah Selesai (Service Menampilkan daftar permohonan yang telah selesai diproses.
Requests Processed)

E. Daftar Fasilitas Saya (Facility Register) | Menampilkan daftar dokumen fasilitas perpajakan yang telah dimiliki

Wajib Pajak.

Tabel 11.2 - DESKRIPSI SUBMENU LAYANAN ADMINISTRASI

Buku Manual | Layanan Perpajakan Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah |

230



CwRE

C. Modul Layanan Administrasi

1. Buat Layanan Administrasi (Create Administrative Service Request)

a. Untuk mengajukan permohonan layanan administrasi, pilih  modul
Layanan Wajib Pajak (Taxpayer Services) [1] Layanan Administrasi
(Administrative Services) [2] Buat Permohonan Layanan Administrasi
(Create Administrative Services Request) [3].

You are currently impersonating user: - | NAMA0717166367077000 0717166367077000

o Cdp o B vesi tr2buid19a3 a0~ (FRE | 0717166670700 NAMAOTITIGEI67077000 | Loginterakbi: 18 February 2025 16:39:10 (@)

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran -

Gambar 11.6 - TAMPILAN SUBMENU BUAT PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

b. Pilih Wakil Instansi Pemerintah yang akan mengajukan permohonan layanan
Administrasi dengan cara menginput Nomor Penunjukan Wakil/Kuasa atau
dengan menekan ikon pencarian [4] kemudian klik ikon Pilih [5] pada
Wakil/Kuasa yang sesuai.

Pencarian Janji Temu

- 000 ~

Nemer Penunjukan 1| Nomor Dokumen 1| NPWP T} Nama Wajib Pajak 1| NPWP/NIK Wakil/Kuasa 1|

Gambar 11.7 - TAMPILAN PEMILIHAN WAKIL/KUASA

c. Selanjutnya akan ditampilkan kolom-kolom isian terkait permohonan
yang akan diajukan. Wajib pajak diminta untuk memilih kategori layanan
perpajakan yang dibutuhkan beserta informasi tambahan terkait layanan
tersebut.

Berikut adalah daftar jenis dan subjenis layanan perpajakan yang tersedia.

Submenu

1 . AS.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF)
AS.01 Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan

AS.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak
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AS.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF)

AS.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak

AS.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
(Validasi SSP PPh atas PHTB) - otomatis

AS.01-03A Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
(Validasi SSP PPh atas PHTB) - manual

AS.01-04 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan
(Validasi SSP PPh atas PHTB) — oleh Notaris

AS.01-05 Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon
Kepala Daerah

AS.01-07 Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/
atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB)

AS.01-07A  Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti
Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas
Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) — Oleh Notaris/PPAT

AS.01-08 Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan
Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/
atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB)

AS.01-08A Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti
Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas
Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) - oleh Notaris/PPAT

AS.03 Surat Keterangan Domisili

AS.03-01 Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN)

AS.03-02 Permohonan Pengesahan Formulir Khusus

AS.03-03 Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN)

AS.04 Pemberitahuan Penggunaan
NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas

AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto (NPPN)

AS.04-02 Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas

AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain

AS.05-01 Pemberitahuan Besaran Tertentu untuk Memungut dan
Menyetorkan PPN Terutang atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

AS.05-02 Pemberitahuan DPP Harga Jual

AS.06 Surat Keterangan Memenubhi
Kriteria  Sebagai ~ Wajib  Pajak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2022 (S-KET PP55)

AS.06-01 Pemberian Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib
Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

AS.06-02 Surat Pemberitahuan Memilih Dikenakan PPh Berdasarkan
Ketentuan Umum
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6. AS.07 Surat Keterangan Pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah AS.07-01 Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah
Pabean di Dalam Daerah Pabean Pabean di dalam Daerah Pabean (SKJLN)
(SKJLN)

AS.08-01 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT
AS.08 Pemberitahuan Perpanjangan | Tahunan

7.
Jangka Waktu Penyampaian SPT ) )
AS.08-02 Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPOP
AS.09 Penetapan Wajib Pajak (WP) | AS.09-01 Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
8. Kriteria Tertentu dan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) Risiko Rendah AS.09-02 Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
AS.10-01 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan
9 AS.10 Penilaian Kembali Aktiva Tetap | Perpajakan

Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan | AS.10-02 Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

AS.11-01 Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk

AS.11 Penetapan Kelompok Harta Keperluan Penyusutan

10. | Berwujud Bukan Bangunan Untuk
Keperluan Penyusutan

AS.11-02 Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk
Keperluan Penyusutan dalam Bidang Usaha Tertentu

AS.12 Penetapan Atas Saat Mulainya
Penyusutan Harta Berwujud Yang
11. | Dapat Dilakukan Pada Bulan
Digunakan atau Bulan Mulai
Menghasilkan

AS.12-01 Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang
dapat dilakukan pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

AS.13-01 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta
dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan
Usaha

AS.13-02 Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan
efektif atas Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (Initial
Public Offering)

AS.13-03 Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu untuk Membubarkan
Kegiatan Usaha

AS.13 Penggunaan Nilai Buku Atas
Pengalihan Dan Perolehan Harta
12. | Dalam Rangka Penggabungan,
Peleburan, Pemekaran, Atau
Pengambilalihan Usaha

AS.13-04 Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan
Efisiensi Perusahaan

AS.14-01 Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa
Inggris dan Mata Uang Rupiah

AS.14-02 Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa
Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat

AS.14-03 Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan
Mata Uang Dollar Amerika Serikat

AS.14-04 Pemberitahuan Tidak Memanfaatkan Izin Menyelenggarakan

AS.14 Izin Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau
13 | Pembukuan Dalam Bahasa Inggris Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
" | dan Mata Uang Dollar Amerika

AS.14-05 Permintaan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan/
Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau
Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang
Dollar Amerika Serikat, atau Permintaan Izin Menyelenggarakan Pembukuan
dalam Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah

Serikat

AS.14-06 Permintaan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan
Pembukuan/Pencatatan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Rupiah atau
Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang
Dollar Amerika Serikat
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AS.14-08 Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan
Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
untuk Wajib Pajak yang Memiliki Perjanjian dengan Pemerintah

14.

AS.15 Metode Perubahan
Pembukuan/Tahun Buku

AS.15-01 Permintaan Perubahan Metode Pembukuan pada Tahun Pertama

AS.15-02 Pengajuan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak pada Tahun
Pertama

AS.15-03 Permintaan Perubahan Metode Pembukuan pada Tahun Kedua
dan Selanjutnya

AS.15-04 Pengakuan Perubahan Tahun Buku pada Tahun Kedua dan
Selanjutnya

15.

AS.16 Izin Pembubuhan Tanda

Bea Meterai Lunas dengan Mesin
Teraan, Komputerisasi, dan Teknologi
Percetakan

AS.16-01 Izin Pembuatan Meterai Teraan

AS.16-02 Pembetulan Izin Pembuatan Meterai Teraan Berdasarkan
Permohonan Wajib Pajak

AS.16-03 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Teraan Berdasarkan
Permohonan Wajib Pajak

AS.16-05 Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi

AS.16-06 Laporan Pembuatan Meterai Percetakan

AS.16-08 Izin Pembuatan Meterai Percetakan

AS.16-09 Laporan Bulanan Pembubuhan Meterai Penuh dengan Teknologi
Percetakan

AS.16-11 Buka Kunci Mesin Teraan Meterai Digital

AS.16-12 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi Berdasarkan
Permohonan Wajib Pajak

AS.16-13 Permohonan Penambahan Deposit Mesin Teraan Meterai

16.

AS.17 Surat Keterangan Tidak
Dipungut (SKTD)

AS.17-01 Surat Keterangan Tidak Dipungut untuk Setiap Impor/Penyerahan

AS.17-02 Permohonan Penggantian SKTD PPN

AS.17-03 Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan
(RKIP)

AS.17-04 Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan

17.

AS.18 Pengurangan Angsuran PPh
Pasal 25

AS.18-01 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

AS.18-02 Tanggapan Wajib Pajak atas Pemberitahuan Dinamisasi Angsuran
PPh Pasal 25

18.

AS.19 Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan (SKB PPh)

AS.19-01 SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain Impor, Pasal 22 Impor/PPh Pasal
23

AS.19-02 SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang
Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas untuk Tujuan Ekspor

AS.19-03 Laporan Realisasi Ekspor/Impor dan Pernyataan Detail Berat Emas
Batangan/Perhiasan Emas

AS.19-04 SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau
Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri
Keuangan atau OJK
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AS.19-05 SKB PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan
Atau Bangunan

AS.20 Angsuran/ Penundaan

19. Ketetapan Pajak AS.20-01 Permohonan Pengangsuran Pembayaran Ketetapan Pajak
AS.21-01 Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
AS.21 Angsuran/ Penundaan PPh
20.
Pasal 29
AS.21-02 Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29
AS.22 Pengenaan PPh Hanya Atas
21 Penghasilan Yang Diterima atau AS.22-01 Pengenaan PPh Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau
" | Diperoleh Dari Indonesia Oleh WNA | Diperoleh dari Indonesia oleh WNA (SPDN)
(SPDN)
. AS.23-01 Penetapan Daerah Tertentu
2 AS.23 Penetapan/ Perpanjangan

Penetapan Daerah Tertentu .
AS.23-02 Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

AS.24-01 Permohonan Penilaian Harta untuk Tujuan Penyampaian SPT
Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

AS.19-02 SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang
Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas untuk Tujuan Ekspor

AS.24 Penilaian Harta Untuk Tujuan — -
23. | Penyampaian SPT Masa PPh Akhir AS.19-03 Laporan Realisasi Ekspor/Impor dan Pernyataan Detail Berat Emas

Pengungkapan Harta Bersih Batangan/Perhiasan Emas

AS.19-04 SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau
Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri
Keuangan atau OJK

AS.29-01 Permohonan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Pengajuan
Keberatan

AS.29-02 Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam Rangka Banding

AS.29-03 Surat Tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan
(SP2DK)

AS.29-04 Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

24. | AS.29 Surat Wajib Pajak
AS.29-05 Pengisian Rincian Penghitungan NJOP (RPN)

AS.29-06 Surat Tanggapan Atas Klarifikasi SPOP

AS.29-07 Surat Wajib Pajak (Otomatis)

AS.29-08 Surat Wajib Pajak — Manual

AS.31-01 SKFP untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi-Eksplorasi

. . AS.31-02 SKFP untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi-Eksploitasi
AS.31 Fasilitas Perpajakan untuk

25.
Minyak dan Gas Bumi ) ) ) .
AS.31-03 SKFP untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi-Gross Split
AS.31-04 Penggantian SKFP
AS.32 Pencatatan Beban Kerugian AS.32-01 P(.ermohonan Penundaan Pembebanan Kerugllan atas Pen.gahhan
26. atau Penarikan Harta yang Mendapatkan Penggantian Asuransi untuk

Karena Kejadian Luar Biasa

Dibukukan sebagai Beban Masa Kemudian
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AS.34 Surat Keterangan Bebas PPN
atas Impor dan/ atau Penyerahan

AS.34-01 Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

27. .
Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau | AS.34-02 Penggantian SKB PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu | Tertentu dan/atau Penyerahan JKP Tertentu
AS.36 SKB Pajak Pertambahan Nilai AS.36-01 SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
atau Pajak Penjualan atas Barang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan
28. | Mewah Kepada Perwakilan Negara Badan Internasional Serta Pejabatnya
Asing dan Badan Internasional serta [ AS.36-02 Laporan Pengalihan BKP atau Pengalihmanfaatan JKP Yang
Pejabatnya Dilakukan Kepada Sesama PNABI
) AS.37-01 Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan
AS.37 Surat Keterangan Bebas Pajak Kendaraan Bermotor
29. | Penjualan Atas Barang Mewah (SKB -
PPnBM) Kendaraan Bermotor AS.37-02 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau
Penyerahan Kendaraan Bermotor
) AS.38-01 SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan BKP Selain Kendaraan
AS.38 Surat Keterangan Bebas Pajak B
. ermotor
30. | Penjualan Atas Barang Mewah (SKB
PPnBM) Selain Kendaraan Bermotor | AS.38-02 Penggantian SKB PPnBM atas BKP Selain Kendaraan Bermotor
31. | AS.39 e-Pelaporan AS.39-01 Laporan Realisasi Investasi

Tabel 11.3 - JENIS DAN SUBJENIS LAYANAN ADMINISTRASI

Contoh Pembuatan Permohonan Layanan Administrasi

a. Silakan pilih kategori Jenis Layanan Wajib Pajak yang akan diajukan pada kolom

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Tipe Layanan Wajib Pajak (TPS Service Type) [1] dan Subtipe Layanan Wajib
Pajak (TPS Subservice Type) [2], lalu tekan tombol Simpan (Submit) [3] untuk
membuat formulir permohonan.

LAYANAN 6
wans L
PAIAK I

Kategori Sub-Layanan

PERMOHONAN LAYANAN
ADMINISTRASI

B~

f o .

As20
As21

As22

as23

As24

As2s
As26
As27
As28
AS29

As30

As31

as32

AS31-01

AS.31.02

AS.31-03

AS31.04

LA31.02 Surat Keterar
Eksploitas

'gan Fasiita Perpajacan LAZ1-04 Penggantian Surat Keterangan Fasilitas

Gambar 11.8 - TAMPILAN DATA JENIS PELAYANAN WAJIB PAJAK
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As.31-01

LA.31-01 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan Eksplorasi

Gambar 11.9 - TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

O ==

b. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengisian formulir permohonan, yang
diawali dengan tampilan informasi umum yang salah satunya menunjukkan
informasi nomor permohonan [4].

——

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan
Komentar

Dokumen

Informasi Umum

Kasus.
Nomor

Tipe
Nama Wajib Pajak Pusat
NPWP Wajib Pajak Pusat
Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya
Tanggal Mulai

Tanggal Akhir
Tanggal Tindakan Berikutnya
Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan

Kantor Wilayah
Kantor Pelayanan Pajak

Hasil Kasus
Ditutup

Nomor Protokol
Tanggal Protokol

Tindakan Kasus

Membatalkan Kasus

98

AS.31-01 Certificate Of Tax Facilities For Upstream Activities Related To Oil And Natural Gas Exploration (Portaly

Permohonan Wajib Pajak
Tinggi
Dibuat

Dibuat

07 Maret 2025

2025/03/11 16:23:54.987000000

KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.31-01

Tindakan Terakhir:
Kanter Wilayah DJP Jakartz Pusat
Kantor Wilayah DJP Jakartz Pusat

Gambar 11.10 - TAMPILAN INFORMASI UMUM FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI
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c. Kemudian klik Alur Kasus [5] untuk memulai pengisian formulir permohonan.

NI rormasi U

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan
Komentar

Dokumen

Kasus

Nomor
Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat
NPWP Wajib Pajak Pusat
Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya
Tanggal Mulai

Tanggal Akhir
Tanggal Tindakan Berikutnya
Penyelesaian yang diharaplkan

Jenis Kemunikasi

Keterangan

Kantor Wilayah
Kantor Pelayanan Pajak

Hasil Kasus
Ditutup

Nomor Protokol
Tanggal Protokol

Tindakan Kasus

Membatalkan Kasus

98

AS.31-01 Certificate Of Tax Facilities For Upstream Activities Related To Oil And Natural Gas Exploration (Portal)

Permohonan Wajib Pajak
Tinggi
Dibuat
Dibuat

07 Maret 2025

2025/03/11 16:23:54.987000000

KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.31-01
Tindakan Terakhir
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Kantor Wilzyah DJP Jakarta Pusat

Gambar 11.11 - TAMPILAN ALUR KASUS FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

d. Unggah dokumen pendukung dan masukan informasi terkait dokumen
pendukung pada bagian Dokumen Lampiran [6] dan lengkapi bagian
Pernyataan Wajib Pajak [7].

Informasi Umum
Alur Kasus

Komponen yang Disematkan
Komenta

Dokumen

DOKUMEN LAMPIRAN o

Surat Keterangan dari Menteri terkait*

Nomor Surat Keterangan dari Menteri terkait®
Tanggal Surat Keterangan dari Menteri terkait”

Kontrak Bagi Hasil*

Namor

Bagi Hasil*

ntrak Kerja Sama

1 Kontrak Ker

ntrak K

Kota/Kabupaten*

dengan menyadari
ten

SALURAN PENGIRIMAN

FC AL 03_1_AS_31.01_FORMOOT

Unggah Dokumen

Unggah Dokumen

Unggah Dokumen

Kolom ini wajib diisil
Require!

Gambar 11.12 - TAMPILAN UNGGAH DOKUMEN PADA FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

- TAMPILANG
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e. Buat dokumen permohonan dengan klik pada Create PDF (Buat PDF) [8] dan
bubuhkan tanda tangan elektronik dengan klik Sign (Tanda Tangan) [9].

DOCUMENT_OUTBOUND

Dokumen Keluar - CTAS

[[AL03_FORMO001-AL.03.1.31] Permohonan SKFP Eksplorasi]

Create PDF o
Signature:

Tertanda

Gambar 11.13 - TAMPILAN PENANDATANGANAN FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

. Selanjutnya klik tombol Submit [10] untuk menyampaikan permohonan secara
elektronik ke DJP untuk diproses.

Keterangan:

Nomor Protokol:

Harap konfirmasi tindakan saat ini: Fill Request

O Em

Gambar 11.14 - TAMPILAN SUBMIT FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

2. Permohonan yang Belum Disampaikan (Service Requests Not Submitted)

Modul ini digunakan untuk melihat daftar permohonan layanan perpajakan
yang sudah dibuat oleh wajib pajak namun belum dikirimkan (submit) ke DJP.

Modul ini dapat digunakan untuk melengkapi informasi dan/atau dokumen
yang dibutuhkan atas permohonan tersebut.

Portal Saya - e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan - Pembayaran - Buku Besar NEVELEURVEIESEUE Manajemen Akses ~

Layanan Administrasi R Buat Permohonan Layanan Administrasi

Sela

Layanan Permintaan Informasi Perpajakan ) Farim CElm EEmpElem

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi p | Permohonan Dalam Proses Permohonan Belum Disampaikan
Layanan Edukasi Perpajakan ) | Permonhonan Telah selesai

Riwayat Edukasi Daftar Fasiitas Saya

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.15 - TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN YANG BELUM DISAMPAIKAN
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Berikut ditampilkan data dan informasi pada submenu Permohonan yang Belum
Disampaikan.

Service Request Not Submitted

- 000 -

Nomor Permintaan 1] NPWP/NIK 11 Nama Wajib Pajak 71 Kode Jenis Layanan 1) Nama Kode Jenis Layanan 11
—

Gambar 11.16 - TAMPILAN ISI SUBMENU DAFTAR PERMOHONAN YANG BELUM DISAMPAIKAN

Di seluruh kolom data di atas tersedia filter data [1] yang dapat digunakan
oleh wajib pajak untuk mempercepat pencarian data yang dibutuhkan. Selain
itu pada halaman submenu ini terdapat fungsi tombol diantaranya:

* Refresh: Untuk memperbarui tampilan halaman

» Export ke CSV: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format CSV (Comma Separate Value).

e Export ke Excel: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format Excel (.xlsx).

e Export ke PDF: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format PDF (.pdf).

« Setel Ulang Filter: Untuk mengatur ulang filter data.

3. Permohonan yang Sedang Diproses (Service Requests In Progress)

Modul ini digunakan untuk melihat daftar permohonan layanan perpajakan
yang sudah diajukan dan masih dalam proses penelitian oleh petugas.

Portal Saya - e-Faktur eBupot -

Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar NESELELNVEICEEETES Manajemen Akses -

Layanan Administrasi Buat Permohonan Layanan Administrasi

Layanan Permintaan Informasi Perpajakan p | Permehonan Belum Disampaikan

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi b [RATHARAR R

Permohonan Telah Selesai

Layanan Edukasi Perpajakan » Permohonan Dalam Proses

Riwayat Edukasi Daftar Fasilitas Saya

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.17 - TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN YANG BELUM DISAMPAIKAN
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Berikut ditampilkan data dan informasi pada submenu Permohonan yang Belum
Disampaikan.

Permohonan Yang Sedang Diproses

Prioritas Nomor Permintaan 1| Newp/NIK 1)
——

Gambar 11.18 - TAMPILAN ISI SUBMENU DAFTAR PERMOHONAN YANG SEDANG DIPROSES

Di seluruh kolom data di atas tersedia filter data [1] yang dapat digunakan
oleh wajib pajak untuk mempercepat pencarian data yang dibutuhkan. Selain
itu pada halaman submenu ini terdapat fungsi tombol diantaranya:

* Refresh: Untuk memperbarui tampilan halaman.

e Export ke CSV: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format CSV (Comma Separate Value).

e Export ke Excel: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format Excel (.xlsx).

» Export ke PDF: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format PDF (.pdf).

« Setel Ulang Filter: Untuk mengatur ulang filter data.
4. Permohonan yang Telah Selesai (Service Requests Submitted)

Modul ini digunakan untuk melihat daftar permohonan layanan perpajakan
yang diajukan wajib pajak dan sudah selesai diproses oleh DJP.

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran ~ Buku Besar NEVZUEUNVILEEE'S Manajemen Akses ~

e b | Buat Permohonan Layanan Administrasi

Sela o djp)
Layanan Permintaan Informasi Perpajakan p permohonan Belum Disampaikan J p

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi p el i P

Layanan Edukasi Perpajakan p | AT SR

Riwayat Edukasi Permohonan Telah Selesai

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.19 - TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN YANG TELAH DIPROSES
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Berikut ditampilkan data dan informasi pada submenu Permohonan yang Belum
Disampaikan.

Proses Permintaan Layanan

- 000 -~

Nomor Permintaan 1] NPWP/NIK 1] Nama Wajib Pajak | Kode Jenis Layanan 1] Nama Kode Jenis Layanan 1| Kode Sub Jen

l v v ¥ v

[ 2 o AS03

Gambar 11.20 -TAMPILAN ISI SUBMENU DAFTAR PERMOHONAN YANG TELAH DIPROSES

Di seluruh kolom data di atas tersedia filter data [1] yang dapat digunakan
oleh wajib pajak untuk mempercepat pencarian data yang dibutuhkan. Selain
itu pada halaman submenu ini terdapat fungsi tombol diantaranya:

* Refresh: Untuk memperbarui tampilan halaman

» Export ke CSV: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format CSV (Comma Separate Value).

e Export ke Excel: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format Excel (.xlsx).

e Export ke PDF: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format PDF (.pdf).

« Setel Ulang Filter: Untuk mengatur ulang filter data.

Di setiap permohonan yang telah selesai diproses, terdapat tombol Umpan
Balik [2] yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberikan umpan
balik dan komentar terkait proses permohonan layanan administrasinya.

Umpan Balik

P0O000172250 - LA.03-03 SKD Waijib Pajak Luar Negeri
Aksesibilitas Informasi Dont Have Feedback

Aksesibilitas Layanan Dont Have Feedback

Kinerja Layanan Dont Have Feedback

Prosedur Data Dont Have Feedback

Komentar

Gambar 11.21 -TAMPILAN MODUL UMPAN BALIK
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5. Daftar Fasilitas Saya (Facilities Register)

Portal Saya -

e-Faktur eBupot -~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~

Modul ini digunakan untuk melihat daftar fasilitas perpajakan yang telah dimiliki
oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- Buku Besar IEVRCUIRVETHS SIS Manajemen Akses ~

AT » ‘ Buat Permohonan Layanan Administrasi
Layanan Permintaan Informasi Perpajakan p | Permohonan Belum Disampaikan
Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi p | Permohonan Dalam Proses

i —_— , |  Permohonan Telah Selesai

Riwayat Edukasi Daftar Fasilitas Saya

Pengetahuan Dasar Perpajakan Daftar Fasilitas Saya

Gambar 11.22 - TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN YANG TELAH DIPROSES

Berikut ditampilkan data dan informasi pada submenu Fasilitas Saya.

- 000 v

Kode Jenis Layanan

Deskripsi Kode Jenis Layanan 1|

o Nama Sub Kode Jenis Layanan

Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan 1.

Gambar 11.23 - TAMPILAN SUBMENU DAFTAR FASILITAS SAYA

Di seluruh kolom data di atas tersedia filter data [1] yang dapat digunakan
oleh wajib pajak untuk mempercepat pencarian data yang dibutuhkan. Selain
itu pada halaman submenu ini terdapat fungsi tombol diantaranya:

243 | Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah

Refresh: Untuk memperbarui tampilan halaman

Export ke CSV: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format CSV (Comma Separate Value).

Export ke Excel: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format Excel (.xlsx).

Export ke PDF: Untuk menyalin dan mengunduh data yang ditampilkan ke
dalam bentuk format PDF (.pdf).

Setel Ulang Filter: Untuk mengatur ulang filter data.
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Layanan Permintaan

PENJELASAN UMUM

Layanan Permintaan Informasi Perpajakan (General Inquiry) adalah salah satu fitur di
coretax untuk untuk menangani pertanyaan perpajakan baik dari Wajib Pajak maupun
bukan Wajib Pajak. Pada fitur Layanan Permintaan Informasi Perpajakan, Wajib pajak
dapat melihat register layanan permintaan informasi perpajakan terkait permohonan
konsultasi, penegasan atau eskalasi di Coretax DJP. Untuk pengajuan permintaan
informasi perpajakan tetap dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) maupun melalui sarana tidak langsung.
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Ada 3 (tiga) jenis riwayat permintaan informasi perpajakan yang ditampilkan dalam sub
modul ini, yaitu:

1. Konsultasi Perpajakan.

Konsultasi yang dilakukan Wajib Pajak melalui saluran yang tersedia, seperti
permintaan informasi melalui helpdesk maupun non-helpdesk pada KPP, kanwil
dan unit lainnya di DJP atau melalui contact center, seperti telepon, email, twitter,
dan chat;

2. Eskalasi atas Permintaan Informasi Perpajakan.

Permintaan informasi perpajakan melalui contact center yang memerlukan jawaban
kompleks di luar wewenang contact center, yang selanjutnya akan dieskalasi ke
direktorat terkait. Setelah mendapat jawaban dari direktorat terkait, baru kemudian
disampaikan kembali kepada Wajib Pajak;

3. Permohonan Penegasan.

Penyampaian surat permohonan penegasan Wajib Pajak atas permasalahan
perpajakan yang membutuhkan jawaban tertulis.

Berikut ini merupakan panduan dan penjelasan terkait tata cara pengajuan permohonan
layanan interaktif secara online melalui Coretax.

A. Tahap pertama adalah melakukan login Coretax.

CwRE

Login

ID Pengguna

Kata Sandi

o Core
' Administration

Lupa Kata Sandi?
Login

Pengguna Baru? Daftar disini

Aktivasi Akun Wajib Pajak

M Cdip R @

Gambar 11.24 - LAMAN LOGIN CORETAX
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[1] Isikan ID Pengguna berupa NIK/ NPWP 16 digit
[2] masukkan kata sandi (password)

[3] Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa
Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

[4] masukkan kode keamanan (captcha)

[5] klik tombol Login
Selanjutnya akan disajikan tampilan “Selamat Datang” sebagai berikut.

o | cdp 3 o v GG b | Logi terski ®

I LNEESRY o-Faktur eBupot - Surat Pemberitabuan (SPT) = Bantuan - Pembayaran ~ Buku Besar ~Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Gambar 11.25 - TAMPILAN MODUL PORTAL SAYA

B. Dalam hal pengajuan layanan untuk kepentingan pihak yang diwakili/dikuasakan,
silakan lakukan impersonasi akun pihak yang diwakili atau dikuasakan dengan
memilih nama Wajib Pajak yang dimaksud.

o cdp 3 idin v FDE) + | Rovin terakin | ®

I [IUEESVRY o-Fakwr eBupot = Surat Pemberitahuan (SPT) = Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Gambar 11.26 - TAMPILAN MODUL PORTAL SAYA

C. Untuk mengakses modul ini, silakan masuk ke modul Layanan Wajib Pajak [1] -->
Layanan Permintaan Informasi Perpajakan [2] --> Daftar Permintaan Informasi
Perpajakan [3].

® cCdp idin v GG ogin terakni: 28 February 2025 225035 (@)

Portal Saya -~ e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~

"

Pengatahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.27 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAIJIB PAJAK
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D. Berikut ini adalah tampilan dari modul Register Permintaan Informasi Perpajakan
yang berisi seluruh register layanan permintaan informasi perpajakan terkait
permohonan konsultasi, penegasan atau eskalasi yang diajukan di di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) maupun melalui sarana tidak langsung.

Portal Saya ~ e-faktur eBupot ~ SuratPemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Register Layanan Permintaan Informasi Perpajakan

- 800 -

Nomor Register 1] Nomor 1] Tanggal Penerimaan 1| Media T| Jenis Layanan 1] NPWP/NIK ] Waijib Pajak 11 NPWP/NIK/I

. . a Siiegs. Pl Jeris Layanan v

Gambar 11.28 - TAMPILAN MODUL REGISTER LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN

E. Setelahkasusselesai, Wajib Pajak mempunyai opsi untuk memberikan tanggapannya
dengan mengklik tombol Feedback (Masukan). Tombol ini dapat dimanfaatkan
untuk menyampaikan masukan atas pengalaman yang diperoleh saat proses
penanganan kasus. Terdapat empat kolom untuk memberikan pemeringkatan
atas kualitas layanan, seperti: Akses Informasi (Information Accessibility), Akses
Pelayanan (Service Accessibility), Kinerja Pelayanan (Service Performance), dan
Prosedur (Procedure).

Wajib Pajak hanya dapat mengirimkan feedback satu kali. Setelah Wajib Pajak
mengirimkan feedback-nya, fungsi tombol masukan (feedback) akan berubah
menjadi tombol lihat masukan (Show Feedback).

Portal Saya ~ e-Fakwr eBupot ~ SuratPemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran * BukuBesar LayananWajib Pajak ~  Manajemen Akses ~

Register Layanan Permintaan Informasi Perpajakan

- @00 -

vajib Pajak 1) NPWE/NIK/Paspor Pemohen 1| Pemohen | KPP Terdaftar 1) Unit Penerima 1| Status Permohonan | Dokumen 1| Aksi

Y v Jih KPP Terda ~ pilih Unit Penerima Y =

Gambar 11.29 - TAMPILAN MODUL REGISTER LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN

F. Selesai.
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Layanan Pengaduan,
Saran, dan Apresiasi

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Modul ini memungkinkan wajib pajak/bukan wajib pajak untuk mengajukan pengaduan,
saran, dan apresiasi. Pengaduan dikategorikan berdasarkan jenisnya, yaitu Kode Etik
dan Disiplin Pegawai (KED), Pelayanan Perpajakan (PSP), serta Tindak Pidana

Perpajakan (TPP). Pengaduan TPP mencakup Informasi, Data, Laporan, dan
Pengaduan (IDLP).
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o Cdp versi: 1.1.2-build-1942 idlD v A @) ~ Login terakhir: 11:26:35 @
Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran > Buku Besar WEIFUEURVETIPRETEISRE Manajemen Akses ~  Pertukaran Informasi Perpajakan ~

Layanan Administrasi 3

Layanan Permintaan Informasi Perpajakan »

Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi
Layanan Edukasi Perpajakan Daftar Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.30 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAJIB PAJAK

Fitur Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi terdiri dari 2 submenu, diantaranya:
[1] Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

[2] Daftar Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Fitur ini digunakan untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan apresiasi terhadap
layanan perpajakan. Berikut adalah langkah-langkahnya:

[1] Klik modul “Layanan Wajib Pajak”.
[2] Lalu klik modul “Layanan Pengaduan, Saran dan Apresiasi”.
[3] “BuatPengaduan, Saran dan Apresiasi” untuk melakukan Pengaduan Pelayanan

Pajak, Pengaduan Kode Etik dan Disiplin Pegawai, Pengaduan Tindak Pidana
Perpajakan, Saran, atau Apresiasi.

o Cdp Versi: 1.1.2-build-1942 id-ID go ~ Login terakhir: 11:26:35 @

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar QEIFUEURVETIPRZIEISNS Manajemen Akses ~  Pertukaran Informasi Perpajakan ~

Layanan Administrasi 3
Layanan Permintaan Informasi Perpajakan »

Layanan Edukasi Perpajakan »

Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi o

Daftar Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.31 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAJIB PAJAK
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[4] Isi “Formulir Penyampaian Pengaduan, Saran, dan Apresiasi” dengan lengkap.

[Formulir Penyampaian Pengaduan, Saran, dan Apresiasi] o

Unduh Formulir Pengaduan, Saran, dan Apresiasi {untuk pengajuan secara tatap muka}

Data Permohenan

Wajib Pajak Terdaftar”
Tanggal Penerimaan

Media®

Pihak Pelapor

NPWP/NIK Pelapor*
Nama Pelapar*

Alamat Pelapar®

Telepon Pelapor 1%
Telepon Pelapor 2

Surat Elektronik Pelapor 1%
Surat Elektronik Pelapor 2
Nama Pemohon*

NIP/ID Pelapor

Jabatan Pelapor

Unit Kerja/Kanwil Pelapar

Unit Kerja/KPP Pelapor

Ya g
21-02-2025 E
Portal ~

PT ABC
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Il d
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu v

Gambar 11.32 - TAMPILAN MODUL FORMULIR PENYAMPAIAN PENGADUAN, SARAN, DAN APRESIASI

[5] Tekan tombol “Tambah Data” guna memasukkan detail pihak yang dilaporkan.

Pihak Terlapor o

Tambah Data

NPWP/NIK Terlapor 1]

Tidak ada data yang ditemukan.

Nama Terlapor T

Alamat Terlapor ] Telepon Terlapor 1] Surat Elektronik Terlapor |  NIP/ID Terlapor 1] Jabatan Ter|

0of0 5 ~

Gambar 11.33 - TAMPILAN MODUL PIHAK TERLAPOR
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[6]

[7]

Data Terlapor

Lengkapi informasi data terlapor.

Kemudian klik “Simpan”

NPWP/NIK Terlapor

Nama Terlapor®

Alamat Terlapor

Telepon Terlapor

Surat Elektronik Terlapor

NIP/ID Terlapor

Jabatan Terlapor

Unit Kerja/Kanwil Terlapor Please select
Unit Kerja/KPP Terlapor Please select

Hubungan dengan Pelapor

[8]

[9]

- Aurtina

Gambar 11.34 - TAMPILAN FORMULIR DATA TERLAPOR

Isi “Formulir Penyampaian Pengaduan, Saran, dan Apresiasi” dengan lengkap.

Pada jenis pengaduan, terdapat lima pilihan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan:

Apresiasi

Saran

[10] Kemudian klik “Kirim”

Pengaduan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Pengaduan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tambahkan bukti pendukung.
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Data Pengaduan, Saran, Apresiasi

Jenis Pengaduan* Please select v
Tanggal Kejadian* B NF
Periode Please select v

Lokasi Kejadian®

0 Judul Pengaduan/Dugaan
Pelanggaran

Uraian
Pengaduan/Saran/Apresiasi*

Bukti Pendukung

o Tambah Data

Aksi Deskripsi Bukti Pendukung 1| Bukti Pendukung 1|

Tidak ada data yang ditemukan.

0of0 5 v

Gambar 11.35 - TAMPILAN FORMULIR DATA TERLAPOR
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Daftar Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Fitur ini digunakan untuk menampilkan riwayat dan status pengaduan, saran, serta
apresiasi yang telah diajukan oleh wajib pajak. Berikut adalah langkah-langkahnya:

[1] Klik modul “Layanan Wajib Pajak”.
[2] Lalu klik modul “Layanan Pengaduan, Saran dan Apresiasi”.

[3] Klik “Daftar Pengaduan, Saran dan Apresiasi”.

o Cdp Versi: 1.1.2-build-1942 id-ID go ~ Login terakhir: 11:26:35 @

Portal Saya * e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar QEIFLEURVETICREIEISRG Manajemen Akses ~  Pertukaran Informasi Perpajakan ~

Layanan Administrasi 3
Layanan Permintaan Informasi Perpajakan »

Buat Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

Layanan Edukasi Perpajakan Daftar Pengaduan, Saran, dan Apresiasi o

Riwayat Edukasi

Pengetahuan Dasar Perpajakan

Gambar 11.36 - TAMPILAN MODUL LAYANAN WAJIB PAJAK
Berikut adalah tampilan isi register layanan pengaduan, saran, dan apresiasi.

Register Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi

. @00 -

Nomor Pengaduan 1| Nomor 1] Tanggal Penerimaan 1| Media 1| Jenis Pengaduan 1| NPWP/NIK Pelapor Nama Report:

Y Y E pilih Media v vilih Jenis Pengaduan v

Tidak ada data yang ditemukan.

Gambar 11.37 - TAMPILAN MODUL REGISTER LAYANAN PENGADUAN, SARAN, DAN APRESIASI
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Layanan Edukasi
Perpajakan

PENJELASAN UMUM

Layanan Perpajakan merupakan proses bisnis yang menyediakan informasi, edukasi,
dan layanan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dan non-Wajib Pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya. Layanan Edukasi Perpajakan dalam Coretax memiliki sifat
sebagai berikut, yaitu:

1. Satu Pintu: Terkumpul dalam satu pintu meliputi layanan edukasi, layanan interaktif,
dan layanan administratif perpajakan.

2. Universal: Layanan dapat diakses oleh Wajib Pajak & non-Wajib Pajak.

3. Terintegrasi: Terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga memudahkan pelacakan
riwayat penggunaan.

4. Kemudahan Akses: Layanan dapat diakses melalui Portal Wajib Pajak sehingga
memudahkan Wajib Pajak mengakses layanan secara mandiri.

Layanan Edukasi Perpajakan merupakan bagian dari Layanan Perpajakan dimana
Layanan Edukasi Perpajakan merupakan layanan bagi Wajib Pajak dan/atau non-Wajib
Pajak untuk mendapat pengetahuan perpajakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan,
& pendampingan oleh Kantor Pajak atau unit lain di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Layanan Edukasi Perpajakan memiliki 3 (tiga) fitur layanan, yaitu:

1. Reservasi Kelas Pajak
2. Permohonan Edukasi

3. Materi Edukasi
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Kelas Pajak

Kelas Pajak merupakan program edukasi perpajakan yang dilaksanakan Kantor Pajak
untuk suatu topik perpajakan tertentu. Wajib Pajak dapat memperoleh informasi dan
melakukan reservasi kelas pajak yang diadakan suatu Kantor Pajak melalui Portal Wajib
Pajak dan website pajak.go.id.

Permohonan Edukasi

Permohonan Edukasi merupakan sarana Wajib Pajak untuk mengajukan permintaan
edukasi atas program edukasi tertentu seperti:

1. Permintaan narasumber, sebagai pembicara moderator, panelis

2. Pelatihan pihak ketiga dan pendampingan pihak ketiga, antara lain Business
Development Services (BDS), relawan pajak,dan inklusi

3. Uji pemeringkatan relawan pajak

Selanjutnya Permohonan Edukasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak melalui beberapa
kanal yaitu:

1. Portal Wajib Pajak
2. Tertulis melalui pos atau jasa ekspedisi

3. Datang langsung ke Kantor Pajak
Materi Edukasi

Layanan Materi Edukasi sebagai akses materi perpajakan dasar untuk membantu
pelaksanaan hak dan kewajiban pajak secara mandiri, antara lain:

1. Materi Edukasi

2. Paparan

3. Infografis

4. Buku

5. Leaflet dan lain — lain

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Layanan Edukasi perpajakan, meliputi:
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1. Layanan Edukasi
2. Layanan Interaktif

3. Layanan Administratif

Layanan Interaktif

merupakan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dan/atau non-Wajib Pajak dengan
Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi:

1. Informasi perpajakan (general inquiry)
2. Pengaduan (complaint)

3. Saran (suggestion)
4

. Apresiasi (appreciation)

Informasi Perpajakan berupa informasi umum perpajakan seperti penjelasan
ketentuan/peraturan perpajakan, pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakan.

Pengaduan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau Non-Wajib Pajak dapat
berupa:

1. Kode Etik dan Disiplin Pegawai: Pelanggaran Kode Etik & Disiplin Pegawai di
lingkungan DJP.

2. Pelayanan Perpajakan: Pengaduan terkait layanan yang diberikan oleh unit kerja di
bawah DJP.

3. Tindak Pidana Perpajakan: Pengaduan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan.

Apresiasi berupa penghargaan atau ucapan terima kasih dari Wajib pajak dan/atau
Non-Wajib Pajak yang dapat disampaikan melalui saluran online dan offline, termasuk
melalui media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Saran dapat berupa saran perbaikan atas layanan yang diberikan, fasilitas yang
disediakan unit di bawah DJP, dan masukan lain yang dapat disampaikan secara online
maupun offline, termasuk melalui media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak.
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Pengajuan layanan interaktif dapat dilakukan melalui kanal:

. Contact Center

. Portal Wajib Pajak

Website Pengaduan

1
2
3. Website resmi DJP
4
5

. Kantor Pajak

[GEHETE]

Wajib pajak dapat menggunakan fitur Layanan Wajib Pajak dalam Coretax DJP untuk
Layanan Edukasi Perpajakan. Berikut panduan untuk melakukan deposit pajak melalui
aplikasi Coretax DJP:

A. Tahap pertama adalah melakukan login Coretax.

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

CwRE ¢

B Core
- Administration

@ Cdip REE @

Gambar 11.38 - LAMAN LOGIN CORETAX

Isikan ID Pengguna berupa NIK/ NPWP 16 digit
masukkan kata sandi (password)

Pilih bahasa (language) yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa
Indonesia atau en-US untuk bahasa Inggris)

masukkan kode keamanan (captcha)

klik tombol Login
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Selanjutnya akan disajikan tampilan “Selamat Datang” sebagai berikut.

o Cdie 3 idin v EDE) | ioginterskr @

I [NEESYARY o-Fakiur eBupot - Surat Pemberitabuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak -~ Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Gambar 11.39 - TAMPILAN MODUL PORTAL SAYA

B. Dalam hal pengajuan layanan untuk kepentingan pihak yang diwakili/dikuasakan,
silakan lakukan impersonasi akun pihak yang diwakili atau dikuasakan dengan
memilih nama Wajib Pajak yang dimaksud.

o  Cde 3 0 v EDEE # Rogin terskhir: | @

I [ZUEEEWRS o-Faktur eBupot = Surat Pembaeritahuan (SPT) = Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Basar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akses ~

Selamat Datang di Portal Wajib Pajak (Coretaxdjp)

Gambar 11.40 - TAMPILAN MODUL PORTAL SAYA

C. Setelah berhasil login, cari dan pilih modul Layanan Wajib Pajak [6] Layanan
Edukasi Perpajakan [7] Jadwal Edukasi Perpajakan [8].

Portal Saya ~

_ Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Wakil/Kuasa Saya Profil Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldca

e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan = Pembayaran ~ Buku Besar [NESCRREUATI SN Manajemen Akses +

o & Unduh Ikhtisar Profil

ktif
Jadwal Kegiatan Edukesi

Waijib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail r Pokok Wajib Pajak

an Utama

LEEAR .
Ikhtisar Profil Wajib Pajak CILANDA Daftar Permohonan Edukasi

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak Kontak Utama

Pihak Terkait Nemar Handphone

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

88) Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) .

Detail Bank psi Klasifikasi Lapangan

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Seksi Pengawasan

Gambar 11.41 - TAMPILAN SUBMENU LAYANAN WAJIB PAJAK
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D. Setelah masuk kedalam modul Jadwal Edukasi Perpajakan, sistem akan menampilkan
Daftar Kegiatan Edukasi, lalu user dapat memilih kelas pajak yang tersedia untuk
diikuti, lalu mengklik Buat Reservasi [9].

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ SuratPemberitahuan (SPT) = Bantuan v Pembayaran ~ Buku Besar LayananWajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Daftar Kegiatan Edulkasi @ Reservasi Kegiatan

© 13:00- 1430

Nama Kegiatan Edukasi
Edukasi Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

sun Mon Tue Wed Thu Fri sat
Konten Materi Edukssi
! -
#0221 Kelas Pajak P * 0900 Pendamping * 0500 Bimtek Peng * 0222 Edukasi pela|
#09:00 Edukasi one * » 09:30 Kelas Pajak T » 0:00 Kelas Pajak F * 0300 Tata Cara Per Kantor Pelayanan Pajak/Sub-Direktorat -
© 10:00 Edukeasi Kews ® 1000 16 Live 10245 Edulessi one- #0900 Coratax Lokasi Kegistan KPP MADYA BATAM
© 10:00 elas Pajak € © 13:00 Edukasi One * 11:00 Pembuatan = 1400 Tata cara PIC Kecamatan BATU AMPAR
© 1547 PMK 81 Th.  ® 100 1G-Live PER- Kabupaten/Kota

#1500 Mentoring §

Total Kursi  Kursi yang Tersedia  Kursi Terjadwal Anda

3 7
2 4 H 6 8 o o &0

#0930 Kelas Pajak 2 © 05:00 Tatacara Pelz * 0500 Kelas Pajak C * 05:00 Kupas Tunta * 0300 Asistensi Pel
#0830 Kelas Pajak € #0530 Kelas Pajak € # 09:00 Tata Cara Per * 0500 Tata Cara Per
© 03:00 Websinar onli * 0500 Kelas Pajak € ® 05:00 Webinar onli * 09:30 Edukasi Core
#0900 Kelas Pajak ¢+ 0530 Kelas Pajak £ ® 05:00 Kelas Pajak d » 09:30 Kelas Pajak £
©09:00 Kelas Pajak F » 10:01 Edukazi ane » 09:00 Sosializasi I * 14:00 Mentoring S
© 09:30 Kelas Pajak # * 12:06 Sosialisasi pe * 03:30 Kelas Pajak #

© 1436 Penerapan tz ® 14:00 One on One |
#1501 Edukasi one -~ * 1400 One on One
© 14:33 Asistensi Kev

9 10 1 12 13 1a 15
©09:30 Edukasi Hak 13:00 Edukasi Pelay[CREERPERTE TS

16 17 18 19 20 21 22

ES) 24 25 26 27 28 29

Gambar 11.42 - MODUL JADWAL EDUKASI PERPAJAKAN

E. Laluuserakan diarahkan menuju halaman pemilihan pengisian formulir pendaftaran,
lalu melakukan Simpan.

Buat Jadwal Kegiatan Pendidikan

Saluran Penyampaian * ase Selec

Nama Kegiatan Edukasi Edukasi Pelaparan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Tanggal Mulai 13-03-2025

Waktu Mulai 13:00

Tempat KPP MADYA BATAM

Terdaftar sebagai WP? %

Reservasi sebagai Please Select
Waiib Pajak * Search taxpayer
Nama Peserta

No. Telp/HP

Alamat

Email

Jumleh Yang Dipesan

Kapasitas Tersedia

Gambar 11.43 - PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN
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Materi Edukasi

Fitur ini digunakan untuk mendapatkan materi perpajakan yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat 3 (tiga) kategori materi yang tersedia, yaitu:

1. Materi Edukasi Umum
2. Materi Edukasi Khusus

3. Materi e-Learning

A. Wajib pajak dapat memilih materi yang dibutuhkan dengan memilih modul Layanan
Wajib Pajak [1] --> submenu Layanan Edukasi Perpajakan [2] --> Materi Edukasi
[3] --> pilih submenu Materi Edukasi Umum [4].

_ i Profil Waith Pejsk

Wakil/Kuasa Saya Profil  Daftar Kode Billing Belum Dibayar 6
Wajib Pajak yang Diwakili
hama
Informasi Detail Nomor Pokok Wajib Pajak
Kegiatan Utama

lihtisar Profil Wajib Pajak
Jenis Wit Pajak

Informasi Umum Kategori Wajib Pajak 67153,
Alamat Suatus NPWP 3514141002
Detail Kontak Kontak Utama
— Mamor Handphone
ha Kena Pajak. Email
bjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) o
Tanggal Pengukuhan Pengusaha Klasifikasi Lapangan Usaha Utama
Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU} Kena Pajak Vode Hissifkas Lapangan Ussha
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Detail Bank : 'k u ot Deskripsi Kiasifikasi Lapangan Ussha
aja
Data Unit Keluarga Kantor Pelayanan Pajak
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit Sels

Tanggal Permiaruan Profi Terakh

Nomor Identifi

Jenis Paiak

Gambar 11.44 - TAMPILAN SUBMENU LAYANAN WAJIB PAJAK

B. Berikut ini adalah materi yang tersedia dimana Wajib pajak dapat mengunduh
materi edukasi yang tersedia dengan menekan tombol Unduh [5] dan dapat juga
memberikan penilaian serta masukan atas materi edukasi yang tersedia pada fitur
Umpan Balik [6].

Materi Edukasi Umum

Sub Jenis Materi Edukasi Tanggal Pengiriman Judul Mater Edukasi

Please Select ~ ad-mm-yyyy 8 ¥

Q cari Reset

Gambar 11.45 - MODUL MATERI EDUKAST UMUM
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C. Setelah melakukan Unduh, pada kolom Umpan Balik, wajib pajak dapat memberikan
review (ulasan) dan komentar atas kualitas dari materi yang disajikan.

Date Of Feedback *
Taxpayer TIN/NIK
Taxpayer Name

Education Material Quality * Excellent Very Good Good

Comment

m

Gambar 11.46 - PENGISIAN KOLOM UMPAN BALIK

Penyampaian Permohonan Edukasi

Fitur ini digunakan untuk wajib pajak yang membutuhkan narasumber terkait dengan
kegiatan edukasi perpajakan.

A. Untuk mengakses modul ini, wajib pajak dapat memilih modul Layanan Wajib
Pajak [1] --> submenu Layanan Edukasi Perpajakan [2] --> Penyampaian
Permohonan Edukasi [3]

e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) * Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar NEUELRSTESEIEE Manajemen Akses ~

Portal Saya ~

Layanan Administrasi »

[ Dokumen Harap segarkan daftar dokumen (¢, ) apabila tidak menem TR RGRTRIREY S RN L Unggah Dokumen

Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi »

- 000 - P L R —

Nomor Dokumen 7| Tanggal Dokumen | Judul Dokumen 1| Riwayat Edukasi Materi Edukasi buatan 1| Pengguna Pembuatan

|
E v Pengetahuan Dasar Perpajakan Penyampaian Permohonan Edukasi v

Y

Daftar Permohonan Edukasi

Tidak ada data yang ditemukan

Gambar 11.47 - TAMPILAN SUBMENU LAYANAN WAJIB PAJAK

B. Sistem akan mengarahkan user ke halaman pengisian Formulir Permohonan
Edukasi Perpajakan. Beberapa informasi akan terprefill seperti Informasi Pemohon.
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Formulir Permohonan Edukasi Perpajakan

Kanal* Online (Taxpayer Portal) v
Tanggal Permohonan* 10-03-2025

Apakah Pemohon merupakan WP Please select v
terdaftar?*

Informasi Pemohon

Nama Pemohon* A
NPWP/NIK Pemohon o
Alamat Pemohon* A
Nomor Telepon Pemohon 0
Alamat Email Pemohon* a

Gambar 11.48 - PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN EDUKASI PERPAJAKAN

C. Wajib Pajak atau user harus mengisi detail dari penyelenggaran Informasi Kegiatan
Edukasi

Informasi Kegiatan Edukasi

Tanggal Mulai Pelaksanaan*®
Tanggal Selesai Pelaksanaan*®
Waktu Mulai Pelaksanaan*
Waktu Selesai Pelaksanaan*
Zona Wakiu* Please select ~

Nama Kegiatan Edukasi*

Jenis Permohonan® Please select ~
Sub Jenis Permohonan* Please select ~
Peserta*®

Jumlah peserta*

Lokasi Kegiatan (Alamat)*

Lokasi Kegiatan (Provinsi)* Please select ~
Lokasi Kegiatan (Kota)* Please select ~
Lokasi Kegiatan (Kecamatan)* Please select ~
Lokasi Kegiatan (Kelurahan)* Please select v

Gambar 11.49 - PENGISIAN INFORMASI KEGIATAN EDUKASI
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D. Pada bagian akhir, Wajib Pajak atau user wajib mengisi informasi Narahubung
(Contact Person) dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian edukasi, lalu user
melakukan klik Simpan.

Informasi Narahubung

Apakah narahubung sama dengan
pemohon?

Nama Narahubung* Please select Em

NPWP/NIK Narahubung*
Alamat Narahubung*
Nomor Telepon Narahubung®

Alamat Email Narahubung*

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa
kegiatan edukasi ini bukan untuk
kepentingan komersial atau mencari
keuntungan *

Gambar 11.50 - PENGISIAN INFORMASI KEGIATAN EDUKASI

E. Apabila Wajib Pajak atau user memiliki lebih dari satu permohonan, maka user
dapat melihat permohonannya pada modul Daftar Permohonan Edukasi.

PortalS2yz v ecfakur elupot 7 Surat Pemberiahuan (ST} *Bantuan v Pembayarm v Bl Bosir g

Daftar Permohonan Edukasi

. @00
Nomor Permohonan Edukasi 7| Nomor Bukti Tanda Terima 7| Kanal 1| Tax Region/Directorate (Receiving Unit) 1| Tax Office/Directorate (Receiving Unit) 7| Unit Eselon Il Pemroses

Y Y Pilih Kanal v Y hrd Dilih Unit Eselon Il Per

Tidak ada data yang ditemukan

Gambar 11.51 - TAMPILAN MODUL DAFTAR PERMOHONAN EDUKASI
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Instansi Pemerintah

PENJELASAN UMUM
1. Laman Login

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Supplement yang berfungsi sebagai
panduan tambahan bagi instansi pemerintah dalam mengelola kewajiban perpajakan
mereka. Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses administrasi
perpajakan dengan memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Implementasi Supplement dalam Coretax DJP bertujuan untuk
meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Dengan
adanya sistem digitalisasi, risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan data dapat
diminimalkan, serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang memiliki
akses untuk mengelola informasi perpajakan. Instansi pemerintah memiliki akses
penuh untuk menggunakan, memperbarui, atau menyesuaikan data sesuai dengan
regulasi yang berlaku. Selain itu, instansi bertanggung jawab dalam memastikan bahwa
seluruh proses perpajakan telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Jika terjadi
perubahan dalam struktur organisasi, seperti pergantian pejabat yang bertanggung
jawab, hak akses dapat dialihkan kepada pejabat baru sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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Login

D Pengguna

Kata Sandi

Pemilihan Bahasa

id-D

Core
Tax
Administration
System

ngguna Bany? Dattar disin
Permintaan akses digital

@ Cdp R G

Hal pertama

“Reset Password”

CwRE

Laman Login

dilakukan:

digunakan oleh WP yang sudah memiliki akses

DJPOnline.

“New Registration”

digunakan oleh WP yang belum memiliki NPWP.

“Digital Access Request”

digunakan oleh WP yang sudah memiliki NPWP namun_
belum memiliki akses DJPOnline.

Gambar 12.1 - TAMPILAN LAMAN LOGIN

[1] Username diisi dengan NIK/NPWP 16 digit

[2] Password sesuai dengan kata sandi Coretax

[3] Language untuk memilih bahasa (en-US/ id-1D)
[4] Kode keamanan (Captcha)
[5] Login {

Silahkan Pilih Pengguna Baru
untuk mendaftar Instansi
Pemerintah baru.

[1] Pada modul “Login”, pilih “Pengguna Baru” untuk mendaftar Instansi

Pemerintah baru.

« > c

23 tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CHOO01/typeSelection

Pilih jenis wajib pajak yang ingin Anda daftarkan!

Perorangan

Instansi Pemerintah

Badan

2

Pemungut PPN
PMSE Luar Negeri

il

Silahkan Pilih Jenis
Government Institutions /
Instansi Pemerintah,

Gambar 12.2 - TAMPILAN DAFTAR PILIHAN JENIS WAJIB PAJAK

[2] Modul akan menampilkan opsi “Pilih Jenis Wajab Pajak yang ingin Anda

Daftarkan!”,
Pemerintah.

Silahkan Pilih Jenis

Government Institutions / Instansi
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« > C 23  tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CHO01/typeSelection/governmentRegistration Bg >

Pilih jenis pembayar pajak pemerintah

Institusi Pemerintah Pusat Institusi Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah Desa
Badan Layanan Umum Pusat Badan Layanan Umum Daerah

f
i
i Silahkan Pilih Jenis Instansi
| Pemerintah Pusat.

i

i

\,

Gambar 12.3 - TAMPILAN PILIHAN JENIS PEMBAYAR PAJAK PEMERINTAH

[3] Modul kemudian akan menampilkan opsi “Pilih Jenis Pembayaran Pajak
Pemerintah”. Selanjutnya, pilih “Institusi Pemerintah Pusat”.

<« [¢] 23 tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CHO01/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC Bg & 2
1 2
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak

Is the application submitted by a taxpayer representative?

_______________________________

Centang jika Waijib Pajak di
Wakilkan, Lalu Klik “Lanjut”
atau Lansung Klik “Lanjut”

iika tidak diwakilkan.

Gambar 12.4 - TAMPILAN CENTANG JIKA WAJIB PAJAK DIWAKILKAN

[4] Pada modul “Wajib/Kuasa”, ikuti langkah berikut:
« Centang opsi jika Wajib Pajak diwakilkan kemudian klik “Lanjut”.

« Jika tidak diwakilkan, langsung klik “Lanjut” tanpa mencentang.
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<« (<] 23  tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CHO01/4 n/gover gt taxpayer-registration/G_GC By >
1 2
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak

® s the application submitted by a taxpayer representative?

NIK Perwakilan * Nama Wakil/Kuasa

(5 )

Silahkan Isi NIK Perwakilan
lalu Klik “Lanjut”.

Gambar 12.5 - TAMPILAN ISI NIK PERWAKILAN

[5] Isi kolom “NIK Perwakilan”, kemudian klik “Lanjut”.

“« c 23  tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CHOO1/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC B 2
1 2 3
wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak

Masukkan data identitas wajib pajak.

Kode 1Init Kearia Duysar ™ Nama Wajib Pajak *

(6

Silahkan isi data kode satker
& Nama Satker, Lalu Klik
“Lanjut”.

Gambar 12.6 - TAMPILAN DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

[6] Isi kolom “Kode Unit Kerja Pusat”, kemudian klik “Lanjut”.
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L c 23 tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CHOO1/typ: ion/g i g ion/gi t-taxpay i _GC Bg % >
1 2 =
wakil/Kuasa identitas Wajib Pajak Detail Kontak

Mohon verifikasi detail kontak wajib pajak. o

E-mail * Nomor Telepon Seluler * Nomor Telepon
Phone number start with 0. min 8 characters. max 15 Phone number start with 0. min 8 characters, max 15
characters, and digits only characters, and digits only

Nomeor Faksimili

Phone number start with 0, min 8 characters, max 15
characters, and digits only

Silahkan isi data-data kontak
Waijib Pajak, Lalu Klik “Lanjut”.

Gambar 12.7 - TAMPILAN VERIFIKASI DETAIL DATA KONTAK WAJIB PAJAK
[7]1 Isi data detail kontak Wajib Pajak yang mencakup:
«  Emall
«  Nomor Telepon Seluler
«  Nomor Telepon (Opsional)
« Nomor Faksimili (Opsional)

Setelah semua data terisi, klik “Lanjut”.

<« [«] 23 tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CH001/typeSelection/governmer n/ge e -taxp. -registration/G_GC Ba >
1 2 3
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak

Mohon verifikasi detail kontak wajib pajak.

E-mail = Nomeor Telepon Seluler * Nemor Telepon
Phone number start with 0. min 8 characters, max 15 Phone number start with 0. min & characters. max 15
characters, and digits only characters, and digits only

Nomor Faksimili

Phone number start with 0, min 8 characters, max 15

characters, and digits only

Lakukan Verifikasi di Email |
dan Handphone, Lalu Klik i
“Lanjut”. i

8

Gambar 12.8 - TAMPILAN VERIFKASI DETAIL KONTAK WAJIB PAJAK DI EMAIL

[8] Lakukan verifikasi melalui Email dan Handphone, kemudian klik “Lanjut”.
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« c 23 tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CHO01/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC B >
1 2 3 4
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi

Masukkan orang terkait wajib pajak.

Tambahkan Penanggung Jawab (PIC)
@

Tambahkan Orang Terkait tambahan

Klik Tanda “Tambah” dibawah
untuk menambahkan Profil
Penanggung Jawab Waijib,
Pajak dan Orang terkait
Tambahan (jika ada) lalu Klik
“Lanjut”

@

,_______-_-_--_-__
N eTE e

Gambar 12.9 - TAMPILAN TAMBAHKAN P/C

[9] Klik ikon “Tambah” di bawah untuk menambahkan Profil Penanggung Jawab
Wajib Pajak (PIC) dan Orang Terkait Tambahan (jika ada). Setelah itu, klik

" ° n”
Lanjut”.
« c °3 tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CHO01/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC Bg >
il 2 3 4
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi
Buat Orang x
Apakah PIC? Jenis Orang Terkait
~
Person NIK/TIN * Person Name *
s
Kewarganegaraan Negara Asal
Warga Negara Indonesia Indonesia

E-mail = Mobile Phone Number
_____ Nomor telepon dimulai dengan 0, min & karakter, maks 15 karakter. dan
h

. .. . . h digit

i Silahkan isi nnformasi terkait i ma
! Ist nnformas| terkait

— | penanggung jawab Wajib —

alid Dari 1§ . alid Sampai

! Pajak sesuai dengan E-KTP,
i
1
1

§ kemudian batas waktu yang
diberikan, lalu ik “Save”

Gambar 12.10 - TAMPILAN DETAIL DATA PIC

[10] Silakan isi informasi terkait Penanggung Jawab Wajib Pajak (PIC) sesuai
dengan E-KTP, kemudian masukkan batas waktu yang diberikan. Setelah itu klik
“Save”.
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<« c 23  tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CHO01/ n/goverr gistration/govern yer-registration/G_GC B 2
1 2 3 4 5 6
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi Data Ekonomi Alamat

Masukkan orang terkait wajib pajak.

Tambahkan Penanggung Jawab (PIC)

Tambahkan Orang Terkait tambahan

Silahkan, Klik “Lanjut”.

pai e

@

o

Gambar 12.11 - TAMPILAN SETALAH MENGISI DETAIL DATA PIC, KLIK LANJUT

[11] Modul akan menampilkan Data Penanggung Jawab Wajib Pajak (PIC) pada
modul “Orang Pribadi”. Silahkan untuk klik "Lanjut”.

« c 23  tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CH001/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC Bg s
1 2 3 4 5 6
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi Data Ekonomi Alamat

Please enter information about the taxpayer's economic activity.
At least one main economic code must be added.

KLU Utama KLU Tambahan

Tambahkan Kode Ekonomi
Cari

Deskripsi *

Silahkan isi Kode KLU Utama &
Deskripsi, Lalu Klik “Lanjut”.

12

Gambar 12.12 - TAMPILAN KODE KLU UTAMA & DESKRIPSI

[12] Pada modul “Data Ekonomi”, isi Kode pada “KLU Utama” beserta deskripsi
yang sesuai. Setelah semua data terisi, klik “Lanjut”.
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5 @ =3 tpportal-ga.intranetpajak.go. portalfid-ID/CHO01 g e _GC B B
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi Data Ekonomi Alamat Dokumen F 3an aj ajak
Masukkan detail Alamat wajib pajak.
Jenis Alamat Detail Alamat * RT*
Alamat Domisili (Alamat Utama)
RW * Provinsi * Kota/Wilayah *
If RT/RW does not exist. enter 000
Kecamatan * Sub-district * Kode Area *
Kode Pos * Geometric data * Kode Pengawasan
tolasiyeno disons ! silahkan diisi dengan detail alamat | @
. i beserta geotagging waiib pajak i
i sesuai dengan dokumen pendukung, i
i Lalu Klik “Lanjut” i
Gambar 12.13 - TAMPILAN DETAIL ALAMAT WAJIB PAJAK
[13] Pada modul "Alamat", isi detail alamat Wajib Pajak beserta Geotagging (Tandai
Alamat) sesuai dengan dokumen pendukung. Setelah itu, klik “Lanjut” untuk
melanjutkan proses.
<« > 23 tp) tranet. k. rtal/id-1D/CHOO1 i i _GC B & >
Pilih lokasi yang tepat x
A T
! :
| silahkan Pilih lokasi yang @
tepat, Lalu Klik “Simpan” ! o
Gambar 12.14 - TAMPILAN LOKASI DETAIL WAJIB PAJAK
[14] Pilih lokasi yang tepat sesuai dengan alamat Wajib Pajak, lalu klik “Simpan”.
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“ <] 23  tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CHO01/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC g ¥r -
! - > - = u '
Wakil/Kuasa Identitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi Data Ekonomi Alamat Dokumen

Masukkan detail Alamat wajib pajak.

Jenis Alamat Detail Alamat * ! G

Alamat Domisili (Alamat Utama) ~

If RT/RW does not exist. enter 000

RW * Provinsi * Kota/Wilayah *

If RT/RW does not exist. enter 000

Kecamatan * Sub-district * Kode Area *

Kode Pos * Geometric data * Kode Pengawasan

Tandai Alamat

[ ! Lokasi yang disewa

H 1

i Jika sudah terpilih Selanjutmya, ! - .y

1 s o 1 Te b kan Alz t

: Klik “Lanjut’ : am >ahkan Alama
i !

B !

Gambar 12.15 - TAMPILAN DETAIL ALAMAT GEOMETRIC DATA

[15] Lokasiyang telah dipilih akan otomatis masuk ke dalam kolom “Geometric Data".
Setelah itu, klik “Lanjut” untuk melanjutkan proses.

€« C % tpportal-gaintranet.pajak.go.id/registration-portal/id-ID/CH001/typeSelection/governmentRegistration/government-taxpayer-registration/G_GC Bg >
<« c
1 1 2 3 4 5 6 7 8
Wakil/Kuasa dentitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi Data Ekonomi Alamat Dokumen Pernyataan Waijib Pajak

Wakil/Kuasa

Silakan unggah dokumen yang diperlukan

Silakan unggah : Silakan unggah sertifikat pendirian Badan Anda. Jika Anda mengajukan permohonan atas nama lembaga pemerintah, silakan juga unggah surat kuasa yang memungkinkan
Anda mewakili It Anda mewakili lembaga pemerintah tersebut

sertifikat pendirian * Surat Kuasa *
Sertifikasi.pdf surat Kuasa.pdf
(= o
| Silahkan upload dokumen pendukung |
| yang dipersyaratkan, Lalu Klik “Lanjut”. |

Gambar 12.16 - TAMPILAN KONFIRMASI BAHWA MEMATUHI PERNYATAAN WAJIB PAJAK

[16] Upload (Unggah) dokumen pendukung yang diperlukan seperti “Sertifikat
Pendirian” dan “Surat kuasa” pada kolom yang telah disediakan. Setelah
semua dokumen terunggah, klik “Lanjut”.
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< c 25 tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/CHO01 g g ion/g payer-registration/G_GC g * -
1 2 3 4 S 6 7 8
Wakil/Kuasa dentitas Wajib Pajak Detail Kontak Orang Pribadi Data Ekonomi Alamat Dokumen Pernyataan Wajib Pajak

Mohon konfirmasi bahwa Wajib Pajak mematuhi pernyataan berikut ini.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan
surat dan dokumen perpajakan

Ajukan Permohonan

Pastikan data-data yang diberikan
oleh Waijib Pajak telah di input
dengan benar, Jika sudah silahkan
centang pernyataan tersebut, Lalu
Klik “Ajukan Permohonan”.

17

Gambar 12.17 - TAMPILAN KONFIRMASI BAHWA WAJIB PAJAK MEMATUHI PERNYATAAN

[17] Pastikansemuadatayang telahdiisisudah benar. Setelahitu, Wajib Pajak dimohon
untuk mengonfirmasi dengan mencentang pernyataan yang tersedia. Jika
semua sudah selesai, klik “Ajukan Permohonan” untuk melanjutkan proses.

<« 3] @ |0} =5 [=a] £ 10f 4188 > = -
Penyampaian materi edukasi Inbox = &5
Py @& 9:18AM (1ho ) v ® o«
- e
BF) Translate to English >
Halo KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Terima kasih atas kontribusi Kawan Pajak dalam membayar pajak!
Untuk lebih meningkatkan pemahaman Kawan Pajak tentang pajak, yuk unduh dan simak
materi edukasi perpai. berikut it P

2 Ini Materi G Institution Taxpay [Update 1]

Kawan Pajak dapat mengakses materi edukasi perpajakan lainnya melalui Taxpayer Portal,
laman pajak.go.id, atau edukasipajak go.id. Petugas Penyuluh Pajak kami juga siap membantu
Kawan Pajak memahami peraturan dan . Silakan kunj kami di kantor
pajak terdekat atau hubungi kami melalui Live Chat Pajak di laman pajak go.id atau Kring Pajak

Waijib Pajak akan menerima
Materi Edukasi Perpajakan
Melalui Email”.

[
|
|
|
1
|
|

1500200
PAJAK KUAT, INDONESIA MAJUI
Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 12.18 - TAMPILAN E-MAIL MATERI EDUIKASI PERPAJAKAN
[18] Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan akan menerima Materi
Edukasi Perpajakan melalui email yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak
sebagai bagian dari proses edukasi dan sosialisasi perpajakan.
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Pendaftaran

PENJELASAN UMUM

Salah satu fitur baru dalam Coretax DJP adalah Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan proses pengukuhan
secara lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fitur ini
dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keamanan dalam proses
administrasi perpajakan. Pengukuhan PKP dalam Coretax DJP berfungsi sebagai bukti
sah bahwa Wajib Pajak telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memiliki
kewajiban untuk memungut, menyetor, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Dengan sistem digitalisasi, risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan
data dapat diminimalkan, serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang
dapat mengakses dan mengelola informasi pendaftaran PKP. Wajib Pajak memiliki
akses penuh untuk mengajukan, memperbarui, atau mencabut status PKP dalam sistem
Coretax DJP sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak bertanggung
jawab dalam memastikan bahwa data yang dikelola telah sesuai dengan ketentuan
perpajakan dan dapat diakses oleh pihak terkait. Jika terjadi perubahan dalam struktur
usaha, seperti pergantian penanggung jawab, hak akses dapat dialihkan kepada pihak
yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Tata Cara Pendaftaran Instansi Pemerintah

<« [« 23  tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/identityproviderportal/Account/Login [CH - 4 &,

CwRE

Login
|
E ID Pengguna
Login dengan Instansi | |
? |
Pemerintah Non PKP. ! )
ISR i Kata Sandi
| S
] =

Pemilihan Bahasa
id-ID
Core
g - Tax
Lupa Kata Sanci? Administration
e System

Pengguna Baru? Daftar disini

Permintaan akses digital

o Cdp fotite N Ty Eas

Gambar 12.19 - TAMPILAN LAMAN LOGIN

[1]  Login dengan Instansi Pemerintah Non PKP.

< [« ] 25  tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/registration-portal/id-1D/my-profile B & +r e

------ - B v 1120001850 an v PO @ ~ | Login teraknic: ®

~ BukuBesar Layanan Wajib Pajak ~ Manasjemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Jouan 360 - Derajat Wali Pajek

Daftar Kode Billing Belum Dibayar  Saldo SaatIni  SPT Belum Disampaikan  Jenis Pajak Terdaftar  Kasus Aktif  Fasilitas Aktif

Alamat Utama

Permohaonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital
Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PB8 PSL

Kontak Utama
Nomor Telepon Seiuler
Aktif Emai

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Data Unit Keluarga

[

1
Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit ecaknic i Silahkan pilih "Portal saya”
i dan Klik "Pengukuhan PKP”
i
i

Nomor Identifikasi Eksterna

Jenis Pajak

serta pastikan status Intansi
Pemerintah belum PKP.

Wakil/Kuasa Saya

Pajak yang Diwaki

NSSLDLEISEIEIIEInTy

Gambar 12.20 - TAMPILAN PORTAL SAYA & PENGUKUHAN PKP

[2] Pada Dashboard Coretax, pilih modul “Portal Saya”, lalu klik “Pengukuhan
PKP”. Pastikan bahwa status Instansi Pemerintah masih belum PKP sebelum
melanjutkan proses.
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<« @ % tpportal-gaintranet.pajakgo.id/case-management-portal/id-ID/forms/online/vat-registration-form g a w A

Penunjukan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak untuk Tujuan Pengukuhan PPN

Silahkan pilih status
kepemilikan tempat
Usaha lalu isi Omset
Tahunan dan pilih tanggal
mulai transaksi PPN.

( 3
: |
| Centang Pernyataan, i
! Lalu Klik “Kifim”. |
a i
! A

Gambar 12.21 - TAMPILAN DATA PENUNJUKAN WAJIB PAJAK/PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PENGUKUHAN PPN

[3] Pilih status kepemilikan tempat usaha, lalu isi Omset Tahunan, misalnya:
5.000.000.000. Kemudian, pilih tanggal mulai transaksi PPN, misal: 12-2024.
Centang pernyataan persetujuan lalu klik “Kirim"” untuk melanjutkan proses.

<« C %5 tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/case-management-portal/id-ID/successfully-case-creation/vat-reg/924eb84b-f08c-4109-b921-bc6dadass715 Bg a ¥ 2

@ Cdip AEms GO wm: 112-build-1859 0 v~ P 2 B ~ | Login terakhin @

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

Terima kasih, permohonan Anda telah diajukan untuk ditinjau.

Nomor kasusnya adalah: P0000210592

[ &, Unduh Bukti Tanda Terima b— o

Silahkan klik “unduh” !
untuk menampilkan Bukti |

Tanda Terima.

Gambar 12.22 - TAMPILAN DATA TELAH DIAJUKAN UNTUK DITINJAU

[4] Silahkan klik “unduh” untuk menampilkan Bukti Tanda Terima Pengukuhan PKP.
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MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
EAST JAKARTA REGIONAL TAX OFFICE
JAKARTA MATRAMAN TAX OFFICE

JALAN MATRAMAN FAYA NO. 43, JANARTA TRILR. 13940
TELEPWOME (031) B560038. S500005. FACSIALE (521) S58003T. WEBSITE wwe pajai ga id
(CALL CENTER KRING PALAK (021)1500300 EMAIL per ™ gasa

BUKTI PENERIMAAN SURAT
PROOF OF RECEIPT OF LETTERS

Nomor/ Number :
Tanggal' Date :

P Waiib Pajak
Tax ldentification Numbe:

Mama
Name

Alamat
Address

Jenis Permohonan/ Surat
Type of Application/ Letier
Diterima Melalui

Delivery Channal

Patugas Penefima
Recipient Officer Name

Bukti Penerimaan Surat
atas Permohonan Waiib

Pajak.

Bt o
f— S ) Bl Dl s Fapat i
T e S A

i

Gambar 12.23 - TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK

[5] Berikut adalah contoh Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas Permohonan Wajib
Pajak yang telah diunduh.
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<« (¢ 23 tpportal-qga.intranet.pajak.go.id/case-management-portal/id-1D/successfully-case-creation/vat-reg/924eb84b-f08c-4109-b921-bc6dadaS8715 B a % & @

® Cdp Ll T s va: 1.1.2-build-1859 id-ID Q@ ©] ~ | Login terakhir: @

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses = Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

Terima kasih, permohonan Anda telah diajukan untuk ditinjau.

Nomor kasusnya adalah:| P0000210592
& Unduh Bukti Tanda Terima

Silahkan Klik “nomor
kasus” untuk memantau

proses germohonan.

Gambar 12.24 - TAMPILAN NOMOR KASUS UNTUK MEMANTAU PROSES PERMOHONAN

[6] Untuk memantau status proses permohonan, klik “Nomor Kasus”.

« C 25 tpportal-qa.intranet.pajak.go.id/case-management-portal/id-ID/case-list g «a L &

o  Cdip REES @ Vers\: 1.1.2-build-1859 id-D ~ PO @ ~ | Login terakhir ®

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak -~ Manajemen Akses -  Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal -

Kasus Saya

- 300

Nomor Kasus T NPWP Wajib Pajak Pusat Tl Nama Wajib Pajak Pusat T| Jenis Kasus T] Status Kasus T1 Dibuat 1

<
<
<
<

¢

Klik "Pilih" nomor kasus.

e

Gambar 12.25 - TAMPILAN NOMOR KASUS

[7]  Klik “Pilih".
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c 25 tpportal-ga.intranet.pajak.go.id/case-management-portal/id-1D/case-overview/924eb84b-f08c-4109-b921-bc6dada58715

o Cdp

G

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~

Versi: 1.12-build-1859 id-0 ¥ @ 2 @

Pembayaran - Buku Besar

Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

CwRE

B a *« & @

| Loginteraii ®

Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal ~

l l Informasi Umum

Detail Kasus

Informasi Umum
Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

[}
! Status Permohonan
! Waiib Pajak,

[8]

Kasus

Nomor

Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat
Alasan

Prioritas

o
Portal Status Diproses
Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya
Penyelesaian yang diharapkan
Jenis Komunikasi

Keterangan Kasus
Kantor Wilayah

Kanter Pelayanan Pajak

Hasil Kasus

Ditutup

Nomor Protokel

Tanggal Protokol

Gambar 12.26 - TAMPILAN STATUS PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Berikut adalah Status Permohonan Wajib Pajak yang masih di proses.
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Ringkasan Kewajiban
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~ Aspek Perpajakan Per Jenis Belanja

Gaji dan Tunjangan
bagi Pegawai Tetap
Termasuk PNS dan PPPK

Pembayaran Selain Gaji &

Tunjangan bagi PNS

Misal: Honor atas kegiatan (rapat,
ekskul,pengawas ujian, uang
lembur, uang makan, dll)

Penghasilan bagi

Pegawai tidak tetap

Tenaga kerja lepas yang hanya menerima
penghasilan apabila ybs bekerja berdasar-
kan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil
pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan

Imbalan bagi

Bukan pegawai
Misal: honor tenaga ahli,
narasumber, dan sejenisnya

Imbalan bagi

Peserta Kegiatan

Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu
(honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler,

Belanja Barang
Misal: ATK, material, komputer, semua
dalam bentuk barang, dll

Belanja Jasa kepada

rekanan badan
Jasa yang pembayarannya dibebankan
pada APBN/APBD/APBDes

Sewa harta selain

tanah bangunan
Misal: Sewa mobil, mesin fotokopi, dll

Belanja Jasa Konstruksi,
Pengalihan Tanah Bangunan,
Sewa Tanah Bangunan

Belanja kepada Rekanan
UMKM (Peredaran Bruto Tertentu)
Jasa Katering Orang Pribadi:

Badan:

PPh 21

PPh 21

PPh 21

PPh 21

PPh 21

PPh 21

pengawas ujian, dll) yang diterima oleh Non PNS

PPh 4(2) Final

PPh 4(2) Final

PPh 21

CwRE

Selain Masa Pajak Terakhir :

Penghasilan bruto sebulan x TER Bulanan

Masa Pajak Terakhir:

Penghasilan Kena Pajak setahun x tarif PPh pasal 17 -

PPh Pasal 21yang telah dipotong selain Masa Pajak Terakhir

Penghasilan x Tarif Final PPh Pasal 21
(berdasarkan golongan/pangkat)

Dibayar bulanan:
Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan

Tidak dibayar bulanan:
Rp0-2,5 juta per hari: Ph. Bruto x TER Harian
>Rp2,5 juta per hari: (Ph. Bruto x 50%) x tarif PPh Pasal 17

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Penghasilan Bruto x Tarif PPh Pasal 17

Nilai Transaksi x Tarif 1,5%
(pengecualian lihat tabel PPh 22 di bawah)

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat tabel PPN di bawah)

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat tabel PPh 23 di bawah)

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat tabel PPN di bawah)

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12%
(pengecualian lihat tabel PPN di bawah)

Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final

(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17

Nilai Transaksi x Tarif 2%
(pengecualian lihat tabel PPh 23 di bawah)
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— Tutorial

e-Filing dan e-Form SPT Tahunan

[m] SPT 1770-SS [E\:5[E] SPT 1770-S
. Karyawan Karyawan

EE perrl)g(;hasilan bruto = penghasilan bruto
=TI < Rp60Jutasetahun  [m]4 > Rp 60 Juta setahun

Tutorial pada link ini bersifat informasi secara umum untuk memberikan
gambaran pengisian kepada Wajib Pajak. Tampilan djponline dapat berubah
sesuai dengan pengembangan sistem terbaru .

SPT 1770

Usahawan % Wajib Pajak Badan

Penghasilan lainnya

Pekerjaan bebas
Lebih 1 pemberi kerja

SPT 1771

CV, PT, Koperasi
Lembaga, Yayasan

~—  Batas Setor

Seluruh Instansi
Pemerintah m

o

~— Batas Lapor SPT Masa

Tgl 20 bulan berikutnya

~
Seluruh Instansi PPh 21 Paling lama tanggal
Pemerintah m m 15 bulan berikutnya
Paling lama
akhir bulan berikutnya
J
STV 2112 ki bulan berikutnya | 57T s o
Keterlambatan penyetoran pajak dan/atau
tidak/terlambat lapor SPT Masa, dapat dikenakan
sanksi administrasi berupa denda
/

| Panduan Coretax bagi Instansi Pemerintah

Buku Manual | Supplement



~ PPh21

Tarif PPh Pasal 17

Tarif PPh Final

Tarif Efektif Rata-Rata
Bulanan

Tarif Efektif Rata-Rata
Harian

<Rp60juta 5%

>Rp60juta s.d Rp250juta  15%
>Rp250juta s.d. Rp500juta 25%
>Rp500juta s.d Rp5 Milyar 30%

>Rp5Milyar 35%

GolonganIdanll 0%

Golongan III 5%
15%

Golongan IV

TER A bagi pegawai dengan
dengan PTKP TK/0, TK/1, dan K/0O

TER B bagi pegawai
dengan PTKP TK/2, K/1,TK/3 dan K/2

TER C bagi pegawai dengan PTKP K/3

s.d. Rp450ribu per hari 0%
Lebih dari Rp450ribu
s.d Rp2,5juta 0,5%

Tarif PPh Pasal 22: 1,5%

Pengecualian pemungutan:
+ Transaksi < Rp 2 juta (tidak
dipecah-pecah)

Pemerintah (KKP)
Sumber dana BOS

Gabah, beras

Rekanan yang memiliki Suket
PP-55 atau SKB

«  Pembelian barang di SIPP

-

«  Pembayaran dengan Kartu Kredit

BBM, benda Pos, air, dan listrik

_rrh23 NI

Tarif PPh Pasal 23: 2%
Pengecualian pemotongan:

Rekanan yang memiliki Suket
PP-55 atau SKB

f

-

CwRE

PTKP N
Setahun
TK/0 Rp54.000.000
K/0 Rp58.500.000
K/1 Rp63.000.000
K/2 Rp67.500.000
K/3 Rp72.000.000
/

Dokumen menyebutkan nominal
Rp5juta atau lebih

Rp10.000

§/
%

Tarif PPN: 12%
DPP Nilai Lain utk jasa & BKP non mewah:

Nilai Impor,
X Harga Jual, atau
Nilai Penggantian

11
12

Pengecualian pemungutan:

« Transaksi < Rp 2 juta (tidak
dipecah-pecah)

« Pembayaran dengan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP)

» Pengadaan tanah

*  BKP/JKP yang dibebaskan/tidak
dipungut

*  Pembelian barang di SIPP dgn UP

dengan UP
J AN J J
o N

A Riel  Discaimer

Jasa Konsultansi Konstruksi o e . . .
Beberapa istilah perpajakan dalam ringkasan ini telah

Menmiliki SBU atau SKK 3,5% disederhanakan guna memudahkan pemahaman WP
Tidak memiliki SBU atau SKK 6% Instansi Pemerintah.
Jasa Pekerjaan Konstruksi
Memiliki SBU Kualifikasi Kecil atau SKK 1,75%
Memiliki SBU Kualifikasi Menengah dan Besar 2,65%
Tidak memiliki SBU atau SKK 4%
Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Memiliki SBU 2,65%
Tidak Memiliki SBU 4%
Sewa Tanah/ Bangunan 10%
Pengalihan Tanah/ Bangunan untuk Kep. Umum 0%
Hadiah Undian 25%
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